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PENGANTAR PENULIS

Segaia puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul

Perbandingan Sistem Pemerintahan dapat diterbitkan. Buku ini

ditulls untuk ikut mengisi kelangkaan referensi tentang ilmu-llmu

pemerintahan di Indonesia, yang terasa tertinggal dibanding Ilmu-

llmu lalnnya.

Kehausan untuk memahami llmu pemerintahan semakin

dirasakan saat inC seiringdengan semakintingginya kesadaran polltik

masyarakat dan semakin strategisnya peran pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada warganya. Di sisi lain kenyataan

membuktikan bahwa, ketersediaan referensi yang terkaitdengan llmu
pemerintahan di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu

kehadiran buku-bukuyang menyajikan kajian ilmu-ilmu pefnerintahan

sangat dibutuhkan dan dinantikan guna mengisi kelangkaan tersebut.

Hubunganantara pemerintah dan yang dipertntah, antara negara dan

warga negara, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

terasa semakin rumit dan kompleks dewasa ini. Buku ini berusaha

memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai
permasalahan pemerintahan,baiksecarateor^s maupun praktik. Buku
ini diharapkan akan bermanfaat bagi mahaSswa, Ikadeniisi,,maupun
praktisi yangsedang berkutat untuk menekuni iimu pemerintahan.

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah
membantu terbitnyd buku ini, terutama kepada Penerbit Ombak.
Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada mas Adit
yang tefah bersedia menyunting naskah saya hingga menjadi buku,

tanpa kerja keras beliau mustahil buku ini bisa hadir. Terima kasih

vUi
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yang tulus, dan penghai^aan yang tinggi juga saya sampaikan pada
rekan sejawat para dosen di Jurusan Pendi4jkan Kewarganegaraan
dan Hukum, Fakultas llmu Soslal UNY, atas dukungannya' sehin'gga
buku ini ditulis. Terinna kasih juga saya sampaikan kepada seluruh
pembaca, para mahasiswa, para akademisi, para praktisi, dan para
pemerhati llmu pemerlntahan, yang berkenan memberlkan masukan
berharga kepada buku Inl. Terlma kaslh juga saya sampaikan kepada
istritercinta Titik Sugiyarti, beserta tigaanaksaya Dian Adityaningrum
S.Farm., Apt., Dyah Nawangsari, Desti Plnasti Putri,dan menantu saya
HifniAsif, ST, atas pengertian dan kebersamaannya.

Semoga amal kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara diterima Allah
SWT., dan mendapatkan Imbalan yang sepadan dari-Nya. Akhirkata,
semoga sekecll apapun buku ini berguna bagi pengembangan iimu
pemerintahan di Indonesia.

Yogyakarta, November 2012

Penulis

Sunarso



BAB I
SISTEM PEMERINTAHAN

A. Pengertian Sistem Pemerintahan

1. Tiga Pengertian Sistem Pemerintalian (Menurut HukumTata
Negara)

Sistem pemerintahan dapat memiliki pengertian yang berbeda-
beda, pengertian pertama, dalam arti sempit sistem pemerintahan

dapat berarti 'sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan
eksekutif dalam sebuah negara/ Berdasar kajian ini menghasiikan dua

model pemerintahan yakni, sistem pariementer dansistem presidensial.

Dalam pengertian kedua, sistem pemerintahan dalam arti luas
yakni suatu 'kajian pemerintahan negara yang betolak dari hubungan
antara semua organ negara, termasuk hpbungan antara pemerintah

pusat dengan bagian-bagian yang adadi dalam negara/ Bertitiktolak
dari pandangan ini sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi
negara kesatuan, negara serikat (federal), dan negara konfederasi.

Sedangkan pengertian ketiga, sistem pemerintahan dalam artisangat

luas, yakni kajian yang menttik beratkan hubungan antara negara dengan
rakyatnya. Berdasar kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintahan
monarkf, pemerintahan aristokrasi dan pem^^ntalun demokrasi.

2. Sistem Pemerintahan Menurut Para Ahli

Sistem pemerintahan pun memiliki pengertian yang berbeda-
beda dl antara para ahli, seperti halnya Aristoteles (384-322 SM)
yang membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang

memerintah dansifatpemerintahannya menjadi enamyakni monarki,

tirani, aristokrasi, oligarki, republik {polltea) dan demokrasi.
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Berbeda dengan Aristoteles, Polybius (220-146 SM) membagi

bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah serta

si^t pemerintahannya. Berdasar sudut pandang ini dapat dibedakan

enam jenis pemerintahan, yakni: monarki, tirani, aristokrasi, oligarki,

demokrasi dan anarki (oklokrasi).

Kranenburg (1880-1956), menyatakan adanya ketidakpastian
penggunaan istiiah monarki dan republik untuk menyebut bentuk

negara atau bentuk pemerintahan. Sedangkan Leon Duguit (1859-

1928) membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara penunjukan

kepala negaranya. Yakni sistem republik kepala negaranya diangkat

lewat pefhiiihan, sedangkan sistem monarl<i kepala negaranya

diangkat secara^turun temurun.

Jellinec (1851-1911), membagi bentuk pemerintahan menjadi
dua yakni republik dan monarki. Pendapat ini sejalan dengan apa
yang dikemukakan oleh LeonDuguit.

B. Perbandingan Sistem Pemerintahan

1. Perbedaan Parlementer dan Presidensial

Sistem pemerintahan palementer adalah sistem pemerintahan

yang eksekutif dengan legislatif (pemerintah dan parlemen/DPR)
memlllkl hubungan yang bersifat timbal balikdansaling mempengaruhi.

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan

yang badan legislatif dan badan eksel^^f b^leh dikatakan tidak
terdapat hubungan sepertl pada sistem pemerintahan pariementer.

a. CIri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah:

1) Kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu orang, yaitu
presiden. Maksudnya presiden berkedudukan sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan.

2) Presiden dibantu oleh rpenteri'menteri yang diangkat dan
bertanggung jawab kepadanya.
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3) Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.
4) Presiden dan para menteri tidak bertanggung jawab kepada

16 parlemen atau DPR. '

5) Sistem pemerintahan presidensial diterapkan diAmerika Serikat
(selanjutnya akan disingkat menjadi AS), Filipina dan Indonesia

saat ini.

b. Ciri-cirisistem pemerintahan pariementer

1) Kedudukan kepalanegara tidak dapatdiganggu gugat.

2) Kabinet yang dipimpin oieh perdana menteri bertanggung jawab
kepada parlemen.

3) Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara
terbanyak dalam parlemen.

4) Kabinet dapat dijatuhkan atau dibubarkan setiap waktu oleh
parlemen.

5) Kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak
terletak dalam satu tangan atau satu orang.

6) Sistem pemerintahan pariementer diterapkan di negara Inggris,
Eropa Barat, dan Indonesia ketika berlaku UUD RIS dan UUDS1950.

MenurutS.L Witman seperti dikutip Inu Kencana SyafiM (2001)
terdapat empat ciri yang rhembedakan sistem pemerintahan
pariementer dan presidensial.

a. dri-ciri sistem pemerintahan pariementer yaitu:

1) Didasarkan pada prlnsip kekuasaan yang menyebar {diffusion of
power). ^

2) Terdapat saling bertanggung jawab antara eksekutif dengan
parlemen atau legislatif, karena itu eksekutif (perdana menteri)
dapat membubarkan parlemen, begitu pula parlemen dapat
memberhentikan kabinet (dewan menteri) ketika kebljakannya

tidakditerima oleh mayoritas anggotaparlemen.

3) Juga terdapat saling bertanggung jawab secara terplsah antara
eksekutifdenganparlemendanantarakabinet denganparlemen.
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4) Eksekutif (perdana menterl, kansellr) dipilih oleh'kepala negara
(raja/ratu/presiden) yiang telah mempefoleh persetCfjuan dan
dukungan mayoritas di parlemen.

b. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:
1) Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of

power).

2) Eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan

parlemen maupun ia(eksekutif) harus berhenti ketika kehllangan
dukungan dari mayoritas anggota parlemen.

3) Tidak ada hubungan saling bertanggung jawab antara presiden
dan kabinetpya kepada parlemen, kabinet secara keseluruhan

bertanggung jawab kepada presiden (chiefexecutive).
4) Eksekutif dipilih oleh para pemilih (para pemllih dimaksudkan

adalah rakyat yang melakukan pemilihan secara langsung atau
pemilihan secara tidak langsung melalui dewan pemilih (electoral
college).

Penyebaran kekuasaan (diffusiort of power) sebagai salah satu
ciri sistem pemerintahan parlementer tampak pada pemerintahan
koalisi niuftipartai. Apabila koalisiterjadi karena proses negoisasi yang
intensif akan melahirkan konsensus yang kuatdan akan memberikan
sumbangan terwujudnya kehidupan politik yang stabll. Memang
diakui penyebaran kekuasaan di samptng memperlihatkan dinamika
politik yang tinggi karena berpotensi untul^ela|irkan veto, namun
apabila masing-masing kekuatan politik tidak bijaksana dapat saja
melahirkan jalan buntu yang menimbulkan ketidakstabilan politik.

Sedangkan pemisahan kekuasaan (separation of power) pada
sisterti pemerintahan presidensial, cenderung memlnlmalkan veto
dan jalan buntu, karena adanya check and balance (saling kontrol dan
saling imbang) antara lembaga tinggi negara sehlngga dapat dicegah
diktatorisme.
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2. Negara-Negara Dengan sistem Parlementer

a. Inggris

1) Kepala negara dipegang oleh ratu yangjDersifat simbolis dan
tidak dapat diganggu gugat.

2) Peranan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara
lebih banyakbersifat konvensi (peraturan tidak tertulis).

3) Kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri
yang memimpin menteri atau senngdisebut cabinetgovernment

(pemerintaiian kabinet). Perdana menteri mempunyai

kekuasaan cukup besar, antara lain: (a) memimpin kabinet yang

anggotanya telali dipiiihnya sendiri, (b) membimbing Majelis
s Rendah, (c) menjadi penghubung dengan Ratu, (d) memimpin

partai mayoritas.

4) Kabinet yangtidakmemperoieh kepercayaan daribadanlegisiatif
harus segera meletakkan jabatan.

5) Perdana menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan
umum sebelum masa jabatan parlemen yang lamanya lima

tahun berakhir.

6) Hanya ada dua partaibesar (Partai konservatif dan PartaiBuruh),
sehingga partai yang memenangkan pemilu diberl hak untuk

memerlntah, partai yang kalah sebagai oposlsl.

b. Francis

1) Kedudukan presiden kuat karenadipllih langungoleh rakyat.
2) Kepala negara dipegal^i pre^den dengan masa jabatan seiama

tujuh tahun.

3) Presiden diberi wewenang untuk bertindak pada masa darurat
dalam menyelesalkan krisis.

4) Ilka terjadi pertentangan antara kabinet dengan legisiatif,

presiden boleh membubarkan legislstif.

5) Jika ada suatu undang-undang yang telah disetujul legisiatif,
namun tidak disetujul presiden, maka dapat diajukan langsung
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kepada rakyat melalui referendum" atau dimlnta pertimbangan
dari Majelis Kon^ '̂tusional.

6) Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum
sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus
didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.

7) Sistem pemerintahan Prancis ini sebenarnya bukan parlementer
murni. Tetapi peniisahan jabatan kepala negara dan kepala
pemerintahanmemang menunjukkan ciri pariementer.

c. India

1) Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara
dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

2) Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota
badan legislatif balk di pusat maupun di negara-negara bagian.

3) Penyelenggaraan pemerintahannya sangat mirip dengan Inggris
dengan model cabinet government

4) Pemerintahdapatmenyatakan keadaandaruratdan pembatasan-
pembatasan kegiatan bag! para pelaku polltik dan kegiatan
media massa agartidak mengganggu usaha pembangunan.

3. Sistem Presidensfal MenurutUndang-UndangD 1945

DI dunia inl tidak ada sistem pemerintahan kembar, mesklpun
suatu negara menggunakan sistem presidehslal, antara negara yang
satu dengan yang lainnya pasti terjadi variasi dan modifikasi sesuai
kondtsi setempat serta konstitusin#. g

Jika kita perhatikan leblh lanjut, ternyata dalam sistem
pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia juga sedikit
berbeda dengan Fillpina dan AS misalnya. Sebagai contoh Presiden
Republik Indonesia memlliki fungsi yang begitu banyak dan penting.
Fungsi presiden menurut UUO1945, meliputi:

a. Sebagai kepala ne^dra, presiden melakukan fungsi simbolis dan
seremonlal mewakili bangsa dan negara.
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b. Sebagai kepala eksekutif/memimpin kabinet danbirokrasi dalam
melalsanakan kebijakan umum.

c. Sebagai kepala eksekutif, mengajulcan rancangan undang-
undang kepada legisiatif.

d. Sebagai panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan
angkatan udara.

e. Sebagai pemimpin dalam perumusan kebijakan luarnegeri.

Apabila kita cermati Preslden Megawati Sukarnoputri, ataupun
Wakil Presiden Jusuf Kalla selain sebagai presiden dan wakil presiden
beliau masih memiliki fungsi tambahan yaknisebagai pemimpin partai

Vpolitik. Megawati saat itu sebagai ketua umum PDIP dan Jusuf Kalla
sebagai ketua umum Partai Golkar. Meskipun tidakadalarangan dalam
konstitusi (UUD1945) seorang presiden danwapres sebagai pemimpin
partai politik, namun seharusnya dalam kepemimpinannya lebih
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan
partalnya. Dengan kata lain ketika seseorang telah menjabat sebagai
presiden atau jabatan publlkyang lain, maka iatelahmenjadi pemimpin
dan sekaligus menyediakan dirinya untuk mengabdi kepada publik
(rakyat). Karena kekuasaan presiden sebagainnana tercermin dalam
sistem pemerintahan presldenslal begitu besar dan menentukan,
maka banyak pemlklran yang berkembang sebalknya jabatan sebagai
pemimpin partai (ketua partai politik) dltinggalkan, agar dapat
sepenuhnya mengabdi|̂ pai^ kepentingan bangsa dan negara. Jika
seorang presiden danwapres masih tetap menjabat juga sebagai ketua
partai politik, diM>awatirkan akan memanipulasi jabatannya untuk
kepentingan partai politiknya. Contoh negara yang menganut sistem
pemerintahan presidensial, tetapi presidennya tidak sekaligus menjadi
ketua partai politik adalahAS.

Menurut Maurice Duveriger, dalam praktik pemerintahan dapat

terjadi du^ kemungklnan presiden kuat atausebaliknya lemah. Sebagai
contoh Pr^lden Austria, Islandia, dan Irfandia itu lemah meskipun
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mereka dipilih oleh rakyat, namun dalam praktiknya pemerintahan-
pemerintahan demokrasi ini bersifat parlementer. Kemudian Prancis
den^n kedudukan presldennya yang kuat memiliki pemerintahan
presidensial (sebeium :^80). iNamun Prancis memasuki periode
pemerintahan gabungan (1986-1988) ketika Presiden Francois

Mitterand kehilangan suara mayoritasnya di Majelis Nasional dan

terpaksa mengangkat lawan politiknya yang utama, Jacques Chirac

untuk jabatan perdana menteri. Chirac menjadi kepala pemerintahan,
kekuasaan Mitterand berkurang dan hanya memegang peranan khusus
dalam politik luar negeri, sehingga demokrasi Prancis telah bergeser ke
pola parlementer, setidaknya untuk sementara waktu. Dari kasus ini

kemudian melahirkan sistem pemerintahan semipresidensial.

C. Perbedaan Pemerintahan Monarki dan Republik
Bentuk pemerintahan modern menurut Georg Jellinec dan Leon

Duguit dibagi menjadidua, yakni:

i. Kerajaan (Monarki)

Monarki adalah negara yang dikei^aiai oleh seorang raja secara
turun^emurun dan menjabatuntukseumur hidup. Selain rajakepala
negara monarki dapat dipimpin oleh kaisar (Jepang), syah(Iran), ratu
(Inggrii Belanda), emir (Kuwait), sultan (Brunal Darussalam). Contoh
negara monarki adalah Malaysia, Brunal Darussalam, Thailand,
Jepang, Inggrls, Belanda, Swedia, Norwegia, Monako, Maroko, Arab
Saudi, Kuwait, Jordania, Belgla, Denmark dan sebagainya. Monarki
dapat dibagimerijadi tfgajenis, yaltu: ^ .

$
a. Monarki absolut, seluruh wewer^n^ dan kekuasaan raja tidak

terbatas. Perintah raja merupakan Undang^undang yang harus
dilaksanakan. Sistem ini dilaksanakan di Eropa sebeium Revolusi
Prancis, maupun kerajaandi Nusantara pada masa lalu.

b. Monarki konstltusional, yaknl nioharki dengan kekuasaan raja
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dibatasi oleh konstitusi (UUD). Tindakan raja hams sesuai dan
i}erdasar pada konstitusi. Contohnya: Saudi Arabia, Denmark,

c. IVIonarki parlementer, \skni pemerintahan yang dikepalai oleh
raja dan di samping raja ada parlemen. Kekuasaan raja sangat
terbatas karena dibatasi oleh konstitusi. Parlemen ini juga

sebagai tempat para menteri, baik sendiri maupun bersama-

sama bertanggung jawab.Raja hanya sebagai lambang kesatuan

negara. Contohnya adalahInggris, Belanda, JepangdanThailand.

2. Republik

Istilah republik berasai dari bahasa Latin, res publica,
('kepentingan umum'), yaitu 'negara dengan pemerintahan rakyat

yang dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih dari rakyat
oleh rakyat, untuk masa jabatan tertentu.' Contoh negara yang

menerapkan sistem ini adalah Indonesia, Filipina, AS, Jerman dan
sebagainya. Sistem republik memiliki tiga jenis:

a. Republik presidensial. Qri utamanya kepala n^ra dan kepala
pemerintahannya dipegang oleh satu prang yakni presiden. Para
menteri bertanggungjawabpada preskien. Biasanya pr^iden dipilih
langsungoleh rakyatdengan masa jabatantertentu, danmenjalankan
pemerintahan berdasar UUD dan undang-undang. Contohnya

Indonesia, AS,dan Filipina.

b. Republik parlementer. Ciri utamanya presiden sebagai
kepala negara, sedangkan perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan. Para menteri dl bawahl^ma^o perdana menteri
bertanggungjawab pada parlemen, Contohnya adalah Italia dan

India serta Pakistan,

c. Republik absolut. Sistem pemerintahan Ini sudah dltinggalkan.
Contohnya adalah:

1) Republik Jerman semasa pemerintahan Hitler

2) Republik Italia di bawah bekuasaan Mussdlinl.
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D. Parlementer dan Presidensial Model Pemerintahan
Paling Populer

Sepertitelah diuraikandimukaada duatipesistem pemerintahan
yang berkembang dalam zaman modern, yaitu parlementer dan

presidensiaf. Inggris dikenal paling berpengalaman mengembangkan
sisfem pemerintahan parlementer. Sedangkan AS dikenal paling

berpengalaman dalarh mengembangkan sistem pemerintahan

presidensial. Sehingga kedua negara tersebut seringdijadikan acuan
oleh berbagai negara berkembang dalam mengembangkan kedua
sistem pemerintahan tersebut.

Kedua sistem pemerintahan/bentuk pemerintahan tersebut

merupakan perwujudan trias politico. Dalam triospoliticokekuasaan
pemerintah dibagimenjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan

eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Masing-masing kekuasaan
diserahkan kepada sebuah badan yang terpisah satu sama lain
sehingga dapatsaling mengawasi danmengimbangi untuk mencegah
pemerintahan otoriter. Oleh karena itu, balk sistem parlementer
maupun sistem presidensial adalah masuk dalam kategori

pemerintahan yang mengag^t sistem politik demokrasi.
Dalam sistem parlementer dflnggrls, yang memegang kekuasaan

eksekutifadalah perdanamenteri. Perdana menterl merupakan ketua
partai mayoritasdalam parlemen (badan legislatff). Partai minorHas

menjadi partai oposisi. Perdana menteri beserta para menteri, baik
bersama-sama maupun masing-masing, bertanggung jawab kepada
parlemen. Kalau terjadi konflik antara kabinet dan parlemen, maka
yangmemutusJ^n adalah rakyat lewat pemilhan umum yang dapat
diadakan sewaktu-waktu. Parlemen Inggris terdiri atas penvakilan
kaum bangsawan (House of Lords) dan rakyrt biasa {House of
Commons), Karena fungsi House of Lords dan House of Commons
merupakan pengejawantahan dari fungsi parlemen, maka dikenal

menganut sistem dua kamar.
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Sedangkan dalam tipe AS, kekuasaan eksekutif dipegang oleh

presiden yang dipilih oleh rakyat. Para mehteri diangkat oleh dan

bertanggung jawabkepada presiden. Pemegang kekuasaan eksekutif
adalah Kongres (United State Congress). Kongres terdlrl atas senat

(perwakllan negara baglan) dan perwakllan rakyat atau DPR {House
of Representatives). Senat dan House of Representatives melakukan
fungsl Kongres, oleh karena Itu AS menganut sistem dua kamar,
sepertr Inggrls. Sedangkan pemegang kekuasaan yudlkatif adalah
mahkamah agung.

. Ketiga lembaga negara tersebut dl atas, memegang kekuasaan

yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lain. Kongres membuat
undang-undang, presiden melaksanakan undang-undang, mahkamah
agung mengadili pelanggaran undang-undang. Maslng-masing
lembaga merupakan lembagatertinggi di bidang maslng-masing.

Dalam model sistem presidensialAS fungsi-fungsi kelembagaan

negara mempergunakan sistem ''saling kontrol dan saling

imbang" {check and balance). Check and balance dirancang untuk
memperbolehkan tiap lembaga negara membatasi kekuasaan yang

lain. MIsalnya, presiden bisa memveto langkah-iangkah kongres, baik
pada tatararikons^usional maupun kebljakan. Veto presiden tidak
dapat diruntuhkan dua pertiga tanpa suara di Dewan Perwakilan
Rakyat (House of Representatives) dan senat. Hal inl tidak hanya
memberi kesempatan untuk mengawasi Kongres, namun juga
memungkinkannya untuk lebih dulu "mengimbangl" kepentingan

iegisiatif. Terutamajika kongres dikuasai partai oposisi. Dengan begitu

kongres akan memasukkan keberatandalam pertimbangan sebelum
peraturan tersebut diloloskan, untuk menghindari veto keluar.

Sedangkan pengawasan presiden pada pengadilan federal
melalui kekuasaannya untuk mengangkat hakim-hakim federal baru
dan hakim mahkamah agung. Efek pengangkatan ini adalah untuk
menyingkirkan rintangan federal yangditujukan pada penafsirannya
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atas undang-undang dan konstitusi, saat hakim agung yang
diangkatnya makin tenyak jumlahnya.

Namun check and balance juga membatasi prerbgatif
kepresidenan. Perintah eksekutif kepresidenan misalnya saja, hams
sesuai dengan undang-undang atau ia tak akan bisa diperiakukan
oleh pengadilan federal. Penunjukan yang dilakukan presiden untuk
jabatan tinggi harus disetujui mayorltas suara senat. Begitu pula ketika
presiden membuat traktat harus memperoleh persetujuan dua pertiga
anggota senat. Pengadilan federal juga bisa menyatakantidak sah atas

kesepakatan eksekutif denganalasan perintah itu tidak konstitusional.

Presiden juga bisa dipecat {impeachment) melakukan kejahatan
dan pelanggaran berat lainnya [high crimes and misdemeanors).
Kejahatan berat yaitu kejahatan melawan negara, seperti
pengkhianatan. Sedangkan perbuatan tercela yang berat adalah

korupsi besar dan pemerintahanyangsalah urus.

Dalam pemerintahan AS tidak ada pemecatan karena mendapat
mosi tak percaya dari leglslatif (seperti halnya yang tersirat dalam
kehllangansuara kepercayaandalamseluruhsistem partementer). Karena
impeachment bukan forum pertanggungjawaban politik mengenai
kebijakan pemerintah, tetapi merupakan pertanggungjawaban hukum,
yaknl pertanggungjawaban ataspelanggaran hukum.

Proses Impeachment (pemecatan dalam masa jabatan) diawall
oleh dalovaan oleh suara may^Has iDewan Perwakllan Rakyat.
Selanjutnya disidangkan di sendt, dengan plmplnan sldang kepala
Mahkamah Agung AS. Jika terbukti bersalah, maka dikenai hukuman
berupa pemecatandari jabatan presiden.

Oalam sejarah AS hanya ada tiga presiden yang menghadapi
impeachment yaitu Andrew Johnson pada 1968 yang dibebaskan
atas tuduhan melanggar Undang-Undang Masa Jabatan dl
Kantor Pemerintahan {Tenure of Office Act) yang disusun untuk
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mencegah presiden memecat sekretarls kabinet sampai senat

menyetujui penggantinya. Richard Nixon mengundurkan diri pada
1974 setelah Dfewan Komisf Pengadilan-menyetujui impeachment

karena kasus menutupi kejahatan dan pencurian di Watergate. Bill

Clinton dibebaskan dari tuduhan oleh senat pada 1999 setelah di-

impeach oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS .untuk sumpah palsu
dan penghalangan proses keadilan dalam kesaksiannya dalam kasus
gugatan di pengadilan sipil.

Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial tersebar
ke dunia ketiga setelah Perang Dunia II. Negara-negara baru yang

semula^ebagai negara jajahan banyak terpengaruh oleh tipe sistem

pemerintahan Inggris atau AS. Meskipun bentuknya tidak selalu

sama, karena telah dipengaruhi oleh unsur-unsur setempat. Unsur

setempat terutama adalah latar belakang budaya suatu bangsa.

Budaya melatarbelakangi konstitusi apakah meletakkan eksekutif

(presiden) atau legislatif (DPR) yang dominan. Jika budaya eksekutif
yang dominan cenderung akan menganut sistem presidensial,
contohnya adalah Filipina. Kemudian jika meletakkan legislatif yang
dominan, cenderung akan mengembangkan sistem parlementer

contohnya adalahAustralia, SriLanka, India, dan Selandia Baru.

Negara-negara di dunia yang menganut sistem presidensial

jumlahnyalebihkecil dibandingkanyang menganut sistem parlementer.

Hal inl d^renakan sistem parlementer lebih mampu menjamin
stabil'rtas pbtitik.^Terutama di negara-negara yang tingkat partisipasi
politiknya tinggi, meskipun perkembangan ekonominya masih belym
begitu maju. Sistem presidensial tampakakan iebih efektif ketika ada

kekuatan mayoritas. Namun bagi bangsa-bangsa yang terpecah oleh

berbagaikonflik, dan menganut sistem muitlpartai dengan perwakilan

proporsional yang dapat memungkinkan pembentukan kpalisi-koalisl

akan mengundang sistempresidensial yangkurang efektif.
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E. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

1. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Bentuk negara AS adalah federasi, bentuk pemerintahannya
republik. Setiap warga negara AS memlliki hak yang sama menjadi
presiden. Sebagai negara federasi AS terdiri darilebih kurang lima puluh
negara bagian, dan masing-masing negara bagian dikepalai seorang
gubemur. Garis besarsistempemerintahan AS adalah sebagai berikut:

^a. Kekuasaan eksekutif di AS di pegang oleh presiden. Amerika

Serikat menganut sistem presidensial, sehingga kedudukan

presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala
pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan
menjalankan pemerintahan berpedoman kepada UUD dan
undang-undang serta bertanggung jawabkepada rakyat. Dalam
menjalankan roda pemerintahan Presiden AS diawasi oleh

Kongres. Kabinet (para menteri) ditunjuk oleh presiden dengan
persetujuan senat, dan bertanggungjawab kepada presiden.

b. Kekuasaan legislatifdllaksanakan oleh Kongres (parlemen) yang
terdlrl dari dua kamar (blkamerai), yaitu terdiri dari senat(utusan
negara-negara bagian), dan dewan perwakilan rakyat {House of
Representative). Ai^otajlewan perwakilan rakyat dipilih setiap
empat tahun dan mewakili seluruh rakyat AS, bukan mewakili
rakyat negara bagian. Sedangkan senat terdiri dari 100 orang
sebagai utusan negara bagian. Setiap negara bagian diwakili oleh
2 orang senator. Masa jabatan senator enam tahun.

c. Kekuasaan yudlkatif di AS dijalankan oleh Mahkamah Agung
{Supreme of Court) terhadap semua perkara, kecuali soal
impeachment (proses pemecatan presiden). Asas yang
diteraptan adalah persamaan. Selama berkelakuan baik, masa
Jabatan anggota Supreme ofCourt adalah seumurhidup.

d. Amerika Serikat adalah penganut asas pemisahan kekuasaan
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' antara legislatif (Kongres) yang menjalankan fungsi pembuatan
undang-undang dan eksekutif (presiden dan menterinya) yang
menjalankan fungsi pemerintahan serta yudikatif (Supreme of
Court/Mahkamah Agung) yang menjalankan fungsi peradilan.
Masing-masing lembaga merupakan lembaga tertinggi dalam
bidangnya masing-masing. Apabila terjadi konflik antara lembaga
legislatif dan lembaga eksekutif maka yang hams menjadi
penengah adalah lembaga yudikatif.

e. Ketiga lembaga tersebut di atas saling menguji atau membatasi
dan mengontrol [check and balance) sehingga tidak ada yang
lebih dominiin satudengan yang lainnya. Sebagai contoh legislatif
mengawasi tindakan pemerintah dan membuat public policy
{kebijakan publik), dua kamardi Kongres memiliki kedudukan yang
sama, sehingga tidak ada putusan yang hanya disetujui oleh salah
satukamar. Undang-undang yang dibuat Kongres harus mendapat
persetujuan presiden, presiden dalam mengangkat jaksa agung
harus mendapat persetujuan dua pertiga anggota senat,presiden
dapat dipecat oleh Kongres. Dalam mengangkat menteri presiden
harus mendapat persetujuan dua pertiga anggota senat.

r

2. Sistem Pemeriritahan ln!ggris

Inggris dikenal sebagai Mother ofPariiements. Setelah runtuhnya
Romawl Inggris merupakan ne^ra yang pertama kali menclptakan
pariemen, yaftu sel^ah dewan perwakllan rakyat yang dipilih oleh rakyat
dengan kekuasaan untuklnemecahkan problem sosial ekonomi melalui
perdebatan yang bebas dan mengarah pada pembuatan undang-undang.
Inggris adalah negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya monarki.
Hanya keturunan rajadan ratu yang dapat menjadi kepala negara. Sistem
pemerintahan yang dlterapkan adalah pariementer, sehingga di samping
raja atau ratu, ada perdana menteri. fotua partai yang memenangkan
pemij^ sekaligus ditunjuk sebagai perdana menteri dan selaligus
sejt»gai formatur penyusun kabinet Sehtngga kabin^ yang dibentuk



16 Dr., Sunarso, M. Si.

lazim di]sebut kabinetparlementer, karena partai politikyang menguasal
kabinet sartfl den^n partai politikyang memegang mayoritas parlemen
{House of Commons). ICedudukan kabinet kuat dan jarang dijatuhkan
parlemen sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum berikutnya.
Adapun ciri-ciri pemerintahan Inggris adalah sebapi berikut:

a. Konstitusi Inggris tidak tertulis dan terus menerus berevolusi.

b. Bentuk negaranya kesatuan, dengan sebutan United Kingdom,
terdiri dari Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales.

c. Parlemen terdiri atas dua kamar (bikameral), terdiri dari House

of Commons {House of Representative) dan Houseof Lords.
d. Tidakadayudikatifyangsejajarseperti AS, karena badanperadilan

ditunjuk oleh kabinet, tetapi menjalankan tugas dengan bebas
dan tidak memihak. Bila terjadi sengketa antara kepala negara
dan pemerintah harus diseiesaikan lewat parlemen yang terdiri
dari dua kamar.

e. Kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak terpisah. Parlemen

adalah badan legislatif, serta menjadi bos dari eksekutif.

f. Inggris sangat menghormati prinsip supremasi hukum, dan
lembaga oposisi (partai oposisi).

g. Kabinet terdiri dari sekelompok yang dikepalai oleh perdana
menteri. Kabln^ bertanggung jawab kepada parlemen {House
ofCommons).

h. Mahkota (kekuasaan ri^a/raty) hanya sebagal simbol persatuan dan
kesatuan nasional, oleh karena itu tidak memiliki kekuasaan politik.

i. Hak-hak sipil yangsangat asasi sangat dilindungi dan dihormati
{Habeas Corpus^ct),

j. Perdana menteri adalah ketua partai yang memenangkan pemilu
dan sekaligus sebagai ketuaHouse of Commons.

3. Sistem Pemerintahan Rusia

Pemerintahan Rusia sekarang Inl mewarisi sistem pemerinahan
Uni Soviet yangtelah runtuh pada 1990-an. Pemerintahan Rusia saat
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ini lahir sebagai hasll Revolusi Oktober 1917. Akibat adanya Revolusi
Oktober 1917 antara lain: (1) runtuh dan berganinya kekaisaran yang

te\^ berusia lima abad) (2) hancurnya suatu sistem kelas sosialyang
sangat pincang dan merombak hubungan antara kelas-kelas sosial
yang ada, (3) terbongkarnya dominasi gereja Katolik Ortodoks dan
menggantinya dengan filosofi materialisme Karl Marx.- Beberapa ciri
pemerintahanRusia adalahsebagai berikut:

a. Diktator (otoritartarianisme). Pemerintah menciptakan hukum
dan melaksanakannya tanpa partisipasi rakyat. Hanya mengenal
satu partai yakni partai komunis, yang mendominasi semua
kegiatan dan keputusan, serta melarang adanya partai lain.

b. Totaliter. Kekuasaan pemerintahmeliputi semua bidangkehidupan
seperti, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, keamanan, seni,
sastra. Sehingga kebebasanindividu sangat dibatasi.

c. Sosialis sepenuhnya. Pemerintah menguasai hampir semua
faktor produksi, dan distribusi.

d. Ideologi. Rustia memegang teguh ideologi Marxisme, dan
Leninisme.

e. Pemerintah partai komunis mengumumkan keputusan-
keputusannya, akan tetapi merahasiakan langkah-langkah
pengambilan keputusan tersebut.

Konstitusi Rusia berasal darl 1936 yang menggantikan beberapa

konstitusi semenjak 1917. Konstitusi itu tidak dibentuk oleh rakyat
Rusia dengan pemungutailsuarayan^Nbas dan juga tidakdimintakan
persetujuan rakyat untuk meratifikasinya, melainkan disusun oleh
sekelompok loecll pemlmpin yang melanggengkan kekuasaannya
melalui angkatan bersenjata.

Berikut inl adalah beberapa ciri pemerintahan Rusia:

a. Supreme Rusia. Merupakan organ kekuasaan negara tertinggi

dap merupakan badan legislatif negara Rusia yang terdiri darl
dua kamar.
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b. Presidium. Supreme Rusia memilih sebuah presidium, yang
merupakan selauah lembaga kepresidenan kolektif. Yang terdiri
dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Supreme Rusia
juga memilih dewan menteri yang menjalankan kekuasaan

eksekutif sehari-hari. Presidium dan dewan menteri bekerja
bersama-sama. Baik presidium maupun dewan menteri
bertanggungjawab pada Supreme Rusia.

c. Perdana menteri atau ketua dewan menteri, biasanya seorang
tokoh partai komunis, lazimnya dirangkap oleh sekjen partai
komunis.

d. Badan kehakiman. Hakirri-hakim dari badan kehakiman tinggi
{superior court) Rusia dipilih oleh Supreme Rusia dandapatpula
diberhentikan dari jabatannyasetiap saat.
Jaksa Agung diangkat oleh Supreme Rusia. Jaksa agung sekaligus
menjabat kepala penuntut umum Rusia, jabatan jaksa memiliki
kewenangan besar untuk membawahi polisi dan pegawai-
pegawai peradilan serta menguasai prosedurdalam peradilan.
Pemerintah didominasi partai komunis yang merupakan otak
dari negara. Pemerintah merupakan tubuh dari negara, dengan
demikian kedlktatoran proletariatyangdicita-cltakan oleh Marx

digantidengan kedlktatoran partai.

e.

4. Sistem Pemerintahan Prancis

Prancfs adatah hegara kesatt&Vi deOgan bentuk negara republlk.
Negara Prancis yang sekarang adatah merupakan kelanjutan dari negara
yang lahir melalul Revolusi Prancis pada 1789 dengan semboyannya
yangterkenal liberte (kemerdekaan), egalite(kesetaraan), danfraternite
(persaudaraan). Revolusi b?sar tersebut telah menumbangkan
kekuasaan mutlak raja sehlngga pemerintahan negara diserahkan
kepada sebuah AssemMee Nationale yang berkuasa penuh, dan mula-
mula tersusun secara unicamerat. Sistem pariementer di Prancis,



4

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 19

me '̂adikan pemerintahan tidakstabil dan kabinet memiliki umuryang
pendek. Berbeda dengan di Inggris (fan Beianda yang juga menganut
pariementer, tetapi konstitusinya memungkinkan raja membubarkan
parlemen jika terjadi perselisihan pemerintah dan parlemen.

Prancis memiliki aturan yang sama, tetapi - kemungkinan
pembubaran parlemen sulit, karena harus meminta persetujuan
senat. Akhirnya peraturan tertulis itu tidak berlaku lagi, dan yang
berlaku adalah hukum kebiasaan yang memaksa kabinet mundur

bila terjadi perselisihan pemerintah dan parlemen. Tetapi karena
Prancis memilikisistem administrasi yang baik serta berpengalaman,

maka pergantian kabinet tidak banyak pengaruhnya bagi stabilitas
pemerintahan, meskipun frekuensi perubahan kabinet cukup tinggi.

Adapun ciri-ciri pemerintahan Prancis adalahsebaagi berikut:

a. Prancis adalah negara kesatuan, dengan bentuk pemerintahan
republik.

b. Sistem pemerintahan yang diterapkan pariementer, tetapi tidak
murni.

c. Presiden bertanggung jawab kepada parlemen dan ia dipilih

olehrakyat bukan olehparlemen. Masa jabatannya tujuh tahun,
dengan kekuasaan yang sangat besar, sebab presiden dapat
membubarkan parlemen tetapi parlemen tidak dapat memecat

presiden. ^
d. Di bawah presiden ada dewan menteri yang disebut kabinet,

sebagai pelaksana operasional pemerintahan, menteri diangkat

dan berada di bawah pimpinan presiden, tetapi dapat dijatuhkan

oleh parlemen melalui mosi.

e. Perdana menteriyangmemimpin kabinet, diangkat olehpresiden
darr partai yang memperoleh suaraterbanyak dalam pemilu.

f. Adanya pemlsahan kekuasaan {legislatif, eksekutif) danyudlkatif}.
g. Parlemen dua kamar(bikameral), yangterdirldari sidangnasional

dan senat. Parlemen dapat menjatuhkan mosi terhadap menteri.
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h. Ketua Mahkamah Agung sebagai pemimpin badan peradilan,
sedangkan presidensebagai ketua keduadan'menteri kehakiman

sebagai wakil ketua. ^

i. Terdapat dewan konstitusi yang beranggotakan sembilan
orang (tiga orang diangkat presiden, tiga orang diangkat ketua

dewan nasional, tiga orang lainnya diangkat senat). Tugas
dewan konstitusi adalah mengawasi ketertiban dalam proses
pemiiihan presiden dan parlemen, mengawasi peiaksanaan
referendum, serta mengawasi agar tidak ada undang-undang
yang bertentangan dengan konstitusi.

j. Pemerihtah daerah diiaksanakan dengan desentralisasi dan
dekonsentrasi.

k. Kekuasaan kehakiman berada di tangan para hakim yang
diangkat oleh eksekutif.

5. Sistem Pemerintahan Thailand

Bentuk negara Thailand adalah kesatuan, bentuk
pemerintahannya monarki. Berdasar kohstitusl 1974, Thailand
menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Adapun ciri-ciri
pemerintahannya adalah sebagai berikut:

a. Kepala negara Thailand adalah raja, yang merupakan lambang
kesatuan identitas nasional. Sedang kepala pemerintahan
dipegang oleh perdana menterl dengan kekuasaan yang cukup
besar. Perdana menterldiangkat oleh raja. Dewan menterlharus
mendapat dukungan dari parlemen. Apabll| parlemen tidak
mempercayainya lagt makakablnetharus meletakkan jabatan.

b. Badan leglslatif dipegang oleh sidang nasional yang bersifat
bikameral, terdiri dari senatdan badan perwakilan. Masa jabatan
enamtahundanseparuh darijumlah anggota senatdiganti atau
diangkat kembali setiap tiga tahgn. Parlemen dipilih langsung
dalam pemiiihan umum untuk masa jabatan empat tahun.
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c. Badaif kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung yang
beranggotakan hakim-hakim yang diangkat olehraja. Mahkamah
tersebut merupakan mahkamah tertinggi baik untuk perkara
perdata maupun pidana.

6. Sistem Pemerintahan Malaysia

Federasi Malaysia dibentuk 16 September 1963, terdiri dari
FederasiMalaya, Serawak, Sabah,dan Singapura (Singapura kemudian
berdiri sendiri pada Agustus 1965). Saat iniFederasi Malaysia terdiri
dari tiga belas negara bagian. Konstitusi Malaysia menetapkan sistem
pemerintahan federal di bawah monarki konstitusional. Kepala
Negara Malaysia adalah raja yang dipilih di antara raja-raja yang
menjadi anggota federasi.

Kepala negara Malaysia disebut "yang di-pertuan agung," yang
dipilih olehdan diantaramajelis raja-raja yang terdiri dari sembilan raja
yang tumntemurun diSemenanjung Malaya, yaitu Sultan Johor, Kedah,
Kelantan, Penang, Perak, Selangor, Trengganu, Raja Perils, dan Negeri

Sembilan. Masa Jabatan yang di-pertuan agung adalah lima tahun.

Kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri. {Cabinet

bertanggung jawab kepada Badan Legislatif yang bersifat bikameral
(terdiri dari dewan negara dandewan rakyat). Perdana menteri ditunjuk
oleh yang dl-pertuan agttog. IV^nteri ditunjuk oleh yang di-pertuan
agung atas rekomendasi perdana mentefrl. Kekuasaan pemerintah
federal meliputi urusan luarnegeri, pertahanan, keamanan dalam negeri,
kehakiman, keuangan, Industri, perdagangan,komunikasi, transportasl.

Kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Federal

yang mempunyai yurisdiksl memeriksa perkara banding. Di bawah
Mahkamah Federal terdapat Mahkamah tinggi. Di bawahMahkamah

Tinggi terdapat Session Court dan Magistrate.
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7. Republik ft'iigapura
\ ^

Pada 1959 dengan suatu konstitusi tersendirl Singapura
memperoleh status "internalselfrule" dalam Ikatan persemakmuran.
Pada 1963 bergabung ke dalam FederasI Malaysia. Pada 9 Agustus
1965 keluardari Federasi Malaysia. Konstitusi Singapurayangsekarang
berasal dari Konstitusi 1959dengan beberapa kali amandemen.

Badan legislatif Singapura adalah parlemen yang monokameral
yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun.
'Parlemen dapat dibubarkan. Partai terbesar yang menguasai
parlemen adalah partai Aksi Rakyat.

Kepala negara Singapura adalah presiden yang dipilih oleh
parlemen untuk masa jabatan empat tahun. Presiden memiliki fungsi
sebagai lambing nasional dan tugas-tugas seremonial. Presiden juga
berhak menunjuk dan mengangkat perdana menteri, dapat juga
menolak memberikan persetujuan atas suatu permohonan untuk
membubarkan parlemen.

Kekuasaan pemerintahan ada ditangan perdana menterl yang
ditunjuk oleh presiden. Perdana menterl memlmpin para menteri
dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menterldlangkat
dari ketua partai mayorltas dalam parlemen. Jika ada mosi tidak
percaya dari parlemen kepadp kabinet maka: (1) kabinet bubar atau
menyerahkan mandat kepada^fesldfin, (2) Perdana menterl dapat juga
memintapresidenuntukmembubarkan parlemendan memerlntahkan

meng^dakan pemilihan baru,(3)Jika permohonanuntukmembubarkan
parlemen ditolak maka kabinet harus menyerahkan mandat.

Badan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah TInggI yang men-
cakup pengadilan banding, magistrate distrik dan pengadilan khusus.
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A. Garis Besar Isi Amandemen UUD 1945

1. Kedaulatanberada di tangan rakyat dan dilakukanmenurut UUD

(Pasai 1).

2. MPR merupakan lembaga bikameral, terdlrl dari DPR dan DPD
(Pasal2).

3. Presiden danwakil presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A).
4. Presiden memegang jabatan selama nnasa lima tahun dansesudah-

nya dapat dipilih kemball hanya untuksatu kali masa jabatan (Pasal 7).
5. Pencantuman hak asasl manusia (Pasal 28 Asampal 28 J).

6. Penghapusan DPA sebagal lembaga tinggi negara, presiden dapat
membentuk suatu dewan pertimbangan (Pasal16).

7. Presiden bukan mandatarls MPR, dengan demikian MPR tidak

lagi menyusun GBHN.

8. Pembentukan Mahkamah KonstitusI (MK) dan KomisI Yudisial

(KY) tercantum dalam Pasal24 Bdan 24 C.

9. Anggaran pendidikan minimal 20% (Pasal 31).
10. Negara k^ftuan tidak boleh diubah (Pasal 37).
11. Penjelasan UUD^1945 dihapus.
12. Pene^asan demdkrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi keadllan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasionai (Pasal 33).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya akan disingkat
mehjadi NKRI) seJak kemerdekaaanya memiiih sistem politik

23
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demoicrasi. Hal ini terlihat dengan jelas pada ideologi ketatanegaraan
yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki watak demokrasF

secara umum atau universal. Watak universal Demokrasi Pancasila

seperti tampak pada pengakuan atas prinsip kedaulatan di tangan

rakyat, kebebasan, persamaan, kemajemukan, dan pentingnya
kesejahteraan bagi rakyat.

Kafakteristik demokrasi Pancasila terletak pada dianutnya prinsip
harmoni atali keselarasan. Terutama keselarasan dengan Tuhan dan
sesama manusia. Keselarasan dengan Tuhan memberikan warna

religius dalam demokrasi. Warna religius ini merupakan pembeda
dengan demokrasi Barat yang sekuler (memisahkan urusan agama
dengan negara). Keselarasan sesama manusia menghasilkan prinsip
keselmbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan
kolektif. Di sini tampak ideologi Pancasila sebagai ideologi alternatif.
Dikatakan sebagai Ideologi alternatif, karena selama ini ada dua

ideologi yang sangat berpengaruh didunia, yaltu liberal dansosialis/
komunis. Ideologi liberal mengutamakan kepentingan individu yang
melahirkan demokrasi liberal {Western democraq^). Ideologi sosialis
mengutamakan kepentingan kolektif. Ideologi sosialis (komunis),
kemudian melahirkan demokrasi timW {Eaitern democracy), seperti
demokrasi sentraltsme {dl Unl Soviet) dan demokrasi rakyat (di
RRC). Negara eastern democracy menganggap demokrasi mereka
leblh murni dari Western democracy yang dipandang semu karena
ada unsur-unsur ''penindasan" kapltalistik. Dalafn kenyataan hidup
sehari-hari kedua kepentingan itu (individu dan kolektif) merupakan
hal yang sama-sama penting dan berslfat komplementer tidak perlu
dipertentangkan, tetapi perlu diakomodasi.

Ideologi Pancasila mengakomodasi kedua kepentingan tersebut.
Di samping itu demokrasi yang berdasarkan pada ideologi Pancasila
mencakup demokrasi politik dan ekonomi. Bung Kamo memberikan
istilah sebagai "socio-democratie" dan Bung Hatta menamakannya



PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 25

"demokrasi sosiaf. Dalam demokrasi soslal, kesejahteraan rakyat

menjadi prioritas. Sedangkan demokrasi politik, memadukan
kelembagaan politik modern, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif,
partai politik, pemilu dengan mekanisme pranata sosial budaya
seperti permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Ini berarti
perbedaan pendapat tetap dijamin, maka oposisi diakui dalam arti
oposisi yang dinamis (berubah-berubah). Maksudnya adalah oposisi
yangtidakmelembaga (permanen)yaitu menentangkebijakantertentu
yahg dipandang tidak sejalan; tetapi pada sisi lain akan mendukung
atau loyal ketika kebijakan itu sejalan.

Seharusnya dengan karakteristik demokrasi Pancasila yang
demikian, apabila diterjemahkan secara tepat dalam konstitusi
dan dioperasionalkan dalam sistem pemerintahan dan politik akan
menghasilkan sistem pemerintahan dan politik yang demokratis dan
stabil. Namun dalam kenyataan masih jauh dari harapan, karena
mengakomodasi suara rakyat pun masih merupakan barang yang

langka. Hal ini dapat disimak dari perjalanaii sistem pemerintahan
dan politik di negara tercinta dariera demokrasi parlementer sampai
era transisi demokrasi atau reformasi. Gambaran pelaksanaan pada

masing-masing periode adalah sebagai berikut:

B. Prinsip-Prinsip Pemenmlhai^yang Baik
United Nations Development Program (UNDP) mengemukakan

bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan

dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi

Setiap warga negara punya hak yang sama dalam proses
pengambilan keputusan, baik secara lahgsung maupun' melalui
lembagaperwakilan, sesuai dengan kepentingan dan asplrasinya
masing-masing.
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2. Penegakan Hukum

Hukum dan perundang-undangan harus berkadilan, ditegakkan
dan dipatuhl secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak
asasi manusia.

3. Trasparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran

informasi dan harus dapat juga diakses secara bebas oleh mereka

yang membutuhkannya, informasi harus disediakan secara

memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan
sebagai alat pengawasan.

4. Bersikap Melayani

Setiap instansi harus beusaha sebagai pelayan yang balk dari
publik.

5. Konsensus

Pemerintah harus bertindak sebagai penengah bagi berbagai
kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau

kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.
6. Berkeadilan

Memberikan kesempatan yang sama baik kepada semua orang
untukmeningkatkan dan memelihl^ ku^litas hidupnya.

7. Efektif dan Efislen

Semua instansi pemerintah 4iarus menghasilkan sesuatu yang
benar-benar sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan
yangsebaik-baiknya berbagai sumber-sumberyangtersedia.

8. Akuntabel

Para pengambil kebijakan publik harus bertanggung jawab atas
keputusannya kepada publik. Penggunaan dana sekecil apapun
harus dapat dipertanggungjawabkan pada publik.

9. Memiiiki VisiStrategis

Para pemimpin publik harus memiiiki partdangan yang luas dan
jpgka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang
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^aik. Mereka harus4)aham aspeksejarah, budaya, kemajemukan
dan sebagalnya.

10. Bersifat Sistemik

Keseluruhan komponen atau unsur dalam pemerihtahan hams

saling memperkuat dan saling terkait, didak berjalan sendiri-
sendiri. Sebagai contoh informasi semakinmudah diaksesberarti
transparansi semakin baik, tingkatpartisipasi akansemakin luas,
dan proses pengambilan keputusan akansemakin efektif.

C. Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Sistem Pemerintahan Indonesia periode 18 Agustus 1945-
27 Desember 1949

Dasar hukum sistem pemerintahan pada periode ini adaiah

UUD 1945, tetapi belum dapat dijalankan secara mumi dan
konsekuen, karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan
kemerdekaannya. Walaupun UUD 1945 teiah dib6rlakukan, namun

yang dapat dibentuk baru preslden, wakll presiden, serta menterl,
dan paragubernur sebagai perpanjangan tanganpemerintah pusat.

Aturan perallhan UUD 1945 menyatakan bahwa untuk pertama

kalinya presiden dan wakii presiden dipilih oleh PPKI, jadi tidaklah
menyalahi apabila MPR/DPR Rl belum dimanfaatkan kerena pemllihan
umum belum diseleni^rak§n. Lembaga-lembaga tinggi negara
lain yang disebutkan dalam UUD 1945, belum dapat diwujudkan
sehubungan dengan keadaan darurat tersebut di atas. Jadi sebelum

MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA terbentuk segala kekuasaan dijalankan
oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. Hanya saja
waktu itu aparat pemerintahpenuh denganjiwapengabdian.

Pada 5 Oktober 1945, dikeluarkan maklumat pemerintah yang

menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat, sebagai pimplnan
TKR ditunjuk Supriyadi, yaltu seorang tokoh tentara Pembela Tanah
air. Karena Supriyadi gugur dalam pertempuran melawan Jepang di
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Blitar, diadakan&musyawarah TKR yang dihadiri oleh para panglima
divisi dan residen, terpilihlah Soedirman menjadi panglima' besar.
Beliau dllantik oleh Presiden Sukarno pada 18 Desember 1945, dan
pada 3 Juni 1947, TKR resmi menjadiTNI.

DalamkongresKomiteNaslonallndonesiaPusat(KNIP),160ktober
1945 di Malang. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan
apa yang disebut Maklumat X(baca eks). Sejak keluarnya maklumat
ini KNIP diberi wewenang untuk turut membuat undang-undang
dan menetapkan GBHN, jadi memegang sebagian kekuasaan MPR,
di samping memiliki juga kekuasaan atas DPA dan DPR. Selanjutnya
dikeluarkan lagi Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945,
yakni dilaksanakan Sistem Pemerintahan Parlementer, dan dibentuk
kabinet parlementer pertama di bawah pimpinan Sutan Syahrir
sebagai perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab pada KNIP
sebagai pengganti MPR/DPR*

Sejak saat Itulah, sistem presldensial berallh menjadi sistem
parlementer, waiaupun tidak dikenal dalam UUD 1945. Selama

sistem ini berjalan, sampai dengan 27 Desember 1949, UUD 1945
tidak mengalami perubahan secara tekstual. Oleh karena itu sebagian
orang berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pemerintahan
ini melanggar UUD 1945. Pada 3 November 1945, dikeluarkan
maklumat pemerintah tentaitg^ kein^inan untuk membentuk partai-
partai politik, sehingga berlakulah sistem multipartai.

2. Sistem Pemerintahan Indonesia pada Saat KonstitusiRIS

Sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku
Konstitusi RIS. Pada periode Ini, Indonesia menjadi negara serikat.
Sebenarnya bukan kehendak seluruh rakyat Indonesia untuk
memakai bentuk negara serikat ini, akan tetapi keadaan yang
memaksa demikian. Sistem pemerintahan yang dianutolehKonstitusi
RIS adalah sistem parfementer. Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya
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senat. Senat tersebut mewakili negara-negara bagian, setiap negara

bagiarf^iwakili oleh dua or^ng anggota senat.

Sistem pemerintahan yang dianut Konstitusi RIS adalah sistem
kabinet parlementersemu (quos/por/ementer):

a. Perdana menteri diangkat o!eh presiden, bukan oleh parlemen

sebagaimana lazimnya.

b. Kekuasaan perdana menteri masih dikendalikan oleh presiden.
c. Kabinet dibentuk oleh presiden bukan oleh parlemen.
d. Pertanggungjawaban kabinet pada parlemen.

e. Parlemen tidakdapat menggunakan mosi tidak percaya kepada
kabinet.

f. Presiden RIS menduduki jabatan rangkap sebagai kepala negara

sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

3. Sistem Pemerintahan saat masd Demokrasi Pariementer
(UUDS1950)

Demokrasi pariementer atau dehiokrasi liberal secara penuh
dalam arti berlaku bukan hanya dalam praktik tetapi juga diberi
landasan konstitusionalnya. Menurut Wilopo sejak berlakunya UUD
Sementara 1950 yakni pa^a 17 Agustus 1950. Sistem demokrasi
pariementer dengan sistem pemerintahan pariementer berlaku dari
1950-1959. Demokrasi liberal yang berkembang ketika itu ditandai
dengan pemerintahsin ot®^ par|ai-partai politik.

Pehdapat lain dikemukakan Nugroho Notosoesanto, yang
menyatakan bahwa dalam praktik ketatanegaraan, tanpa perubahan
UUD, demokrasi liberal sebenarnya sudah dimulai sejak awal
kemerdekaan yang didahului Maklumat Pemerintah tanggal
14 November 1945. Sebelum maklumat tersebut, kabinet yang

pertama kali kita miliki adalah sistem pemerintahan presidensial
(19 Agustus-44 November 1945) dlpimpin oleh Presiden Sukarno,
Setelah itu sistem pemerintahan pariementer yang dikembangkan.
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Perdana Menteri yang pertama adalah Sutan Syahrlr dari Partai
Sosialis Indonesia (14 November 1945-27 Juni 1947). Alasan Syahrlr
dengan memberlakukan sistem parlementer untuk menghllangkan
kesan preslden bertindak dlktator, tak demokratls, dan menjadi
boneka Jepang. Syahrlr kemudlan digullngkan oleh Amir Sjarifuddin,
yang juga berhaluan kiri. Kablnet Amir Syarlfuddin I dan II berusia
tidak lama (3 Jull 1947-29 Januari 1948). Dl bawah Amir Syarlfuddin,
wilayah Rl makin menyempit, dikelilingi oleh daerah pendudukan
Belanda, sebagal akibat Perjanjian Renville. Mohammad Hatta
sebagal pengg^ntinya (29 Januarl-20 Desember 1949) melakukan

pemberslhan terhadap sayap kirl (allran komunis). Karena sayap kiri
ternyata telah "terbell" oleh B^landa.

Setelah Inl tercatat ada enam kablnetdengansistem parlementer.
Yang mengawali Natslrdari MasyumIden^n program penyelenggaraan
pemilu dan penyelesalan Irian Barat. Dua program fnl juga yang
mewarnal program kablnet berlkutnya. Datam perlode inl pertama kali

terlaksananya pemilu sejak Indonesia merdeka. Itu terjadi pada 1955,
saat terbentuk Kabinet Burhanuddin Harahap.

Pemilu pertama 29 September 1955, dikuti oleh 118 kontestan,
yang memperebutkan 272 kursi dPR. Warga negara juga berbondong-
bondong untuk memberikan suara dalam pewilu u^ukmemlllh anggota
Konstltuante (badan pembentuk UUD) pada15Desember 1955. Pemilu
1955 dikenal dalam sejarah di Indonesia sebagai pemilu yang paling
demokratls. Karena kbmpetisi antara partai berjalan sangat intensif.
Kampanye dilakukan penuh tanggungjawab, setiap pemlllh memberikan
hak pidhnya secara bebas tanpa rasa takut atau adanya tekanan. Undang-
Undang Pemilu Nomor 7Tahun 1953, tidak memberikan peluang Panitia
Pemilih Indonesia untuk mengatur leblh lanjut.

Dengan demikian, pemilu berjalan sangat kompetitif dan
menghasilkan pemerintahan demokratls, sekallpun tidak menghasilkan
partai politik yang kuat yang mampu membentuk eksekutif. Meskipun
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pada sistem pemerintahan parlementer atau demokrasi parlementer
dikenallagal, tetapi demokrasi di IndoHesIa dinyatakan mengalami
kejayaan pada masa ini. Dalam arti hampir semua elemen atau unsur
demokrasi dapat ditemukan perwujudannya dalam kehidupan politik
Indonesia. Elemen tersebut yaitu:

a. Parlemen memainkan peranan sangat tinggi dalam proses
politik. Hal ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak
percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet
harus meletakkan jabatannya.

b. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemegang jabatan dan
politisi sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan jatuhnya kabinet dalam
periode ini, contoh konkretakuntabilitas.

c. Pemilu 1955 dilaksanakansangat demokratis.

Pertanyaannya mengapa demokrasi parlementer tidak dapat
dipertahankan? Demokrasi Parlementer tidak berumur panjang,
yaitu antara 1950-1959, ketika Presiden Sukarno mengeluarkan
Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 membubarkan Konstituante dan
menyatakan kembali ke UUD1945.

Banyak pendapattentangfaktor penyebab demokrasi parlementer
tidak dapat dipertahankan. Di antara pendapat yang berkembang
menyatakan faktor penyebabnya yaitu: pertama, faktor dominannya
politikaliran. Yaitu poltti|berdasarkan pemilahansoslalyangbersumber
darl agama, etnlsitas, dan Icedaerahan. Herbert Feith dan Lance
Castles, menggambarkan kepartaian di Indonesia pascakemerdekaan
dikelompokkan kedalam lima aliran besar, yaitu Islam, Jawa tradisional,
sosialisdemokrasi, nasionalis radikal,dan komunis.Pemilahan itusangat

tajam, sehingga menyulitkan dalam mengelola konflik. Koalisi tidak
mudah terbentuk, karena harus memenuhi syarat adanya kedekatan

ideolQgi dan kompatibilitas antara pemimpin partai. Kedua, faktor
basissosial-ekonomi yang sangat lemah. Ketiga, faktor struktur sosial

yang masih sangat hierarkis, yang bersumber pada nllai-nilai fieodal.
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Hal ini terllhat ke|jadiran elite pemec^h masalah {problem solver) yang
mendominasi sistem pemerlntahan parlemenler belum sepenuhnya
diterlma. Ada kecenderungan elite pembentuk solidaritas {solidarity
makers) seperti Presiden Sukarno yang pada awal kemerdekaan
sangat dominan merasa tersingkir, karena posisi hanya sebatas sebagai
kepala negara tidak dapat menentukan kebijakan strategis. Begitu pula
kepentingan politik dari kalangan TNI AD tidak memperoleh tempat
yang sewajarnya.

4. Pelaksananaan Sistem^ Pemerlntahan dalam Demokrasi
' Terpimpin

V

Demokrasi Terpimpin tampak merupakan alat untuk mengatasi
pertentangan parlementer di antara partai-partai politik ketika
berlaku demokrasi liberal. Cara yang dilakukan adalah dengan
memberlakukan kembali UUD 1945. UUD 1945 dikenal cenderung
menganut sistem campuran atau sering disebut juga sebagai
sistem quasi presidentil. Alasannya, karena sistem presidensial juga
memasukkan unsur parlementer yakni berupa pertanggungjawaban
presiden kepada MPR, tidak langsung kepada rakyat sebagaimana
umumnya pada sistem presidensial.

Bag! Sukarno, demokrasi parlementer dinilai tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong
royong dan kekeluargaan. Sukarn#^jugai menekanjcan pentingnya
peranan pemimpin dalam proses politik dalam masyarakat Indonesia.
Sebagai presiden kemudian Sukarno membentuk kabinet yang
Perdana Menterlnya adalah presiden sendiri. Sukarno kemudian Juga
membentukDPR-GR(Dewan Perwakllan RakyatGotongRoyong)sebagai
lembaga perwakllan rakyat yang menggantikan Dewan Konstituante.
Bagaimana hubungan presiden dengan DPR-GR? Meskipun DPR-6R
perlode demokrasi terpimpin telah berhasll menghasllkan 124 produk
undang-undang dan pemyataan pendapat namun kedudukannya
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tetap lemah. Alasannya adalah pertama, anggota DPR-GR dipilih
"^an ditunjuk Sukarno dari mereka yang dlpercaya loyal kepadanya.
Kedua, Presiden Sukarno masih suka membuat Penpres, suatu produk
peraturan yang sederajat dengan undang-undang. Dengan perkataan
lain telahterjadi pergeseran hubungan parlemen dengan pemerintah.
Jika pada berlakunya demokrasi liberal parlemen menekan pemerintah,
maka ketika demokrasi terpimpin, parlemen memberikan kelonggaran
begitu besar bagi pemerintah.

Pada masa pemerintahan Sukarno ini kemudian dikenal dengan ^
demokrasi terplmpln. Sukarno mengemukakan demokrasi terplmpin

sebagai demokrasi kekeluargaan yang tanpa anarki llberalisme dan
tanpaotokrasi diktator. Pengertian demokrasi terpimpin dapat kamu
simak pada paparan di bawah ini:

Demokrasi kekeluargaan yang dia (Sukarno) maksudkan adalah
demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada
musyawariah dan mu^kat dengan ptmpinan serta kekuasaan
sentral di tangan seorang 'sesepuh/ seorang tetua yang tidak
mendiktatorl, tetapi memimpin, mengayoml. Siapa yang dia
maksudkan denpn tema-tema 'sesepuh' atau 'tetua' padawaktu
itu tidak lain adalah dirinya sendiri sebagai penyambung lidah
rakyatnya, sebagai seorang ayah yang serba bijak dari keluarga
besar bangsa Indonesia.

Seperti te|||i disinggung di atas, di bawah demokrasi terpimpin
yang kekuasaannya terhimpun pada Sukarno, ada dua kekuatan lain
setelah Sukarno yang mempunyai peran poiitik, yaitu angkatan darat

dan PKI (Partal Komunis Indonesia). Gambaran hubungan antara
ketiganya sebagai berikut:

Sukarno dibutuhkan oleh PKI untuk menjadi pellndung melawan

angkatan darat, sedangkan Angkatan Darat membutuhkan Sukarno
untuk memberi legitimasi bagi keterlibatannya di dalam politik.
Sukarno sendiri membutuhkan PKI dan Angkatan Darat. Angkatan
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Darat dibutuhkan untukoyhadapkan dengan PKI untuk menghambat
agartidak menjadi terlalu kuat,|PKI dibutuhkan untuk menggerakkan
dukungan rakyat dan mendapatkan nnassa yang besar untuk

mendengarkan pidato Sukarno.

Dalam pola hubungan yang demlkian, Sukarno menjadi
penyeimbang antara PKI dan angkatan darat. Atau semacam pola
hubungan "tarik tambang''. Dalam bagan pola hubungan itu dapat
dilihat seperti dl bawah Inl.

Tentang hubungan antara Sukarno, angkatan darat dan PKI,

coba simak paparan ahll politik Afan Gaffar (2002) mengllustraslkan
sebagal berikut:

Perbedaan yang sangat mencolok antara angkatan darat
dengan Presiden Sukarno adalah menyangkut hubungan dengan
PKI dan hat Itu sesungguhnya bersifat Ideologis. Angkatan
darat yang sangat banyak dipengaruhi oleh Hatta dan sejumlah
partai Masyumi memlliki posisi ahti komunis yang sangat
kental, sementara Sukarno dapat melterima komunis karena la
menganggapnyabukansebagalancaman.Tambahanpula,Sukarno
sangatmembutuhkan kaum komunis agaragenda politiknya dapat
diwujudkan. Sementara Itu, Sukarno tidak memlliki pengaruh yang
kuatdilingkungan angkatan darat,dibandlngkan dengan angkatan
udara. Oleh karena itulah, Sukarno tidak pernah merasa aman
terhadap angkatan darat,

Peristiwa G-30 S/PKI, tahun 1965 mSngubah perjalanan
politik bangsa Indonesia dan menyingkirkan Sukamo daripuncak
kekuasaan, kemudlan mengantdr Soeharto menjadi seseorang
yang sangat berkuasa dengan memanfaatkan secara maksimal

UUD1945untuk kepentingan politiknyaselama 32 tahun.

5. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan dalam Pemerintahan
Orde Baru

Secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut Dari 1.000

orang anggota MPR pada rekrultmen tahun 1997, misalnya 575
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orang yang berasal dari partai politik, utusan daerah, dan golongan

diangkat oleh presjden. Rekruitmen untuk ketua MA (Mahkamah
Agung), misalnya DPR mengajukan dua calon. Calon yang diajukan
terlebih dulu mendapat isyarat persetujuan presiden. Kemudian

salah satu orang dari calon tersebut diangkat oleh presiden. Demikian

pula untuk jabatan wakil ketua MA dan sejumlah Hakim Agung. Hal
yangsama terjadi pula pada rekruitmen pimpinan dari BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan) dan anggota DPA (Dewan PertimbanganAgung).
Begitu pula dengan rekruitmen di luar lembaga negara/pemerintah,
seperti partai politik. Ketua partai politik direkrut atas dasar prinsip

akomodatif. Artinya mereka yang menunjukkan sikap kritis apaiagi

menentang pemerintah tidak akan dapat memimpin partai politik.

Dalam hal APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

presiden sangat menentukan, DPR tidak mampu mengubah secara

substantif apapun yang diajukan oleh Presiden. Anggaran tersebut
kemudian didistribusikan ke daerah-daerah dalam bentuk DIP(Daftar

Isian Proyek) maupun inpres dan banpres. Mekanisme anggaran

seperti ini merupakan prpses distribusi kekayaan negara, yang

membawa implikasi mobilisasi politik bagi kepentingan dukungan

terhadap Presiden. Haltersebut masih ditambah dengan atribut yang

sifatnya personal yang disandang oleh presiden, seperti Pengemban
Supersemar, Mandatar^MPR, dan Bapak Pembangunan.

Kemudian dlllhat dari iJmbagian kekuasaan sebagai altematif
pemisahan kekuasaan, memperfihatkan ketidakjelasan hubungan di

antara lembaga tinggi negara. Misalnya, kalau MPR sebagai lembaga

legislatif, seharusnyaanggotanya tidakbolehmerangkapsebapi pejabat

eksekutif. Kenyataannya, sejumlah anggota MPR adalah para menteri,

gubemur,dan Pangdam, merekaadalah pejabat eksekutif. Bukan rakyat,

sehingga m^na perwakilan rakyat menjadi dipertanyakan.

Kemudian katau kita memperhatikan birokrasi pemerintahan

Orde Baru memlliki karakteristkik umum, yakni ketatnya hierarkl dan
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legalistik. Marl kita simak pendapat William LIddle (ahll politiktentang
Indonesia asal AS) dalam memberlkan gambaran karakterlstik khusus
tentang birokrasi era Orde Baru. Liddle menggambarkan sebagai
berlkut:

Karakterj^k khusus birokrasi Ihdonesia memiliki citra diri
yang balk hati (benevolence). Dalam citra seperti ini, birokrasi
di Indonesia mempunyai persepsi dirl sebagai pellndung atau
pengayom, pemurah, danbalk hati terhadap rakyatnya. Sementara
itu, mereka (birokrasi) juga mempunyai persepsi bahwa rakyat
itu tidak tahu apa-apa alias bodoh dan oleh karena Itu mereka
(rakyat) masih perlu dididik. Karena birokrasi sudah benevolence,
maka seharusnya rakyat harus patuh, taat dan setia {obedience)
kepada pemerintahnya. Pola hubungan yang b6rsifBtbenevolence-
obldience inilah yang mewarnai secara dominan Interaksi antara
pemerintah dan masyarakat dl Indonesia.

Untuk memperkuat pola hubungan yang bersHiat balk hati dan
kepatuhan dalain interaksi penfierintah dengan rakyat diterapkan
kebijakan depolltisasi (rakyat dijauhkan darl pemahaman yang kritis
dan dibatasi partisipasi daiant bldang polttik). Kebijakan depolltisasi
dllakukan dengan cara menerapkan konsep ^iiass^ mengambang"
{floating mass). Konsep massa mengambang Ini, memudahkan kbntrol
pemerintah terhadap partal polftik nonpemerlntah. Juga memudahkan
pemerintah mewujudkan plinslp monoloyalltas bagi semua pegawai
negeri. Begitu pula memudahkan upaya pengebirian (emaskulasi) bagI
partai polrtik. Pengebirian Ini dllakukan den^n dua cara. Pertama,
dengan melakukan penyederhanaan sistem kepartalan {regrouping)
darl 10 partal polltlkdlkelompokkanftienjadl3partai politik (Golkar, PPP
dan PDI). Kedua, dengan cara melakukan kontrol terhadap rekrultmen
pimpinan utama partai politik, sehingga dihasilkan pimpinan partai

pengarr perkataan lain interaksi pemerintah dengan rakyat
yang bersifat baik hati dan kepatuhan, maka mengharuskan DPR,
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partai politik, organisasi massa dan media pers harus rnenempatkan
diri untuk menopang pemerintah Orde Baru. Apggota DPR yang

vokal terhadap pemerintah dikenai recall. Partai politik yang

mengembangkan sikapsebagai oposisiditekan. Begitu pula pers yang

kritis terhadap pemerintah dibredel.

Pilar-pilar demokrasi seperti DPR, partai politik, dan media pers
dalamkondisi yang sangat lemah.Namun angkatan bersenjatadalam
kehidupan politik Orde Baru, terutama angkatan darat sebagai alat
negara yang seharusnya memfokuskan diri pada fungsi pertahanan,

justru memiliki peran politik sangat penting. Peranan politik sangat
penting itu, terutama sebagai stabilisator dan dinamisator. Peranan

politik angkatan darat terutama tampak melalui keterlibatannya
di MPR, DPR, jabatan menterl, gubernur dan bupati. Juga tampak
melalui keterlibatannya dalam organisasi sosialdan politik, terutama

di Golkar (Golongan Karya). Bahkan dari peranan politik kemudian
merambahke bidang ekonomi, olahraga, kesenian, dan bidangsosial

kemasyarakatan yang lain. Peran dalam berbagai bidang tersebut

dikenai sebagai ''dwifungsi ABRi".

Dengan peran sebagai stabilisator dan dinamisator, millter
tampaksebagaipeir^pntuksuasanaagarsemua kebijakan pemerintah
Orde Baru dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian yang^
dirasakan dalam pemerintahan Orde Baru lebih mengedepankan
pendekatan keamanan [security approach) daripada pendekatan

kesejahteraan {prosperity approach), Sehlngga pemerintahan Orde
Baru dikenai mengembangkan si^em politik otoriter, bukan sistem

politik demokrasi. Meskipun pemerintahan Orde Baru ketika itu

menyebut dirinya mengembangkan demokrasi Pancasila.

6. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan pada Era Reformasi

Petaksanaan sistem pemerintahan dan politik pada era reformasi

merupakan transjsl darisistem potitik otorfterke demokrasi. Samuel
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Huntington, mengajukanempat model transisi atauperubahan politik.
Pertama, model transformasi yaltu demokratisasj datang dari atas

(pemerlntah). Transisi ini terjadi ketika negara kuat dan masyarakat
sipil (c/V/V society) lemah. Negara yang mengalami transjsi melalul
model ini contohnya adalah Taiwan. Pemerintahan Kuomintang di
Taiwan diawal 1990-an menyelenggarakan pemilu demokratis untuk
menghadirkan demokrasi di negara tersebut.

Kedua, model penggantian (transplacement) yaitu pemerlntah
menyerahkan kekuasaannya dan digantikan oleh kekuatan-kekuatan
oposisl. Demokratisasi muncui dari bawah. Transisi model ini terjadi
ketika negara lemah dan masyarakat sipifkuat. Contoh transisi model
Ini adalah di Filipii^a ketika Presiden Marcos dipaksa meninggalkan
negerinya dan digantikan Corry Aquino.

Ketiga, model campuran antara transformasi dan penggantian
yang disebut transplantasl. Transisi terjadi sebagai hasll negoisasi
antara elit pemerlntahdenganelite masyarakat sipil untukmelakukan

perubahan politik ke arah yang lebih demokratis. Transisi Ini terjadi
karena pemerlntah masih kuat dan kekuatan-kekuatan oposisi tidak
cukup kuat untuk menggulingkan penguasa yang ada. Contohnya
adatah Polandia, di mana Serikat Buruh Solidaritas yang dipimpin
Lech Walesa berunding dengan militer untuk mencapal demokrasi.

Keempat, model intervensl. Transisi menurut model ini terjadi
karena dipaksakan oleh kekuatan luar. Contdfoiya^^dalah Panama,
dl mana tentara AS menahan presiden dari pemerintahan militer
dengan tuduhan terlibat dalam perdagangan obat terlarang.

Selanjutnya sebuah pemilu demokratis diselenggarakan untuk
memllih pemerintahan baru.

Setelah 32tahun berkuasa, PresldeaSoehartoyang kuattiba-tiba
secara resmi menyatakan diri berhenti sebagai Presiden Rl pada 21
Mei 1998 dltengah krisis ekonomi Asia. Soeharto sebagai Mandataris
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MPR, meletakkan jabatannya tanpa melalui pertanggungjawaban
kepada IWPR. Mundurnya Soeharto diawali oleh serentetan
kerusuhan soslal sepekan sebelumnya dan gelombang demonstrasi

mahasiswa yang memuncak dengan menduduki gedung MPR/DPR.
Soeharto kemudian digantikan oleh BJ. Habibie yang menjabat

wakil presiden. Habibie diambil sumpah sebagai presiden di Istana
Negara dihadapan Mahkamah Agung, dengan dihadiri oleh pimpinan
MPR. Hal ini dikarenakan gedung DPR dan MPR diduduki oleh para
pendemo khususnya mahasiswa yang menuntut Soeharto lengsen
Hal ini sempat mengundang pro dan kontra mengenai sah tidaknya

^suksesi tersebut secara konstitusional. Ketetapan MPR Nomor
3 Tahun 1999 memperjelas bahwa BJ. Habibie dinyatakan telah
menjabat Presiden sejak mengucapkan sumpah jabatan pada 21Mel
1998. Namun melalui ketetapan tersebut juga BJ. Habibie ditolak
pertanggungjawabannya, yang mengakhiri masa jabatannya sebagai
presiden pada 19 Oktober 1999 atau menjabat presiden selama
kurun waktu 17 bulan (21 Mel 1998-19 Oktober 1999).

Padatanggal 20 Oktober1999 BJ. Habibie kemudian digantikan
oleh KH. Abdurrahman Wahid, sebagai presiden terpilih melalui

Sidang Umum MPR hasil Pemllu 1999. Presiden Abdurrahman Wahid
dipilih melalui proses pemungutan suara (voting), la memperoleh
373 suara dari 691 anggota MPR yangmenggunakanhak pilih.

Terpilihnya Abduitahmaji Wahid ini menunjukkan bahwa partal
politik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu tidak serta
merta menduduki kursi presiden. Karena wewenang untuk memitih
presiden danwakil presiden menurutUUD1945 sebelum amandemen
berada di tangan MPR. Sehlngga yang menentukan bagalmana

melakukan upaya mendapat dukungan partal lain untuk memperoleh
suara mayoritas diMPR. Mellhat kelemahan Ini, maka UUD 1945setelah
amandenien, menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden
merupakan paketdalamsuatu pemilihan langsung oleh rakyat.
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Pada masa Abdurrahman Wahid terjadi konflik yang tajam
antara presiden dengan DPR, MPR, dan Kepala Polri. Konflik dengan
DPR, tampak ketika Abdurrahman Wahid menolak panggilan Pansus

Bulog yang melaksanakan hak angket atas kasus Bulog. Konflik
dengan MPR diawali ketika MPR menganggap Abdurrahman Wahid
melalukan pelanggaran dalam menetapkan pejabat Kapoiri dengan
mempercepat SI MPR. Abdurrahman Wahid menolak hadir dalam

. Sidang Istimewa MPR karena Sidang Istimewa dianggap melanggar
tata tertib. Dua hari kemudian presiden mengeluarkan Dekrit

Maklumat Presiden antara lain pembekuan MPR. MPR menolak

dekrit dan mencabut Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang
pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai presiden.

Dengan Ketetapan MPR di atas, maka Abdurrahman Wahid

diberhentikan darl jabatannya sebagai presiden pada 21 Juli 2001

(mienjabat selama 20 bulan). Kemudian tanpa melalui pemungutan
suaradalam Sidang Istimewa MPR tahun2001, Wakil Presiden Megawati
Sukarnoputri ditetapkan dan dllantik sebagai presiden ketiga sejakmasa
transisi atau merupakan presiden kelima, sejak Indonesia merdeka.

Pengangkatan Megawati sebagai presiden disahkan dengan Ketetapan
MPR Nomorll/MPfV2001 tanggal23Juli2001.

m ^
Kemudian keesokan harinya Hamzah Haf terpilih sebagai wakil

presiden melalui pemungutan suara. Pada Pemilu 2004 pemilihan
paket presiden dan wakil presiden tidak lagi oleh MPR tetapi
dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan perubahan yang
akan memperkuat posisi jabatan presiden. Karena presiden akan

bertanggungjawabkepada rakyat bukan kepada MPR. Amandemen
UUD1945 danUndang-UndartgSusduk (MPR, DPR dan DPD), tampak
DPR posisinya semakin mehguat

Menguatnya posisi DPR, karena kewenangan membuat undang-
undang ada pada DPR. Sedangkan pihak pemerintah (eksekutif)
hanyp^ rnemiliki hak untuk mengajukan RUU. Namun penguatan DPR
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juga dibarengi dengan penguatan partai politik dengan diberlakukan
kembali kewenangan penarikan {recalling) anggota DPR oleh partai
pofttik. Sedangkan anggota DPD yari| proses pemlliiiannya lebih berat
daripada anggota DPR, tampak hanya sebagai pelengkap. Karena
kewenangan DPD terbatas pada pengajuan RUU yang berkaitan

dengan otonomi daerati. Dengan demikian tampak ada tiga lembaga
perwakilan rakyat yang fungsinya tampak lebih saling meiengkapi
daripada pengejawantahan dari suatu badan perwakilan ke yang
lainnya. Oleh karena itu, pemerintahan di era reformasi inl tampak
tidak menganutsistemsatu atau dua kamar, tetapi tiga kamar.

Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensiai di AS dan sistem
pemerintahan parlementer di Inggris telah menghasilkan pemerintahan
yang demokratis dan stabil. Di negara kite pemah menerapkan
sistem pemerintahan parlementer (1950-1959) yang menghasilkan
pemerintahan yang tidak stabil. Begitu pula ketika kembali ke UUD1945
yang menganut sistem pemerintahan presidensiai ketika penerapannya
pada eraSukarno (Demokrasi Terpimpin) daneraSoeharto (Demokrasi
Pancasila) menghasilkan pemerintahan yangotoriter.

Ketiga eratersebutjugamemperlihatkansetiapterjadipergantian
kekuasaan (suksesi) berjalan tidak normal. Maksudnya peralihan dari
sistem parlementer ke sistem presidensiai eraSukarno, melalui Dekrit
Preslden 5 Jull 1959. Kemudian peralihan dari Preslden Sukarno ke
Presiden Soehartp, lewat peristiwa tragedl nasional G-30 S/PKI tahun
1965. Transisi demol^sl diri pemerintahan Soeharto (Orde Baru)
ke BJ. Habibie karena desakan massa yang kuat terpaksa Soeharto
menyatakan berhenti tanpa mempertang-gungjawabkannya kepada
MPR yang telah memilih dan sebagai konsekuensi Presiden sebagai
mandataris MPR. Peralihan Soeharto ke Habibie dilakukah di Istana

Negara dan pelatikan dan sumpah jabatannya di depan Mahkamah
Agung, bukan di MPR. Peristiwa peralihan Ini menimbulkan
permasalahan konstituslonal atau bersifat inkonstitusional.
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Peralihan BJ. Habibie ke Abdurrahman Wahid juga mengandung
kontroversi, karena ternyata partai politik yang memperoleh suara
terbanyak daiam pemilu tidak memperoleh dukungan mayorltas
di MPR jadi partai pemenang pemilu harus rela peluangnya diisi
oleh koaiisi partai. Belum habis masa jabatannya, Abdurrahman

Wahid diberhentikan oleh MPR, karena dianggap melanggar ketika

mengangkat Kepala Poiri juga karena menolak menghadiri Sidang

Tahupan MPR serta hendakmembekukan parlemen yangnyata-nyata
telah bergeserdarisistem presidensial keparlementer.

D. Sikap Kritisterhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
di Indonesia

1. TigaAktor Penting Penentu Pemerintahan yang Baik

a. Negara

Pengertian negara atau pemerintahan adalah keseluruhan

lembaga politik dan publik. Perandn negara meliputi: (1)
menyelenggarakan pelayanan publik, (2) menyelenggarakan
kekuasaan untuk memeriiitah, (3) membangun lingkungan
yang icondusif bagi tercapai^ya tujuan pembangunan baik pada
tingkat lokal, nasional, maupiin in^rnasionai.
b. Sektor swasta

Pelaku sektor swasta mencakup berbagai pihak seperti
industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi,
termasuk juga kegiatan sektor informal. Sektor swasta punya
peran penting dalam meningkatkan produktivttas, penyediaan
lapangan kerja, memasukkan penerimaan negara, investasi,
pengembanpn usaha, pertumbuhan ekonomi.

c. Civil society (Masyarakat Madani)

Kelompok masyarakat madani pada dasamya berada di

tengah'tengah antara pemerintah dan individu. Kelompok
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masyarakat ini terlibat aktff berinteraksi secara sosial, politik,
dan ekonomi. Reran nyatanya antara lain terlibat dalam upaya

pemberdayaan masyarakat yang berkekurangan, memberikan

fasilitas untuk mengembangkan komunikasi dengan pihak lain,

serta akses untuk menyuarakan kepentingan. Bentuk konkret

dari masyarakat madani ini adalah LSM (lembaga swadaya
masyarakat)yang bergerak di berbagai sektor dan bidang.

2. Perkembangan Pemerintahan di Indonesia

Perkerribangan sistem pemerintahan di Indonesia, dapat dibagi

dalam empat masa, yaitu:

a. MasaRepublik Indonesia I, yaitu masa demokrasi konstitusional,
yang menonjolkan peran parlemen, serta partai-partai dan yang
karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.

b. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin

yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari Demokrasi
Konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan

menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.

c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa Demokrasi Pancasila,
yang merupakan Demokrasi Konstitusional yang menonjolkan
sistem presidehslal (lembaga kepresidenan sangat dominan,
pariemen ^buat^tidak berdaya) kekuasaan presiden menjadi
tidakterkontrol.

d. Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa Demokrasi Pancasita
setelah reformasi (lembaga kepresidenan dikurangi

wewenangnya, DPR menjadi lebih diberdayakan) semua itu

dilakukan dengan melakukan anrtandemen terhadap UUD 1945.

Amandemen dilakukan oleh MPR sebanyak empat kalidari 1999

sampai dengan 2002.

Kebanyakan pakar menyatakan matinya sistem pemerintahan yang

demokmtis di Indonesia dimulai sejak diumumkannya Dekrit Presiden
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5 Juli 1959 pleh Presf^en Sukarno sampar dengan runtuhnya Presiden
Soehaito, 21 Mel 1998. Dengan kata lain Demokrasi Terplmpin pada masa
Sukarno dan Demokrasi Pancasiia.pada Soeliarto sesungguhnya tidak
ada demokrasi. Demokrasi baru mulai hidup kembali sejak era Reformasi
setelah lengsemya Soeharto pada 1998, akibat reformasi yang diprakarsai
oleh mahasiswa. Sehin^ sejak itulah, bangsa Indonesia mulai belajar
demokrasi kembali setelah tenggelam lebih kurang40tahun.

j SIstem Kenegaraan Indonesia adalah negara kesatuan yang
menganut demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, berdasar
UUD 194Svsebelum dllakukan amandemen, kekuasaan negara
dijalankan oleh lembaga sebagai berikut:

a. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berfungsi sebagai lembaga
konstitutif.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat undang-
undang, sebagai lembaga legislatif.

c Presiden sebagai penyelenggara pemerlntahan disebut lembaga
eksekutif.

d. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberl saran kepada
penyelenggara pemerintahan disebutlembaga konsultatif.

e. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan dan penguji
aturan di bawah undang-undang^ebul lembaga yudikatif.

f. Badan Pemerlksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang
mengaudit keuangan negara, disebutlembaga auditatif.

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 baik kesatu, kedua,
ketiga serta keempat terjadi pergeseran sebagai berikut:

a. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi pemegartg kedaulatan
rakyat.

b. Komposisi MPR terdlridari seluruh anggota DPR ditambah DPD
(Dewan Perwakilan Daerah) yang seluruhnya dipilih oleh rakyat.
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c Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang berhak menguji

untiang-undangterhadap UUD.

d. Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan

hakim agung.

e. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

f. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR.

g. Hak prerogatif presiden banyak yang dipangkas.

h. Kekuasaan legislatif semakin dominan.

i. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilikuidasi.

Tujuh Kunci Pokok Pemerintahan Indonesia. UUD 1945

berdasarkan Pasal 11 aturan tambahan terdiri atas Pembukaan dan

Pasal-pasal. Tentangsistem pemerintahan NegaraRepublik Indonesia

dapat dilihat di daiam pasai-pasal sebagai berikut:

a. Negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 ayat (3), tanpa

penjelasan.

b. Sistem Konstitusional. Seacara eksplisit tfdak tertulis, namun

secara substantif dapat dilihat pada pasal-pasal sebagai berikut

Pasal 2 ayat (1); Pasdl3 ayat (3); Pasal 4 ayat (1); Pasal 5 ayat (1)

dan (2).

c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Kedaulatan berada

di tangan rakyat dan dllaksanakan menurut UUD. Sesual dengan

pasal 2 ayat (1) baljwa MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD.

MPR berdasarkan Usal %, mempunyai wewenang dan tugas
sebagai berikut: (1) mengubah dan menetapkan UUD, (2)

melantik presiden dan wakiipresiden, (3)dapat memberhentikan

presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya

menurut UUD.

d. Presiden iaiah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi

menurut UUD 1945. Pasal 3 ayat (2); Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

e. Presiden tidak bertangggng Jawab kepada Dewan Perwakilan

Rakyat. Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan
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A ^ ^

pemerintahan negara (presiden) darl Pasal 4 sampai dengan
16, dan Dewan Perwakllan Rakyat (Pasal 19 sampai dengan 22
b), maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab
kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara republik
Indonesia masih tetap menempatkan sistem presidensial.

f. Menteri negara iaiah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden
dibantu menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan
diberhentikan oleh presiden yang pembentukan, pengubahan
dan pembubarannya diatur dalam UUD1945 (Pasal 17).

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Presiden sebagai
kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh UUD. MPR berwenang
memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 3 ayat
13]). Demikian juga DPR, selain mempunyai hak interpelasi,
hak angket, dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak

Imunitas (Pasal 20 b ayat [2] dan [3]). DPR juga mempunyai
wewenang mengajukan usul kepada MPR untuk mengadakan
sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden,
apabila presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar hukum
berupa pengklanatan terhadap nej^ra, korupsl, penyuapan,
tindak pidana berat lalnnya atau perouata^ tercela. .

3. Mengkritisi Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia antara
1945-1950

Sebulan setelah Indonesia diproklamaslkan, sistem pemerintahan
parlementer berlaku dl Indonesia, padahal UUD 1945 tidak
menghendaki demikian. Hal In! ditunjang dengan adanya pengumuman
pemerintah yang rhemberlkan kebebasan kepada masyarakat untuk
mendirikan partal politik, yang mendapat sambutan antusias dari
rakyat. Secara politts lembaga (egislatff sebagai pembawa aspirasl
rakyat adalah Komtte Nasional Indonesia Pusat.
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DHihat dari segi histqris, maka kehidupan partai-partai politik
ini sebenarnya bermuia dari penjajahan Belanda dan Jepang.
Namun pada awal Indonesia mengenyam kemerdekaan, tampaknya
konsentrasi seluruh masyarakat dihadapkan sepenuhnya terhadap

aksi-aksi militer dan politik Belanda untuk menguasai kembali
Indonesia, sehingga segenap potensi rakyat dikerahkan untuk
mensukseskan revolusi bersenjata ini.

Sistem parlementer ini merupakan produk dari Maklumat Wakil
Presiden Nomor X, 16 Oktober 1945. Pengumuman Badan Pekerja,

11 November 1945 dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945

^ menyatakan bahwatanggung jawabpolitikterletak ditangan menteri.

Hal ini dipertahankan praktis sampai dikeluarnya Dekrit Presiden 5
Juli 1959yangmencabut UUDS 1950dan menetapkan kembali UUD
1945 sebagai UUD negara.

Pada saat bangsa Indonesia sedang menghadapi aksi-aksi
Belanda, PKI melancarkan penikaman dari belakang kepada
pemerintah Rl yang sah. Akibatnya beribu-ribu orang yang tidak
berdosa menjadi korban keganasan politik dan ambisi golongan

yang tidak bertanggung jawab. Untunglah Hal itu dapat segera
dikendalikan, dengan kesigapan pemimpin ABRI (sekarang TNI).

4. Mengkritfsl Pelaksa^aan Pemerintahan dl Indonesia Masa
Oemokrasi Uberal (^0-]SS9)
Sejak 17 Agustus 1950, dengan kemballnya Rl ke dalam bentuk

negara kesatuan^ maka beriakulah UUDS 1950 sebagai pengganti
UUD RIS 1949. Negara menganut sistem pemerintahan parlementer,

di mana para menteri bertanggung Jawab kepada badan legislatif

(parlemen). Pada masaIni terdapat kebebasan yangdiberikan kepada

meiakukan keglatan politik, sehin^ beraklbat semakin banyaknya
bermunculan partai-partai politik.
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Persaingan secara terbuka antarpartai sangat kentara dalam

panggung politik naslonal, masing-masing berusaha untuk mencapai
cita-cita politiknya. Sehingga dalam pemilu yang pertama sejak

Indonesia dlproklamirkan sangat banyak partai yang menjadi
kontestan pemilu. Sistem banyak partai ini berakibat kabinet baru

yang akan berjalan, akan mantap bila di dalamnya terdapat koalisi

(Martadisastra, 1987:144).

Adanya koalisi antara berbagal partai yang besar ini dikarenakan
tidakadasatupun partaiyang menangsecara mayoritas mutlak. Sehingga
efek negatifnya dalam kabinet adalah jatuh bangunnya kabinet dalam
tempo waktu sesingkatnya, karena partai yang berkuasa kehilangan
dukungan di parlemen, sehingga bubarlah kabinet. Akibat selanjutnya
program kerjakabinet yang bersangkutan tidak dilaksanakan.

Menurut Prof. Usep Ranawidjaja dalam bukunya Hukum Tata

Negara, dasar-dasarnya, memangsudah menjadi pandapat umum di
dunia sampal sekarang Ini bahwa adanya partai politik dalam negara
negara demokrasi merupakan keharusan untuk mewujudkan hak
rakyat dalam menerrtukan nasibnya sendirl. Tetapi dengan partai
yangbegitu banyak tanpa adahyamayoritas mutlak dalamparlemen,
sering berakibat instabllitas dalam Jalaniip^ pedierintahan.

Mellhat kenyataan Itu pengaruhterhadap si^em pemerintahan
yangsangat buruk,bahkan menlmbulkan pefpecahan. PadahalUUDS
Itu sehdlri memberikan landasan yang cujcup bagi tersefenggaranya
pemerintahan yang balk, di mana dldalamnya memuat pokok-pokpk
bag! pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sosial

serta hak-hak asasi manusia. Dalam kenyataannya Pancasila hanyalah
merupakanpertianis pidatosaja.Yang menonjol adalahindividuallsme
dengan latar belakang kepentingan golongan atau partai.

Demokrasi politik dipakai alasan untuk tumbuhnya oposisi
yang destruktif. Demokrasi ekonomi tidak lagi untuk membebaskan
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kemiskinan, tetapi malah mengaburkan tujuansemuladengan tumbuh
subumya persaingan bebas. Demok'rasi sosiakbukannya menciptakan
tata masyarakatyarig bersih dari unsur-unsurfeodalisme, malah semakin
menutup kemungkinan rakyat banyak untuk menikmati kemerdekaan.
Inilah yang menyebabkan macetnya tugas-tugas pemerintahan.

Secara politis kondisi demikian sungguh merupakan hal yang
memgikan. Salah satu buktinya adalah ketidakmampuan dari
Konstituante untuk menetapkan UUD yang baru sebagai pengganti

UUDS 1950. Yang menonjol adalah persaingan antarpartai politik dari
golongannya. Sehingga kepentingan nasional yang lebih besarterabaikan.

Dilihat darikepentingan nasional tentu halini tidakdapatdibiarkan.

Sehingga Preslden Sukarno selaku kepala negara pada waktu itu
mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Konstituante dibubarkan,
serta kembalinya ke UUD 1945, yang kemudian menghendaki
terbentuknya MPRS dan DPRS. Dekrit ini dikeluarkan pada 5 Juli 1959.

Sejak itu puladimulainya babakbaru pelaksanaan demokrasi.

5. Mengkritisf Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia masa
Demokrasi Terpimpin (Qrde Lama)

Istilah demokrasi terpimpin telah dlkemukakan oleh Preslden

Sukarno sewaktu membukai' Konstituante pada 10 November 1956.

Hal ini menunjukkan tata kehidupan politik baru yang mengubah

segi-segi negatjf demokrad^ ^Istem demokrasi liberal tidak
cocok diterapkan di Indonesia. Kesempatan yang sama pada semua

orang harus disertai pula dengan kemampuan yang kuat. Apabila
tidak, warga negara yang lemah akan tertindas oleh yang kuat.

Kemudian Preslden Sukarno mengemukakan pokok-pokok

demokrasi terpimpin, antara lain bahwa:

a. Demokrasi teiplmpln bukan diktator.

b. Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadiandan dasar hidup

bangsa Indonesia.
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c. Dalam hal kenjgaraan dan kemasyarakatan oneliputi bidang
politik dan kemasyarakatan.-

d. Inti pimpinan adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan bukan oleh perdebatan dan penyiasatan
yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan
suara pro dan kontra.

e. Oposisi yangmelahirkan pendapat yangsehat dan membangun,

diharuskan dalam demokrasi terplmpin.

f. Demokrasi terpimpinadalah alat bukantujuan.
g. Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin adalah mencapai

masyarakat adildan makmur, material dan spiritual.
h. Sebagaialatmaka demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan

berserikat dan berkumpul dan berbicara dalam batas-batas

tertentu yaitu batas keselamatan negara, batas kepentingan
rakyat benyak, batas kesusilaan dan batas pertanggungjawaban
kepada Tuhan dan seterusnya (Martadisastra, 1987:147).

Atas dasar pemyataan tersebut jelastah bahwa struktur demokrasi

terpimpin bertujuan untuk menstabilkan kpndisi negara baik kestabllan

poIltiKr ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Walaupun demlkian
maksudpreskJentersebuttidakmendapatkantanggapandarikonstituante.

Sementara itu konstituante tidak dapat menjalankan fungslnya
sebagaimana mestinya. Konstituante ^^rlib^ dalam perdebatan
yang berkepanjangan di mana dtsatu pihak terdapat partai yang
menghendaki sosial ekonomi. Hal ini mengakibatkan golongan
terbesar tidak mau lagt menghadiri sidang-sidang konstitusional.
Sehingga kegiatannya kemudian mengalami kevakuman.

DI berbagai wllayah timbul pemberontakan-pemberontakan
sepert! Dl/tll, PRRI, Permesta dan sebagainya yang melan^rkan
perlawanan bersenjata kepada pemerintah pusat. Kondisi ini
sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa^ sehingga
pemerintah perlu menghadapi situasi polltik dan keamanan ini
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melaiui jalan tercepat yaltu dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dengan demikian lahirlah periodeDemokrasi T(§rpimpin di Indonesia.

Dalam kenyataannya kebebasan mengeluarkan pendapat,

berserikat dan berpikir dibatasi dalamtingkat-tingkat tertentu. Beberapa

ketentuan dan peraturan tentang penyederhanaan partai, pengakuan

danpengawasan sertapembubaran partai menunjukkan bahwa presiden
mempunyai peranan dan kekuasaan terhadap kehidupan suatu partai.

Hal iniberarti presiden mempunyaikekuasaan mutlakdan dijadikannya
alat untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan yang menghalanginya.

~Sehingga jelassekali bahwanasib partaipolitik ditentukan presiden.

Gambaran kehidupan politikmasa itu sebagai berikut:

a. Ditetapkannya 10 partai politik yang masih diakui yaitu PNI, NU,

PKI, Partindo PSIl Arudji, dan Partai Katolik, Murba, IPKI, Perti

dan Parkindo.

b. Pada 17 Agustus 1960 presiden membubarkan dua partai
yaitu Masyumi dan PSI, dan apabila pernyataan ini tidak juga

diacuhkan maka pembubaran partai akan lebih luas lagi.

c. Pada 30 Desember 1959terbentuk Front Nasional yang kemudlan

akhirnya membentukkekuasaan yangsangat besar dan bahkan

secara riilbertindak sebagai partai politik.

d. Dengan tidak adanya pemilu, maka kebebasan mengeluarkan
pendapat pada hakikatn|̂ sudah tidak ada lagi.

• I "

6. Mengkritisi Pelaksanaan Pemerlntahan pada Era Orde Baru

Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya

dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan Indonesia yang kacau

balau setelah pemberontakan PKI September 1965. Orde Baru lahir

dengan tekad untuk rnelakukan koreksi atas berbagai penyimpangan

dan kebobrokan Demokrasi Terpimpin pada masa Orde Lama.

Pada awalnya Orde Baru berupaya untuk memperbatki nasib

bangsadalam berbagaibidang.Dalam bidangpolitik dibuatlah Undang-
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Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum, Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan

MPR, DPR dan DPRD. Atas dasar undang-undahg tersebut Orde Baru

mengadakan pemilihan umum pertama,Pada awalnya rakyat memang

merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan, meialui

serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repeiita.
Setelah mengalami penderitaan sejak penjajahan, awal kemerdekaan

hingga berakhirnya Orde Lama. Namun demikian lama-kelamaan

program-program pemerintah Orde Baru bukannya diperuntukkan

bagikepentinganrakyat. Ambisi penguasa Orde Barumulai merambah

keseluruhsendi-sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan

Orde Baru menjadi otoriter, namun seolah-olah diiaksanakan secara

demokratis. Penafisiran pasai-pasal UUD1945 tidakdiiaksanakan sesuai

dengan isi yang tertuang dalam UUD tersebut, melainkan dimanipulasi
demi kepentingan sangpenguasa. Bahkan Pancasila pundiperalat demi
legitimasi kekuasaan. Hal itu terbukti dengan adanya Ketetapan MPR
Nomor ll/MPR/1978, tentang P4 yang dalam kenyataannya sebagai
media untuk propaganda kekuasaan Orde Baru (Purwastuti, 2002:45).

Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyak memberikan porsi p9da
presiden, walaupun sesungguhnya UUD 1945 memang member!
wewenang yang amat besar pada lembaga kepresidenan, akan
tetapi presiden hanyalah mandataris MPR setta dalam menjalankan
pemerintahan diawasi oleh DPR. Dalam keityatain di lapangan posisi
l^islatif berada di bawah presiden. Seperti tampak (&lam Undang-
Undang tentangSusunan danKedudukan MPR, DPR danDPRD, Undang-
Undangtentang Partai Politikdan Golongan Karya, sertaUndang-Undang
tentang Pemilihan Umum, posisi presiden terlihat sangat dominan.

Dengan paket undang-undang politik terseM praktis secara poi'rtis
kekuasaan legislatif berada di bawah pn^iden. Selanjutnya hak asasi
rakyat juga sangat dibatasi serta dikekang demi keku^an, sehingga
amanat Pasal 28UUD 1945 Jauh dari tenyataan. Akibat kekuasaan yang
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nyaris tanpa kontrol tersebut akhirnya penguasa Orde Baru cenderung

melakukan penyimpangan hampir di semua sendi kehidupan bernegara.

korupsi kolusi dan nepdtisme (KKN)'̂ merajalela dan membudaya,

pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang yang dekat

dengan penguasa, kesenjangan semakin melebar, utang luar negeri

menjadi menggunung, akhirnya badai krisis ekonomi menjalar menjadi

krisis multidimensl. Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut

dilakukannya reformasi di segala bidang. Akhirnya runtuhlah Orde Baru

bersamaan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih belum sesuai dengan

jiwa dan semdngat, ciri-ciri umumnya. Hal itu terjadi karena

presiden begitu dominan baik dalam supra struktur maupun dalam

infrastruktur politik. Akibatnya banyak terjadi manipulasi politik dan

KKN yang telah membudaya, sehingga negara Indonesia terjerumus

dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.

7. Mengkritisi Pelaksanaan Pemerintahan pada Era Reformasi

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideoiogi Pancasila

dan mekanisme UUD 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan

kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Penyelenggaraan

negara semakin jauh dari cita-clta demokrasi dan kemerdekaan. Semua

itu ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak

absolut karena wewenang dan kekuasaan presiden berlebihan yang

meiahirkan budaya 4gprup|i, kolusi dan nepotisme sehingga terjadi
krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan.

Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya

Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Wakil

PresidenProf. Dr. BJ. Habibiepada 21 Mei1998. Pemerintahan BJ. Habibie

inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan membawa

Indonesia uhtuk melakukan reformasi secara menyeluruh serta men^a

sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis d6ngan mengadakan
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perubahan UUD 1945agarlebih sesuaidengantunt^tan zaman.

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru terjadi selain

karena moral penguasanya, juga memang terdapat berbagai

kelemahan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh

karena itu selain melakukan reformasi dalam bidang polltik untuk

tegaknya demokrasi melalui perubahan perundang-undangan,
juga diperlukan amandemen UUD 1945. Sejumlah undang-undang

politiktelah diperbarul pada 1999 dan dilanjutkan pada tahun-tahun

berikutnya untuk mengawal jalannya reformasi yakni:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik,

yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2002.

b. Undang-Undang Nomor3 Tahun1999tentang Pemilihan Umum,

yang kemudian juga diperbarui dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan

DPRD. Selanjutnya juga hadir Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Preslden.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahuii 1999 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, selanjutnya diganti dengan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 terttang susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

d. Undang-Undang Nomor ^ Ti^un 1999 tentang OtonomI
Daerah, dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 yang didalamnya mengatur tentang pemilihan

kepala daerah secara langsung.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi ini, telah

banyak memberikan ruang. gerak kepada partai politik maupun

lembaga negara (DPR) untuk mengawasi pemerintahan secara

kritis, dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroppsisi maupun

optimalisasi hak-hak DPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif

dan amandemen.



BAB III
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN DAERAH
DI INDONESIA

A. Pendahuluan

hubungan antara pemerintah pusatdan pemerintah daerah,

.. Idalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia senantiasa me-
mllikl dayatariktersendiri. Hal ini membuktikan bahwa masalah hubungan

antara pusat dan daerah yang beriangsung selama ini masih mencari

bentuk, dan oleh karena itu berbagai upaya untuk menemukan format

yang ideal dantepat,ternsdikaji. Diharapkan jika telahditemukan format
ideal dantepat, maka hubungan itudapat menjamin tetap tegaknya NKRI
sebagaimana diamanatkan oleh UUD1945 (Fauzan, 2006:1).

Sejarah ketatanegaraan Rl menunjukkan bahwa sebelum

UUD 1945 diamandemen, persoalan hubungan antara Pusat dan
Daerah sangat tidak jelas. Hal ini disebabkan Pasal 18 UUD 1945

beserta penjelasannya yang merupakan landasan hukum mengenai
pemerintahan daerah, bukan hanya terialu sederhana, tetapi juga

tidak memberikan arahan yar||̂ jelas mengenai bagaimana hubungan
antara pusat dan daerah itu dilaksalakan.

Berdasar ketentuap Pasal 18 UUD 1945, tidak terialu jelas

dengan cara dan proses bagaimanakah hubungan antara pusat

dan daerah itu dilaksanakan. Namun demikian, setidaknya dapat

diketahui secara pasti bahwawilayah NKRI akan dibagi dalam daerah

besar dan daerah kecil, yangdalam implementastnyayang dimaksud

dengandaerah besaradalah provinsi, daerah kecil adalah kabupaten/
kota dan satuan wilayah lalnnya.

55
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Hal lain yang dapat disimpulkan dari rumusarf Pasal 18 UWD

1945, adalahbahwa negara Rl adalah negara kesatuan dengan sistem
desentralistik. Penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan
sistem desentralistik inilah yang membawa konsekuensi adanya
urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada
satuan pemerintahan yang leblh kedl. Atau dengan perkataan lain
pilihan tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanya pengaturan
yang jelas mehgenai hubungan antara pusat dan daerah.

Pembagian urusan,tugasdanfungsi serta tanggung jawabantara
pusat dan daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan
pemerintahan diselenggarakan oleh pusat saja. Pengakuan tersebut
memberikan peluang kepada daerah untuk berusaha mengatur dan
mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan
demlklan pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah,
merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang baik,
komprehensif dan responsif terhadap tuntutan kemandirlan dan
perkembangan daerah.

Sejarah jugamencatat, bahwa hubungan antarapusatdandaerah
sangat dipengaruhl oleh adanya tarik menarik antara kepentingan
pusat yang cenderung sentrall^k daii tuntutan daerah yang
menghendaki desentralistik. Keadaan tersebu| berakibat timbuinya
ketidakserasian hubunganantara pusat dan daerah#

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
tentang pemerintahan daerah, berarti sampai saat ini telah ada

tujuh undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Ketujuh
undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahuh 1945tentang Komlte Naslonal

daerah.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan
daerah
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1966 tentang Pokok
Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Norhor5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di

daerah.

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

B.. Dasar Pemikiran Perlunya Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat UUD1945,pemerintah daerah berwenang

untuk mengatur dan mengurus sjendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberlan otonomi

luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan. pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui
otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatian prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman

daerah dalam sistem NKRI (Undang-Undang Nomor32 Tahun2004).

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

efektivttas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan
hubungan antarsusunan pemerir^an ^an antarpemerintahan daerah,
potensidan keanekaragaman daerah.Agar mampumenjalankan perannya

tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai

denganpemberian hakdan kewajiban menyeienggarakan otonomidaerah

dalam kesatuan sistem penyeten^raan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

lusnya dalam art! daerah diberlkan kewenangan mengurus dan
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mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan

pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undangini: Daerah

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member!

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat
(Undang-Undang Nomor32 Tahun2004).

Sejalandengan prinsiptersebut diiaksanakan pulaprinsipotonomi
yangnyatadanbertanggung jawab.Prinsip otonominyataadalahsuatu

prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan diiaksanakan

berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah
ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai
dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis
otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah iainnya.
Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab
adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus behar-benar
sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada
dasamya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama darl tujuan
nasional (Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004).

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian
hubungan antara daerah dengan daerah liihnya# artfnya mampu
membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan
kesejahteraan bersamadan mencegah Retlmpangan antardaerah. Hal
yang tidak kaiah penting bahwa otonomi daerah juga harus mampu
menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah
pusat. Otonomi harus tetap menjaga keutuhan wilayah negara
dan tetap tegaknya NKRI dalam raiigka mewujudkan tMjuan negara
(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Agar otonomidaerah dapat diiaksanakan sejalandengan tujuan
yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan
yang berupa pemberian peddman seperti dalani peneiltian.
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pengembangan, perencapaan, dan pengawasan. Di samping itu,
diberikan pula stahdar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi,
peogendalian, koordinasi, pemantauan, dan .evaluasi. Bersamaan
itu pemerintah wajib nfiemberikan fasilitasi yang berupa pemberian
peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar
dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan

efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004).

C. Model Hubungan Pusatdan Daerah

Hal yang hams diatur dan diurus oleh daerah tidak lain urusan-
urusan tertentuyang diserahkan olehpemerintah pusatkepada daerah
untuk diselenggarakan atas inisiatif kebijakan sendiri (Sumindhia,

1987:8). Terdapat dua model hubungan antarapusatdan daerah, hal
ini sebagaimana dikemukakan olehKevanagh, yang meliputi:

1. Model Pelaksana (Agency Model)

Dalam model ini, pemerintah daerah semata-mata dianggap
sebagai pelaksanaoleh pemerintah pusat.

2. Model Mitra (Partnership Model)

Model in! mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki suatu
tingkat kebebasan terteiitu untuk melakukan pemllihan di
daerahnya.

Penyerahan urusan pemerlntahan oleh pusat kepada daerah
sebagai urusan rutgah tangga daerah merupakan konsekuensi
dianutnya prinsip desentrafisasl sebagaimana diatur dalam Pasal 18
ayat (2) UUD1945 yang menyatakan: "Pemerlntahan daerah provinsi
dan daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerlntahan menurut asasotonomi dantugas pembantuan".

Urusan rumah tangga daerah hakikatnya bersumber dari

otonomi dan tugas pembantuan (medebewind). Otonomi dan tugas

pembantuan bersumber pada paham desentralisasi. Oleh karena itu



60 Dr. Su nars9» M. Si.

tidak tepat bahkan ke^u, ketentuan yang membatasU pengertian
desentralisasi dalam kerangka otonomi. Tugas pembantuan dipandang
sebagai sesuatu di luar desentralisasi. Baik otonomi maupun tugas
pembantuan adalah bentuk-bentuk desentralisasi (Manan, 1999:2).

Di Indonesia, otonomi diartikan sebagai kewenangan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, maka dalam merumuskan isi atau muatan otonomi,
Pasal IS^ayat (5) harus diletakkan dalam perspektif Pasal 1 ayat (1)
UUD 1945 yapg menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara
kesatuan. Oleh karena itu, pemberian otonomi kepada daerah tersebut
adalah dalam kerangka NKRI. Dalam kaitan ini, Bagir Manan menyatakan
bahwa, prinsip yang terkandung dalam negara kesatuan, iaiah bahwa
pemerintah pusat berwenang untuk campur tangan yang lebih intenasif
terhadap persoalan-persolan di daerah (Manan, 1974:34-37).

Namun demiklan yang perlu diperhatikan adalah paradlgma
pemerintahan daerah sekarang tidak lagi bersif^ sentralistik,
sebagalmana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974,
melainkan lebih bersifat desentralistik sebagalmana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta UUD 1945 hasil

amandemen. Oleh karena ttu campurtaniin pu^tkepada daerah hanya
terhadap persoalan-persoalan yangbersifat naslonal.

Penyerahanurusan-urusan teltentu kepadadaerah untuk diurus
dan diatur atas dasar prakarsa dan kepentingan masyarakat daerah,
tidak menjadikan daerah seperti negara dalam negara. Dengan daerah
tidak mempunyai kebebasan yang absolut, walaupun sistem otonomi
yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 tersebut di atas
adalah otonomi yang seluas-luasnya. Pusat masih tetap mempunyai
peran dan fungsi untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
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Fungsi pelayanan akan berakibat pada kebutuhan anggaran yang

besar. Peridapatan daerah makin hari makin tidalc mencukupi'untuk
melaksanakan tugasnya. Untuk memungkinkan pelayanan berjalan

baik, pusat dan daerah fngkat lebih atas harus memberikan bantuan
keuangan kepada daerah, atau urusan tertentu dialihkan nnenjadi

urusan pusat dan secara keseluruhan dilaksanakan sendirioleh pusat
atau nfielalui tugas pembantuan.

Kewajiban pemerintah pusat bertanggung jawab secara

nasional secara keseluruhan, dan pemerintah daerah mempunyai

ke'Wajiban untuk nnennperhatikan ketentuan dari pusat agar tidak
terjadi '̂benturan-benturan dan agar mengetahul celah-celah untuk

mengambil Inisiatif dalam pemenuhan kebutuhan setempat yang

tidak atau belum dikerjakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah
daerah berkewajiban memadukan antara kepentingan nasional
dengan kepentingan lokal.

Pusat bertanggung jawab menjamin keutuhan negara kesatuan

menjamin pelayanan yangsama untukseluruh rakyat negara{equal
treatment), menjamin keseragaman tindakandan pengaturandalam

bidang-bidang tertentu (asas unifbrmitasAeseragaman) (Kelsen

dalam Manan, 1974).

Pembatasan atas keieiuasaan daerah dalam mengatur dan

mengurus urusan rumah tagg|!^ beberapa kewajiban

tersebut, merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip negara

hukum dalam UUD 1945. Menurut paham klasik negara hukum

mempunyai ciri-cirisebagai berikut:

a. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan

antara pemerintah dari warganya.

b. Ada pembagian kekuasaan yang secara khusus menjamin suatu

kekuasaan kehaklman yang merdeka.

c. Ada pemencaran kekuasaan negara/pemerintah.

d. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.
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e. Ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan

periindungan hukum.

f. Ada asas legalitc^, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan
didasarkan atas hukum (undang-undang).

Berdasarkan ciri-ciri negara hukumtersebut di atas, maka unsur

pemencaran kekuasaan negara sebagai upaya membatasi kekuasaan

pemerintah atau negara sangaterat kaitannya dengan rumahtangga.
Penyerahan atau membiarkan ataupun mengakui berbagai urusan
pemerintahan diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga
daerah, mengandung arti bahwa pusat membatasi kekuasaannya
untuk tidak mengatur dan mengurus iagi urusan pemerintahan
tersebut (Gautama, 1973:36).

Perkembangan konsep negara hukum kiasik ke negara hukum
modern adalah negara harus mengutamakan kepentingan seluruh
masyarakatnya. Negara harus menciptakan kemakmuran dan

keamanan sosial, bukan hanya keamanan senjata saja. Dengan
demikian, negara berkewajiban untukmenyelenggarakan kepentingan
umum. Konstruksl negara hukum modern semacam ini disebut juga
negara hukum dalam arti iuas atau formal yang melahirkan suatu
"welfare state"ataudikenal dengan nama negara kesejahteraan.

Dalam kepustakaan Barat disebut sebagai verzorgingsstaat
atau social rechsstaat Salah satu prlnsip negara hukum adalah
adanya pembagian dan pembatasan atas kekuasaan negara atau
pemerintah. Oleh karena itu dalam fentel^ daerah, kewenangan
yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus
sebagai urusan rumah tangga daerah merupakan cara untuk
membagi kekuasaan dengan membatasi hak pemerintah pusat
atas beberapa urusan pemerintahan daerah. Cara Ini sebagai ujung
tombak penyelenggaraan pemerintahan negdra karena berhubungan
langsung dengan masyarakat, dan dituntut untuk dapat mewujudkan
fungsi pelayanan umum dengan balk.
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Keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayananijmum oleh daerah,

akan mempengaruhi perwujudan dari dianutnya konsep negara

hukum dalam arti materiil atau negara kesejahteraan sebagaimana

diamanatkan dalam alinea IV pembukaan UUD 1945, yakni: "...

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umu, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan soslal

Selaras dengan dianutnya konsep negara hukum dalam arti

luas Vang menimbulkan konsekuensi sebagai negara kesejahteraan,

maka daerah sebagai satuan pemerintahan terendah sesuai dengan

semangat desentralisasi dan kemandirian yang digariskan dalam

Rasa! 18 ayat (5) UUD 1945, mempunyai kebebasan untuk mengatur

dan mengurus penyeienggaraan pemerintahannya,sepanjang dalam
koridor hukum dan mewujudkan kesejahteraan serta kemamuran

masyarakatnya.

D. Asas-Asas Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah

Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam

konteks negara kesatuan merupakan suatu yangsangat penting untuk
dikajl daridianalisis agartidakterdapat kendaladalam penyeienggaraan

pemerintahan secara keseli^jihan. Kelahiran suatu pemerintahan
tingkat daerah adalah konsekuensf adanya tonsep pembagian dan
pembatasan kekuasaan sebagaisalahsatu unsur negara hukum.

Sebagaimana diketahul, bahwa dalam tataran teoretis dikenal

adanya pembagian kekuasaan secara horizontal dan. vertikal.

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu pembagian

kekuasaan yang kekuasaan dalam suatune^ra dibagi dandiserahkan
kepada tiga badan yang mempunyai kedudukan yang sejajar, yakni
kekuasaan eksekutif yang diserahkan kepada pemerintah, kekuasaan

legislatif kepada parlemen dan kekuasaan yudikatff kepada badan
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peradilan. Sedangkan pembagian kekuasaah secara vertikal, yaitu
suatu pembagian kekuasaan antara pemerintah nasional atau pusat

dengan satuan pemerintah lainnya yang iebih rendah. Pembagian

kekuasaan secara vert^al tersebut akan iebih jelas apabila diiakukan

perbandingan antara negara kesatuan, federasi dan konfederasi.

Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam konteks negara

Indonesia berdasar pada Pasal 1ayat (1), Pasal 4ayat (1), danPasal 18ayat
(1) UUD 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: "Negara
Indonesia iaiah negara kesatuan, yang berbentuk republik." Kemudian
Pasal 4 ayat (1) menentukan: "Preslden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerlntahan menurut Udang-Undang Dasar" Pasal 18 ayat
(1) menentukan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerab provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka
dapat dikatakan bahwa konsep pembagiankekuasaansecara vertikal

merupakan suatu konsep yang dianut secara formal dalam NKRI atau

dengan rumusan lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian
kekuasaanantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

CE Strong menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negara

kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang leglslatif tertinggi
dipusatkan pada badan leglslatif nasional/pusat. Kekuaasaan
leglslatif tidak terletak pada pemerints^h daerah. Pemerintah pusat
mempunyai wewenang untuk menyerSkan lebagian kekuasaannya
kepada daerahberdasarkan hak otonomi, tetapi tahap terakhir tetap
pada pemerintahan pusat.Jadikedaulatannya baik keluarmaupun ke
dalam sepenuhnya terletak pada pemerintahan pusat. Dalam suatu
negara kesatuan pemerintah nasional bisa, dan biasanya memang
melimpahkan banyaktugas kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten,
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atau satuan pemerintah lokal'atau regional. Namun, otoritas ini

dilimpahican oleh undang-undangyang disusun oleh DPR Rl.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa indikator

suatu negara diklasifikasikan sebagai negara kesatuan meliputi: (1)
kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah nasional, (2) penyerahan

suatu kekuasaan atau wewenang kepada satuan satuan pemerintah

iokal hanya dapat dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang

dibuat oleh badan legislatif nasional; dan (3) tidak ada satuan

pemerintah yang lebih rendah yang mempunyai sifat "staaf.

Penyerahan urusan pemerintahan nasional kepada satuan

pemerintahan yang'̂ iebih rendah membawa Ronsekuensi diadakan

pembagian wilayah negaVa dalam daerah besar dan kecil. Beberapa
sebab dianutnya pembagian kekuasaan secara vertikal meliputi:

1. Kemampuan pemerintah berikut perangkatnya yang ada di

daerah terbatas.

2. Wilayah negara yang sangat luas.

3. Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan segala

macam kepentingan dan kebutuhan rakyat yang tersebar di

seluruh pelosok negara.

4. Hanya rakyat setempatlah yang mengetahui kebutuhan,

kepentingan dan masalah yang dihadapi dan hanya mereka

yang mengetahui bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk

memenuhi kebutuhan tersebut. ^ ^
5. Dilihat dari segi hukum, UUD 1945 Pasal 18 menjamin adanya

daerah dan wilayah.

6. Adanya sejumlah urusan pemerintahan yang bersifat kedaerahan

dan memang lebih berdaya guna jlka dilaksanakan di daerah.

7. Daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang cukup

memadai untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya,

maka desentralisasi dilaksanakaji dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah.



66 Dr. Sunarsp., M. Si.

Pasal.18 UUD 1945 hasil amandemen merupakan landasan
konstitusional pemerintahan cteerah, memuat paradigma bari^ dan
arah politik pemerintahan daerah (Manan^^OOl: 8-17).

1. Prinsip daerah mengatur dan menurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomidan tugas pembantuan.
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-iuasnya (Pasal 18ayat [5]).
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18ayat [1]).
4. Prinsip mengakul dan menghormati kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-haktradislonalnya (Pasal 18B ayat [2]).
5. Prinsip mengakul dan menghormati pemerintahan daerah yang

bersifat khusus ^an Istimewa (Pasal 18ayat [3]).
6. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara

selaras dan adil (Pasal 18 ayat [2]).

Hilangnya pencantuman desentralisasi dan dekonsentrasi

sebagal asas penyelenggaraan pemerintahan dalam Pasal 18 ayat
(2) UUD 1945 tersebut menurut Bagir Manan merupakan temuan
para pembentuk UUD, hal itu untuk menghlndari kreasl-kreasi yang
menyimpang dari makna dan tujuan pemerintahan daerah.

Sejarah menunjukkan bahwa sebelum Pasal 18 UUD 1945

diamandemen terdapat kreativitas yang menyimpang dari semangat dan
maksud serta tujuan pemerintahan daerah. KreasI yang menyimpang
dari semangat Pasal 18 UUD 1945 Justru sebagal akibat dari pendapat
Soepomo yang kemudian dijadikan sebagai pen^sanJJUD 1945.

Kreativitas menyimpang tersebut dapat dilihat dalam undang-
undang tentang pemerintahan daerah yang pemah berlaku yang
mengamanatkan adanya wliayah administratif sebagal pelaksanaan
asas dekonsentrasi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

menentukan bahwa: "Dalam penyelen^araan pemerintahan, wliayah
Negara Kesatuan Republik Indon^la dibagi dalam daerah-daerah

otonom dan wilayah-wllayah administratif." Demiklan juga Undang-



PERBANDINGAN SISTEM PEMERInTAHAN 67

Undang Nomor 22Tahu.n 1999 maslh mengamanatkan adanya wilayah
administrasi, hal ini diatur dalam Pasal 2 (2) ^ng memberikan
kedudukan daerah provinsi di samping sebagai daerah otonom juga

sebagai wilayah administratif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor
32Tahun 2004haltersebuttidakdijumpai lag!, halIni dapat disimpulkan

dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: "Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing
mempunyai pemerintahan daerah." Dan ini harus dipahami secara utuh
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) sebagaimana telahdisebutkan diatas.

Hilangnya desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai asas

penyelenggaraan pemerintahan dari Pasal 18 UUD 1945 hasil
amandemen, dalam perspektif teoretis merupakan sesuatu yang

wajar, karena pengertian umum desentralisasi adalah setiap bentuk
atau tindakan memencarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu

organisasiJabatan ataupejabat. Dengan demikian, dekonsentarsidalam
pengertian umum dapat dipandang sebagai bentuk desentralisasi,
karenamengandunhmaknapemencaran(Manan,2001:10).

E. Pengertian Desentralisasi dan Del<onsentrasi

Secara etimologis istilah desentralisasi berasai dari bahasa Latin
yang berarti de=lepas/ dan centrum^ 'pusat' Dengan demikian berarti
melepaskan dari pusat Dari sudut Icetatanegaraan yang dimaksud
dengan desentralisasi iaiah pelimpahan kekuasaan penrreHntab dari
pusatkepada daerah-daerah yang mengurus rumahtangganya sendiri.

Beberapa pakar berusaha untuk memberilcan pendefinisian

mengenai desentralisasi dengan berbagai variasi dan
perkembangannya. Menurut Smith, pendelegasian kekuasaan dari
tingkat tertinggi ketingkat yang leblh rendah, dalam hierarki territorial
meliputi dua aspek, pertama, syarat pembatasan wilayah karena
adanya pembaglanterritorial negara. Kedua, penyerahan wewenang.
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Menurut Rondinelii. dan Cheema, desentraiisasi adalah

penyerahan perencanaan, pennbuatan keputusan atau kewenangan

administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi-orgflnisasi

tingkatbawah,kesatuan-lcesatuan administrasi daerah, semiotonomi

dan organisasi (Surianingrat, 1980:3).

Sedangkan menurut J.H.A Logemann desentraiisasi adalah,

jika pekerjaan penguasa negara diiimpahkan kepada persekutuan-

persekutuan yang berpemerintahan sendiri (Liang Gie, 1981:10).

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

desentraiisasi adalahpembentukan daerahotonomdengankekuasaan-

kekuasaan tertentu dan bidang-bidang. kegiatan tertentu yang
diselenggarakan berc(asarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi

sendiri. Dalam desentraiisasi akan dijumpai proses pembentukan
daerahyang berhakmengaturdan mengurus kepentingan daerahnya,
disertai dengan pendelegasian kewenangan-kewenangan atau

kekuasaanatas pengelolaan urusan atau kegiatan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pengertian
desentraiisasi dirumuskan dalam Pasal 1 huruf (e) bahwa:
"'Desentraiisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari
pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI".

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang
Nomor32 Tahun2(K)4, Desentraiisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oieh pemerintah kepada da^h otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalamlistem NKRi.

Boenjamin Hoessein menyatakan bahwa konsep desentraiisasi

yang dikembangkan dalam hukum positif Indonesia memperlihatkan
arahnya kepada konsep penyerahan wewenang pemerintahan dari/
oieh eksekutif tingkat pusat kepada daerah otonom. Desentraiisasi

dibatasi pada iingkup wewenang pemerintahan yang menjadi
kompetensi eksekutif (Hoessein,2002:24).
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Kekacauan . pemahaman tentang desentralisasi oleh para
pembuat undang-undang juga dikemfikakan oleh Bagir Manan dalam '
mengomentari Undang-Undang NomorStahun1974 maupun Undang-
Undang Nomor 22Tahun 1999. Kedua undang-undang tersebut telah
mencampuradukan antara desentralisasi dan otonomi. Desentralisasi

adalah otonomi, sedangkan desentralisasi tidaksama dengan otonomi.

Otonomi hanya salahsatu bentukdesentralisasi (Manan, 2003).

Desentralisasi dimaksudkan untuk memperlancar roda

pemerintahan, mengingat .bahwa Indonesia mempunyai wilayah
yang terdiri dari berjbu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta
masyarakat yangpluralistikdari segiagama, budaya dan rasatau suku

serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk dan coraknya,
sehingga pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan

'̂ pemerintahan dengan baik, apabila segala sesuatunya diputuskan
dan dilaksanakansendiri. Karenaitu, kepada daerah-daerah diberikan

wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pembangunan.

Desentralisasi di Indonesia dilaksanakan sebagai akibat dari: (01)

lijasnya wilayah Indonesia, (2) ketidakmampuan pemerintah pusat
untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, (3) keadaan
Indonesia yang pluralistik, (4) untukterciptanya daya gur '̂dan Basil guna
pemerintahan danpembangunan (Koesoemahatmadja, 1979:11).

DItinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan,
desentralisasiantara lain bertujuan "meringankan'' beban pekerjaan

pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada
daerah. Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada

hal-hal yangbersangkutan dengan kepentingan nasionalatau negara

secara keseluruhan (Manan, 2003:62-^3}.
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Mendagri Harl Sabarno menyatakan bahwa tujuan utama yang
ingiii dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi yaitu; tujuan
politik dan tujuan administratif. Tujuan politik akan memposisikan
pemerintah daerah sebagai medium pendldikan politik bagi

masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat akan berkontrlbusi

pada pendldikan politik secara naslonal untuk mencapal terwujudnya
civil society. Sedangkan tujuan adminlstratif akan memposisikan
pemerintah daerah sebagai unit pemerlntahan di tingkat lokal yang
berfungsl untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif,

eflsien dari ekonomis (Sabarno, 2002:2).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ide desentralisasi yang
terwujud dalam konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep
pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu daiam desentralisasi

terdapat tlga dimensi utama, yaitu pertama, dimensi ekonomi, rakyat
memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan
kegiatan ekonomlnya sehingga mereka secara relatif melepaskan
ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah,
termasuk di dalamnya mengembangkan paradlgma pembangunan
yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini,
eksploitasi sumber daya dllakukan untuk kepentingan masyarakat
luas, dllakukan oleh masyarakat lokal. Kedua, dimensi politik, yakni
berdayanya masyarakat secara politik yang ditandai dengan lepasnya
ketergantungan organisasi-origanlsasi rakyat darl pemerintah. Ketiga,
dimensi psikologis, yakni persaan individu y^^ tei|)kumulasi menjadi
perasaan kolektif, bahwa kebebasan menentukan nasibsendiri menjadi
sebuah kenlscayaan demokrasi. Tidak adaperasaan bahwa orang pusat
iebih hebatdarl padaorang daerah, dansebaliknya.



BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH BERDASAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004

A. Hakikat Otonomi Daerah

¥ilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi Itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-

masing mempunyai pemerintah daerah {Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004). ,

Yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tidakmenjurus
pada semangat pembentukan daerah berdasarkan kesukuan. Masa
penjajahan Belanda wilayah kita terbagi atas provinsi, keresidenan,
kabup9ten/kota, kawedanaan, dan kecamatan.

^/Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, dalam ketentuan umumnya menyatakan:

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

2. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkari aspirasi
masyarakat dalam sistem NKRI.

3. Pemerintah daerah adalah gubernuc bupati, atau wali kota, dan
perangkat daerah sebapl unsur penyelenggara pemerintah daerah.
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4. DPRD adalah lembaga pjpwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan nomos.Autos

beraiti 'sendiri/ dan nomos berarti 'aturan.' Pengertian menurut Undang-
Undang Nomor 32Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian

dimungklnkan suatu daerahyangkebetulan memlliki kelembagaan sosial
dan budaya dapat berpengaruhdaiam pengembangan otonomidaerah

yang bersangkutan, yang berbeda sama sekali dengan daerah otonom
yang lain. Sebut saja, misalnya Aceh dan Papua. Di Aceh atau NAD
memlliki Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe yang merupakan lembaga
bag! pelestariaan penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan
pemersatu masyarakat NAD. Di NAD diberlakukan syariat Islam dengan

Mahkamah Syariah-nya. Oleh karena Itu, di NAD zakat merupakan salah
satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Di Provinsi Papua, dikenal
adanya MRP (Majelis Rakyat Papua). MRP merupakan perwakllan
(representasi) kultural orang asli Papua yang memiliki weWenang dalam
rangka perilndungan hak-hak asli orangPapua.

Dengan demikian^ otonomi daerah dimaksudkan untuk

pemberdayaan masyarakat, yaitu me^ipgkatkan keterlibatan
masyarakat dalam perencanaan, dan pelaksanaal pembangunan di
daerah masing-maslng. Demikian jugadalam hal pemilikan. Pemilikan

maksudnya adalah sumber pendapatan yang telah dimiliki dan
dikelola oleh suatu pemerintahan desa misalnya, tidak dibenarkan

diambil allh oleh pemerlntah atau pemerintah daerah. Pemerintah

desa dal^m meningkatkan pendapatannya bisa memiliki badan
usaha milik desa (BUMdes), b^kerja sama dengan pihak ketiga dan
melakukan pinjaman. Di sinijugaterlihat pentingnya partisipasl atau
peran serta masyarakat dalam otonomi daerah.
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B. Pembentukan Daerah Otonom

Negara Kesatuan Republlk Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dandaerah provinsi itudibaguptas kabupaten dan kota yang
maslng-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Pembentukan daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Undang-undang pembentukan daerah berisi nama daerah
yang dibentifk, cakupan wilayah, batas, ibu kota, kewenangan
menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala
daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian,
pendanaan, peralatan dan dokumen serta perangkat daerah.

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa

daerah atau bagian daerah,yang bersandingan atau pemekaran dari
satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus atau

digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak
mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan peng
gabungan daerah otonom dilakukan setelah melatui proses evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghapusan dan
penggabungan daerah otonom ditetapkan dengan undang-undang.

Wilayah Indonesia amat iuasdlbandingkan dengan negara-negara

tetangga lainnya.Sebagai perbandingan Iuas wilayah Indonesia 1.919.400
km^ Thailand 514.000 km^ Vietnam 329.750 km',Filiplna 300.000 km^
lyialaysla 329.750 km^ danSlngapura 684 km^ Bisa dibayangkan betapa
tidak mudah mengelola negara yang begitu besar. Kenyataan yang

dialami dalam pembangunan di Indonesia terjadi ketH^pan^n antara
pemerintah pusat dengan daerah maupun antardaer9h itu sendlrl.

Dalam usaha mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya

dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, maka
pemerintah daerah diberi otonomi daerah. DI setiap daerah otonom

dtbehtuk Pemerintah Daerah. Sampai saat Ini Jumlah pemerintah

daerahdi Indonesia sudah mencapai 34 provinsi dan kurang lebih 441
kabupaten/kdta, denganJumlah penduduk lebih kurang 210jutajiwa.
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C. Pembagian Daerah Menumjt Undang-Undang Nomor
32Tahun2004.

Wilayah NKRI dibagi atasdaerah-daerah provinsi dandaerahprovinsi

itu dibagi atas l<abupaten dan kota yang masing-masing mempunyai

pemerintah daerah (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Pemerintah provinsiyang berbatasan dengan laut memiliki kewenangan

wilayah laut sejauh 12 millaut diukurdari garis pantai ke arah laut lepas

dan atau ke arah perairan kepulauan (Pasal 18 ayat [4] Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004). Asas ini bertentangan Deklarasi Pemerintah Rl

dan telah dikukuhkan melalui UNaoS serta telah diratifikasi dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996tentang Perairan Indonesia.

Yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tidak menjurus

pada semangat pembentukan daerah berdasarkan etnik atau

subkultur. Masa penjajahan Belanda wilayah kita terbagai atas dasar

pennbagaian subkultur dengan dibentuknyadaerah Karesidenan. Yang

selanjutnyaterbagi habis menjadi: provinsi, keresldenan,kabupaten/
kota, kewedanaan, dan kecamatan.

Globalisasi yang meyebabkan adanya global paradox (Naisbit,
1987: 55) jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas
atas dasar pendekatan kebudayaan sehingga menlmbulkan benturan

budayayang beraklbat pecahnya negara nasional (Huntington, 1996:
100). Oleh karena itu kIta perlu perhatian khusus f^da wjjayah yang
dilalui AlurLaut Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Bangka-Belitung,

Banten, SulawesiTengah,Sulawesi Barat Pulau Lombokserta Maluku,
Maluku Utara yang beberapa saat lalu hingga kini tetap bergejolak,
baik yang berupa konftik fisik maupun konflik npnfisik (keinginan

memlsahkandiridengan membentuk provinsi baru).

D. Pembagian Urusan Pemerint^han pada Daerah Otonom

1. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-lUasnya

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
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berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Terdapat enamurusan pemerintahan yang tidakdiserahkan kepada
pemerintahan daerah, yaitu: politik luar negerl, pertahanan,
keamanan,yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

3. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi merupakan urusan dalamskala provinsi yang meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

b. Perencanaan^ peman^atan, dan pengawasan tata ruang.

c. Penyeienggaran ketertiban umum dan ketenterannan
masyarakat.

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

e. Penanganan bidang kesehatan.

f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya

manusia potensial.

g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
i. Fasiiltas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan

menengah termasuk lintas kabupaten/kota.

j. Pengendalian lingkunganhidup.

k. Pelayanan pertanahan termasuklintas kabupaten/kota.
I. Pelayanan kependudukan dan catatan slpil.

m. Pelayanan admlnistrasl umum pemerintahan.

n. Pelayanan admlnistrasl penanaman m(^l termasuk lintas
kabupaten/kota.

o. Penyelenggaraan pelayanandasar lalnnya yangbelumdapat
ditaksanakan oleh kabupaten/kota.

p. Urusan wajib lalnnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

4. Urusanpemerintah provinsi yang bersi^t pillhanmeliputiurusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
menlngkatkan kesejahteraan masyarakat sesual dengan kondisi.
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kekhasan, dan potensi ungguian daerah yang bersangkutan.
5. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskaia

kabupaten/kota meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

c. Penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman

niasyarakat.

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
\

e. Penanganan bidang kesehatan.

f. Penyelenggaraan pendidikan.

g. Penanggulangan masalah sosial.

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

j. Pengendalian lingkungan hidup.

k. Pelayanan pertanahan.

I. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
m. Pelayanan adminlstrasi umum pemerintahan.

n. Pelayanan adminlstrasi penanaman modal,

o. Penyelenggaraan jselayanan dasar lalnnya.

p. Urusan wajib lainnya yan^.^iani|inatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

6. Urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secaranyata adadan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, danpotensi ungguian daerah yang bersangkutan.

E. Hak dan Kewajiban Daerah Otonom

1. Hak Daerah Otonom:

a. Men^tur dan mehgurus sendiri urusan pemerintahannya.

b. Memiiih pimpinan daerah.



PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 77

c. Mengelola kekayaan daerah.

d. - Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

e. Mendapatkanbagihaaldari pengelolaan sumber dayaalam
dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
g. Mendapatkan hal lainnya yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

2. Kewajiban Daerah Otonom:

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan
kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

c Mengembangkan kehidupan dembkrasi.

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

f. Menyediakan fasiiitas pelayanan kesehatan.

g. Menyediakan fasiiitas sosiai dan fasiiitas umumyanglayak.
h.. Mengembangkan sistem jaminan sosiai.

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

j. Mengembangkan sumber daya produktifdi daerah.

k. Melestarikan tingkungan hidup.

I. Mengelolaadministrasi kependudukan.

m. Melestarikan nilai sosiai budaya.

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenang^nya.
0. Kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan. .

f. Tugasdan Wewenang Kepala Daerah dan DPRD

1. Tugas dan WewenangKepala Daerah:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

b. Mengajukan rancangan perda.
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c. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan

bersama DPRD. "

d. Menyusundan mengajukan rancangan perda tentang APBD

kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2. Tugai dan Wewenang DPRD:

a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah

untuk mendapat persetujuan bersama.

b. Membahasdan menyetujui rancangan perda tentang APBD

bersama dengan kepala daerah.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda

dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan

kepala daerah, APBD, kebljakan pemerlntah daerah dalam

melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja
sama intemaslonal di daerah.

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala
daerah/wakilkepaladaerah kepadapresidenmelalui menteri
dalam negerl bag! DPRD (Mvinsf>dan kepada menteri dalam
negerl melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.

e. Memilih kepala daerah lilalam hal terjadi kekosongan jabatan
wakil kepala daerah.

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian intemaslonal di daerah.

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

interhaslonal yang dllakukanoleh pemerintah daerah.

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala
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daerah daiam periyelenggaraan pemerintahan daerah.

i. Membentuk panitia pen^was pemilihan kep^ladaerah. ^

j. Melakukan pengawasan dan memihta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani

masyarakat dan daerah.

G. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Ditinjau dari aspek sejarah, ada yang berpendapat bahwa

masyarakat lokal Indonesia belum terbiasa dengan pemerintahan

yangotonom. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga

tidak sepenuhnya benar. Sebelum penjajah Belanda datang (1596),

wilayah Rl yang luas ini merupakan kumpulan kerajaan-kerajaan

mandiri; yang berbasis suku.

Kekuasaan Belanda di Indonesia juga tidak secara penuh di

seluruh Nusantara, dalam arti menempatkan kantor pemerintahan

diseluruh Nusantara. Belanda hanya mengatur pemerintahan yang

modem di Pulau Jawa, dan Madura, serta Sumatra. Itupun masih

sederhana. Dengan demikian pada masa lalu Nusantara sebenarnya

berada dalam sistem pemerintahan yang otonom. Otonom dalam

artian sebagai bangsa sendlri, ban^a Aceh, Papua, Bugis, Maluku,
Ternate, Tidore, dan sebagainya. Mereka^tonom karena mereka
adalah kerajaan yang berdaulat.

Sejarahotonomi daerah di Indonesia,penuh dengan liku-iiku yang

menegangkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, merupakan

Undang-undang pertama yang mengatur tentang pembentukan

Komite Nasional Daerah, sebagai pelabana pemerintahan daerah
itupun hanya terbatas di Pulau Jayi/a dan Madura.

Undang-Undang Nompr X tahun 1945 ini kemudian diganti

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 194B. Undang-undang ini
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memuat otonomi yang luas kepada daerah. Dengan dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor32Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah,
berarti sampai saat ini telah adatujuh undang-undang yang mengatur
pemerintahandaerah. Ketujuh undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional

daerah.

2. Undang-Undang-Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan

^ daerah.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1966 tentang Pokok
Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di
daerah.

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah yang masa
beriakunya paling lama addlah ilndang-Undang Nomor 5Tahun 1974.
Masa beriiakunya berkiisar 25 tahun. Pelaksanaan otonomi daerah

sebagaimana yang telah dislnggung dl atas, memang merupakan
masalah yang sensltif dl Indonesia. Hampir setiap pemberontakan
bersenjata di daerah selalu mempersoalkan besarnya hegemoni
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Daerah-daerah kaya
seperti Aceh, Papua, dan RIau serta Kalimantan TImur merasakan

ketidakadilanyang sangat nyata.Sebab hasildaerah-daerah tersebut

sangat banyak yang disedot untuk pemerintah pusat, tetapi sangat
sedikit yang dlkembalikan untuk pemerintah daerahsetempat.

Empat undang-undang pemerintahan daerah, yang berlaku
sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974semuanya menganut
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otonomi yang luas. Tetapi undang-undang tersebut justru dianggap
sebagal biang kekacauan yang selalu terjddi antara pemerintah
pusat dan daerah. Dengaft kata lain, undang-undang tersebut akan
menimbulkan disintegrasi bangsa.

Alasan tersebut menjadi landasan pemerintali orde baru

dalam menyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-undang in! menganut semangat

sentralisasi yang kental. Apabila di Jakarta Presiden memegang
hegemoni terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan negara,
maka di daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Pasal 80
menegaskan bahwa kepaia daerah adalah penguasa tunggal di
daerah. Dengan demikian pemilihan (cepala daerah lebih banyak hasil
penentuan pusatdaripada usulan dan pihak DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, dibuat dengan harapan
dapat meredam gejolak yang ada di daerah-daerah. Undang-undang
inimemberikankewenangansangat besar bagidaerah-daerah otonom

untuk mengurus dan mengelola sendiri daerahnya tidak dipandang

cukup oieh daerah-daerah kaya utamanya Aceh dan Papua. Untuk
meredam ketidakpuasan tersebut pemerintah pusat menawarkan
opsi otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Opsi otonomi khusus
tersebut pada awalnya ditolak oleh pemerintah pusat tetapi karena
melihat semangat separatis dari daerah^erah yang kian besar, maka
pemerintah pusat denpn terpaksa meluluskali permintaan tersebut.
Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang
Otonomi Khusus bagi Papua memberikan kewenangan yang sangat

besarkepadaAceh dan Piapua, sehingga timbulungkapan apapunyang

diinginkan oleh Aceh dan Papua akan dikabulkan oleh pemerintah
pusat, asalkan jangan mihta kemerdekaan. Buktinya Papua yang
meminta hasil tambang 80% untuk daerah dan 20% sisanya untuk
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pemerlntah pusat tidak ditolak lag! oleh DPR Rl, karena DPR melihat

kuatnya tuntutan pemisahan din dari kedua daerah tersebut.

Semoga kasus kedua daerah itu menjadi pelajaran, sebab

apabila pemerintah Sukarno, mau memberi keistimewaan hanya
dalam hal adat, pendidikan dan agama pada Aceh di masa lalu, maka

kita tidakakan menemui badai dengan mengorbankan nyawa rakyat
Aceh. Demikian juga Papua, kalau saja pemerintah Suharto mau

memperhatikan pembangunan Papua, maka 0PM (Organisasi Papua
Merdeka) mungkintidak akan ada, dan tuntutan untuk memisahkan

diri mungl^in tidaksedahsyatsekarang ini.

H. Beberapa Dampak Dllaksanakannya Otonomi Daerah

I. Konflik Antardaerah Otonom

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
sekarang diganti Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004, diharapkan
untuk obat duka bagi masyarakat di daerah-daerah surplus, justru
melahirkan ketimpangan baru bag) daerah-daerah yang memiliki
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Ketimpangan tersebut
sangat terasa bag! masyarakat di daerah-daerah yang berbatasan,

misalnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur
yangsurplus dapat memberlkah subsidi yang besar bagi desa-desa
di wilayahnya. Tetapl tetartgga me^ka K|llmantan Tengah misalnya,
justru kesulitan dana untuk memenuhi anggaran rutin mereka.

Ketimpangan antardaerah otonom tersebut tidak mustahll

akan menimbulkan konflik antara masyarakat, dan antara daerah.

Beberapa persoalan yang menimbulkan konflik antara lain adalah

masalah pengaplingan wilayah laut oleh nelayan di masing-masing
daerah, sedangkan ma$afah antara pemerintah daerah misalnya
penanganan banjir DKI Jakarta, yang menurut Pemerintah DKI juga
dikirim dari Bogor Jawa Barat. Pemda DKI mengharapkan koordinasi
dengan Pemda Jawa Barat untuk menangani masalah banjir yang ada
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di DKI, tetapi masalah itu bukanlah masalaH yang serius bagi Jawa

Barat. Pemda Jawa Barat tidak akan mau untuk mengalokasikan dana

pembangunan di daeratinya untuk menagguiangi banjirdi DKI.
> -

2. Pemekaran Wilayah pada Era Otonomi Daerah

Kendall pusat terhadap daerah sepanjang Orde Baru sudah

lama diisyaratkan tokoh-tokoh gerakan prodemokrasi sebagai api-

dalam sekam. Pada saatnya otonomi daerah akan meledak dengan

semangat antipusat yang dahsyat. Haltersebut cukup beralasan. Hasil

bumi seluruh daerah banyak dinikmati oleh pemerintah pusat. Tidak

ada keseimbangan antara kekayaan yang dinikmati oleh pemerintah

pusat dan daerah. Belum jelas benar apakah semangat otonomi

daerah yang marak pada era Reformasi dilandasi seniangat untuk
V

membangun daerah dan mensejahterakan rakyatnya atau sekadar

untuk kepentingan pribadi para pencetus dan penguasa daerah.

BegituOrde Barutumbang,semangat otonom marak. Pemekaran

wifayahpun merebak dari Sabang sampai Merauke. Peta dan jumlah

kabupaten atau kota menjadi sangat dinamls. Perubahannya dalam

hitungan bulan. Sejak 1976 sampai 1998 peta Indonesia tak berubah

dari 27 provinsi. Perubahan kecil terjadi di tingkat kabupaten/kota

dari 300 menjadi 314. Dalam era Reformasi ini komposisi jumlah

provinsi dan kabupaten mengalami perubahan yang cepat.

Indonesia saat ini memiliki33 provinsi,yakni: (1) Nanggroe Aceh

Darussalam, (2) Sumatra Utara, (3) Sumatra Barat, (4) Bengkulu, (5)

Riau, (6) Kepulauan Riau, (7) Jambi, (8) ^U^ati|i Selatan, (9) Lampung,
(10) Kepulauan Bangka Belitung, (11) DKI Jakarta, (12)' Jawa Barat,
(13) Banten, (14) Jawa Tengah, (15) DI Yogyakarta, (16) Jawa Timur,

(17) Kalimantan Barat, (18) Kalimantan Tengah, (19) Kalimantan

Selatan, (20) Kalimantan Timur, (21) Kalimantan Utara, (22) Bali, (23)

Nusa Tenggara Barat, (24) Nusa TenggaraTimur,(25) Sulawesi Barat,

(26) Sulawesi Utara, (27) Sulawesi Tengah, (28) Sulawesi Selatan, (29)
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SulawesiTenggara, (30) Goront^; (31) Maluku, (32) Maluku Utara,

(33) Papua, (34) Papua Barat. ^ ^

Pemekaran wilayah dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kurun waktu 1999 hingga
April 2002 terdapat 57 kabupaten dan 25 kota baru sebagai hasil

pembentukan yang terjadi di 58 kabupaten induk dari 20 provinsi.
Pembentukan daerah baru paling banyak terjadi pada 1999. Ini
diperlihatkan dengan disyahkannya 19 undang-undang yang
mengatur pembentukan 34 kabupaten dan sembilan kota.

Motif di balik pemekaran daerah ini bermacam-macam. Selain

untuk menyejahterakan rakyat, beberapa daerah dimekarkan karena

tuntutan sejarah. Pemekaranwilayah di Bangka dan Belitung, Maluku,
Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau

menuntut pemekaran karena merasa pembangunan di daerahnya
terhambat oleh keadaan geografis, demografis, sosiologis, kultural,
ekonomi, dan politik pada masasebelumnya.

Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid dalam Kompas 17
Februari 2000 mengakui maraknya tuntutan beberapa daerah menjadi
kabupaten,kota,dan provinsi barutak lepasdariketidakadilan dimasa
lampau. Gagasan pemekaran wilayah marakjustru di saat Indonesia
maslh dibelenggu krlsls ekonomi. Gejala Ini setetuln^a tidak masuk
akal sebab pemekaran berartipenambahan biaya administrasi.
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PEMERINTAHAN DAERAH BERDASAR
UNDANG'UNDANG NOMOR22
TAHUN 1999

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Agaknya berangkat dari pengalaman dan undang-undang
sebelumnya, di mana posisi DPRD sangat tertekan, DPRD tidak

berdaya, atau DPRD hanya sebagai pelengkap (complement) saja,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bertekad untuk mengangkat

derajat DPRD pada posisi yang lebih tinggi. Keinginan atau tekad
tersebut memangsudah semestinya,oleh karenajikamemperhatikan
lahirnya konsep. pemisahan kekuasaan, bahwa dilakukahnya
pemisahan kekuasaan antarlembaga-lembaga kekuasaan dimaksud-
kan agar masing-masing lembaga dapat lebih konsentrasi dan

memiiiki posisi yang kuat atas fungslnya pula. Demiklan juga menurut

UUD 1945, khususnya daiam hubungan kekuasaan antara DPR dan

presiden, bahwa setain adanya bentuk percampuran kewenangan
daiam fungsi leglslasi namun diharapkan pula agar keduanya dapat
berkonsentrasi daiam fungsi masing-masing. ^R ^rkonsentrasl
daiam fungsi anggaran dan pengawasan sedangkan presiden
berkonsentrasi daiam fungsi pemerintahan (eksekutif).

Akan tetapi, keinginan untuk lebih memberdayakan DPRD jangan

sampal melangkahi prinsip-prinsip distribusl kekuasaan menurut UUD

1945, balk sebelum maupun sesudah amandemen. Untuk hal itu,

seharusnya Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999 tidakmenciptakan
adanya bentuk kekuasaan masinjg-masing lembaga—baik DPRD

85
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maupun kepala daerah—yang tidak ^enganut atau bertentangan
dengan kedua prinsip distribusi kekuasaan menumtUUD 1945.

Dalam hubungan distribusi kekuasaan antara DPRD dan Kepala

Daerah, undang-undang ini secara limitatif menempatkan DPRD

sebagai lembaga (badan) legislatif daerah dan Kepala Daerah

sebagai lembaga (badan) eksekutif daerah. Namun, meskipun DPRD

merupakan lembaga yang menduduki legislatif daerah, tetapi dalam

pelaksanaannya fungsi legislasi tersebut dijalankan bersama oleh

DPRD dan Kepala Daerah. Selain itu, Kepala Daerah menetapkan

Keputusan Kepala Daerah Untuk melaksanakan pefda dan atas kuasa

peraturan pisrundang-undangan lain yang berlaku, serta keduanya

sama-sama memiliki hak inisiatif.

" Mengenai fungsi legislasi dan siapa pemegang kekuasaan ini,

ditemukan adanya perbedaan antara UUD 1945 sebelum dengan
sesudah amandemen. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

1. Menumt Pasal 5 ayat (1) sebelum amandennen, presiden

memegang kekuasaan legislatif dengan persetujuan DPR,

sedangkan menurut Pasal20 ayat (1)sesudah amandemen, DPR

memegang kekuasaan tersebut.

2, Menurut Pasal 21 ayat (2) sebelum amandemen, apabila

rancanganundang-uhdang{RUU)yangteiahdisetujuitetapitidak
disahkan presiden maka RUU tersebut tidak boleh^imaj^kan lagi
dalam persidangan DPR masa Itu, sedangkan nnenurut Pasal 20

ayat (5) sesudah amandemen, apabila RUU^yang telah disetujui
tetapi tidak disahkan presiden dalam waktu 30 harl sejak RUU

tersebut disetujui maka RUU tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajibdiundangkan.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, menurut JImly Asshiddlqie,
menunjukkan bahwa pemegang utama ^primer) kekuasaan untuk

membentuk undang-undang berada dl tangan presiden, sedangkan



PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN .87

sesudahamandemen, DPR merupakan lembaga yang bertindaksebagai
pemegang utama (primer) kekuasgan untuk membentuk undang-
undang. Begitu juga mengenai ketentuan Pasal,21 ayat (2), di mana-
presiden memiliki kekuasaan yang begitu kuat dalam hal pembentukan
undang-undang, sehingga ia memiliki liak untuk tidak mengesahkan
undang-undang atau sedikit mirip hak veto. Sesudah amandemen, hak
veto tersebut telah ditiadakan bagi presiden. Jadi, UUD 1945sebelum
amandemen menempatkan presiden sebagai lembaga memiliki
wewenang primer dalam membentuk undang-undang, tetapi sesudah
amandemen wewenang primer itu beralih ke tangan DPR.

Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga

menentukan bahwa kepala Daerah berwenang menetapkan
perda yang telah disetujui DPRD. Ketentuan ini tidak menampilkan
perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum
amandemen, kecuali dalam hal penggunaan istilah, yakni antara

istilah mengesahkan dan Istilah menetapkan yang ada kemiripannya

dengan pengesahan dan ketetapan dalam lapangan administrasi
negara. Tetapi mengenai siapa yang memegang kekuasaan legislatff
dan kapan batas waktu suatu rancangan peraturan daerah harus

ditetapkan,ditemukan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 dengan UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah
amandemen. DPRD memegang kekuasaan legislatif, sementara

menurut UUD 1945 sebelum amandemen bahwa presidenlah yang

memegang kekuasaan legislatif Begitu juga meilgen^ kapan batas
waktu suatu raperda harus ditetapkan. Kepala daerah berwenang

menetapkan perda menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999. Ketentuan ini dapat diinterpretasikan bahwa kepala daerah
nrienetapkan perda kapan saja atau bahkan tidak menetapkannya-
seperti halnya hak veto dimiliki presiden nnenurut Pasal 21 ayat (2)-^
sedangkan menurut UUD 1945 sesudah amandemen hak veto yang
dimiliki oleh presiden telah ditiadakan. Jadi, telah terdapat adanya
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ketentuan mengenai fungsi legislasi yang bergeser dari^UUD 1945,
baiksebelum maupun sesudah amandemen.

Adapun dalam hubungan fungsi anggaran dan pengawasan,
Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999dipandang telah memberikan
porsi besar kepada DPRD untuk menjalankan kedua fungsi ini.
Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) sebagal landasan bagi DPRD
untuk menjalankan fungsi anggaran, sementara pelaksanaan fungsi
pengawasan dimiliki oleh DPRD bahkan lebih limitatif dari fungsi

pengawasan yang dimilik[ oleh DPR nrjenurut UUD 1945. Menurut
Pasal 18 ayat (1) butir f, DPRD mempunyai tugas dan wewenang
mengawasi terhadap: (1) Pelaksanaan peraturan ddaerah dan

peraturan perundang-undangan lain, (2) Pelaksanaan keputusan
gubernur, bupati dan wall kota, (3) Pelaksanaan APBD, (4) Kebijakan
pemerintah daerah, dan (5) pelaksanaan kerja sama internasional
di daerah. Bentuk pengawasan tersebut sebenamya juga menjadi
wewenang dan tugas DPR pada tingkat negara, namun UUD 1945
tidak menyebutkannya secara limitatif sebagaimana halnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Ketiga fungsi DPRD tersebut kemudlan diikuti pula dengan
pemberiansejumlah besarhak. Hak-haktersebut mellputi: hak meminta
pertanggungjawaban kepala daerah, hak mei^nta keterangan,
hak mengadakan penyelidikan, hak mengadakan perubahan atas
rancangan peraturan daerah (raperda), hak mengajukan pernyataan
pendapat, hak inlsiatif, hak mehpjukan pertanyaan, hakmenentukan
anggaran belanja DPRD, hakmenetapkan peraturan tata tertib DPRD,
hakprotokoler, hakkeuangan dan adminfstrasi, serta hakimunlatif.

Sedangkan kepala daerah, lebih berkonsentrasi sebagal lembaga
yang menyelenggarakan fungsi eksekutif saja atau memimpin
penyelenggaraan pemerintahahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD. Dengan katd lain, uhdang-undang
Ini berupaya menempatkan kepala daerah sebagai lembaga eksekutif
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sebagaimana maksud konsep pemisahan kekuasaan {separation of

power)', meskipun tidak seyg^enuhnya, karena kepala daeraii masih
menjalankan fungsl legislasi bersama DPRD.

Jadi, meskipun pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran serta

pengawasan oleh DPRD dan pelaksanaan fungsi legislasi eksekutif

oleh kepala daerah di atas dapat dipandang sebagai kristalisasi dari

adanya mekanisme checksar\d balances antara keduanya, namun hal

itu tidak menutupi bahwa telah terjadi pergeseran dalam distribusi

kekuasaan antara DPRD dan kepala daerah, khususnya dalam

menjalankan fungsi legislasi. Dikatakan bei^eser dari ketentuan

UUD 1945 selielum amandemen, karena menurut Undang-Undang

Nomor 22 Tahun^l999 DPRD sebagai lembaga yang memiliki
kewenangan primer dalm menjalankan fungsi legislasi dan kepala

daerah ditentukan mempunyai hak inisiatif, sementara UUD 1945

menentukan bahwa presiden lah yang memiliki kewenangan primer

dalam menjalankan fungsi legislasi dan DPR ditentukan mempunyai

hak Inlslatif. Sedangkan dikatakan bergeser dari ketentuan UUD 1945

sesudah amandemen, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

dipandang tidak memberikan batas waktu kepada kepala daerah

kapan la harus menetapkan raperda yangyangtelah disetujui menjadi

perda—sehlngga dlkuatirkan nantinya dapat memberikan peluang

sejenis hak veto kepada kepala daerah—sementara UUD 1945 telah

memberikan batas waktu yang jelas kepada pr^idenjcapan ia harus
menetapkan RUU yang telah disetujui menjadi undang>Mndang.

Leblh mencolok dari pelaksanaan prinsip check and balances

di atas, distribusi kekuasaan antara DPRD dan kepala daerah

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah bergeser dari

ketentuan UUD 1945—sebelum maupun sesudah amandemen—
karena adanya pelaksanaan prinsip wewenang subdrdinatif yang

dimilikl oleh DPRD terhadap Kepala Daerah. Indikasi-indikast adanya

pelaksanaan prinsip wewenang yang subordinatff tersebut, paling
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tidak meliputi empat hai, yaitu: pertama, dalam hal pemilihan kepala

daerah. DPRD berwenang memilih kepala daerah, sedangkan UUD

1945 tidak menentukan kalau DPR berwenang memilih presiden,

sebelum maupun sesudah amandemen. Termasuk juga dalam hal ini,

wewenang usulan pengangkatan.

Kedua, dalam hal mekanisme pemilihan kepala daerah. DPRD

merupakan pihak yang menjalankan semua mekanisme atau tata

cara pemilihan kepala daerah. Tugas yang sama mengenai semua

mekanisme atau tata cara pemilihan presiden dilakukan oleh MPR

menurut UUD 1945 s6belum amandemen, dan oleh Komisi Pemilihan

Umum sesudah amandemen.

Ketiga, dalm hal pertanggungjawaban kepala daerah. Sebelum

amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban yang disampaikan
presiden hanya diberikan kepada MPR, dan tidak ada lagi bentuk

pertanggungjawaban yang disampaikan F^residen kepada MPR

sesudah amandemen, kecuali bentuk pertanggungjawabannrtengenai

pelanggaran hukum atau apabilaterbukti tidak lagI memenuhi syarat
sebagai presiden. Itupun telah terbukti berdasarkan keputusan
Mahkamah Konstitusl. Tetapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 menentukan adanya bentuk pertanggungjawaban Kepala

Daerah kepada DPRD, baik pertanggungjawaban akhir masa

jabatan, pertanggungjawaban setiap akhir tafen anggaran, maupun
pertangguingjawaban yang dimlnta oleh DPRD dalam sewaktu-waktu.

Keempat, dalam hal pemberhentian kepala Daerah. Pemberhentian
kepala daerahmenurut Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999terdapat
dalam tiga bentuk, yaitu dlberhentikan oleh presiden atas usul DPRD,

diberhentikan diehDPRD dandisahkan olehpresiden, dan dibertientikan
oleh presiden tanpa melaiui persetujuan DPRD.

Pada bentuk pemberhentian yang terakhir, kiranya tidak tertalu

memunculkan polemik karena apabila seorang kepala daerah terbukti
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telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
hukuman mati berdasarkan KUHP atau t^lah melakukan makar dan/
atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI,yang dihyatakan
dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, presiden
memiliki alasan yang kuat untuk memberhentikannya tanpapersetujuan
DPRD. Paling tidak ada dua alasan yang kuat untuk itu, yaitu di satu sisi
pemberhentian yang dilakukan adalah mumi berdasarkan ketentuan
hukum dan keputusan presiden diberikan untukmenguatkan keputusan
pengadilan sebelumnya dalam rangka law enforcement (penegakan
hukum), dan di sisi lain bahwa pemberhentian dilakukan sebagai
tindakan yang s^epatnya harus diambil oleh presiden dalam rangka
mempertahan1<an keutuhan NKRI. Ketika terjadi tindakan-tindakan
yang dapat memecah belah bangsa, menjadi kewajiban presiden
uffftuk bertindak cepat, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pertahanan,
keamanan dan ketertiban {defence, securityand protectionalfuncion).

Namun,dalamhalkepaladaerah yangdiberhentik^noleh presiden

atas usul DPRD dan yang diberhentikan oleh DPRD dan disahkan oleh
presiden jelas-jelas menampilkan wujud wewenang yang subordinatif,
yang yang tidak ditemukan dalam rumusan UUD1945. Urituk kesekian

kalinya dalam tulisan in! dikatakan bahwa menurut UUD 1945 sebelum
amandemen, DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Apabila
presiden dapat diberhentikan oleh MPR, hal ftu bukan berarti DPR
dapat memberhentikan presiden karena ariggota MP^ bukan hanya
terdiri dari anggota DPR. Apalagi setelah amandeniieh, dfi mana
presiden hanya dapat diberhentikan apabila telah terbukti melakukan
pelanggaran hukum atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai presiden, setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi dan
setelah adanya keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden
berdasarkan Sidang Paripurna MPR.

adanya bentukwewenang subordinati'f DPRD terhadap kepala daerah
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menurut Undang-Undang Nomor 22Yahun 1999. Adanya behtuk
wewenang subordinatif tersebut, yang tidak ditentukan dalam UUD

1945 baik sesudah maupun sebelum amandemen, ditambah pula
adanya ketentuan mengenai pelaksanaanfungsi legislasi yangjuga tidak
sesuai dengan ketentuan UUD 1945 baik sesudah maupun sebelum

amandemen, maka jelaslah bahwa distribusi kekuasaan antara DPRD

dan kepaladaerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tidak

sesuai lagiatau telah bergeser dari prinsip-prinsip UUD 1945.

B. Sentralisasi Orde Baru
V

Untuk bisa memahami perubahan yang sedang berjalan, selain

mengupas konteks (ruang sosial), diperiukan pula mengkritisi proses
yangsebelumnya berlangsung. Pemahaman ini dibutuhkan untuk dapat
jnemperbandingkan, dan kemudian dapat memberikan penilaian,
sekaligus melihat segi-segi yang hnasih beraroma lama serta usulan

pembaruan (II)—agar dapat memberikan rekomendasi pembaruan
yang menyeluruh(III) (lihatskema).Pada bagianterdahulu telah dibahas

implikasi gaya otoritarianisme Orde Baru, yang dengan sendirinya
menimbulkan pertanyaan dalam struktur yang bagaimana berbagai
implikasi tersebut dapat berkembang. Bagian ini, pada dasamya ingin
menjawab pertanyaan tersebut, yakni mengulas mengenai watak
sentralisme yang anti, demokrasi d^ kebi^kan lama: Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomolr 5 Tahun 1979.

Pembahasan tertuju padasegi-segi umum darikebijakan tersebut.

1. Konsep Dasar Otonomi

Gagasan otonomi yang dikembangkan dalam kebijakan lama,

berangkat darisuatu pemahaman yang konvensional dan konservatif
atas makna negara kesatuan. Dalam hal ini, kesatuan bukan $atu

dalam perbedaan, atau dalam konsep awal: bhineka tunggal ika,
melainkan keseragaman. Perbedaan tidak dilihat sebagai kekayaan,
melainkan (dipandang) sebagai keburulan yang harus dibasmi.
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Pandangan ini tentu saja sangat sejalan dengan praktik politik Orde

Baru yang pada dasarnya menjilankan garis totaliterlsme untuk
kepentingan akumulasi modal.

Dalam kebijakan tersebut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974) disebutkan, "... sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka kedudukan pemerintah daerah sejauh mungkin

diseragamkan." Otonomi, dengan demikian, bukanlah konsep

yang didasarkan kepada kesadaran adanya perbedaan yang perlu

dikembangkan sebagai modal pembangunan, melainkan konsep

yang ditumbuhkan demi pencapaian sukses atau efisiensi proses

pembangunan. Hal ihi jelas terbaca dari pengertian mengenai

otonomi,hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan

perundangan yang berlaku'"(Pasal 1 c.).

Kata kewajiban yang termuat, menjadi klausal khusus yang

mengikat, dan dengan sendirinya daerah tidak berarti memperoleh

kebebasan, maka sebaliknya, yakni diproyeksikan mengurangl beban

pusat, yangsekallgus menjalankan apa yang dibutuhkan oleh pusat:

"... dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangMnan yang

tersebar di seluruh pelosok negara dalm memblna kestabilan politik
serta kestuan bangsa, maka hubungan yangserasi antara pemerintah

pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, diarahkan

pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata Mn be^anggungjawab
yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan

dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasl.'' Menimbang,

dekonsentrasl dekonseptualisasi sebagai, "... pelimpahan wewenang

dari pemerintah atau kepala wilayah ataun kepala instansi vertikal

tingkat atasannya kepada pejabat-peja^ di daerah".

Dengan konsep otonomi yang demlkian, pemerintah daerah

pada dasarnya bukan sebuah ihstitusi otonom yang bisa menjadi

saluran bagi aspirasi rakyat, melainkan wakil pemerintah pusat di
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da^h. Penggabungan konsep des^ntralisasi bersama-sama dengan
konsep dekonsentrasi yang lebih menonjol, menjadlkan otonomi yang
dikembangkan, pada dasarnya adalah manipulasi demokrasi, atau
sentralisme yang berbungkus demokrasi. Yang hendak dikembangkan
sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kontrol, yakni untuk lebih
memakslmalkan kinerja birokrasi bag! kepentingan pembangunan
(pertumbuhan ekonomi). Dalam konsep Inl, suara daerah bukan saja
tidak didengar, tetapi sangat mudah ditundukkan oleh kepentingan
pusat atau kepentingan nasional.

Pada bagiah penjelasan secara tegas disebutkan bahwa maksud

dan tujuan otonomi kepada daerah sudah ditegaskan dalam Garls-
garis Besar Haluan Negara yang berorientasi pembangunan. Yang
dimaksud dengan pembangunan disini adalah pembangunan dalam
artiyang luas, yang meliputi segala s6gi kehldupan danpenghidupan.
JadI haklkatnya otonomi lebih merupakan kewajiban daripada
hak, yaltu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya
pembangunan sebagai sarana untuk mencapal kesejahteraan rakyat
yang harus diterima dan dllaksanakan dengan penuh tanggung
jawab. Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berarti: nyata
pemberian otonomi kepada daerah haruslah dldasarkan kepada
faktor-faktor, perhltungan-perhltungan dan tindakan-tindakan yang
benar-benardapat n|̂ njamin daerah yang bersangkutan secara nyata
mampu mengurus rumatf tangganya sendlrl; bertanggung jawab
pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu
melancarkan pembangunan yang tersebutdiseluruh pelosok negara
dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan
yang telah diberikan, serasi antara pemerintah pusat dan daerah
serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.
Dalam hal Ini asas dekonsentrasi bukan sekedar kompiemen atau
pelengkap terhadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya
dalam penyeienggaraan pemerintahan daerah.



PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 95

2. Kewenangan Daerah
A

Disebutkan bahwa daerah berhaK; berwenang dan berkewajfban

mengatur dan mengums rumah tahgganya sendiri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7). Lebih lanjut
dikatakan: "... penambahan penyerahan urusan pemerlntahan

kepada daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah..." Posisi
daerah yang secara nyata merupakan subordinat pemerintah
pusat, menjadikan kewenangan yang dimiliki sangat terbatas. Atas
dekonsentrasi yang dijalankan seiring dengan asas desentralisasi,

bukan saja membuat kekaburan (ketidakjelasan dan tumpang-tindih)
segi-segi yangdapat dijalankan secara mandiri,tetapi jugacenderung

menegasi peluang menjguatnya desentralisasi.

Pemerintah daerah dan daerah, cenderung dibatasi oleh konsep

kepentingan nasional dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi,

serta beban-beban yang diberikan pusat, sebjagai akibatnya prakarsa
daerah sulit untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Pada sisi

yanglain, tanpa suatu penyebutan kewenangan yangjelas,dan masih
menggantungnya apa yang bisa dilakukan daerah dalam kerangka

kepentingan daerah, membuat daerah benar-benar dalam posisi
tergantung kepada pusat, sebab secara prinsip uhdang-und^ng yang

ada, tidak bersifiat operasional.

3. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Da|iph
Dalam kebijakan pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1974), dinyatakan bahwa pemerjntah daerah adaiah kepala

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Hatini bermakna Isahwa

dewan perwakilan rakyat menjadi bagian dari pemerintah daerah.

Dengan posisi yang demikian, maka sangat sulit bagi rakyat untuk

diperjuangkan, perwujudan aspirasi raky^ pada gilirannya sangat
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Struktur ini sangat memperlihatkan watak hierarkis dan

sentralisme yang mengabaikan aspirasi dari bawah. Mereka yang di

bawah hanya mempunyai jatah untuk menjalankan tugas, dan tidak
punya daya tawar yang tinggi.

Dari beberapa segi mengenai kebijakan pemerintalian daerah,

yangtertuang dalam kebijakan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

terdapat beberapa kesimpulan penting: pertama, bahwa kekuasaan

pusat mengupayakan suatu skema kerja dan organlsasi, serta

orientasi, yang sedemikian rupa sehingga otonomi daerah bukan

berwujud sebagai penguatan daerah, melainkan menempatkan
daerah sebagai instrumen efektif untuk keperluan reallsasi tujuan
yang telah ditetapkan pusat. Dengan demikian, pusat menganggap

bahwa apa yang sudah diutuskan pusat merupakan hal yang lebih
luhur (benar) dan dengan demikian tidak diberikan ruang untuk

membantah atau memberikan peniiaian.

/(le(/uo,poslsidewanperwakilanrakyatdaerahyangtersubordinasi,
dan tidak mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban
kepala daerah, membuat aspirasi rakyattidak bisa tersaiurkan secara

efektif metalui perwakiian rakyat di daerah-daerah. Jika demokrasi

dilndikasikan oleh ruang rakyat yang lebih terbMa, itSaka sangat
jelas tampak bahwa kebijakan yang ada telah dengan sengaja
mengorbankan demokrasi demi keperluan kepentingan birokrasi,
melatui pembatasan atas posisi dan peran institusi legislatif Selain
itu, pembatasan parlemen daerah, menjadlkan Institusi kontrol tidak

bisaberjalanefektif. Segala sesuatu dibawah kendali pusat.

KetigOf alasan eflslensi dan kebutuhan-kebutuhan untuk

mewujudkan apa yang sering disebut sebagai mempertahankan
keutuhan NKRI, membuat pemerintah pusat sangat terlihat

menyimpan keengganan untuk menyerahkan wewenang yang lebih
besar kepada daerah otonom. Yang tampak malah suatu negasi
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desentralisasi dengan mengedepankan dekonsentrasi. Otonomi

sebagai konsepyang memaksudkan berlangsungnya proses penguatan
daerah,untuklebih berdaya dalam menampung dan mengaktuallsasi
aspirasi rakyat setempat, dalam praktik telah dipalsukan dan dijegal
dengan skema sentralisme yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

C. Wajah Baru Otonomi: Pembaruan dan Ancaman
Berikut akan dibahas kebijakan baru baik yang termuat dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang
Nomor 25 TaTiun 1999. Pembahasan akan melewati tiga tahap:

pertama, berupa gambaran umum untuk melihat kecenderungan-
kecenderungan perubahan yang ditawarkan oleh kebijakan baru,
melalui perbandingan konsep-konsep dasar. Kedua, berupa ulasan
mengenai segl-segi dasar dari kebijakan baru, yang dalam hal ini
untuk melihat substansi pembaruan yang diajukan. Dan ketiga,

membahas mengenai segi-segi dasar yang masih menjadi ancaman
dari kebijakan baru, termasuk mendaftar sejumlah peraturan yang
harus dikeluarkan untuk operasionalisasi kebijakan ini.

1. Pengertian-pengertian

Berikut adalah catatan mengenai istilah-istilah kunci yang

digunakan dalam kebijakan otonomi daerah. Istilah yang diambil
hanyalah istilah yang ada pada kedua kebijafcsn (llhat Tabel 1).



Tabell
Perbandingan Beberapa Konsep Oalam Undang-Undang Nomor22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

IstUah Undang-Undang No.S th. 1974
Undang^Jndang No. 5 th. 1979

Undang-Undang No. 22 th 1999 Keterangan

Pemerlntah

Pusat

Perangkat NKRI yang terdirl dari
presiden beserta pembantu-
pembantunya

Perangkat NKRt yangterdiri dari
presiden beserta para menteri

Pengertian pemerintahan pusat pada undang-
undang yang baru leblhmenyempit{dengan
menyebut5u^ek),^/Bkn] presiden dan para
menteri dibanding penyebutkan pembantu

Desentransasi Penyerahan urusan.pemerintahan
dari pemerintah atau daerah tingkat
atasnya kepada daerah menjadi
urusan rumah tangganya.

Penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada daerah
otonom dalam kerangka NKRI

Undang-undang lama memfbkuskan kepada
urusan, undang-undang baru pada wewenang,
Urusan lebih spesifik,dan teknis (tidak memberi
ruang pada aspirasi)

Oekonsentrasl Peltmpahan wewenang dari
pemerintah atau kepala wi^h
atau kepala Instansi vertlkal tingkat
atasannya kepada pejabat-pejabat
diidaerah^.

Pellmpahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada gubernur
sebagai wakil (pemerintah dan/atau
perangkat pusat) di daerah.

Undang-undang lama menonjolkan watak
sentraiisme, di mana segala organ daerah
merupakan kepanjangan pusat. undang-
undang baru, memperlihatkan bahwa gubernur
mengemban tuga^sebagai perangkat pemerintah
pusat.

TUgas
pembantuan

Tugasuntuk turut serta dalam Penugasan dart pemerintah kepada
melakukan urusan pemerintahan §fdaerah dandesadandari daerah
yang ditugasican kepada pemerintah ke desa untuk melaksanakan tugas
daerah oleh pemerintah atau tertentu yang disertal pembiayaan,
pemerintah daerah tingkat ^ sarana dan prasarana serta sumber
atasnya dengan kewajiban daya manusia dengan kewajiban
mempertanggungiawabkan kepada melaporkan pelatcsanaannyadan
yang menugaskan. mempertanggungjawabtonnya

kepada yang menugaskan.

Pada undang-undang lama tampak bahwa
aparat dl bawah merupakanaiat dari aparat di
bawahnya dalam rangkapemerintahan (pusat,
NKRI). Sedangkanundang-undangbaru penugasan
disertai pembiayaan, sehinggadapat menghindari
pembebanan pada perangkatdaerah. Namun
demikiah kiausal pertanggungjawaban yang
mengikutigaris pembiayaan,patut didup dapat
memberikan alasan konttolpusat secara berlebihan.
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Otonoml Hakwewenang dan kewajiban
Daerah daerah untuk mengatur dan •'

mengurus rumah tangganyasendiri
dengan peraturan perundang-
undangan yang bertaku.

Kewenangan daerah otonom ^
untukmegatur dan mengurus '
kepentingan masyarakatsetempat
menurut prakarsasendiriberdasarkan
asptrasi masyarakatsesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Undang-undang iama memuat unsur kewajiban..
Undang-undang baru, menekankan bhwaotonomi
merupakan kewenangan daerah untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
denganmenekankan pada pentingnyaasplrasi
masyarakat. Namun undang-undang barutfdak

Daerah iCesatuanmasyarakat hukum Kesatuanmasyarakathukum yang Idem
Otonom yangmempunyai bataswiiayah mempunyai batas daerah tertentu

tertentu yang berhal^ berwenang, berwenang mengatur dan mengurus
dan berkewajiban mengaturdan kepentingan masyarakat setempat
mengurus rumah tangganya sendiri menurut prakarsasendiri berdasarkan '
tlalam Ikatan NKRi, sesuai dengan aspirasi masyarakat daiam NKRI
perundang-undangan yangberiaku. £

WUayah Lin^cungan k»ja perangkat
Admlnistrasi pemerintahyangmenyelenggarakan

pelaksanaantugaspemerintahan
umum di daer^.

Kelurahan Sviatuwtlayah yang ditempati
oleh sejumlah pendudukyang
mempunyaiorganlsasi langsungdi

pemerintah

Wiiayah kerjalurah sebagaiperangkat
daerah kabupaten

pada Dati II, bukan pada Dati i. Padaundang-
undang lama,tidakada kejelasan mengenai
subjek. SemMa organ adalah alat pusat

Pada undang-undang lama, kelurahan ^
merupakan organ di bawahkecamatan, demikian
pembantunya.

Pemerintah

Daerah

Itepala daerah dan dewan
perwakilan rakyatdaerah

Kepata daerah beserta perangkat
daerah otonom yang lain sebagai
badan eksekutif daerah.

Padakebijakan lamadapat ditahirkan sangat luas.
Padaundang-undang lamatidak dipisahkan'antara
eksekutifdan legisiatif-legisiatif menjadi bagian
dari eksekutif

Pemerintahan

Daerah

{tidak ada)
mempunyai

Penyelenggaraanpemerintahan
daerah otonom oleh pemerintah
daerah dan DPRD dan/ atau daerah
kota dibawah kecamatan

DPRD menjadi bagian dari pemerintahan daej^h,
bukan bagiandari pemerintah pula dengan
undang-undang baru.

Desa Suatu wiiayah yang ditempati
oleh sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat.

Kesatuan wiiayahmasyarakat hukum
yang ntemiliki kewenangan untuk
mensatur.

Undang-undang yang lama menunjuk bahwa
desa merupalcan organisasi pemerintah terendah
lanKSunR di bawah \
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Dari istilah ktinci tersebut, dapat dikatakati bahwa telah

terjadi pergeseran atau pembaruan. Karakter kebijakan lama yang

sentralistik, dan menempatkan otonomisebagai bagian dari strategi
untuk memaksimalisasi proses pembangunan menonjol—otonomi

iebih merupakan kewajiban daripada hak. Sedangkan kebijakan baru,
lebili menekankan bahwa: "... dalam undang-undang ini pemberian
kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota

didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi
yang luas, nyata dan bertanggung jawab penjelasan Pasal 1 h" (Bab I).
Namiiin demikian kualitas kebijakan otonomi daerah tidak bisa hanya
dilihat dari satu segi. Oleh sebab itu, perlu dilihat aktualisasi dalam

batang tubuh kebijakan tersebut.

2. Substansi Pembaruan: Otonomi di Bawah Reformasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menekankan fungsinya
sebagai bagian dari kewajiban yang diemban daerah untuk ikut

melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untukmencapai
kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dllaksanakan dengan
penuhtanggungjawab.Sebaliknya undang-undang baru,menekankan
bahwa otonomi yang dlkembangkan dimaksudkan dan dijalankan
dengan prinsip demokrasi dan untuk menumbuhkan peran serta
masyarakat. Jlka dilihat dari konteks pplitik, maka kehadiran Undang-
Undang Nomor 5Tahun 1974, ada paw kor^isi politikyang represif,
di mana kekuasaan orde baru sedang dalam proses penguatan.
Sedangkan Undang-Undang Nombr 22 Tahun 1999, lahir dalam sItuasI

reformasi, paska tumbangnya kekuasaan Orde Baru. Nampak bahwa
kebijakan otonomi merupakan bagian dari pemenuhan tuntutan

rakyat bukan kebijakan yang merepresentaslkan praktik konsolidasl
kekuasaan. Sebagai bahan perbandingan mengenai pelaksanaan
asas-asas hubungan pemerjntah pusat dan daerah (lihattabei).
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label 2

Asas SIfat Perbedaan Kewenangan pada Pemerintah
Pemberian Pusat Wilayah Daerah
Kewenangan

Desentralisasi Penyerahan Pengawasan, Koordinasi Kebijakan,
pengendaiian, pengawasan perencanaan.

pertanggung- pelaksanaan.
jawaban pembiayaan
umum . (kecuali gaji

pegawai)

Dekonsentrasi Pelimpahan Kebijaksanaan, Koordinasi Menunjang,

perencanaan melengkapi.
pembiayaan.
pengawasan

Pembantuan Pengikut- Kebijaksanaan, Koordinasi Membantu

sertaan perencanaan. pelaksanaan
pelaksanaan.
pembiayaan.
oensawasan.

Otonomi diberi makna sebagai: kewenangan daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dikatakan puia bahwa
dalam penyetenggaraan otonomi daeq|̂ dipandang perlu untuk lebih
menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan dan keadilan, se/ta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah; bagian (c) menekankan, bahwa dalam

menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di

luar negerl, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu
menyelenggarakan otonomidaerahdenganmemberlkan kewenangan

yang luas, nyata dan b^rtanggung jawab kepada daerah secara
proporsional, yang diwujudkan denganpengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan

pusatdan daerah,sesuaidenganprinsip-prinsip demokrasi dan peran
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serta masyara^at d^n keadilan serta potensi dan keanekaragaman
daerah, yang dilaksanakan dalam^ kerangka Ni^RI. Dari sini nampak
adanya suatu keinginan untuk mengembangkan suatu pemerintahan

transisi, yang lebih mengakomodasi dinamika daerah, yang didasarkan

pada prinsip demokrasi.

Otonomiyangdikembangkansecarategasmenekankanpemisahan

antara asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Mengingat otonomi

bertumpu ditingkat II dan bukan di provinsi.Makadalam hal iniprovinsi

maslh merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan

"daerah otonom akan berdiri sendiri—tidak hierarkis.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip otonomi daerah yang

dijadlkan pedoman dalam kebijakan adalah:

a. Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek demokrasi, keadijan, pemerataan, serta

potensi dan keanekaragaman daerah.

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas,

nyata dan bertanggung jawab.

c. Pelaksanaan otonomi daerah yangluasdan utuh diletakkan pada

daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah

provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesual dengan konstitusl

negara, sehingga tetap |@rjanfyn hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah, serta antarcmerah.

e. Pelaksanaan otonpml daerah harus lebih menlngkatkan
kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah

kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh
pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan

pelabuhan, lowasan perumahan, kawasan pertambangan,

kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru,kawasan pariwisata,
dan semacamnya bertaku ketentuah peraturan daerah otonom.
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f. Pelaksanaan otonomi daerah hams lebih meningkatkan peranan

dan fungsi badan iegislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi

pengawasan maupun fungsf anggaran atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

g. Pelaksaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi

dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk

metaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang

diiimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya

dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan

daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana

dan prasarana, ser^a sumber daya manusia dengan kewajiban

melapor pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada

yang menugaskan.

i. Poin tersebut, menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran

dari paradigma lama, yang menyatukan asas dekonsentrasi

dengan asas desentralisasi, sehingga menghilangkan makna

otonomi. Pada sisi yang lain, demokrasi hendak dijadikan dasar

utama, dan tidak semata-mata mengembangkan misi efisiensi dan

kontrol birokrasi negara. Hal ini tentu saja memberikan peluang

bagidaerah untuk tumbuh dengan potensi dan kehendak rakyat.

3. Kewenangan Daerah

Dalam suatu bab khusus, kewenangan daerah diatur, yakni:

Pasai 7ayat (1), Kewenangan daerah mencakup ftweh^ngan dalam
seiuruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan

fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain; ayat (2), kewenangan

bidang lain, sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi kebijakan

tentang perencanaan nasional secara makra, dana perimbangan

keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonornian

negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
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pendayagunaan sumb^ daya alam serta teknologi 4inggi yang
strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Ditegaskan pula
pengaturan lebih lanjut mengenai berbagai ketentuan kewenangan
iniakan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Beberapa kecendemngan yang berlangsung belakangan ini,

seperti penghapusan departemen penerangan dan departemen

sosiai, serta berkembangnya isu pembubaran BPN (Badan Pertanahan

Nasional), menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah baru untuk

mengurangi kewenangan pemerintah pusat dan akan menyerahkannya
kepada pemerintah daerah. Penyebutan secara lebih jelas apa yang
dikeijakan oleh pusat, memberi kesan bahwa kebijakan ini hendak
menegaskan bahwa apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat sudah
semakin terbatas, sebaliknya apa yang mungkin dilakukan pemerintah
daerah masih terbuka, dan tentu pada bidang dan wilayah yang tidak
menjadi kewenangan pemerintah pusat(lihat rincian dalam tabel).



Tabel 3

Masalah Kewenangan Pusat dan Daerah;

Tingkat Behtuk Kewenangan Pasal Keterangan

Pusat 1. Polltik luar negeri. 7 ayat (1) Dinyatakan bahwa kewenangan daerah
2. Pertahanan keamanan. dan (2) adalah seluruh bidang pemerintahan
3. Peraditan. kecuall 13 point tersebut. Jadi dalam
4. Moneter dan fiskai. hal inl kewenangan daerah adalah
5. Agama. ' kewenangan sisa.
6. Perencanaan nasional secara makro. Banyakplhakyang keliru dalam
7. Dana perimbangan keuangan. melihat kewenangan pusat yang dilihat
8. Sistem admlnistrasi negara dan lembaga perekonomian. hanya 5 butir. ^
9. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
10. Pendayagunaan sumber daya alam.

• 11. Teknologi tinggi yang strategls.
12. Konservasi.

13. Standarisasi nasional.

Daerah 1. Mengelola suraber daya nasional yang ada di wilayah.
(tidakjelas 2. Kewenangandl wilayah laut meitputi:
provlnsf a. Eksplorag. eksploitasi, konservasi, pengeiolaan
atau kekayaar^batas wilayah.
kabupaten/ b. Pengaturan icepentingan adminlstratif; Pengaturan
kota} tata ruaag.

c. Penegakan hukum terhadap peraturan yang
dlkeluarkan oieh daerah atau yang dillmpahkan
kewenangannya oleh pemerlntah.

d. Bantuan,penegakan keamanan dankedaulatan negara.

Penting untuk dicermati bahwa
masalah eksploitasi sumber daya
alam merupakan wilayah yang rawan
konfllk.Dengan menyatakan bahwa
masalah eksploitasi masih akan diatur
oleh peraturan pemerlntah, tentu
masih menyimpan masalah yang perlu
mendapat perhatian.
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Provinsi Untuk daerah kab/kota kewenangan sejauh sepertiga batas
taut daerah provinsi.
Sebagai daerah otonom:
1. Bldang pemerintahan yang bersH^t linta^kabupaten dan

Kota.

2. Bldang tertentu:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

regional secara makro.
b. Pelatihan bidangtertentu, alokasi sumber daya

manusia .potensial dan penelitian yang mencakup
wiiayah provinsi.

c. Mengelola pelabuhan regional.
d. Peng^daiian lingkungan hidup.

. e. Pronrtosi dagang dan budaya/pariwisata.
f. Penangahan penyakit menular dan hama tanaman.
g. Perencanaan tSa ruang provinsi.
h. Kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan

daerah kabungtendan daerah kota.

Sebagai wiiayah administrasi: bldang pemerintahan yang
dlllmpahkan pada gubemur.

Daerah 1. Mencakupsemua kewenangan pemerintah selainyang
Kota/ diatur pada Pasal 7 dan Pasal 9
Kabupaten 2. Bidangpemerintahan yang wajib meliputi:

a. Kesehatan. g- Perdagangan.
b. Pendidikan. h. Penanaman modal.
c. Kebudayaan. i. Lingkungan hidup.
d. Pertanian. j. Pertahanan.
e. Perhubungan. k. Koperasi.
f. Industri. 1. Tenaga kerja.

Penjelasan Ketentuan kewenangan ini
Pasal9 dapat dipandang sebagai bentuk

desentralisasiterbatas untuk wiiayah
provinsi. Namun bila dilihat lebih
«eksama maka kewenangan yang
lebih bersi^t manajerial, dan tidak
mengandung bobot otoritas dalam
akses dan kontrol terhadap aset.
Sebapi bentuk desentralisasi terbatas
untuk wiiayah provinsi. Namun bila
dilihatlebihseksama, maka dengan
demikian, daerah pada dasarnya
memperoleh beban yang belum bisa
dijajankan.

Pasal 11 'Penting untuk dicatat bahwa Pasal 12
menyebutkan: Pengaturan lebih lanjut
mengenai pasal 7 dan 9 ditetapkan >
dengan peraturan pemerintah.
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4. Dana Perimbangan

Sampai saat inl masalah dana perimbangan pusat dan daerah

masih menimbuikan kontroversi. Kehendakpemlsahan atau munculnya

ide negara federal, memberl indlkasi yang kuat bahwa daerah maslh

belum- sepakat dengan konsep yang sudah dirumuskan dalam

kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah,terutama daerah kaya

seperti Aceh, RIau, Kalimantan Tlmur, Papua, dan beberapa daerah
lain. Meskipun semangat untuk lebihmemberdayakan daerah, melaiui
upaya memperbesar penerimaan daerah, namun kesan bahwa pusat
masih menguasal bagian terbesar darl penerimaan yang berasal dan

daerah, cukup terlihat. Hal tersebut pada dasarnya menjadi catatan

tersendiri, sebab bagaimanapun otonoml membutuhkan ketersediaan

prasarana yang memadal. Tanpa kesemuanya itu, otonomi hanya
merupakan kebebasan tanpa daya.

5. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

Berbeda dengan bentuk dan susunan kebijakan lama yang: (1)

mengintegraslkanseluruh unsur dl bawah dalam skema hierarkipusat,

dan (2) menutup peluang partlslpasi dengan Jalan memandulkan

dewan perwakilan rakyat daerah, maka dalam kebijakan baru inl,

terdapat kecenderungan untuk menghilangkan dua hal tersebut.

Secara tegas menyatakan bahwa untuk daerah tingkat II benar-benar

akan dikembangkan konsep otonomi, yakni d^i^ntralisast yang tidak
diikutf oleh asas dekonsentrasl.

Adapun posisi dewan perwakilan rakyat sendiri terpisah dengan

pemerintah daerah, dalam hal ini memiliki kewenangan untuk

meminta laporan peitanggungjawaban dari pemerintah daerah.

Dengan demiklan kemungkinan beri^ngsungnya kontrol menjadf

sangat besar. Hanya rtiungkin dalam realisasi masih menimbuikan

tanda tanya besar, apakah dewan perwakilan rakyat daerah akan

menggunakan kewenangannya bagi demokrasi, atau masih terdapat
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tradisi politik konvensional yang menyulitkan Dewan Perwakil^in

Rakyat daerah untuk bersuara membawa as'pirasi dan kepentingan

masyarakat. Pun dalam hal ini otoritas DPRD menjadi lebih besar,

terutama untuk menolak kepala daerah bila dipandang gagal.

Perubahan otoritas DPRD yang demikian tentu saja membawa

konsekuensi yang kuat: pertama, dibutuhkan perubahan ikiim dan

kultur politik di kalangan DPRD, agar tidak lagi berjalan dalam pola

lama, sebaliknya bangun dengan pola baru bahwa posisi mereka

benar-benar independen dan bukan menjadi bagian dari eksekutif.

/Cec/ua, perlunya pemt^erdayaan di kalangan pademen daerah agar

bisa berfungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Perlu

disadari bahwa anggota dewan adalah para pemain baru yang akan

berhadapan dengan pemain lamayang kawakan. Untukhalyang kedua

ini,parlemen daerah perlu membukadiri,sehinggaaksesdan dukungan

dari masyarakat lebih besar, agar dapat bekerja ^ecara maksimal.

6. Catalan Umum

Dapat dikatakan bahwa semangat pembaruan termuat dalam

kebljakan baru. Semangat tersebut pada dasarnya merupakan

realisasi dari aspirasi yang berkembang, dan bukan wujud dari

kepedulian pemerintah pusat pada daerah. Bila Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 menekankan fungsinya sebagai bagian dari

kewajiban yang diemban daerah untuk ikut melanc^kan jalannya
pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat

yang harus diterima dan dilalcsanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sebaliknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menekankan

bahwa otonomi yang dikembangkan dimaksudkan dan dijalankan

dengan prinsip demokrasi dan untuk menombuhkan peran serta

masyarakat. Dari penjelasan dapat dibaca bahwa otonomi yang

diberikan mengandung dimensi bertanggung jawab, yang berarti

adanya konsekuensi atas pemberian kewenangan dalam wujud
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tugas dan kewajiban, ya-kni; "... pemeliharaan hubungan yang serasi

antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI".
A

Perbedaan nyata adalah bahwa undang-uhdang yang bam lebih

menekankan aspek demokrasi dan peran serta masyarakat. Nannun

jika ditilik lebih lanjut:otonomidaerah dimaknai sebagai kewenangan

daerah otpnom untuk nnengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang

relatif sama dengan makna dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974, mengurus rumah tangganya sendiri. Jika rakyat punya posisi

tawar maka pernyataan prakarsa rakyat akan punya arti. Sebaliknya

rakyat dibelenggu, maka hai tersebut hanya lipservice.

Pada Undang-Undang 1974 otonomi dimaksudkan sebagai jalan

untuk memantapkah pembangunan sebagai sarana untuk mencapai

kesejahtetraan rakyat. Dengan demikian Undang-Undang 1974 lebih

menekankan pada pencapaian (target), sedangkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999, lebih menekankah kepada proses. Dari prinsip

demokrasi dipahami bahwa yang harus termuat setidak-tidaknya

adalah input, proses dan output Jikahanyasalah satu saja, makatidak

akan ada jaminan bagi pencapaian tujuan sebagaimana dikehendaki

rakyat. Dalam tuntutan reformasi sangat jelas tercetus ide partisipasi.

Namun memgat partisipasi tanpa didukung oleh infrastruktur politik

yang memadai, hanya merupakan taktik akomodasi yang tidak

menyentuh substansi. Dengan kata lltn, s^mangat pembaruan
yang termuat dalam kebijakan otonomi daerah (yang baru), masih

membutuhkan sejumlah syarat yanlg harus diciptakan.

7. Ancaman dl balik Semangat Pembaruan

Telah disebutkan bahwa kebijakan baru lahir sebagai reaksi

pemerintah pusat terhadap desakan yangsangat kuat dari masyarakat,

denpn demikian bukan nnerupakan inisiatif atau wujud kemauan
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politik pemerintah pusat. Ppsisi kebijakan yang demikiati, sudah barang
tentu mencerminkan adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan

daerah. Pada satu sisi pemerintah pusat masih menghendaki kontrol

yang kuat atas daerah, dan di sisi yang lain, daerah menghendaki

otonomi yang lebih luas. Sementara itu, penyelesaian desentralisasi,

masih perlu diiihat sebagai wujud pembagian kekuasaan di kalangan

elite politik, dan belum secara otomatis akan membawa demokratisasi

di tingkat hubungan elite daerah dan masyarakat bahkan dapat

dikatakan bahwa tanpa demokrasi, maka otonomi hanya akan

memindahkan otoritarisme dari pusat ke daerah.

8. Ketegangan Pusat dan Daerah

inti otonomi, dalam hal hubungan pusat dan daerah, pada

dasarnya terletak pada wilayah kewenangan yang dimiiiki masing-

masing pihak. Memang dalant kebijakan baru, wilayah kewenangan

pusat telah disebut dengantegas, sehingga memudahkan untuk

memahami apa yang masih bi^a dilakukan oleh pusat. Akan tetapi

masih adanya klausal bahwa kewenangan daerah, akan diatur oleh

peraturan pemerintah, telah mementahkan peluang perluasan

substansial kewenangan daerah yang dibutuhkan untuk merealisasi

otonomi berbasls asplrasi rakyat. Daerah dengan demlkian masih

sangat bergantung pada pu^, t^tama untuk menterjemahkan
kuantitas dan kualltas dari kewenangan yang dimJIikinya.

Sampai di mana pusatakan mengatur daerah? Apakah ada jaminan

bahwa pusat akan memberikan apa yang sudah seharusnya tidak dIatur

oleh pusat? Masalah Ini masih menimbulkan tanda tanya besar, sebab

pemberian kewenangan daerah, masih tergantung pada struktur dan

kecenderungan konfigurasi kekuatan politik yang ada. Masih sangat

dimungkinkan pemerintah pusat berbalik arah dan menggunakan

otoritas yang dimilikinya untuk mengebiri kewenangan daerah, menjadi

sangat operasional dan menutup peluang partisipasl, kreasidan aspirasl
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rakyat. Oi sinilah masalah paling dasar segera muncul jikadaerah tidak
a

memiliki daya tawar yang tinggi, maka sangat mungkin poslsinya akan

kembali tersubordinasi sebagaimana selama Iniberlangsung.

Pada tataran praktis, masalah kewenangan yang tidak terumus

secara jelas akan mengundang spekulasi dan ketidakpastian hukum.

Hal yang terakhir ini sesungguhnya masih sangat terbaca pada poin-

poin tertentu, seperti pemilihan gubernur, masalah hubungan

kepala daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah. Pada bagian

tersebut dikatakan bahwa apa yang sudah diputuskan DPRD harus

dikonsultasikan pada presiden? Bagaimanajika presiden tidak setuju?

Demikian pula dengan pernyataan bahwa DPRD dapat mengusulkan

pemberhentian kepaladaerah bagaimana jikausulan ditolak? Masalah

'ini tentu tidak bisa dipandang ringan, sebab ketegasan akan menjadi

penentu apakah otonomi hanya berada di level kebijakan ataukah

otonomi tersebut merupakan hal yang operasional (bisa dijalankan).

Dalamsoal pengambilan keputusan, dikatakan bahwa pemerintah

dapat membatalkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang

lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnnya (Pasal
114).Yang menjadi masalah adalah sampai kapan pembatalan tersebut

akan dilakukan. Apakah pembatalan bermakna penundaan ataukah

ketentuan agar daerah segera mengadakan perubah^n atas kebijakan
yang sudah diambil. Bagaimana pula jika kebijakan tersebut benar-
benar meruopakan kehendak rakyat berdasarkan aspirasi rakyat Dari

segi waktu, klausul inisudah barang tentu menimbulkan ketidakpastian

dan di sisi lain memberikan daya yang sangat besar pada pusat sebab

pehapsiran mengenai ketidaksesuaian berada di tangan pemerintah

pusat. Halini merupakan dimensi lain, dari permasalahan kewenangan.

Bahwamasalahnyabukansaja pada keleluasaankewenangan,melalnkan
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9. Pola Hubungan Antarkekuatan

Dari sudut semangat pembaruan, struktur yang ada, dapat

dikatakan telah cendemng mengakomodasi semangat untuk

mengadakan desentralisasi. Akantetapi masalahnya tidak sekedarpada

pola hubungan yang ada, tetapi juga menyangkut posisi rakyat, dalam

konteks hubungan antara pemerintah daerah dan rakyat, demikian

sebaliknya. Harus diakui bahwa posisi rakyat secara umum, nnasih

sangat lemah, terutama sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan represi

dan pembatasan, khususnya yang merupakan warisan Orde Baru.

Dengan demikian, tanpa adanya pembaruan yang lebih menyeluruh,

menjadikan kebijakan otonomi daerah tidak punya makna yang besar,

bahkan cenderung hanya akan memfasilitasi otoriterisme di tingkat

daerah. Otonomi daerah menuntut pembaruan mengenai kebijakan

atas pemilu, partai politikdan susunan DPR/MPR.

10. Dana Daerah

Masalah dana menjadi halyangsangat krusial Banyakpergolakan

daerah pada dasarnya menuntut porsi yang lebih besar dari apa yang

sudah ditetapkan. Pemberian porsi yang memadai akan menjadi hal

yang urgen, sebab tanpa adanya dana yang cu&p, hll tersebut hanya
akan memandulkan konsep otonomi daerah itu sendiri. Maka tidak

mengherankan bila muncul spekulasi bahwa jika otonomi daerah

diterapkan maka 10 provinsi akan terancam bangkrut {Kompas,

27/8/1999). Dalampenjelasan pasal 11 ayat 1 Undang-UndangNomor

22 Tahhun 1999 disebutkan bahwa dengan diberiakukannya undang-

undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangann sudah berada

pada daerah kabupaten dan daerah kota. Yang menjadi masalah

adalah apakah maslng-masing daerah tersebut cukup mempunyai

sumber daya dan sumber dana untuk merealisast kewenahgan yang

dimillkinya? Apakah sumber daya yang ada tidak terserap ke pusat?

Dari da^ yangdihimpun N. Dwi Retnandari teningkap bahwabila
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dilihat dari nisbah PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Anggaran

Rutin tahun 1997/1998, bahwa pada sebagian besar daerah tingkat

li, menunjukkan ketidakmampuan untuk mengatasi keperiuan rutin

mereka bilahanya berdasarkan pendapatan aslidaerah. Hal inipulayang

menjadikan daerah masihbergantungpadaanggaranyangseringdisebut

sebagaisubsidi pusat.Teriebih biiadilihatdalam kebijakan perimbangan

keuangan pusat daerah yang memberikan porsi besar bagi pusat untuk

hasil kekayaan alam, seperti migas. Kenyataan ini sudah barang tentu
menimbuikan tanda tanya besar apakah otononii yang dikembangkan

memiliki dasar untuk suatu realisasi yang konsisten, ataukah otonomi

hanyaakan menjadimomentum bagikebangkrutan daerah likuidasi.

Dapat dikatakan bahwa peningkatan sumber pemasukan daerah,

akan menjadi hal yang sangat mutlak. Tanpa peningkatan sumber

pemasukan, melalui porsi yang besar bagi daerah untuk mengelola
sumber pendapatan yang ada, dan mengurangi pengiriman ke pusat,

tentu akan menjadi hal yang sangat positif bagi otonomi. Di sinilah

ancaman yang paling nyata dari otonomi dan sekallgus tantangan ke

depan, yakni bagaimanamengubah kebijakan yangmenelikung otonomi

tersebut, menjadi kebijakan baru yang mendukung realisasi otonomi.

tl, Pembentukan Daerah

Pembentukan, nama, batas dan ibu kota suatu d^^rah ditetapkan
dengan undang-undang (Pasal 5 ayat [2]). Perubahan yang tidak

mengakibatkan penghapusan daerah ditetapkan dengan peraturan

pemerintah (Pasal5 ayat [3]).Syarat pembentukan daerah ditetapkan

dengan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat [3]).

Kriteria penghapusan, penggabungan dan pemekarah daerah

ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat [3]).

Penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah, ditetapkan

dengan undang-undang (Pasal 6 ayat [4]).
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12. Kewenahgan Daerah
A "

Pengaturan kewenangan daerah di wiiayah laut, ditetapkan

dengan peraturan pemerintah (Pasal 10 ayat [4]). Pengaturan lebih

lanjut mengenal kewenangan provlnsi sebagai daerah otonom,

ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 12). Penugasan
dalam rangka tugas pembantuan, ditetapkan dengan peraturan

perundang-undahgan (Pasal 13 ayat [2]).

13. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah

Undang-undangtentang Kedudukan, Susunan, tugas, wewenang,

hak keanggotaan dan pimpinan DPRD (Pasal 15) Undang-Undang

Nomor4Tahun 1999. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD

ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan (Pasal 17ayat[1]).
/•

Pedoman penyusundn peraturan tat tertibdewan perwakilan rakyat
daerah (Pasal 17 ayat[4]). Peraturan perundang-undangan tentang tata
cara pehyidikan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Pasal 28).

Pedomanpembentukandan organisasi dan tata kerja sekretariatdewan

perwakilan rakyat daerah (Pasal 29).Peraturan(apa?).

Tata cara pertanggungjawaban gubernur kepada dewan

perwakilan rakyat daerah (Pasal 31 ayat [3]). Pertanggungjawaban
gtibernur kepada presiden (Pasal 31 ayat [5]). Tata cara

pertanggungjawaban bupati/wali kota kepada dewan perwakilan
rakyat daerah (Pasal 32 ayat [4]). Tata cara pemllihanlpeng^gkatan
dan pemberian kepala daerah (Pasal 34, 42). Tata cara pengucapan
sumpah/janji dan pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah
(Pasal 42 ayat4).Tata cara penyldikan kepala daerah dan wakil kepala
daerah (Pasal 59). Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil

kepala daerah (Pasal S9).

Pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah (Pasal 60).

Penyetenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang
pemerintah diatur dengan Keputusan Prestden (Pasal 64).
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Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah

(Pasal 66 ayat [6]). Pembentukan kelurahafii ditetapkan dengan
peraturan daerah (Pasal 67 ayat [6]). Susunan organisasi'perangkat

daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan pemerintah (Pasal 68 ayat [1])..

14. Keuangan Daerah

Perimbangan keuangan pusat dan daerah, ditetapkan dengan

undang-undang (Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 80). Tata cara

peminjaman pemerintah daerah ditetapkan oleh pemerintah (Pasal

81 ayat 4). Pedoman pemberian insentif fiskal dan nonfiskaltertentu

kepada daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 83).

Pembentukan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik

desa dengan peraturan daerah ^Pasal 84 dan 108). Pedoman pengelolaan

barang daerah (Pasal 85). Pedoman penyusunan, perubahan dan peng-

^itungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 86 ayat [4]).
^ Peraturan perundang-undanpn tentang pedoman tentang pengurusan,

pertan^ngjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Pasal 86ayat6).

15. Kerja sama dan Penyelesafan Perselisihan

Tata cara kerja sama daerah dengan lembaga/badan di luar

negerl (Pasal 88 ayat [2]). Peraturan perundang-undangan tentang

penyelesaian perselisihan antardaerah (Pasal 89). Kawasan perkotaan

(BabX). Pedoman pengelolaan kawasan perkotaan (Pasal 9^yat ^]).
Desa (Bab Xl). Pengaturan masa Jabatan kepala desa (Pasal96).

Pembinaan dan pengawasan (Bab Xil). Pedoman pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah (Pasal112 ayat [2]).

16. Catalan Umum

Bagaimanapun Undang-Undang Otonomi Daerah, merupakan

produk hukum yang mengatur pembagian kekuasaan, dari pemerintah

pusat pada pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam
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A

uhdang-undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah kewenangan

daerahotonomuntukmengaturdan menguruskepentingan masyarakat

stempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai

dengaii praturan perundang-undangan. Di mana wewenang tersebut?

Tentu dari pusat kekuasaan (pemerintah pusat). Berarti, undang-

undang ini sedang memfasilitasi proses pembentukan kekuasaan iokal

yanglebih otoritatif. Jadi undang-undang bukan aturan yang membuka

ruang yang lebih lebar pada rakyat.

Secara negatit proses tersebut; sama artinya dengan

terbentuknya penguasa Iokal, atau pembentukan raja-raja kecil, yang

relatif otonom. Dalam perspektif penguatan rakyat, kondisl yang

demikian, dapat dilihat sebagai satu langkah positif, yang bermakna

bahwa kontrol (reduksi kekuasaan). Apakah hal ini sudah bisa

dipandang sebagai proses yang memadal? Tentu saja belum.

Apa yang dilukiskan reduksi kontrol kekuasaan despotik, harus

ditindaklanjuti dengan beberapa agenda besar dan strategis yang

lain,yaknl: pertama, perlunya langkah-langkah yang lebih sistematik,

untuk memperkuat rakyat, khususnya melalui pendidikan politikdan

pengembangan serikat-serikat rakyat yang Independen. Langkah

Ini diperlukan untuk melindungi kemungkinan proses konsolidasi

elite Iokal, yang pada gllirannya akan munM de|gan watak yang
sama dengan kekuasaan pusat Kedua, perlunya kontrol efektff pada

kekuasaan Iokal, dengan cara mengembangkan aturan-aturan daerah

yang benar-benar mencerminkann aspirasi rakyat.

Dua hal tersebut merupakan langkahyang paling pragmatis dari

pilihan yang makin terbatas. Pada infinya diperlukan dua langkah

sekaligus, yang pada satu sisi memperkuat rakyat dan di sisi lain

meningkatkan kontrol, serta memperluas ruang atau arena bagi

rakyat. Dengan skema yangdemikian, otonomi daerah bisa dipandang

sebagai transisi untuk mewujudkan kedaulatan ral^at: cita-cita yang

telah dimunculkan Jauh sebelum prbklamasi dibacakan.
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Catatan Akhir:

Pada rezim totaliter, bukan saja tindakan yang bisa mengantarkan

seseorang pengadilanpolitik, tetapi juga pikiran. Di masa Orde Baru,biegitu

banyak orang (aktivis) yahg hams mendekam di penjara, hanya karena

membaca buku atau karena mengikuti sebuah diskusi. Tembok-tembok

seperti mempunyai telinga,yangtidak laindari cerminan meluasnya keija

Dinas Intelijen, yang mengawasi setiap gerak hidup rakyat.

Fakta banyaknya kasus-kasus daerah yang tidak diadukan ke

DPRD, melainkan langsung ke Jakarta (DPR), dapat dilihat sebagai

bukti bahwa memang DPRD tidak bisa menjadi saluran perjuangan

kepentingan rakyat.

Yang dimaksud dengan kebijakan otonomi daerah adalah

Undang-Undang Nomor22Tahun 1999tentangPemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah.

Lihat beberapa prinsip dalam Tap MPR NomorXV/MPR/1998.

Luas: keluasan daerah untuk menyeienggarakan pemerintahan

yahg mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuall

kewenangan di bidang politik luar negeri (diplomasi), pertahanan

keamanan, peradiian, moneter dan fiskai, agama, sert|̂ kewenangan
bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan penferintah.
Di samping ttu, keluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang

utuh dan buiat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendaiian dan evaluasi. Nyata:keluasan

daerah untuk menyeienggarakan kewenangan pemerintah di bidang

tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup

dan berkembang di daerah. BertanggungJawab: berupa perwujudan

pertanggungjawaban sebagai konsekuehsi pemberian hak dan

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiisan yang

harus dipikuloieh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.
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berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik, pengef^bangan kehidupan demokrasi/keadilan, dan

pemerataan, serta pemeliharaan, hubungan yangserasi antara pusat

dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRi.

Terdapat dua perkembangan yang nampaknya tidak terbaca:

pertama, adanya [peluang] amandemen konstitusi, yang dalam hal

Ini akan pula dimungkinkap mengamandemen Pasal 18, atau bahkan

mengenai bentuk negara. Kedua, terdapat kenyataan dl mana sikap

anti pada Jawa sebagai suku yang dituding menjadi penjajah, mulai

menyebar dl pulau-pulau besar, seperti Sumatra, Kalimantan,Sulawesi,

dan Papua. C^ari beberapa kasus kerusuhan yangakhirnya menimbulkan

eksoduswarga Jawa—pulau kembali keJawa,merupakan indikasi yang

kuat. Kenyataan ini tentu menjadi masalah besar dalam merealisasi

apa yang disebut sebagai hubungan harmonis antardaerah.

Lebih ianjut lihat pada bagian penjelasan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999.

ISM masih terus bergulir sampai tuiisan ini dibuat.

Hendakdikatakanbahwa sikap menerima tanpa daya kritis, sama

halnya dengan mengandalkan demokrasi bisa tumbuh dari karsa

elite. Padahal dalam sejarah telah ditunjukkan bahwa demokrasi

tidak mungkin lahir dari kebalkan elite politik.

Masing-masing pada Pasal 38 (mer^nai |ubernur) dan Pasal 46.
PAD pajak, retribusi, penerimaan dinas dan penerimaan dinas

dan penerimaan tain-jain.

Otonomi dalam konteks int tidak dipandang sebagi ujung,

melainkanawaldari sebuah proses panjangyangharus dilewatiuhtuk

mewujudkan demokrasi dan keadilan. Otohdml dapat dipandang

sebagai proses emansipasi daerah atas cengkeraman pusat. Bila

otonomi dapat dijalankan sctcara konsisten, maka proses selanjutnya

yakni periguatan rakyat akan reiatif lebih dimudahkan.



BABVI
PEMERINTAHAN DAERAH BERDASAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN1974

A. Undang-Undang Nomor 5Tahun 1974

ndang-undang ini, pada waktu pembahasannya saja sudah

mendapat tanggapan yang beragam, terutama mengenai judul.

Sebagian anggota DPR mempersalahkan judul "Pemerlntahan di

paerah'" yang tidak seperti sebelumnya berjudul "Pertierintahan

Daerah'"meskipun pemerintahwaktu itutetap mem pertahankanjudul

"Pemerintahan di Daerah". Alasannya, bahwa apablla dipergunakan

judul RUU tentang "Pokok-Pokok Pemerlntahan Daerah" tanpa kata

di, dikuatirkan nantinya akan menlmbulkan kesimpang-sluran dalam

pelaksanaannya sebagaimana telah dialami sebelumnya, di mana

seolah-blah hanya asas desentrallsasi yang ditonjoikan. Dengan

rumusan ini maka sudah mencakup asas desentrallsasi, deko^entr^l
dan tugas pembantuan.

Adanya tanggapan tersebut dapat dimaklumi karena selain DPR

merupakan hasil Pemilu1971 yang tentunya pula sebagai perwakilan

dari berbagai partai politik, juga ungkapan judul tersebut sangat

multiinterpretatif. Jika berpedoman pada konsep pemerlntahan,

ungkapan pemerintahan daerah bermakna pemerintalian dalam

arti iuas yang merupakan satuan pemerintahail kecii dalam NKRi

selaih satuan pemerintahan pusat. Jadi ada indikasi mandiri dalam

pengertiian tersebut, meskipun tidak terpisah dari pemerintahan

pusat. Sementara ungkapan pemerintahan di daerah, selain

U
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memunculkan indikast yang tidak mandiri karena hanya sebagaj
wakii yang diadakan oleh pemerintah pusat, juga dapat bermakna

pemerintahan dalam arti sempit yaitu hanya sebagai pemerintah.

Kerancuandalampemakaianjudultersebutternyataberlanjutpula

dalam penempatan $truktur pemerintahan daerah. Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 tidak menggunakan ungkapan pemerintahan

daerah melainkan Pemerintah Daerah, yang pada dasarnya bermakna

pemerintahan dalam arti sempit yaitu sebagai pelaksana bidang

eksekutif saja. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD.

Struktur ini '̂dimaksudkan agar posisi kepala daerah sama tingginya

(nevengenschlkkend) dengan DPRD dalam organisasi pemerintah

daerah. Tetapi sebenarnya pandangan tersebut tidak ai^umentatif,

karena menurut UUD1945, DPR meskipun sederajat dengan presiden

namun DPR bukan sama fungsinya dengan presiden sebagai pelaksana

bidang eksekutif, apalagi menjadi bagian dari lembaga kepresidenan.

Akan tetapi, walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

menempatkan DPRD menjadi bagian dari pemerintah daerah,

namun dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1965, undang-undang in! leblh luas memberlkan wewenang maupun

hak kepada DPRD. Selain memiliki wewenang yang cukup signlflkan

untuk menjalankan fungsi legislasi bersama kepala daerah—seperti

menandatangani perda bersama ke|:&ia da£rah--DPRD Juga memiliki
beberapa hak yang mellputf hak anggaran, mengajukan pemyataan

pendapat, inlstatif,dan penyelidlkan. Bahkan lebih dari itu, DPRD lebih

berperan dalam proses pencalonan dan pemlilhan kepala daerah.

Distribusi hakdan wewenangtersebut sudah dipandang memadai

untuk meneerminfcan adanya mekanisme checks and balances

sebagaimana yang diberikan oleh UUD 1945 sebelum amandemen

daiam hal distribusi hak dan wewenang bag! DPR dan presiden. DPRD

sudah dapat menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

seperti adanya hak mengajukan pertanyaan, meminta keterangan,
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mengadakan pembahan, mengajukan perayataan pendapat, dan
penyelidikan. Adapun mengenai proses pencalonan dan pemilihan
Kepala Daerah tidak diserahkan kepada DPRD sepenuhnya—DPRD
hanya menyampaikan hasil pemilihan dari sedikit-dikitnya dua orang
setelah sebelumnya dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara

pimpinan DPRD/pimpinan fraksi-fraksi dengan menteri dalam negeri
bagi calon gubemur dan dengan gubernuo atau kepala daerah bagi
calonbupati/wall kota,sedangkankeputusanterakhir berada ditangan
presiden bagi gubemur dan di tangan menteri dalam negeri bagi
bupati/wali kota—hal itu tidak dapat dipandang sebagai ketentuan

yang bergeser dari UUD 1945 karena DPR memang tidak berwenang
untuH menjafankan proses pencalonan dan pemilihan presiden.

Namun jika dipandang dari ada atau tidaknya prinsip wewenang

yang subordinatif antara DPRD dan kepala daerah, pada dasarnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 masih menganut prinsip

tersebut. Memang prinsip subordinatif tidak ditemukan jika hanya

melihatdari posisi keduanya sebagai unsur pemerintah daerah. Oleh

karena, dalam hal ini, DPRD tidak bertanggung jawab kepada kepala
daerah, begitu juga seballknya. Jikapun masih ditentukan adanya

bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, maka
pertenggungjawaban tersebut hanyalah berbentuk progress report.

Prinsip wewenang yang subordinatif tersebut ake(Di5 kellhatan
ketika kepala daerah berposisi sebagai kepala wilayah atau penguasa

tunggal di daerah. Wewenang sebagai penguasa tunggal di daerah

cukup menjadi alasan jika kekuasaan kepala daerah berada di atas
kekuasaanDPRD. Denganposisisebagai kepalawilayah atau penguasa

tunggal didaerah, kepala daerah memegangandilbesar dalam proses

pemberhentian anggota DPRD. Indlkaslnya dapat dllihat dalam Pasal
35, bahwa apabila ternyata DPRD I melalaikdn atau karena sesuatu

merugikan daerah atau negara, setelah mendengar pertimbangan
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gubernur, menteri dal^ negeri menentujan cara bagaimana hak
dan kewajiban DPRD itu dapat dijalankan. Begitu juga bagi DPRD II,

cara yang dimaksud diiakukan oleh gubernur setelah mendengar

pertimbanganbupati/wali kotayang bersangkutan.

Pertimbangan kepala daerah tersebut sangat polltis sifatnya,
dapat saja la memberlkan pertimbangan kepada menteri atau

gubernur bahwa seseorang anggota DPRD telah melalaikan atau

tidak menjalahkan fungsi dan kewajibannya dan oleh karena itu dapat

diberhentikan, padahal mungkin anggota DPRD yang bersangkutan

terlalu kritis (vokal) terhadap kebijakan kepala daerah sehingga
dipandang dapat menggangu tindaktanduknya.

Selain itu, dengan alasan demi pembinaan ketentraman dan

ketertiban di wilayahnya, demi pembinaan ideologi negara dan politik

dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa, demi bimbingan dan

pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah, atau

demi jaminan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

kepala daerah dapat memberlkan pertimbangan pemberhentian atas

seseorang anggota DPRD. Di sinilah sulitnya pdsisi DPRD, menurut Syufri

Helmi Tanjung, karena sebagal bagian dari pemerintah daerah pada
kenyataannya harusbertanggungjawabterhadapsegala kebijakan kepala
daerahsebagal penguasa tunggal dan administrator pembangunan.

Memang pertimbanpn kepala daera^^ers^ut tidak sekaligus
menjadikan menteri dalam negeri atau gubernur—sesuai dengan

tingkatannya—langsung memberhentfkan seseorang anggota DPRD.
Namun adanya pertimbangan tersebut dapat menjadi alasan kuat

bagi menteri dalam negeri atau gubernur untuk menganjurkan

pada pimpinan partai politiknya agar nfiejugganti anggota DPRD yang
bersangkutan. Jelasnya, dengan kedudukan kepala daerah sebagai

penguasa tunggal, DPRD-lah yangharus mengikutt kebijakan-kebijakan

kepala daerah, dl mana salah satu konsekuensi dari tidak mengikuti

DPRD.
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Adanya wewenang kepala daerah yang subordinatif tersebut

fdak sesuai atau telah bergeser dari prinsip UUD 1945. Oleh karena

menurut UUD 1945, meskipun presiden tidak bertanggung jawab

kepada DPR, namun ia harus memperhatikan sungguh-sungguh

suara OPR. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden tapi

dewan ini dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden.
Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa kedua lembaga merupakan

lembaga yang sederajat dan tidak ada ditentukan adanya wewenang

subordinatif di antara keduanya. Dengan demikian, terjadinya

pergeseran dalm distribusi kekuasaan antara DPRD dan kepala

daerah, memang telah dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974, yakni lewat adanya ketentuan untuk memperkuat posisi

icepala daerah sebagai penguasa tunggal di daerah.

B. Kedudukan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerlntahan di Daerah, DPRD dan kepala daerah adalah

pemerintah daerah (Pasal 13 ayat (IJ). Artinya, DPRD adalah bagian

darieksekutif, yangtu^snya lebih mengamankan kebljakan-kebljakan
kepala daerah daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Di sisi yang lain adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri bahwa
anggota DPRD terdiri dari wakil-wakit partai yang dip^ oi^ rakyat
dalam pemilu. Konsekuenslnya, DPRD harus memperhatikan dan
memperjuangkan kepentingan masyarakat pemtHhnya.

Dengan demikian sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974 telah menempatkan DPRD pada posisi yang sulit. DI satu sisi

sebagai bagian dart pemerintah daerah ia harus bersatu kubu

dengan kepala daerah, sedang di sisi lain sebagai wakil yang dipilih

rakyat ia harus berpihak pada rakyat. Sementara antara kepentingan

rakyat dan kehendak kepala daerah seringkali tidak sejalan. Jika ada
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konflik kepentingan seperti itu, maka DPRD selalu menjadi bumper,
siap dicaci rakyat ketika harus memihak kepala daerah. Posisi DPRD

semakin tejepit dengan posisi ganda kepala daerah yang sekaligus
kepala wilayah atau sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Kepala daerah mempunyai banyak kiat untuk membuat DPRD

bisa menjadi mitra kerja yang manis. Memperhatikan kesejahteraan

ahggota dan pimpinan dewan dengan uang kehormatan yang

pantas, mobii dinas, rumah dinas, dan sesekali stud! banding ke luar
negeri, mehupakan cara yang sudah lumrah diiakukan. Oleh karena

Itu masyarakat sering kecewa dan tidak puas dengan kinerja wakil-
wakil partai itu, karena merasa kepentingannya tak pernah digubris.
Tapi apa boleh dikata, kesalahan bukan pada DPRD, undang-undang

menempatkan DPRD pada posisi seperti itu.

Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-

Undang Nomor32 Tahun 2004 kedudukan DPRD Jebih jeias sebagai
badan legisiatif daerah. Sedangkan eksekutif daerah terdiri dart

Kepala Daerah dengan perangkat daerah otonom yang lain (Pasal 1
butir b). Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah beserta

perangkatnya berada pada kedudukan yangberbeda dan berhadapan.
Yang menjadi permasalahan adalah, dengan poslsinya yang

baru Inl, DPRD akan dapat menciptakan Pemerlntahan Daerah yang
lebih demokratis dart sebelumnya, dan apakah aspirasi masyarakat
benar-benardapat diangkat dalamkebljakan-kebijakan yangdiambil.

Pemerintah Daerah dalam Peraturan Perundangan

Untuk memahamt pelaksanaan pemenntahan daerah secara

lengkapjelas, dan utuh, tak banyak diperoleh rujukan dartUUD1945
selaku sumber hukum di Indonesia. Dl sana hanya ada satu pasal
yang menyinggung pemerthtahan daerah, yaitu Pasal 18 den^n
penjelasannya yang sangat singkat saja, yang intinya mengandung
enam ppkok pikiran bertkut inl:
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1. Wilayah Rl akan dibagi ke dalam provinsi yang kemudian akan
dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil.

2. Daerah-daerah itu tidak Bersifat sebagai stoctf.
3. Daerah-daerah itu dapat berupa daerah otonom atau

administratif belaka.

4. Daerah Itu mempunyai pemerlntahan.

5. Dalam membagi wilayah Indonesia serta menentukan bentuk

dan struktur pemerintahannya harus dllakukan berdasar

undang-undang.

6. Pembaglan wilayah dan penentuan struktur pemerlntahan
tersebut'^dl atas terutama dl daerah-daerah otonom, dllakukan

dengan menglngatsistem permusyawaratan dalam pemerlntahan

negara dan hak asal-usul daerah yang berslfat Istimewa.

Terkalt dengan butir kellma, yaltu tentang penentuan bentuk

dan struktur pemerlntahan daerah harus dllakukan dengan undang-

undang, maka telah dlterbitkan 10 peraturan perundangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 (berlaku 3 tahun).

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 (berlaku 9 tahun).

3. Undang-Undang Nomor44 Tahun1950 (berlaku 7 tahun).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun1957 (berlaku 2 tahun).

5. Penpres Nomor 6 Tahun 1959.

6. Penpres Nomor 5 Tahun 1960 (berlaku 6 tahun).

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (berlaku hanya beberapa

bulan). |i

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (berlaku 25 tahun).

9. Undang-Uridang Nomor 22 Tahtin 1999 (berlaku 5 tahun).

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (berlaku hlngga

sekarang).

OtonomI dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang

berlaku di Jawa, Madura, Sumatra, dan Kalimantan. OtonomI dalam

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 berlaku dl Sulawesi, Maluku,
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dan NTT. Kedua undang-undang itu menganut sistem otonomi

materiil, yaitu pembagian tugas antara pusat dan daerah dirinci

secara tegas. Artinya, yang menjadi urusan rumah tangga daerah

hanya meliputi tugas-tugas yang ditentukan satu persatu oleh

undang-undang. Ada juga yang berpendapat kedua undang-undang

itu menganut otonomi formal. Tidak ada perbedaan sifat antara

urusan yang diselenggarakan oleh pemerlntah pusat dan pemerintah

daerah Otonpm. Kalaupun ada pembagaian tugas antara keduanya,
Itudilakukan atas pertimbangan raslonaldan segi praktisnya. Artinya,

pembagian tugas Itu tidak disebabkan oleh perbedaan sifat materi

yang diatur melainkan kerena keyakinan bahwa kepentingan daerah

dapat lebih balk dan berhasil jika diselenggarakan oleh daerah itu

sendiri dari pada oleh pusat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 menurut

beberapa orang dianggap menggunakan perpaduan antara sistem

otonomi material dan formal atau yang kemudian dikenal dengan

sistem rumah tangga yang rill, yaitu otonomi yang didasarkan pada

keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sehingga tercapai harmoni

antara tugas dengan kemampuan dan k|̂ uatan, balk dalam daerah
itu sendiri maupun dengan pemerlntah pusaf. Sistem yang sama,
yaitu otonomi rill yangseluas-luasnyaJuga ditemukan dalam Penpres

Nomor 6 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

(Abdurrahman, 1987:17).

Di awal masa Orde Baru, diperdebatkan apakah kepada daerah

diberikan otonomi seluas-luasnya ataii dalam batas-batas tertentu.

TAP MPRS Nomor XXI/MPI^/1966 kemudian memberikan otonomi

seluas-luasnya kepada daerah. Untuk itu semua urusan diserahkan

kepada daerah berikut semua aparatur dan keuangan, kecuali hal-

hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan ditentukan dengan

undang-undang (Pasal 2).
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Tahun 1973 terjadi lagi perubahan pandangan tentang

konsep otonomi yang diberikan pada daerah. Dalann GBHN tahun

1973 dinyatakan bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan

pembangunan di seluruh pelosok negara dan dalam membina

kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi

antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara

kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata

dan bertanggung jawab, yang dapat mehjamin perkembangan dan

pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan

dekonsentrasl. DaribunylGBHN inijelas bahwa otonomi yang diberikan

sekallpun nyata, tapl tangan pusat maslhkuat mencengkeram daerah.

'iPrinsIp penggunaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974 yang. berlaku di negara ini selama 25 tahun. Dalam penjelasan

umum angka 1 huruf e, hal itu dinyatakan dengan tegas bahwa

prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi riil yang seluas-luasnya,

tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Sekallpun

demikian, dalam membicarakan sistem otonomi daerah, LTndang*

Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu sendiri tidak menyebut tentang

sistem otonomi tersebut. Ini disebabkan karena otonomi yang nyata

dan bertanggung Jawab itu dipandang sebagai salah satu prinsip

penyelenggaraan otonomi daerah (Sujamto, 1984: 73)^egi^ juga
dalam Pasal 7 misalnya, meskipun judul pasalnya tertera ''Otonomi

Daerah'', tapl y^ng disebutkan hanyalah kewenangan dan kewajiban

daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Kewenangan Daerah (Vlenurut Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1974

Menurut undang-undang ini, otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya
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sendiri atau disebut sebagai penyelenggara "self government'.
Adapun penyelenggaraan pemerintahan di Daerah didasarkan pada

lima prinsip; yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah hams

menunjang perjuangan rakyat, yaitu memperkokoh negara

kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat

Indonesia seluruhnya.

2. Merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas

dekonsentrasi dan memberi kemungkinanjuga bagi pelaksanaan

asas tugas pembantuan.

4. Mengutamakan aspek keserasian dan pendemokrasian.

5. Untuk meningkatkan <iaya guna dan hasil guna penyelenggara

pemerintahan di daerah, terutama pelaksanaan pembangunan

dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan

pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Dari lima prinsip ini jelas kelihatan bahwa pelaksanaan otonomi

daerah masih membatasi kewenangan daerah oleh pusat dengan

peiierapan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembatasan

kewenangan ini jugadapat dilihat dalambunyi Pasal 8 Undang-Undang

NomorSTahun 1974tentangpenyerahanurusanyangdit^apkan dengan
per^ran pemerintah (PP), yang sampat saat ti'dak d^rlakfikannya
undang-undang ini masih banyak PP yang belum dibuat, sehlngga

penyerahan urusan tidak terlaksana sepenuhnya. Begitu juga Pasal 9

tentang penarikan kembali urusan yangtelah diberikan kepada daerah.

Kedua pasal Ini menunjukkan bagaimana otonomi membuat Daerah

tidak otonom sepenuhnya.Keadaan lebih parah lagrmanakala urusan

yangdiserahkan temyata tidaksesuaideng^ kondisi daerah.

Sampai dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974 masih ada 17 dari 41 peraturan pelaksanaan yang belum

ditindaklanjuti, yaitu:
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1. Pasal 4 ayat (1)

Pasai 8 ayat (1)

Pasal9

4. Pasal 12

5. Pasal 27

Pasal 29 ayat (3)

Pasal 33 ayat (2)
a'

Pasal 46 ayat (3)

Pasal 54 ayat (2)

10. Pasal 56

11. Pasal 57

12. P^sal59

13. Pasai 72 ayat (4)

14. Pasal 75

15. Pasal 86 ayat (2)

16. Pasal 86 ayat (3)

17. Pasal 89

:perubahan batas, ganti nama daerah

(peraturan pemerintah).

: penyerahan urusan(peraturan pemerintah).

: penarlkan urusan (peraturan perundang-

undangan Set Rl).

: Medebewind (peraturan perundang-

undangan).

: anggota, pimpinan, sumpah DPRD

(undang-undang).

: hak angket DPRD (undang-undang).

: tindak kepollslan terhadap anggota DPRD

(undang-undang);

: badanpertimbangan daerah(permendagri).
: pemblnaan pegawai negerl diperbantukan
(perundang-undangan).

: penyerahan pajak negara pada daerah

(undang-undang).

:hubungan keuangan pusat dan daerah

(undang-undang).

: perusahaan daerah (undang-undang).

:kota admlnlstratif (peraturan peigplntah).
: pembentukan, penghapusan, batas, seb(ftan

ibu tota wilayah (peraturan pemerintah).

: polisi pamongpraja (peraturan pemerintah).

: poiisipamong praja (permendagri).

: organisasi, hubungan kerj^ perangkat

pemerintahdaerah (peraturanpemerintah).

Belumditindakianjutfnya ketentuan-ketentuan inlbisa dipastikan

kewenangan daerah untuk berotonomi mengatur dan mengelola

rumah tangganya sendiri seperti yang dimaksudkan oleh Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 belum dapat terpenuhi. Bukan hahya
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terkesan tarik-tarikan kewenangan antara pusat dan daerah, tapi

juga rebutan rezeki. Sem§ntara itu DPRD dik^biri dengan '̂dak dapat
dilakukannya hak angket, karena undang-undangnya belum pernah

dibuat oleh DPR selama 25 tahun.

Kewenangan daerah yang terbatasi ini tampak sekaii dalam

proses pengesahan peraturan daerah. Setelah rancangan perda

dibahas tuntas oleh DPRD dalam beberapa tahapan dan disepakati

untukdijadikan perda, masih diperlukan pengesahan oleh pemerlntah

atasnyia. Jika peran itu menyangkut pajak atau retribusi daerah, maka

pengesahan harus dilakukan oleh pusat (Depdagri). Pemerlntah pusat

dapat menolak, memberi catatan/revisi, atau menyetujui. Dengan

campur tangan pusat seperti ini bisa dipastikan banyak perda yang

semula sudah dibahas DPRD dengan memperhatikan kepentingari

daerah/masyarakat setempat, ketika disahkan pusat dengan revisi

menjadi sesuatu yang aneh bagi daerah.

Undang-Undang Nomor 5 TahUn 1974 memang jelas telah

membatasi kewenangan daerah, tapi lebih tragis lagi adalah

terpasungnya kewenangan DPRD yang konon adalah mitra kepala

daerah. Sekalipun Pasai 13 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa

pemerlntah daerah adalah kepaladaerah dan DPRD, tapi dalam praktik

jelas sekaii bahwa DPRD disubordlnasikan oleh kepala daerah. Hal ini

mudah dimengerti karena beberapa alasan. Pertama, kepala daerah

lebih menguasai masalah dl daerahr^ dappada DPRD, karena la
meminki staf ahli yang profesional dalam berbagai bidang. Kedua,

dalam hal dana, DPRD bergantung pada kepala daerah (eksekutif),

sehingga secara mbrildia kalahjika berhadapan dengan kepala daerah.

Ketiga, anggota DPRD dibatasi masa baktinya hanya lima tahun (bisa

diangkat kembali jika pemllu berikutnya partainya memperoleh

suara cukup) dan setiap tahuii mengalami rotasi pada setlap komisi,

sehingga kurang punya kesempatan mendalami bidang tugasnya
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secara profesional. Keempat, Kepala daerah se^gai mitra DPRD, selain

berkedudukan sebagai kepala daerah otonom, dia juga sebagai kepala

wilayah yang merupakan kepanjangan tangan pemerlntah pusat.

Dalam kedudukannya seperti ini mudah dimengerti jika kepala daerah

menjadi lebih tinggi kedudukannya ketimbang DPRD.

Itulah sebabnya, selama pemerintahan Orde Baru, hampir

semua raperda berasal dari kepala daerah (beserta stafnya). Bahkan

dibeberapa daerah ditemukan bahwa untuk menyusun perda, secara

teknis perundang-undangarf, DPRD Tingkat II banyak dibantu oleh

Bagian Hukum Pemda Tingkat fl. Jika Raperda datang dari kepala

daerah, saat menyusun dibantu oleh staf kepala daerah, dan saat

djundangkan di lembaran daerah yang berperan juga kepala daerah,

maka tidak mengherankan jika kala itu DPRD dijuluki "tukang

stempel". Menyakitkan memang,tapi itulah yang terjadi. DPRD hanya

sebagai pelengkap penderita dalam pemerintahan daerah berdasar

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Kewenangan daerah mengurus daerahnya sendiri tidak dapat

sepenuhnya dilakukan. Karena menurut Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974, otonomi ditetapkan lebih sebagai kewajiban daripada

hak. Sementara kedudukan kepala daerah dalam statusnya sebagai
kepala wilayah, menjadi penguasa tunggal di bidang pemerintahan dan

pembangunan. Ini berarti dia harus mempertanggunlfawa^kannya
pada pemerintah pusat, yaitu presiden melalui Mendagri, bukan

kepada DPRD. Rangkap kedudukan sebagai kepala daerah dan kepala

wilayah dalam diri satu orang, bukan hanya menimbulkan kerancuan

tapi juga memperlemah DPRD. Setiap terjadi perbedaan pendapat

antara DPRD dengan kepala daerah hampir selalM dimenangkan

kepala daerah yang sekaligus sebagai kepala wilayah dengan dallh

demi kepentfngan nastonal yang diamanatkan oleh pusat. Bagaimana

pengaturan perbedaan pendapat seperti ini, sama sekali tfdak diatur

oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
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D. Kedudukan DPRD dari waktu ke Waktu

Kedudukan dan wewenang DPRD menurut konstitusi di

Indonesia mengalami pasang surut. Pada awal kemerdekaan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang diterbitkan pada 23

November 1945 menyebutkan DPRD yang saat itu bernama Badan

Perwakiian Rakyat Daerah (BPRD) dipinripin oleh kepala daerah.

BPRD berwenang memilih badan eksekutif yang juga dikepalai oleh

kepala daerah, yang sekaiigus adalah aparat pusat. Jadi sangat jelas

bagaimana sangat lemahnya kedudukan-DPRD saat itu, begitu pula

kewenangannya. ^

Tahun 1948, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1948 barulah kedudukan dan kewenangan DPRD terangkat

pesat. Berdasarkan undang-undang ini DPRD memegang kekuasaan

pemerintah daerah. Di sana disebutkan bahwa pemerintah daerah

terdiri dari DPRD dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) yang

diketuai oleh kepala daerah, dan kekuasaan pemerintah daerah ada

di tangan DPRD. Sedangkan DPD bertanggung jawab kepada DPRD.

Ini berarti kedudukan DPRD lebih tinggidaripada kepala daerah.

PenetapanPresiden Nomor6Tahun1959kemudian menggerogoti

kewenangan DPRD, karena dalam penpres ini disebutkan bahwa

kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab^epada DPRD. Bahkan
kepala daerah dinyatakan sebagai alat daerah dan pusat. Dengan ini

maka tersirat bahwa DPRD berada di bawah kepala daerah karena

kedudukannya sebagai alat pusat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 yang kemudian terbit,

menetapkan bahwa DPRD dan kepala daerah adalah pemerintah

daerah. Mensejajarkan DPRD dengan kepala daerah sebagai mitra,

bukan berarti mengangkat lembaga ini pada posisi yang lebih baik

dalam pemerintahan daerah, tapi justru melepaskan lembaga ini dari

fungsinya sebagai instftusi demokrasi di daerah.
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Pensejajaran antara DPRD dengan kepaia daerah masih

dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, meskipun
kepaia daerah dipilih dan dicalonkan oleh DPRD. Tak adanya
pemisahanyangjelas antara lembaga eksekutifdanlegislatifdidaerah
inibukansaja mengaburkan fungsi dan peran kedua lennbaga itu, tapi
juga menladakan sistem kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah
(pemda). Akuntabilltas pemdatidak pernah dipertanyakan. Tiadanya
sistem check and balances telah memungkinkan kepaia daerah tidak

mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada masyarakat

yang dipjmpin melalui wakil-wakil mereka di DPRD.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meniupkan
angjn segar pada Daerah. Dalam pertimbangannya, undang-
;^ftdang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah
diperlukan antara lain untuk lebih menekankan prinsip demokrasi,

dan meningkatkan peran serta masyarakat. Begitu pula dalam Pasal
1 butir h dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bunyi
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Ini meiini>aka|
perubahanyang mendasaratas Pasal Ibutirc Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1974. Jika dalam Undang-Uhdahg Nomor 5 Tahun 1974 yang

diatur dalam otonomi daerah adalah rumah tangganya, maka dalam

Undang-Undang Nomor22Tahun 1999yangdiatur dan diurusadalah

kepentingan masyarakat. Ini sesuai dengan maksudpenyelenggaraan

otonomi daerah itu sendiri, yang harus dilaksanakan dengan prinsip-

prinsip demokrasi (TAP MPR Nomor XV/MPR/199S).

Dalamsisitem yang demokratis, menurut Robert Dahl rakyatlah

yang memberi kedaulatan. Secara spesifik, demokrasi membuka
peluang rakyat mendapatkan pemimpin yang legitimate, artinya
rakyat diberi kesempatan untuk menerima atau menolak orang-
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orang yang akan memerlntah mereka (Ryaas, 1996: 17). Selain itu

dalam demokrasi ad§^ peluang yang lebih besar bagi masyarakat

untukterlibat dalam pembuatan kebijakan.

DPRD sebagai lembaga leglslatif daerah yang anggota-

anggotanya dipiiih oleh masyarakat di daerah, merupakan tumpuan

masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Peluang untuk itu

dibukakan pintu iebar oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.

Dalam Pasal 22butir c,d,dane secara tegas dinyatakan baliwa DPRD
mempunyai kewajiban membina demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahah daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah

berdasarkan demokrasi ekonomi, memperhatikan dan menyalurkan

aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta

memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Dengan pasal ini

demokratisasi pemerintahan di daerah terbuka Iebar. Masalahnya

terpulang pada kemauan dan iktikad baik para wakil rakyat itu

sendiri. Partisipasi masyarakat di daerah tak ada masalah. Mereka

sangat santer menyuarakan keinginan pada para wakilnya, lantaran

kesadaran politik masyarakat daerah sudah cukup tinggi.

Dengan kewenangan yang dimlliki, DPRD dapat mengontrol

kinerja eksekutif agar terwujud good governance seperti yang

diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat

menekan eksekutif untuk memangkas blaya yang tak perlu, dalam

memberikan pelayanan kepadawargar^^. ^
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BAB VII
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

A. Letak Keistimewaan YogyakaKa

1. Historis

rpidak ada yang berani menyangkal mengenai peran Yogyakarta di
.. dalam kesejarahan NKRI ini,yangtidak dimiliki o|eh daerah-daerah

lain. Kesultanan Ngayogyakartb Hadiningratdan Kadipaten Pakualaman

(yangselanjutnya disebut Yogyakarta) secara de jure maupun de facto

felah memlliki pemerintahan yang teratur dengan pembagian wilayah
bersifat administratif sejak sebelum lahirnya NKRI pada 17 Agustus

1945, dengan politik sadar menggabungkan diri dengan NKRI.

Dari maklumat tersebut tampak jelas bahwa pilihan untuk

beigabung dengan NRI merupakan suatu pilihansadar, kanenakeputusan

politiktersebut diambil oleh HB IX di tengah-tengah tawaran penguasa

kolonial Belanda yang akan memberikan kekuasaan atas seluruh 4awa

pada HB IX. Penolakan Sri Sultan Hamengkubuwana IX untuk dijadikan
Raja Mataram Raya, atau raja diraja di Pulau Jawa asal mau beipihak

kepada Belanda menunjukkan keberpihakannya terhadap ide republik

dan demokrasi modern. Langkah ini diikuti dengan perisha^rpamong
praja mengundurkan diri secara resmi dari jajaran pemerintahan bila

dipaksa berkolaborasi dengan pemerintah Belanda. Dengan demiklan,

sudah seiayaknya pilihan Yogyakarta untuk bergabung dengan NRI

tersebut dtlihat sebagai sebuah penghormatan Yogyakarta sebagai

sebuah negara kecilyang berdaulat atas kemerdek^n Indonesia, sebuah

cita-cita mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai jawaban atas

mitos divideet impera yang dilancaritan para imperialis.

135
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Bergabungnya Yogyakarta ke Negara Republik Indonesia

(selanjutnya disebut NRI) memberikan implikasi yang besar terhadap

eksistensi Indonesia sebagai negara yang baru memproklamirkan diri.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenal hak-hak

dan kewajiban-kewajiban negara, terdapat karakteristik-karakteristik

pokok dari suatu negara. Karakteristik tersebut adalah adanya rakyat

atau penduduk yang pasti, wilayah yang tertentu, pemerintah yang

berdauiat, dan kemampuan melakukan hubungan dengan negara

lain (pengakuan internasional). Pada awal kemerdekaan cukup berat

bagi Indonesia untuk mendapatkan kepastian mengenai wilayah

dan penduduk atau rakyat. Dengan bergabungnya Yogyakarta yang

merupakan negeri kecil dengan pemerintahdn dan administrasi yang

teratur dan lengkap serta penduduk dan wilayah yang konkret, maka

secara otomatis telah melengkapi syarat terbentuknya NRI.

Selain berperan di dalann terbentuknya NRI, pascakemerdekaan

Yogyakarta juga mempunyai peran yang sangat strategis di dalam

mempertahankan kedaulatan NRI serta menumbuhkan rasa

nasionallsme dan identitas keindonesiaannya. Pada Januari 1946

Kedaulatan NRI terancam karena Belanda melalui balatentara NICA

{Nederiand Indies CMl Administration) berhasll mendudukl kemball

Ibu Kota NRI {Jakarta)&n B^dung.
Sehingga ibu kota NRI harus segera dipindahkan. Tepatnya pada

hart 1(6-127 pascakemerdekaan NRI yaitu pada 4 Januari 1946, Ibu kota

NRI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dijadikannya Yogyakarta

sebagai Ibu kota NRI merupakan bentuk keberpihakan Sri Sultan

Hamengkubuwana IX kepada Repubtlk Indonesia. Pada saat-saat

gentfng ketika nyaris seluiiih pemlmpin Indonesia ditawan Belanda. Dan

adanya Serangan Umum 1 Maret 1945 yang diprakarsai oleh Sri Sultan

Hamengkubuwana IX, cukup menyita perhatian dunia dan member!

stnyal kepada masyarakat internasional bahwa bangsa Indonesia

masih ada. Dari peristiwanperistfwa tersebut, sangat jelas bahwa peran
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Ypgyakarta sangatbesardldalam mempertahankan kedaulatan NRI.

Selain itu, Yogyakarta. juga berperan di dalam menumbuhkan

rasa nasionalisme dan identitas keindonesiaan. Reran, ini dapat

diiihat pada kiprahnya di bidang pendidikan pascakemerdekaan.

Dengan dikuasai kembali Jakrta dan Bgndung oleh Belanda berarti
juga hilangnya kekuasaan NRI atas universitas-liniversitas yang

ada. Universitas-universitas yang ada di Jakarta dan Bandung teiah

dikuasai oleh Belanda. Universitas yang ada dijadikan sebagai alat

untuk mempertahankan kekuasaan dengan hegemoni Belanda. Oleh

sebab itulah kemudian para founding father NRI mendirikan sebuah

universitas nasional dengan nama Balal P^erguruan Tinggi Gadjah
Mada (sekarang Universitas Gadjah Mada—UGM) di Yogyakarta.

Dan dalam hal ini. Sultan Hamengkubuwana IX menyediakan bagian

dari depan istananya {pagelaran) sebagai tempat perkuliahan dan
sekaligus perkontoran perguruah tinggi. Dari UGM inilah kemudian

ditumbuhkan rasa nasidnaiisme dan identitas keindonesiaan. Bahkan,

pada perkembangannya masa-masa kemerdekaan melalui kampus

tersefbut telah lahir pejuang-pejuang negeri dan inteiektual-intelektual

muda yang sigap menghadapi serangan imperialisme.

Peran Yogyakarta dalam mempertahankan kedaulatan NRI terllhat

juga dalam perjuangan meiawan Agresi Militer Belanda II pada 19

Desember 1948. Sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan

NRI maka seluruh rakyat Yogyakarta dan segenap komponen UGM

bersatu meiawan penjajah. Dan pada akhlrnya pada 27 Desember

1949, Belanda melakukan pengakuan atas kedaulatan Indonesia.

Peran strategis Yogyakarta tampak pulg pada era rArma^
1998. Aksi damai sejuta massa di Yogyakarta sebagai' bentuk

kekesalan dan kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto yang

difasilltasi oleh kesultanan dan kadipaten, dan keikutsertaan Sultan

Hamengkubuwana X dalam merumuskan Deklarasi Ciganjur yang

mampu menjadi sehjata ampuh dalam menurunkan rezim Soeharto
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setelah berkuasa 32 tahun lamanya. Semua itu merupakan bentuk

kepedulian kesultanan dan kadipaten terhadap perbaikan dan

kehidupan yang lebih demokratis di negeri ini.

Dengan demikian semakin jelas bahwa sungguh besar sekali peran

Yogyakarta pada awal-awal pendirian NRI, dalm mempertahankan

kedaulatan NRI dari penjajah, dalm upaya-upaya mengisi kemerdekaan

NRI, menumbuhkan nasionalisme, mewujudkan persatuan dan

kesatuan NKRI serta"^ mewujudkan yanglebih demokratis.
*

2. FilosofisYuridis

Secara formal predikat keistimewaan Yogyakarta dapat

dilihat dalam makfumat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh

Sultan Hamengkubuwana iX dan Paku Alam VIII yang pada intinya

menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan

Kadipaten Pakualaman merupakan daerah istimewa dan merupakan

baglan dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya pengakuan

terhadap keistimewaan ini dituangkan dalam konstitusi NKRI pada

Pasal 18 b UUD Negara RepublikIndonesia pada 1945 telah mengakui

dan menghormati adanya satuan-satuan pemerintah daerah yang

bersifat khusus atau bersifat Istimewa. Dengan demikian predikat

Istimewa yang disandang Yogyakarta memiliki lan^llsan |iukum yang
sangat kuat. Dengan diaturnya keistimewaan di dalam konstitusi

artinya para pendiri negeri In! sadar dan menjunjung tinggi adanya

status keistimewaan suatu derah. Untuk selanjutnya, pengaturan

mengenai keistimewaan Yogyakarta tertuang di dalam beberapa

ketentuan undang-undang.

Status keistimewaan Yogyakarta tidak tidak diatur lagi dalam

undang-undang pembentukan karena telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 194$. Daerah-daerah yang mempunyai hak-

hak asal-usul dan dl zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai

pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa^ dengan undahg-undang
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pembentukan yangtermaksud dalam ayat(3) dapat ditetapkan sebagai
daerah istimewa yang setingkat dengan provinsi, kabupaten, atau

desa yang berhakmengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

(Pasal 1 ayat [2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948). Sedangkan
mengenai pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
tertuang dalam Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1948 yang berbunyi: "Kepala daerah istimewa diangkat oleh
presidendari keturunan keluarga yangberkuasadidaerah itu di zaman
sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya,

dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, dan dengan

mepgingat adat istiadat di daerah Itu" (ayat [6]). Untuk daerah
Istimewa dapat diangkat seorangwakil kepala daerah istimewa dengan

menglngat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5). Wakil kepala daerah
istimewa adalah anggota dewan pemerintah daerah.

Pengaturan mengenai keistimewaan Yogyakarta sebenarnya

sudah ada sejak 1950 yang dituangkan di dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta yangditetapkan pada 4 Maret 1950. Lima bulankemudian,

tepaftnya pada 14 Agustus 19150, dikeluarkah Undang-Undang Nomor

19Tahun1950 yang mengubah Undang-Undang Nomor3 Tahun1950

juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 merupadih unJIang-
undang yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS 1950). Sehlngga dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Jull

1959 yang menyatakan kembalimenggunakan UUD1945 maka perlu

adanya peraturan yang baru yang mengatur mengenai keistimewaan

Yogyakarta. Selain ketentuan undang-undang dl atas, dari hasil

penelusuran terhadap undang-undang yang penults lakukan, penulis

dapatkan ketentuan pasal-pasaldalam beberapa undang^undangyang

mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia pasca-'Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu: Undang-Undang Nomor 01

Tahun 1957 tentang Potok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-
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Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

(5^erah, Undang-Undarig Nomor05 Tahun 1974 tentang pokok-
pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang pemerintahan daerah, secara ekspllsit tetap mengakui dan

memberikan pengakuan mengenai status keistimewaan Yogyakarta.

Uniknya dalam aturan peraiihan beberapa undang-undang yang

mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia tersebut,

tidak sedikitpun ada pengurangan mengenai status keistimewaan.

Bahkan, tidak pula membatalkan ketentuan yang berkaitan

dengan keistimewaan tersebut. Sehingga menurut hemat penulis,

perundang-undangan tersebut tetap berlaku hinggasaat ini,dan dapt

dijadikan acuan dalam menyusun regulasi keistimewaan Yogyakarta.

Meskipun status keistimewaan telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1950 serta tetap diakui oleh undang-undang yang

mengatur tentahg pemerintahan daerah di Indonesia, akan tetapi

peraturan perundang-undangan tersebut tidak mampu menjelaskan

substantif keistimewaan yang dimiliki oleh DIY yang membedakan

dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia. Sehingga menimbulkan

multilnterpretasi dalam memahami keistimewaan Yogyakarta.

Dengan demikian, jelas b^hwa periu adanya regulasi yang mampu

menjelaskan mengenai substansi yang dimiliki oleh DIY.

3. Sosjologis ^

Keratondan Kadipaten Pakualaman mendapat posisiyang utama

bagi masyarakat Yogyakarta. Kepemimplnan Keraton dan Kadipaten

Pakualaman tetap dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat

Yo^akarta. Bahkan sabda sultan mempunyai kekuatan hukum yang

lebih dibahdlngkan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di negeri ini. Beberapa peristiwa yang terjadi di negeri ini,

misalkan saja pada saat meletusnya Gunung Merapl. Mbah Maridjan
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yangmendapatmandatdariSultan Hamengkubuwana IX untukmenjaga
Gunung Merapl, tetap kukuh pendiriannya berada di lereng Gunung

Merapl meskipun pemerintah telah ?mienyatakan bahwa Gunung

Merapi berada dalam status gawat, sehingga masyarakat diharuskan

untuk mengungsi. HImbauan pemerintah tersebut tidak cukup ampuh

mengubah pendirian Mbah Maridjan dan para penglkutnya. Mbah

Maridjan seiaku Juru Kunci Gunung Merapl yang mendapat amanah

dari Sultan Hamengkubuwana IX tetap tinggal di sekitar Merapi. Dari

peristiwa tersebut, tampak bahwa kepemimpinan keraton masih

diyakini dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Yogyakarta. Selain itu,

antusiasme masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam acara-acara

ritual di lerengGunung Merapi, sekatenan, ritual di pantai LautSelatan,

dan ritual-ritual lainnya yang diadakan oleh Keraton dan Kadipaten

Pakualaman masih cukup besar. Meskipun sebenarnya telah terjadi
t*.'

perubahan yang cukup mendasar, dari akulturasi budaya-sinkret'sme

agama Hindu-Jawa menjadi Islam-Jawa. Inimenunjukkan bahwa sangat

besar penghormatan masyarakat Yogyakarta terhadap kepemimpinan

Keraton dan Kadipaten Pakualaman.

Penghargaan masyarakat terhadap kesultanan dan kadipaten

dapat dilihat juga dari penerimaan masyarakat terhadap konsep

dwitunggal. Pandangan masyarakat Yogyakarta bahwa mengubah,

^atau lebih-lebih menghapus konsep dwitung^l sama halnya dengan
menghapus keistimewaan Yogyakarta. Meskipun bila dirunut dasar

yuridis-formalnya maka tidak akan ditemukan kons||) tersebut. Akan
tetapi realitas sosiologis konsep tersebut diakui oleh liasyarakat
Yogyakarta. Keclntaan dan kedekatan masyarakat Yogyakarta

pada Sultan dan Paku Alam pernah diekspresikan oleh masyarakat

Yogyakarta secara demonstratif saat terjadi kemelut pengisian

jabatan gubernur dan wakil gubernur masing-masing pada 1998 dan

2001. Mereka yang menyuarakan pandangan tentang dwitunggal

adalah Paguyuban Lurah se-OlY (ISMAYA-Ing Sedya Memetri Aslining
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Ngayogyakarta). Selain ISMAYA, di masing-masing kabupaten juga

dibentuk paguyuban-paguyuban lurah yang bisa disebutkan sebagai,

BODRONOYO yang merupakan paguyuban lurah se-Kabupaten Kulon

Progo,TUN6GALJATI yang merupakan paguyuban lurah se-Kabupaten

BantuI, SEMAR yang merupakan paguyuban lurah se-Kabupaten

Gunung KIdul, dan SURYO NDADARI yang merupakan paguyuban

luraK se-kabupaten Sleman. Hadlrnya paguyuban lurah tersebut

menuniijukkan kuatnya keinginan masyarakat Yogyakarta untuk

mempeftahankan dan melestarikan nlial-nilai soslal-budayanya.

Sesuatu yang menarik, gambaran keinginan yang kuat dari

masyarakatYogyakarta untuk mempertahankan status keistiniewaan

Yogyakarta tampak dalam antusiasme masyarakat Yogyakarta dalam

pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah pada 1998. Saat

proses pemilihan gubernur pada 1998 diwarnai dengan pelantikan

sultan sebagai gubernur oleh rakyat melalui forum yang dikenal

dengan nama Sidang Rakyat Yogyakarta. Hal yang sama juga

terjadi pada proses pemilihan wakll gubernur pada 2001. Dengan

demikian semakin jelas bahwa sangat besar keinginan masyarakat

Yogyakarta untuk mempertahankan status kelstimewaan Yogyakarta

sebagalmana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950tentang pembentukan Daerah Istimewa Y^aka|ta.

Selain itu kedekatan rakyat terhadap keraton dan kadipaten
tampak pada antusiasme masyarakat yogyakarta menghadiri

pisowanan agung yang berlangsung menjelang tumbangnya Orde

Baru pada 1998, yang berujung demonstrasi dengan difasilltasl oleh

keraton dan kadipaten sebagai upaya menyuarakan kekecewaan

terhadap rezim Orde Baru.

Antusiasme rakyatterhadap keraton dan kadipaten pun terjadi
pada 18 April 2007 menjelang pernyataan Sultan Hamengkubuwana
X yang tidak bersedia lagi menjadi Gubernur DIY pasca selesai
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jabatannya pada2008. Melslu'ipisowananagungtersebut,masyarakat
yogyakarta berharapbisa secara langsung mendengarkan penjelasan
dari sultannya. Dukungan masyarakat 'fegyakarta terhadap status
kelstimewaan Yogyakarta juga tampak pada beberapa aksi massa

yang digelar oleh masyarakat yogyakarta menjelang sabda sultan, 7
April 2007 lalu. Dengan demikian, semakin jelas bahwa antusiasme
masyarakat Yogyakarta sangat besar untuk mempertahankan dan
memperjuangkan status keistimewaan Yogyakarta.

4. RUU Keistimewaan DIY versi Pemda DIY, versi UGM, versi
DPD

RUU keistimewaan DIY dari Tim Perumus Pemda terdiri dari 43

pasal, mempuhyai jiwa dan n^aksud untuk menggabungkan secara

proporsional otonomi seluas-luasnya yang dikandung undang-undang
Nqrhor 22 Tahun 1999 dengan keistimewaan DIY. Pasal 122 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 sendiri telah menjamin dengan
mengakui keistimewaan Provinsi DIY, RUU Kelstimewazin DIY melihat
empat aspekmeliputi strukturorganisasi pemda, aspek personalia dan
wilayah, budayaJawa umumnya dan Yogyakarta pada khususnya,serta

pertanahan. Dari segi personalia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1950 memberi kedudukan secara istimewa Sultan Hamengkubuwana

IX sebagaigubernurseumur hibdupdan sampaisaat inibelumdihapus
alias masih berhak. Atas dasar pertimbangan undang-undang tersebut

sudah menjiwai rakyat DIY, harapan sultan sebagai panutan dan kiblat
rakyat pada keraton masih besar. Jadi, jangan sampai sulSh tidSk jadi
gubernur. Sultan menjadi Gubernur DIY dengan 3 syarat: disetujui

kercrton, memenuhi persyaratan yang diminta Haniengkubuwana 22

Tahun 1999, dan disetujui DPRD Provinsi.

Setain itu masih ada dua alternatif personalia. Alternatifnya,

seandainya Sultan tidak memenuhi syarat atau tidak bersedia, maka

yang diangkatsebagai gubernur adalah keturunan ke bawah sampai
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derajat kedua (anak-cucu), atau ke samping sampai derajat kedua

(adik, kakak, keponakan). Kemudian apabila alternatif pertama dan

kedua tidak ada, barulah kita mengambil mekanisme pemilihan

kepala daerah alias kita menangggalkan keistimewaan DIY seperti

provinsi lainyang diatur Hamengkubuwana 22 Tahun 1999.

Disebutkan pula bahwa RUU inijuga membatasi jabatan 5 tahun

sampai 2 kali masa jabatan. Tetapi, jika dikehendaki masyarakat

Yogyakarta> bisa saja diangkat kembali meski telah 2 kalimasa jabatan.

Tentu mekanlsmenya melalui DPRD sebagai wakil rakyat. Dengan

deinikian jelas terlihat gabungan antara jiwa rakyat Yogyakarta dan

syarat demokratis. Aturan inijuga berlaku untuk wakil gubernur dari

trah Pakualaman.

Keistinnewaan Yogyakarta sebagai penghatigaan kepada

Hamengkuwana IX hingga keluarnya Maklumat DIY menjadi bagian

NKRI. Karena saat itu tidak bisa dibayangkan jika Hamengkubuwana

IX memilih ikut Belanda, bisa saja tidak lahir NKRI, karena itu DIY bisa

dibilang bidan kelahiran NKRI. Dalam draf RUU Keistimewaan versi

tim pemda juga diusulkan penghapusan kelurahan, pengembalian

RK (rukun kampung). ''Dengan pemerlntahan dari kemantren

(kecamatan) iangsung kepada rukun kampung (RK) dan rukun

tetangga maka kita akan merampingkan b^okra|l sehingga jalur
public service bisa Iangsung dinikmati. Dari segi budaya, Yogyakarta

dikenal dengan Indonesia mini dengan berbagai suku dan budaya.
Kita abstrakkan posisi Sultan yang bergelar Hamengkubuwana,

maksudnya memayu (melindungi) hayuning (raharjo) bawono

(dunia). Jadi, mempertahankan dan mengikat budaya yang ada,

bukan berarti Jawa sentris.'' Pertanahan di DIY juga akan diusulkan

menggunakan hukum adat, ''Undang-Undang Pokok Agraria juga

diakui sejauh tidak bertentangan dengan hukum adat" paparnya.

Logikanya dengan menggunakan hukum adat hak-hak atas tanah

menjadi lebih kaya. "Seperti sultan ground, keraton ground, menurut
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Undang-Undang Pokok Agraria dimiliki Indonesia (negara). Dengan

hukum adat, tanah tersebut adalah miiik pemda'̂ sehingga bisa
dimanfeatkan kepentingannya untuk rakyat".

Sedangkan draft yang disusun oleh Jurusan limu Pemerintahan

Universita3 Gadjah Mada Yogyakarta, lebih memperlihatkan

keinginan membuat undang-undang baru sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang sudah dikenal sebagai regulasi

keistimewaan DIY. Adapun versi UGMjuga memberikan tiga alternatif

pengisian posisi Gubernur DIY. Yaitu Sri Sultan langsung ditetapkan

sebagai gubernur, keluarga keraton ditetapkan sebagai gubernur, dan

yang ketiga diisi orang luar keraton tetapi 1ewat Piikada.

Dari berbagai draft RUU Keistimewaan DIY yang ada, ternyata

ada beberapa aspek penting, miosalnya draft yang disusun DPD

menonjolkan sisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Keistimewaan Yogyakarta. Rancangan undang-undang keistimewaan
,.;r/

vem DPD pada intinya tetap mendukung/memprioritaskan

keikutsertaan plhak Keraton Ngayo^akarta Hadiningrat dalam
pengisian jabatan Gubernur DiY periode 2008-2013.



BAB VIII
OTONOMI KHUSUS'^PAPUA

A. Latar Beiakang Masalah

Otonomi khusus bagi Papua hams diartikan secara benar,
jelas, dan tegas sejak awal karena telah terbentuk berbagai

pemahaman/persepsi yang berbeda-beda bahkan negatif mengenai

otonomi khusus di kalangan rakyat Papua. Pengaiaman pahit yang

dialami oleh rakyat Papua dalam masa pemerintahan Orde Lama dan

Orde Baru, yang juga memperlakukan daerah Papua sebagai suatu

daerah otonomi, teiah membuat rakyat Papua sudah tidak percaya
jagi terhadap otonomi khususyangditawarkanoleh Pemerintah Rl.

Yang lebih ironis lagibahwa pemahaman/persepsi yang berbeda-

beda bahkan negatif mengenai otonomi khusus di Papua juga terjadi

di kawasan pejabat pemerintah dan anggota lembaga iegisiatif,

baik di pusat maupun di daerah. Hal-hal tersebut adalah beberapa
di antara hambatan-hambatan untuk mensosialisasikan undang-

undangtentang otonomi khususdi Papua.

Istilah otonomi khusus terdiri dari dua kata otonomi dan khusus.

Istilah otonomi dalam otonomi khusus haruslah diartikan sebagai
kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan it'̂ nguAjs diri
sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa

rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan Icewenangan yang

lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan

hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengeloala

segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya

alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua,

146
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tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta
memberikan kontribusinya kepada kepentingan^asional.

Demlkian juga kebebasan dan kearifan untuk menentukan
kebijakan, strategic dan program-program pembangunan daerah,
antaralain pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya,
ekonomi, politik, hukum dan ketertiban, yang sesuai dengan keunikan
dan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya Papua.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan jati
diri serta harga diri dan martabat orang Papua sebagai bagian
dari bangsa Indonesia. Istilah khusus hendaknya diartikan sebagai
perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan-
kekhususan yang dimilikinya, kekhususan tersebut mencakup hal-hal

seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, budaya dansejarah politik.
Dalam pengertian praktisnya kekhususan otonomi Papua berarti
bahwa ada hal-hal mendasaryang hanya berlaku di Papua dan tidak

beriaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di
IJaerah laindi Indonesiayang tidak diterapkan di Papua.

B. Sejarah Munculnya Perda Khusus Papua

Padasaatini, Indonesiamemiliki empat daerah yangdiperlakukan

secara Istimewa atau khusus, antara lain, Daerah Istimewa Aceh,

Daerah istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, dan

Daerah Khusus Papua (IrianJaya). Daerah IstimewaYogyakarta secara

khusus telah diakui pemerintahannya sejak pemerlntahan %ndi^
Belanda. Pengakuan negara terhadap Aceh sebagai daerah istimewa
disebabkan oleh salah satu karakter khas yang dialami dalam sejarah

perjuangan rakyat Aceh yaitu daya juang yang bersumber karakter

sosialdan kemasyarakatan dengan budaya islam yang kuat, sehingga

Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut

dan mempertahankan kemerdekaan NKRI (Sarundajang, 2005).

Pada 2001 ProvinsiPapua resmi dijadikan provinsi dengan sistem
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otonomi khusus, hal Ini sesuai dengan disahkannya Undang-Undang

Nomo^ 21 Tahun 2001 tentang pemberian otonomi khusus yang
merupakan hasil dari produl< politikdari penguasa untuk Provinsi Papua
atau yang disebut juga dengan perda khusus. Sama halnya dengan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah ditetapkan

dengan otonomi khusus yang disebut juga dengan Sarekat Islam dl

mana perda tersebut berlaku bagi umat musllm yang berada dl daerah

Aceh terkecuali umat yang beragama lain. Yang tetap diberlakukan

dengan perda yang berlaku. Perda khusus Papua inimerupakan produk

sejarah dl mana produk Ini dikeluarkan sebagai tfndak lanjut untuk

mengatasi gejolak Papua yang Ingin memisahkan diridari NKRI dengan

dalll untuk mendlrikan negarasendiriatau dislntegrasl.

Pemberian otonomi khusus kepada provlnsl-provlnsi tertentu

di Indonesia ini dimaksudkan untuk memberlkan kekuasaan secara

desentrallstik dengan asas dekonsentrasi agar pemerintah daerah
dapat mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan
prakarsanya dengan tetap dliakukan pengawasan oleh pemerintah
pusat. Kewenangan ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat

mengaturdanmengurus rumahtangganyasendirlsecara proporsional.
Di samping itu daerah dalam menjalankan pemerlntahannya

diberikan hak seluas-luasnya sesuai dengan prihsip otonomi. Pada
prinslpnya pemerintah daerah adalah penataan penyelenggaraan

pemerlntahan negar|̂ berdasarkan hlerarkls dan kesatuan wilayah
dalam rangka peningkatan ^slensi dan efektivltas pelaksanaan tugas
pemerlntahan maupun pembangunan, dl mana pemerintah daerah

harus m6nerlma konsekuensi dl dalatHnya (Syaukanl, 2002:132).

la lahir sebagai suatu produk pollItJk dan produk sejarah, yang
melewati suatu proses sejarah yang panjang dengan segata suka dan

dukanya. lalahIrdalamkonteks'dl namlka sosialpolitikdan keamanandari

negara kebangsaan (natron state) Indonesia, la lahIr konteks penegakan
hukum, HAM, dan demokrasl. Keputusan potitik penggabungan
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tanah Papua (waktu itu dikenal dengan Netherlands Nieuw Guinea)
menjadi bagian dari NKRI sejak 1963 namun belum mehghasiikan
kesejahteraan, temakmuran, dan pengakuan negara terhadap hak-hak

dasar rakyat Papua. Kondisi ral^t Papua dibidang pendidikan, ekonomi,

kebudayaan, dan sosial politik terlihat masih jauh dibandingkan

dengan kondisi masyarakat di provinsi-provinsi Indonesia. Persoalan-
persoalan pelanggaran HAM juga sering terjadi dalam penyelenggaraan
pembangunan didaerah Papua. Hal inl yangingin menyebabkan rakyat
Papua Ingin melepaskan diri dari NKRI-sebagai suatu alternatif untuk
memperbaikikesejahteraanhidup mereka. »

Undang-undang ini iahir sebagal upaya penyelesaian konfiik.

Sebagai jalan^keluar untuk menciptakan win-win solution antara

rakyat Papu^ yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari NKRI dan
pemerintah Rl yang tetap kokoh mempertahankan Integritas dan
kedaii|atan atas NKRI sehigga pemerintah membuat produk hukum
tersebut yang kemudian disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2001yangdinamakan otonomikhusus Papua. DI satu pihak, sangatlah
jelasbahwakelnginan banyak orangPapuaadalahkemerdekaan penuh

dart Rl, sebagaimana disampaikan dalam konggres Papua II diJayapura

(29 mei-3 Junr 2000). Di lain plhak Juga sangat jelas bahwa para

penguasa Indonesia telah bereaksi n^atif untuk menolak tuntutan
tersebut. Kita semua menyadari bahwa kedua belah pihak dengal^
alasannya masing-maslng jika tetap teguh mempertahankansikapnya,
pendiriannya, prinsip-prinsipnya serta berjuang dengan segala cara
termasuk cara-cara kekerasan untuk mencapal tujuannya, maka situasi

konfiikakan sulit dihindari dan konfllktersebut akan berkembang lebih

luasdan lebihdalamsegala impllkasinya. Daiam setiap konfiik, torban

yang akan berjatuhan dari kedua belah pihak akan sulit dihindari,

termasuk jatuhnyakorban dari orang'orang yangtidak bersalah.

Otonomi khusus bagi daerah Papua pada dasarnya adalah

pemberian kewenangan yang lebih luas kepada provinsi dan rakyat
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Papua untuk mengaturdan mengurus dirinya sendiri didalam kerangka

NKRI. Kewenangan yang lebih iuas berarti pula tanggung jawab

yang besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyeienggarakan

dan mengatur pemanlaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian

darl rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan in! berarti pula kewenangan untuk memperdayakan

potensi spsial-budaya masyarakat Papua, termasuk memberikan

peran yang memadaibagi orang-ordng asli Papua melalui tokoh-tokoh

adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah

ikut melakukan perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi

' pembangunan dengan tetep menghargai kesetaraan dan keragaman

kehidupan masyarakat Papua, meiestarikan budaya serta iingkungan

alam Papua. Yangtercermin melalui perubahan nama IrianJaya menjadi

Papua, lambang daerah dalam bentuk daerah dan lagu daerah sebagai

bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap

eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Undang-undang tentang otonomi khusus juga sekaligus membuka

ruang bagi perbalkan untuk masa depan yang febih balk, belajar darl

kesalahan masa lampau agar kita tidak boleh lag! mehgul^ike^lahan
yang sama di masa depan. Dengan demiklan undang-undang ini juga

membuka ruang untuk perbaikan dalam rangka memperjuangkan

perbalkan kesejahteraan, keadllan, perdamaian, persamaan hak, dan

mengembangkan jati diri, harga dirl serta harkat dan martabat sebagai

manusia. Undang-undang ini juga membuka ruang untuk membangun

kembali kepercayaan rakyat Papua yang telah sangat merosot, yang

diakibatkan oleh kecewanya mereka yang san^t mendalam kepada Rl.
Undang-undang jnl juga membuka k^empatan dan sekaligus sebagai

dan manajemen daerah/lokal dalam rangka mengembangkan good

governance, diemokrasi, dan cMIsociety d\ ProvinsiPapua.
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C. Kewenangan Provinsi Papua MenurutOtsus

.Strukturdasardari Otsus adalah, Provinsi Papua diberi kewenangan

legislatif dan eksekutif, Bebera^ bidang kewenangan itu kemudian
diiiilangkan dan tetap dipegang oleh pemerintali pusat. Otsus tidak

secara khusus membuat daftar kekuasaan yang dapat dilaksanakan di

Provinsi Papua. IVIaksud pokok menurut Otsus adalah Provinsi Papua

memilikr kewenangan atas semua bidang yang tidak terkait dengan

bidang-bidang yang secara kliusus tetap dipegang oleh pemerintah

pusat. Pasal4 ayat (1) memerind kewenangan Provinsi Papua sebagai

berikut: "Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam

seluruh bidang pemerintahan, kecuali pemerintahan bidang politik

luar negeri, pertahanaq keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan

peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Beberapa kewenangan di sektor lain sebagalmana dimaksudkan

oleh undang-undang Ini adalah kewenangan pemerintah pusat yang

meliputi: kebijakan tentang perencanaan naslonal, pengendalian

pembangunan naslonal secara makro, dana perimbangan keuangan,

sistem administrasi negara, lembaga perekonomlan negara, pembinaan

dan pennberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya

alam serta teknologo tinggi, konservasidan standarisasi naslonal. Otsus

memberikan kewenangan kepada Papua dalann semua bidang yang

tidak ditetapkan dalam Pasal 4ayat (1) dan penjeiagnnya. Rancangan
perdasus mengenai kewenangan pemerintah pusat, proving/kabupaten
dan kota, menyebutkan sektor-sektor utama kewenangan Provinsi

Papua sebagai berikut: pertanian, perikanan dan laut, pertambangan

dan energi, kehutanan, perusahaan pertanian komerslat Industri dan

pemiagaan, koperasi, penanaman modal, tena^ keija, kesehatan,

pendidikan, budaya, layanan soslal, penataan ruang (perencanaan),

pemukiman dan kependudukan, komunlk^l, llngkungan hidup, politik

dan adeministrasi pemerintahsetempat, pariwisata.
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Padabidang-bidahg iniProvinsi Papuadapat membuat peraturannya

sendiri. Peraturan daerah kffusus (perdasus) dam peraturan'daerah
provinsi (perdasi). Tetapi, dalam banyai( bidang Otsus menyatakan

bahwa perdasus, perdasi dan tindakan provinsi lainnya harus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. initerjadi 39 kali selama Otsus

(periksa daftaryangdisusun oiehDepartemen Dalam Negeri). Misalnya,

Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Lembaga Daerah Provinsi Papua

akan ditetapkan lebih lanjutoleh perdasus berdasarkan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan. Ada kemungkinan ketentuan dalam

Otsus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sekali

lagi muncul persoa(,an apakah Otsus bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan sekali lagi muncul persoalan apakah Otsus

adalahundang-undangyang lebih tinggi atau tidak.

D. Kedudukan dan Fungsl Majelis Rakyat Papua (MRP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun' 2001 mengamanatkan

dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan

representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kev^enangan

tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua

berdasarkan penghormatan terhadap adat dan budaya setempat.

Dengandemiklan, Majelis Rakyat Papua (MRP) mempunyal peranan

yang sangat penting dan memberjkah warna khusus atau cirl khas

dalam pelaksanakan otonomi khusus dl Papu£;,dibandingkan dengan
pemerintahan daerah di tempat lain dl wHayah Indonesia.

Di dalam otonomi khusus Papua, hak-hak politik masyarakat

adat dan penduduk asli Papua dllindungt dengan dlciptakannya satu

kamartertentu didalam parlemeh Provinsi Papuayangdisebut Majelis

Rakyat Papua (MRP). Seperti halnyaDPRD, MRP berkedudukanjuga dl

provinsi. MRP mewaklll orang-orang asli Papuadan bertanggungjawab

mewujudkan perlindungan dan pengembangan hak-hak asH Papua.

Oleh karena itu, anggota MRP harus jelas keterwakllannya, harus
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juga dikenal olehdan mengenaf dengan baik rakyat yang diwakilinya.
Kelompok kerja merupakan suatu aiat kelengkapan MRP untuk

menangani bidang adat, perempuan dan agama. Kelompokkerja MRP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang terdiri atas:

1. Kelompok Kerja Adat: yang mempunyal tugas memberikan saran

dan pertimbangan adat dan budaya asli.

2. Kelompok Kerja Perempuan: yang mempunyal tugas melindungi

dan [nemberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan

kesetaraan gender.

3. Kelompok Kerja Keagamaan: yang mempunyal tugas

memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama. Majelis

Rakyat Papua (MRP) merupakan representasi kultural orang asli

Papua yang mempunyal kewenangan tertentu dalam rangka

perlindungan hak-hak orang asli Papua, dehgan berlandaskan

penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan

perempuan dan pemantapan kerukunan umat beragama.

Sementara itu, pengawasan check and balances terhadap MRP

tidak secara ekspllslt terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001, sehlngga tidak ada kekqasaan atau otoritas lain dl

Papua yangsecara langsungdap#men^nta pertanggungjawaban
Majelis Rakyat Papua (MRP) berslfat buHt-ln control dalam MRP

dan berfangsung di antara sesama anggota MRP.

E. Beberapa Ketentuan dalam Otonomi Khusus (Pasal
32):

1. Dalam rangka menin^tkan efektivltas pembentukan dan
pelaksanaan hukum, dl ProvinsI Papua, dapat dibentuk Komisi

Hukum Ad Hoc.

Penjelasan Pasal 32 (1): Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc

dlmaksudkan untuk membantu gubernur, DPRD, dan MRPdalam
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menyiapkan rancangan perdasus dan perdasi sebagai tindak

lanjut pelaksanaan undang-undang ini.

2. Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana dimaksud apa ayat

(1) yang fungsi, tugas, wewenang, bentuk dan susunan

keanggotannya diatur dengan perdasi. Pembukaan rancangan

perdasi menyatakan bahwa Komisi Hukum bertugas membantu

gubernur, DPRD, dan MRP daiam menyiapkan rancangan

_perdasus dan perdasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ini adalah tugas utama tetapi

Komisi Hukum memiliki tugas umum untuk meningkatkan

efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Provinsi

Papua sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (1) Otsus.

Tugas umum ini harus juga dimasukkan dalam ."Pembukaan"

untuk mendefinisikan lingkup tugas pokok (terms of reference)

dari Komisi Hukum Ad Hoc dalam Pasal 1. Menurut Pasal 2,

keanggotaan Komisi Hukumterdiridari para pakar> praktisihukum,

dan LSM. Semua persyaratan keanggotaan lain harus ditetapkan

dengan keputusan gubernur. Pasal 4 dan 5 menyebutkan tugas

dan fungsi Komisi Hukum Ad Hoc. Pasal-pasal in! memusatkan

pada tugas pokokyaitu merancang perdasus dan perdasi.

Untuk masalah hukum adatOtsus betfsi banyaksekali ketentuan
tentang hak adat, hukum adat, dan pengadilan adat (Pasal 43,

SO, dan 51). Mengingat pentingnya hukum adat di Papua, Komisi

Hukum berkewajfban mempertimbangkan dan menghormati hukum

adat ketika melakukan semua fungsi lainnya. Komisi Hukum juga

harus melakukan riset khusus tentang hukum adat jika diperlukan.

Sedangkan masalah keuangan termuat dalam Pasal 6 menyatakan

bahwa semua keuangan yang diperlukan oleh Komisi Hukum harus

dianggarkan dalam APBO Provinsi Papua.

Komisi hukum harus menyerahkan iaporan tahunan kepada

gubernur, OPRP, dan MRP.
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A' ^ ^Laporan ini harus berisi ringkasan tentang:

1. Pelaksanaan kerja Komisi Hukum selama tahun sebelumnya.

2. Program kerja yang diusulkan untuk tahun mendatang.

3. Laporan lengkap keuangan dengan rincian biaya membayar

pegawai dan semua pengeluaran yang terjadi.

Pembiayaan untuk tahun yang akan datang harus disyaratkan

bahwa Komisi Hukum telah menggunakan uang dengan baik

pada tahun sebelumnya. Ketua Komisi Hukum diwajibkan secara

lisan menjelaskan fungsi dan kerja komisi ke^ada DPRP sekurang-
kurangnya setahun sekall(jugaatas permintaan gubernur atau DPRP).

Mekanisme pelaporan semacam ini sangat penting untuk menjamin

penggunaan sumber-sumber dana dan sumber lain secara benar.

F. Hambatan dalam Implementasi Otonomi Khusus

Berlakunya undang-undang ini secara normatif telah memasuki

tahun kedua (sejak 21 November 2001) akan tetapi implementasinya

baru memasuki bulan ke-15 (sejak Januari 2002). Refleksi terhadap

implementasi undang-undang menunjukkan bahwa belum secara

efektif, hal inidisebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Belum adanya perangkat peraturan yang menjadi landasan

operaslonalnyadalambentuk peraturan daerah Pjovinsi (perdasi)

dan peraturan daerah Jchusus (perdasus). ^etet^mbatan
formulas!perdasi dan perdasus disebabkan karena lembaga yang

berwenang memproduk kedua peraturan Ini belum lengkap.

Perdasi dibuat oleh DPRP bersama-sama gubernur, oleh karena

sampai saat ini DPRD Provinsi Papua belum berubah menjadi

DPRP, maka produk hukum daerah dalanrv bentuk perdasi

belum bisa dibuat. Wafaupun sesungguhnyadengan berlakunya

Undang-Undang Nomor 21 Tahuri 2001 lembaga legislatif dl

Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. Rancangang peraturan

daerah khusus (raperdasus) dibuat oleh DPRD bersama-sama
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dengan guberiun* dan ditetapkai> sabagai p^dasus setelah

mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat

Papua (MRP). Oleh karena DPRP dan MRP belum ada, maka

produk hukum daiam bentuk perdasus juga belum dapat dibuat.

2. Pembagian penerimaan dalam rangkaotonomi khususselama satu

tahun pertama dipandang belum dilakukan secara berkeadilan,

hal Ini.disebabkan karena belum adanya Instrument hukum

dalam bentuk perdasus yang memuat faktor-faktor yang menjadi

•Indikator dalam menentukan pembagian penerimaan tersebut

3. Belum ditetapkanhya peraturan pemerintah tentang MRP, tanpa

alasan y^ngjelas. Padahal RPP tentang MRP telah diusulkan oleh

pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Papua sejak 15 Juli 2002

dan seharusnya menurut Pasal 72, selambat-lambatnya satu

bulan setelah menerlma usulan harus sudah ditetapkan.

Sebagal konsekuensi dari adanya kondisi ini, maka berbagai

materi muatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 belum dapat dilaksanakan secara efektif. Bahkan

dalam satu tahun pertama pemerintah daerah atau DPRD

Provinsi Papua maslh menggunakan model atau paradigma

lama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan. Dengan menggunakan format APBD sebagai

Indikator, sebagian komponen mas\gtaka^menganggap bahwa
otonomi khusus sebagai suatu kebyakan yang berpihak kepada

kepentingan masyarakat di Provinsi Papua secara berkeadilan

ternyata masih jauh dari harapan. Kondisi ini telah memuncuikan

"negativeImage:'bahwa otonomi khususternyata hanyasekedar

memindahkan tradisi sentralistis Jakarta ke Jayapura. Berbagai

pandangan dan penilaian terhadap implementasi Otonomi

Khusus harus disikapisecara arif dan bijaksana. Dalam kaitan ini

dlperlukan adanya format strategi penyelenggaraan pemerintah

dan pelaksanaan yang berlandaskan pada filosofi dan batang
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tubuh Unjdang-Undang Nomor 21 Jahun 2001.

Memasuki tahun kedua implementasi kebijakan otonomi khusus,

dan sebagai respons terhadap "ima^" yang memberi p^enilaian

negatif dari berbagai kaiangan terhadap iraplementasi kebijakan

ini, maka pemerintah daerah dan komponen lainnya yang dianggap

mampu memposisikan kebijakan otonomi khusus sebagai salah

satu solusipenyelesaian berbagaipermasalahan di Provinsi Papua.

Pemerintah Daerah dan berbagai komponen masyarakat di

Provinsi Papua dikejutkan dengan dikeluarkannya INPRES Nomor

1 tahun 2003, pada 27 Januari 2003, isi INPRES ini antara lain:

memerintahkan menteri dalam negeri, menteri keuangan, Gubernur

Papua dan para bupati di Provjnsi Papua untuk mengambil langkah-

langkah percepatan piembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian

Jaya Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999

dan mengaktifkan pejabat gubernurnya. Dikeluarkannya inpres ini

dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagaimana termuat dalam

konsiderans menimbangnya> antara lain: (1) untuk pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan

Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten

Panlai, Kabupaten Mimlka, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota

Sorong dipandang perlu dilakukan percepatan penylapan sarana

dan prasarana, pembentukan organlsasi perangkat Daerah, dan

kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah; (2) sesuai tuntutan

dan perkembangan aspirasi masyarakat serta kondlsi p( '̂k n|slonal
yang kondusif pada saat ini, maka penyelenggaraan pemerintahan

daerah di Provinsi Irian Jaya Barat perlu dereallsasilQn secara terarah,

terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Menindaklanjuti INPRES ini, maka menteri dalam negeri telah

menerbltkan radiogram yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi

Papua, bupati/wali kotase-Provlnsi Papua,dan seluruhpejabat eselon I

Departemen DalamNegeri. RadiogramNomor 134/221/SJ, tertanggal 3
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Februari 2003, antara laiii berisikan: (1) seluruh jajaran pemerintah dan
A N *

pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota agar segera. mengambil

langkah-langkah operasional yang relevan; (2)ditegaskan bahwa Inpres

Nomor 1 Tahun 2003 dilaksanakan sejalan dengan operasionalnya

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di

Provinsi Papua; (3) pemerintah daerah memberi dukungan penuh

untuk pelaksanaan hal-hai tersebut; (4) sekjen dan gubernur/bupati

melapor kepada menteri daiam negeri atas persiapan langkah-langkah

tersebut dalam waktu selambatnya dua minggu.

Pada 21 November 2001; Presiden Megawati menandatangani

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Hingga sekarang sudah lebih

dan egam tahun sejak ditetapkannya undang-undang tersebut,

belum ada. satupun peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah,

perdasi, perdasus) yang diterapkan balk di tingkat daerah n^aupun di

^lihgkat pusat. Berbagai hambatan telah menghadang implementasi
Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua, dalam pengamatan kami,

hambatan-hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Masalah ketidaksamaan dalam pemahaman dan persepsi tentang

otonomi khusus di Papua. Sejak awal telah terbentuk persepsi,

pemlahaman dan pengertian yang berbeda-beda tentang otonomi

khusus di kalangan masyarakat Papua itu sendlri. Bierto^jc dari
tonsepsi dan pemahaman yang berbeda-beda, respons yang

diberikanoleh masyarakat Papuajuga berbeda-beda. Adasebagian

rakyat Papua yang membertkan respons positif, dan ada pula yang

memberikan respons n^tif bahkan ada pula yang bersifat netral.

Mereka yang memberikan respons posituf, melihat status otonomi

khusussebagaisatu jalan keluaryangbersif^ wirirwin solutionyang

dapat mencegah konflik bahkan mencegahJatghnya korban yang

lebih banyak lagi. Ada pula sebagian kemedetean penuh dalam

artian lepas dari NKRI. Hal tni seperti yang dikemukakan di atas.
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bahwa yang lebih ironis lagi adalah bahwa pemaharflan/konsepsi

yang di kalangan pejabat pemerintah dan anggota-anggota

lembagalegisiatif, baikdi pusat maupundidaerah. Padahal mereka

mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan tentang otonomi

khusus secara benar, jelas dan tegas. Hal seperti itu akan sangat

menghambat upayasosialisasi tentang otonomi khusus ke tengah-

tengah masyarakat Papua.

2. Pada sisi lain, dari pihak pemerintah pusat ada kalangan atau

pejabat tertentu yang curiga atau khawatir bahwa Undang-

Undang Otonomi Khusus bag! Papua akan lebih mendorong

perjuangan rakyat Papua untuk merdeka. Lebih ironis lagi

bahwasejumjah pejabat orang asli Papuayangselama ini justru
berperan se^agai penengah justru dicurigal tanpa bukti dan data
yang akurat. Dengandemikiansalah satu masalah implementasi

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua karena terdapat rasa

tidaK saling mempercayai diri satu sama lain.

3. Sangat lambannya proses penyusunan peraturan-peraturan

pelaksanaan (PP, perdasi dan perdasus). Hingga juni 2003

sudah lebih dari satu setengah tahun diterapkannya Undang-

Undang Otonomi Khusus Papua belum ada satupun peraturan

pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu

penyebab kelambatan tersebut adalah Tim Inti yang terdirj
dari para intelektual Papua yang menyusun konsep rancangan

undang-undang tersebut tidak dilibatkan secara utuh dan penuh

dalam penyususnan draft rancangan peraturan pelaksanaan

tersebut. Tanpa keterlibatan Tim Inti tersebut tidak saja

menyebabkan proses itu menjadi lambat, tetapi bias terjadi

missing link antara nilai^nilai dasar dan normarnorma dasar

yang dlatur dalam undang-undang tersebut untuk Jcemudian

dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Bahkan tidak mungkin terjadi salah interpretasi^ salah paham.
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A

dan salah persepsi terhadap undang-undang te'rsebut.

Dalam gilirannya konsep-konsep dalam peraturan-peraturan

pelaksanaan akan rtienylmpang dari nllai-nllai dan norma-norma

dasar yangtertuang dalam undang-undangtersebut.

4. Masalah penyerahan kewenangan dan sumber daya yang

konsisten dan setengah hati oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Kita nmemahami bahwa menyerahkan

semua kewenangan dan sumber daya yang selama ini dikelola

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bukanlah

hal yang mudah walaupun atas perintah undang-undang.
Dalam banyak hal pemerintah pusat belum slap secara mental
untuk nfienyerahkan semua kewenangan tertentu yang telah

diserahkan tetapi ditarik kembali, sehingga terjadi kondisi tarik

ulu/ antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal lain

|idlah persiapan secara administratif, structural dan fungsional dari
pihakyang menyerahkan dan pihakyang menerima, belum diatur

secara jelas dalam pemerintah pusat sehingga memperlambat

bahkan menghambat proses penyerahan itu sendiri. Dalam hal
in! pemerintah pusat tidak konsisten untuk melaksanakan urusan-

urusan p^yerahan, sesual dengan perintah undang-undang.

5. Masalah kesiapan pemerintah daerah untuk menerima d^
mengambil aiih kewenangan, sumber daya, tugas dan tanggung

jawab dari pemerintah pusat Kita semua memahami bahwa

pemerintahdaerah belumsiap,dalamarti kapasitasdan kapabilltas

kepemimpihan dan manajemenyangdlmilikinya belum memadai

untuk memikul dan mengemban kewenangan, tugas dan tan^ung
jawabyang diserahkan oleh pemerintah pusat. Akibat kekuasaan

yang sangat sentralistik pada waktu yang lalu tel^h membantu

pemerintahdaerah yangkerdil dan sangat bergantungdarisubsidi
yangdiberikan oleh pemerintah pusat,sehingga cenderung untuk
mematikah inisiatff dan kreativltas pemerintah daerah. Hal-hal
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seperti itu telah ikut menghambat upaya-upaya pemberdayaan
pemerintah daerah. Demikian juga sumber daya intelektual
yang sangat terbatas untuk menyusun/merumuskan konsep-
konsep kebijakan> strategi dan program-program pembangunan
daerah yang tepat dan berguna/bermanfaat bagi seluruh rakyat
merupakan suatu masaiah yangtersendirl.

6. Masaiah lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan,
transparansi dan akuntabilitas, yang juga belum berjalan
sebagaimana mestinya sehingga membuka peluang/
kesempatan untuk terjadinya korupsi, kolusi dan nepotlsme

yang semakln berkembang dl daerah-daerah. Hal-hal tersebut
akan menghambat upaya-upaya untuk mengembangkan suatu
pemerintah yang balk dan bersih (clean dan good governance)
di daerah-daerah.



BAB IX

OTONOMI KHUSUS NANGGROE
ACER DARUSSALAM (NAD)

A. Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

1. Pejabat-pejabat . Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam

\Seperti halnya pemerintah daerah di provinsi lain, Nanggroe
Aceh Darussalam (selanjutnya disingkat menjadi NAD) memiiikt

struktur pejabat pemerintah baik yang bersifat horizontal maupun

hierarkis: Namun ada badan-badan tertentu yang hanya ada di

Provinsi NAD. Undang-Undang Nomor ISTahun 2001 Pasal 1 memuat

bagian-bagian dari pemerintah daerah NAD, yaitu:

a. Wall Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang

merupakan simbol bag! pelestarian penyelenggaraan kehidupan

adat budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi NAD. Wali
Nanggroe dan TuhaNanggroe bukan merupakan lembaga polltik

dan pemerintahan dalam Provinsi NAD.

b. Gubemur Provinsi N/$ adtflah Gubemur Provinsi Daerah
Istimewa Aceh.

c. Pemerintah Daerah Provinsi NAD adalah gubemur beserta

perangkat lain pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagal Badan

Eksekutif Provinsi NAD.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NAD adalah

Dewan PerwakHan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh

sebagai Badan Leglslatif Daerah yang dipilih melalui pemilihan

umum.

162
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A

Mahkamah Syariah Provinsi NAD eidalah iembaga peradilanyang

bebasdari pengaruh dari pihak manapun dalamwilayah Provinsi
NAD yang berlaku untuk pemelukagama Islam.

2. Struktur Hierarkis Pemerintah Daerah NAD

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah disebutkan

struktur hierarkis pemerintahan daerah yaitu provinsi, kabupaten/
kota,kecamatan, dan kelurahan/desa.Dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2001, NAD juga memiliki struktur hierarkis yang sama
dengan provinsi lain, tetapi mempunyai nama yang berbeda, sesuai
dengan isi Pasal 1 dan Pasal 2. Penyetaraan jenjang pemerintahan di

dalam Provinsi NAD diperlukan untuk penentuan kebijakan nasional

diajukan oleh Pemerintah Provjnsl NAD kepada pemerintah.

Provinsi NAD adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi

otonomi khusus dalam kerangka NKRI Provinsi NAD dibagi dalam
kabupaten/sagoe dan kota/bandaterdiriatas kecamatah/sogoe cut

Kecamatan/sagoe cut adalah perangkat daerah kabupaten/
sagoe dan kota/banda, yang dipimpin olehcamat. Kecamatan/sogoe
cut terdiri atas mukim, dan mukim terdiri atas gampong. Mukim

adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi NAD yang terdiri

atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah
tertentu dan harta kekayaan sendlri, ^rkegudukan langsung di
bawah kecamatan/sagoe cut, yang dipimpinoleh Imum mukim.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan
organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang

menempati wilayah tertentu, yangdipimpin oleh keuchik dan berhak

hienyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

B. Keuangan Provinsi NAD

Keuangan Provinsi NAD diaturdalam Undang-Undang Nomor liB
Tahun 2001 {Qanun) dalam Pasal 4 sampai Pasal 7.
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1. Penerimaan Daerah NAD

, Sumber penerimaan Provinsi NAD meiiputi:

a. Pendapatan asli daerai) Provinsi NAD terdiri dari: pajak daerah,

retribusi, zakat, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengeloiaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan

Iain-Iain pendapatan daerah yang sah. Zakat sebagai salah satu

sumber pendapatan asll daerah Provinsi NAD dapat mengurangi

kewajiban membayar pajak bag! pembayar zakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak

meniadakan kewajiban membayar pajak.

b. Dana perimbangan, terdiri atas:

1) Bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

yaitu bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan

sebesar 90%, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

sebesar 80%, pajak penghasllan orang pribadi sebesar 20%,

penerimaan sumber daya alam dari, sektor kehutanan

sebesar 80%, pertambangan umum sebesar 80%, perikanan

sebesar 80%, pertambangan minyakbumi sebesar 15%,dan

pertambangan gas alam sebesar 30%.

2) Dana aiokasi unrtum yang ditetapkan sesuai dengan

3) Dana aiokasi khusus ya^g ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan memberikan

prioritas bagi Provinsi NAD.

c. Penerimaan Provinsi NAD dalam rangka otonomi khusus.

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus berupa tambahan

penerimaan bagi Provinsi NAD dari hasil sumber daya alam di

wilayah Provinsi NAD setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar

55% untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40%

untuk pertambangan gas alam selama selama delapan tahun
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sejak berlakunya undang>^hdang ini. Mulai tahun Icesembilan

setelah berlakunya undang-undang ini pemberian tambahan

penerimaan menjadi sebesar 35% untuk pertambangan minyak

bumi dan sebesar 20%untuk pertambangan gas alam.

d. Pinjaman daerah dan Iain-Iain penerimaan yang sah, terdiri

dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan

penerimaan Ia1n-lain yang sah antara lain penyertaan modal

pada badan usaha milik negara (BUMN) yang hanya berdomisili

dan beropsesi di wilayah Provinsi NAD.

2. APBDP NAD .

Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Bejanja Daerah Provinsi NAD (APBDP NAD), perubahan dan

perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya

diatur dengan Qanun Provinsi NAD. Dalam APBDP NAD ini dimuat

ketentuan sekurang-kurangnya 30% (Pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ayat (4), dan ayat (5)

dialokaslkan untuk biaya pendidikan di Provinsi NAD.

C. Lembaga Legislatif Provinsi NAD

Kekuasaan legislatif di Provinsi NAD dilaksanakan oleh DPRD

Provinsi NAD yang mempunyai fungsi l^gislasi, penganggaran, dan

pengawasan kebijakan Daerah. DPRD P^vlnsi NAD mempunyai
wewenang dalam pemilihan gubernur dan wafiil gubernur. Selain
itu DPRD NAD juga mempunyai hak angket dan hak mengajukan

pernyataan pendapat.

Anggota DPRD Provinsi NAD mempunyai hak mengajukan

pertanyaan, hak mehyampaikan usuf dan pendapat serta hak

imunitas. Jurniah anggota DPRD Provinsi NAD paling banyak 125%

dari yang ditetapkan undang-undang.
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D. Lembaga Eksekiitif Provinsi NAD

Lembaga eksekutif Provinsi NAD dilaksanakan oleh gubernur yang

dibantu oleh seorang wakiigubernur dan perangkat daerah. Gubernur

Provinsi NAD bertanggungjawabdalam penetapan kebijakanketertiban,

ketenteraman, dan keamanan di luar yang terkait dengan tugas teknis

kepolisian. Gubernur Provinsi NAD karena jabatannya adalah juga
wakil pemerintah dalam menjalanklantugas dan kewenangan sebagai

kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi

NAD. Daiaiti kedudukan sebagai wakil Pemerintah, gubernur berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

E. Pilkada di NAD

1. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur

Gubernur dan wakil gubernur NAD dipilih secara langsung setiap

lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia,

serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Seseorang yang dapat

ditetapkan menjadi calon gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi

NAD adalah warga Negara RepublikIndonesia dengan syarat-syarat:

a. Menjafankan syariat agamanya

b. Setia dan taat kepada NKRI dan pemerintah yang Eli. ^
c. Berpendidikan sekurang-kuranghya sekolah lanjutan tingkatatas

atau yang sederajat.

d. Berumur paling sedikit 35 tahun.

e. Sehat Jasmanl dan rohanl.

f. Tidakpernah dihukum penjara karena melakukantindak pidana.

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum yang tetap.

h. Tidak pernah menjadi warga negara asing.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi NAD

dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan dan dlawasi oleh
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Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-maslng dibentuk oleh

DPRD Provinsi NAD. Anggota Komisi Independen Pemilihan terdiri
atas anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan

anggota masyarakat.AnggotaKomisi Pengawas Pemilihan terdiri atas

unsur anggota DPRD, unsure pengawas pemilu nasional, dan anggota

masyarakat yang independen.

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi NADdilaksanakan

melalui tahaprtahap: pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta

pengesahan hasil pemilihan dan pelantikangubemurdan wakil gubernur.

Tahap pencalonan dilaksanakan melalui:

a. Pendaftaran dan seleksi administratif pasangan bakal calon oleh

Komisi Independen Pemilihan.

b. Pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon di depan DPRD

Provinsi NAD.

c. Penetapan pasangan bakal calon oleh DPRD Provinsi NAD.

d. Konsultasipasangan bakal calon oleh DPRD ProvinsiNAD kepada

pemerintah.

e. Penetapan pasangan calon oleh DPRD Provinsi NAD.

f. Pendaftaran pemllih oleh Komisi Independen Pemilihan bersama

dengan Pemerintah Provinsi NAD. ..
I

Tahap pelaksanaan pemilihan meliputi:

a. Pemilihan pasangan calon gubemur yang dilaksanakan secara

langsung oleh masyarakat pemillh serehtak pada hari yang sama

di seluruh wilayah Provinsi NAD.

b. Penghitungan suara secara traansparan dan terlntee[ritasi yang

dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan.

c. Penyerahan hasit penghitungan suara oleh Komisi independen

Pemillh kepada DPRD Provinsi NAD.

d. Pengesahan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh

DPRD Provinsi NAD.
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Tahap pengesahan'dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur

terpilih meliputi:

• Penyerahan hasil pemilihan oleh DPRD Provinsi NAD kepada

presiden melalui menteri dalam negeri.

• Pengesahan gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh presiden.

•- Pelantikan gubernur dan wakil gubernur Provinsi NAD yang

• dilaksanakan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden

dan pengangkatan sumpahnya yang dilakukan di hadapan

Mahkamah Syariah Provinsi NAD dalam Sidang Paripurna DPRD

Provinsi NAD.

Pengawasan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur

Provinsi NAD dilakukan oleh Komisi Pengawas Pemilihan.

2. Pemilihan Bupati/Wakil Bupati

Pemilihan bupati/wakil bupati menggunakan ketentuan yang

sama seperti pada pemilihan gubemur/wakil gubernur, namun

terdapat beberapa pengecualian yaitu:

a. Penyerahan hasil pemilihan oleh DPRD kabupaten/kota kepada

menteri dalam negeri melalui gubernur.

b. Pengesahan bupati/wakil bupati dan wall kota/wakil wali kota

terpilih olehmenteri dal^
c. Pelantikan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota oleh

gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan

sumpahnya dilakukan dihadapan Ketua Mahkamah Syariah

dalam sidang DPRD kabupaten/kota.

3. Implikasi Ketentuan Pilkada Langsung NAD

Pasal-pasal strategis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah yang dtpllih langsung

oleh rakyat. Pada 2001, Provinsi NAD adalah satu-satunya provinsi yang

memlliki aturan khusus mengenai pemilihan kepala daerah secara
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langsung. Sementara pemilihan kepal^daerah diprovinsi lain diIndonesia'
masih dilaksanakan oleh DPRD masing-masing. Sebenarnya pemilihan

kepala daerah langsung dapat membuka peluang bagi tercapainya

penJamaian di Aceh apabila semua pihak yang bertikai memindahkan

pertikaian dan persaingannya menuju pemilu. Sayangngya peluang
inl tidak pemah dimanfaatkan karena tidak ada kemauan politik dari
pemerintah nasional untuR benar-benar menerapkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2001 serta prinsip-prinsip otonomi khusus di Aceh.
khususnya untuk ptikada, seharusnya pelaksanaannya sepenuhnya
diselenggarakan berdasarian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

yang telah mengatur penyelenggaraan pemilihan gubemur, bupati dan
wall kota di Aceh. Bahkan DPRD Privinsi NAD telah menghasilkan suatu

qanun(perda) mengenai penyelenggaraan piikada langsung diAceh yang

memberiterobosanpentingdenganmembuka peluangbagi pencalonan

kandidat independen untuk pemilihan kepala daerah diAceh.

Ada beberapaketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor18
Tahun2001 dengan Undang-UndangNomor32 Tahun2004. Pertama,
menyangkut penyelenggara piikada langsung di NAD. Undang-
Undang Nomor18 Tahun 2001 menggarlskan bahwa penyelenggara

piikada di NAD adalah Komisi Independen Pemilihan yangterdiri dari

anggota KPU nasional. Qanun piikada langsung menetapkan bahwa
anggota KIP adalah sembilan orang termasuk satuo^g apggota KPU
nasional dengan masa jabatan lima tahun. Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 merinci keanggotaan KIP dengan menetapkan bahwa

wakii KPU nasional dalam KIP adalah ketua dan anggota KPU Provinsi

yangdibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang pemiiu. Kini DPRD NAD mengalami dilemma karena telah
menyeleksi dan melantik delapan orang anggota KIP, namun karena

ketentuan Undang-Undang Nomor32Tahun 2004mak£( ada tekanan
untuk melantik pula seluruh anggota KPU provinsi sebanyak lima

orang menjadi KIP sehlngga keseluruhan anggota KIP menjadi ttga
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betas orang. Seharusnya biia pemerintah nasional menghormati

prinsip otonomi khusus ProvlnsINAD/rfiaka perintaJAJndang-Undang

Nomor 18 Tahun 2001 serta Qanun Nomor 2 Tahun 2004 ditegakkan

secara penuh dengan tetap hanya nfielantik sembilan orang anggota

KIP termasuk satu orang Wakil KPU Nasional yang dapat diisi oleh

Ketua KPU Provinsi NADsebagai wakil kolektif KPU Provinsi.

Ketidaksesuaian kedua adalah menyangkut peluang kandidat

independen dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang pilkada

tangsung di Aceh. Tentu ini bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 yang sama sekali tidak membuka peluang

adanya kandidat independen karena semua calon kepala daerah

harus dicalonkanoleh partal politikatau gabungan partai politik. '

4. Qanun

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai

Provinsi NAD sesungguhnya menleberi peluang lahirnya peraturan

perundang-uhdangan berupa qanun yang mengatur aspek-aspek

yang berhubungan antara relasi pemerintah dengan masyarakat.

Qanun adalah Istilah yang digunakanm dl Aceh untuk merujuk

kepada peraturan daerah (perda). Di dalam Undang-Undang

Pemerintahan Aceh, qanun diartfkan sebagai Peraturan perundang-

undangan sejenis peraturan daerallLvang|nengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masysrkatdlAceh. UUPAmemandatkan

lahirnya sejumlah qanun. Saat ini, ada 59 qanun yang termuat di

dalam Prolega (Program Legislasi Aceh-Prolegda).

Qanun dapat diinisiasi balk oleh lembaga eksekutif maupun

lembaga leglslatif di Aceh, Setelah pengajuan, sebuah rancangan

qanun {raqan) akan dibawa ke dalam uji publik dan pembahasan

di dalam badan legislatif (DP^). Setelah proses ini dan pemuatan

usulanrusulan perubahdn tefhadap raqan tersebut, qanun akan
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disahkan oleh legisl^f dan ditandatang^ni oleh badan eksekutif. .

Beberapa contoh qanun yang berlakudi Aceh:

a. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tantang Peradilan Syariat Islam.
Disahkan pada 14 Oktober2002dan diundangkan 6Januari2003.

b. Qanun Nomor11Tahun 2002tentang PelaksanaanSyariatIslam
bidangAkidah, Ibadah danSyiar Islam. Disahkan pada14Oktober
2002,"dan diundangkan pada 6 Januari 2003. Kandungan utama

qanun ini berupaya memilah dan mengelaborasi lebih jauh
paraturan daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pelaksanakan
Syaris^ Islam.

c Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman

Khamar dan Sejenisnya.

d. Qanun Nomor13Tahun 2003tentang Maisir (perjudian)
e. Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan

mesum).
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BABX
GOOD GOVERNANCE
(PEMERINTAHAN YANG BAIK)

A. Paradigma Good Governance

Perkembangan paradigma good governance ini juga untuk
sebagian akibat adanya globalisasi suatu ide, kegiatan(fenomena

menjadi sesuatu yang global: tidak hanya untuk suatu masyarakat/

bangsa tertentu. Globalisasi memang bukan hanya ekonomi, tetapi

juga ideologic HAM dan politik (Ijokroamidjojo, 2000).

Ismail Muhammad (2000), mengatakan bahwa ahli juga sepakat

bahwa good governance merupakan paradigma baru dan menjadi

ciri yang harus ada dalam sistem administrasi publlk, yang dalam

penyelenggaraannya harus secara politik occeptab/e (dapat diterima),

secara hukum efektif dan secara administrasi efisien.

Bintoro Ijokroamidjojo (2000) governance artinya 'memerintah,

menguasai, mengurus'. Bondan Gunawan (2000) menawarkan kata

penyelenggaraan World Bank (2D00) merumuskan pelaksanaan

kekuasaan politikuntuk mengatur masalah-masalah suatu negara.

Karshi Ni^ar (1997) istilah governmce sicara harfiah dapat
dialtikan sebagal suatu 'kegjatan/ 'pengarahan/ 'pembinaan' atau
dalam bahasa Inggrisnya adalah guitding. Governance adalah suatu

proses di mana suatu sistem sosiai, ekonomi, atau sistem organisasi

komei lainnya dikendalikan dan diatur (Paquet, 1994).

Sedangkah Pinto (1994) mendefinisikan governance sebagai

praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh

pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan

172
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pembangunan ekonomi pada khususnya. Proses penyelenggaraan

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods

and services disebut governance (pemerintah/kepemerintahan).

Sedangkan praMikterbalkdisebut good governance (kepemerintahan

yang baik). Istilah good governance diartikan kepemerintahan yang

baik (Effendi, 2600). Bondan Gunawan (2000) mengajukan padanan

kata penyelenggaraan yang baik atau pemerintah yang bersih—

pemerintahan yang berwibawa (Muliammad, 1997).

B. \}ns\ir'[}nsur Good Governance

Bankdunia mensinonlmkan good governance dengan penyeleng

garaan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung

jawab (LA BPKP, 2000). Sedangkan UNDP memberikan definisi good
governancesebagal hubunganyangsinergis dan konstruktif, di antara

negara, sektorswasta dan masyarakat.Secara umum good governance

mengandung unsur utama yangterdiri dari akuntabilitas, transparansi,

keterbukaan, dan aturan hukum (Nisjark, 1997).

Berikut ini dikemukakan penjelasan tentang unsur-unsur

tersebut:

1. Akuntabiiitas: tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan

dari governance yang dilakukan Jeblh Jauh diartikan adalah

kewajiban bagi aparatur pemerimah U^tuk bertindak selaku
penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan

dan kebijaksahaan yang ditetapkan.

2. Transparansi: yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenal

perumusan kebijakan(politik) dari pemerintah, organisasi, badan

usaha. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan

pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu

dilaksanakan secara terbuka diketahui oleh umum.

3. Keterbukaan: pemberian informasi secara terbuka, terbuka

untuk openpee suggestion^ dan terbuka terhadap kritik yang
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merupakan paitisipasi. Keterbukaan bias meliputi bidang politik,

ekonomi dan pemerintahan.

4. Aturan hukum: keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi,

badan usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum

dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan

pubiik yang ditempuh. Juga dalam social economic transaction

(transaksi sosial ekonomi). Conflict resolution berdasarkan

hukum (termasuk arbitrase). Institusi hukum yang bebas, dan

r kinerjanya yangterhormat (Tjokroatmodjo, 2000).

C. Karakteristik Good Governance

Berdasarkan perihal tersebut diatas UNDP (badan PBB untuk

program pembangunan 1996) merumuskan karakteristik good

governance sebagai berikut:

1. Partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun

perempuan, harus mempunyai hak suara yang sama dalam

proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara

konstruktif.

2. Penegakan hukum, yaitu kerangka yang dimiliki haruslah

berkeadilan dan dipatuhi.

3. Transparan, yaitu bahwa transparansi pemerintahan harus

dibangun dalam kebebasan all^h Informasl yang ingin dimiliki
oleh mereka yang membutuhkan.

4. Dayatanggap, yaitu bahwa setiap iembaga dan prosesnya harus

diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang

berkepentingan (masyarakat).

5. Berorientasi konsensus, yaitu bahwa pemerintahan yang balk

adalah yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan

dan memberikan suautu penyelesaian.

6|. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan upaya untuk
menin^katkan kualitas hidup seorang dengan adit tanpa

membedakan laki-laki aitau perempuan.



/3l>
A

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 175

7. Efelcti\^tas dan efislensi, yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan
kelembagaan diarahkan uhtuk menghdSilkan suatu yang Benar-
benar dibutuhkan.

8. Akuntabilitas, yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam
pemerintah dapat memiliki pertanggungjawaban kepada, publik.

9. Bervisi strategis, yaitu bahwa para pimpinan dan masyarakat
memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang
penyelanggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan
manusia.

10. Kesaiingterikatan^ yaitu bahwa keseluruhan ciri pemerintah
' mempunyai kesalingterikatan yangsaling memperkuat dan tidak

bisa berdiri sendiri.

D. VWdiV'VWdiX Good Governance

Goodgovernance hanya bermakna bilakeberadaannya ditopang

oleh lembaga yang m^nbatkan kepentingan publik. Jenis lembaga
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara:

a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi,dan sosialyangstabil.

b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.

c Menyediakah pelayananpubllkyangefektifdan bertanggung
jawab.

d. Menegakkan ^
e. Melindungi lingkungan hidup.

f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan

publik.

2. SektorSwasta

a. Menjalahkan industri.

b. Menciptakan lapangan kerja.

c. MtinyediakanInsentif bagi karyawan.

d. Menlngkatkanstandar hidup masyarakat.

e. Memetihara lingkungan hidup.
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f. Mereeati peraturan.

g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada

masyarakat.

h. Menyediakan kredit bagi pengembangunan UKM.

3. Masyarakat Madani

a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi.

' b. Mempengaruhi kebijakan politik.

c. Sebagai sarana checks and balances pemer'mtah.

d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosiat pemerintah.

e. Mengembangkan sumber daya manusia.
V

f. Sarana berkomunikasi antaranggota masyarakat.

E. Agenda Good Governance

Good governance sebagai suatu geraHan adalah segala daya

upaya untuk mewujudkap suatu pemeriiTtahan yang baik. Oleh

karena itu garakan good governance harus memiliki agenda yang

jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat

dicapai. Untuk kasus Indonesia, agenda good governance harus

disesuaikan dengan kondisi riil bangsa iaat ini, yang meliputi:

1. Agenda Politilc

Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya

good governance. iHal ini ^pat|erjadi karena beberapa sebab, di
antaranya adalah acuan konsep politik yang tidaK/kurang demokratis

yang berimplikasi pada berbagai persoalan di tapanpn. Krisis politik

yang melanda bangsa Indonesia dewasa initidak lepas dari penataan

sistem politikyang kurang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan

pembaharuan politik yang menyangkut masalah-masalah penting

seperti:

a. Amandemen UUD1945 sebagai sumber hukum dan acuan pokok

penyelenggaraan pemerintahan, amandemen UUD 1945 harus

dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance
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seperti pemilihan presiden secara iangsung, memperjelas
susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandician Kejaksaan

Agung dan penambahan pasal-pasal tentang hakasasi manusia.

b. Perubahan Undang-Undang Politik dan Undang-Undang

Keormasan yang lebih menjamin partisipasidan mencerminkan

keterwakilan rakyat

c Reformasi agraria dan perburuhan.

d. Mempercepat penghapusan peran sosial-politik TNI.

e. Penenegakan supremasi hukum.

2> Agenda Ekonomi

Krisis Ekonomi biasmelaiiirkan berbagaimasalahsosial yangbila tidak

teratasi akan mengganggu keneija pemerintahan secara menyeluruh.

Untuk kasus Indonesia, permasalahan krisis ekonomi ini telah berlarut-

lanit dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhlr. Kondisi demikian

ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus segera ada percepatan

pemtjlihan ekonomi. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi

di Indonesia, periu dilakukan prioritas-prioritas kebijakan. Prioritas yang

paling mendesak untukpemullhan ekonomi saat ini antaralain:

a. Agenda Ekonomi Teknis

Otonoml Daerah. Pemerintah dan rakyat Indonesia telah rnembuat

keputusan politik untuk menjalankan otonomi daerah yangesensinya
untuk memberikan keadilan, kepastian dan kewenangan yang optimal

dalam pengelolaan sumber daya daerah guna menuihgkinkan da^h
dapat mehgaktualisasikan segata potensi yang dimilikinya. Agar

pelaksanaan otonomi daerah ini berjalan tanpa g^olak dibutuhkan

serangkaian persiapan dalam bentuk strategi, kebijakan programdan

Sektor keuangan dan perbankan. Permasalahan terbesar

sektor keuangan saat tni adalah melakukan segala upaya untuk

mengembalikan fungsi sefl^or perbankan sebagai Intermediasi, serta
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upaya mempercepat kerja BPPN. Hal penting yang hams dilakukan

antara lain: (1) tidak adanya dikotomi antara bankir nasional dan

bankir asing, lebih diperlukan kinerja yang tinggi, tidak peduli apakah

ha! itu dihasilkan oleh bankir nasional ataupun asing; (2) perlu lebih

mendorong dilakukahnya merger atau akuisisi, baik di bank BUMN

maupun swasta; (3) pencabutan blanket guarantee perlu dipercepat,

namun dilakukan secara bertahap; (4) mendorong pasar modal dan

mendorong indepeqdensi pengawasan (Bapepam); (5) perlunya
penegasan komitmen pemerintah dalam hal kinerja BPPN khususnya

dalam pelepasan asset dalam waktu cepat atau sebaliknya.

Kemiskinan dan ekonomi rakyat. Pemulihan ekonomi harus

betul-betui dirasakanoleh rakyatkebanyakan. Hal ini praktismenjadi

prasarat mutlak untuk membantu penguatan legltimasi pemerintah,

yang pada gilirannya merupakan bekal berharga bagi percepatan

proses pembaharuan yang komprehensif menuju Indonesia baru.

b. Agenda Pengennbalian Kepercayaan

Hal-hal yang diperlukan untuk mengembalik^n atau menaikkan

kepercayaan terhadap perekpnomian Indonesia adaiah kepastian

hukum, jamlnan keamanan bagi seluruh masyarakat, penegakan

hukum ba0 kasus-kasus korupst, konsi^ensi d^ kej^asan kebijakan
pemerintah, irttegritas dan profesionalisme birokfat, disiplin

pemerintah dalam menjalankan program/stabilttas sosial dan polttil^

dan adanya kepemimpinan nasional yang kuat.

3. Agenda Sosial

Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses

penyeleng^raan pemerintahan merupakan perwujudan rill good

governance. Masyarakat semacam ini akan solid dan berpartlsipasi

aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu

masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan



»>
t

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 179

Sebaliknya/ pada masyarakat yang masih belum berdaya
di hadapan negara, dan masih banydk timbui mdsalah sosial di
dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil
kemungkinan good governance bisa ditegakkan. Salah satu agenda

untuk mewujudkan good governance pada masyarakat semacam ini
adalah memperbaiki masalah sosialyangsedang dihadapi.

Masalah sosial yang cukup krusial dihadapi bangsa Indonasia
akhir-akhir ini adalah konflik yang disertai kekejaman sosial luar

biasa yang menghancurkan kemanusiaan dan telah sampai pada titik
yang membahayakan kelanjutan kehidupan dalam bentuk kekerasan
komunalclan keterbuangan sosialdengansegalavariannya. Kasus-kasus

seperti pergolakan di Aceh dan Ambon adalah beberapa contoh dari
masalah sosial yang harussegeramendapatkan solusi yang memadai.

Olehkarenaitu masyarakat bersamapemerintahharusmelakukan
tindakan pencegahan terhadap daerah lain yang menyimpan potensi
konflik. Bentuk pencegahan terhadap kekerasan komunal dapat

dilakukan melalui pemberiansantunan terhadap merekayangterkena

korban konflik, mencegah pertikaianvertikal maupun horizontal yang

tidak sehat dan potensial mengorbankan kepetingah bangsa dan
mencegah pulasegalabentukanarki sosial yangterjadi di masyarakat.

4. Agenda Hukum

Hukum merupakan faktor %enti|g dalam penegakan good
governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan

berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara

keseluruhan. Dapat dipastikan, good governance tidak akan berjaian

mulus di atas sistem hukum yang lemah.

Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum

merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.

Sementara itu posist dan peran hukum di Indonesia tengah

berada pada titik nadir,karena hukum saat ini lebih dianggap sebagai
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komoditi dan pada lembaga penegak keadilan. Kenyataan demikian

ini yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum

oleh masyarakat.

Untuk memuiihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap

hukum daiam rangka mewujudkan goodgovernance diperiukan langkah-

langkahkonkretdan slstematis. Langkah-tangkah tersebut adalah:

a. Reformasi konstitusi merupakansumber hukum bagiseluruhtata

penyelenggaraan Negara. Untuk menata kembali sistem hukum

yang tenar perlu diawali dari penataan konstitusi yang oleh

banyak kalangan masih banyak mengandung celah kelemahan.

b. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak pemulihan

kepercayaan rakyat terhadap hukum adalah penegakan hukum.

Reformasi di bidang penegakan hukum yang bersifat strategis

dan mendesak untuk dilakukan adalah: (1) reformasi mahkamah

agung dengan memperbaiki sistem rekruitmen (pengangkatan),

pemberhentian, pengawasan dan penindakan yang lebih

menekankan aspek transparansi dan partisipasi masyarakat.

Perbaikansebagaimanatersebutdiatas harus dilakukanoleh Komisi

Yudisial Independen yang an^otanya terdiri dari mantan hakim
agung, kalangan praktisi hukum, akademlsi/cendekiawan hukum

dantokoh masyarakat (2) refbmtSi^i kejdksaan, untuk memuiihkan
kinerja kejaksaan saat ini khususnya dalamm menangani kasus-

kasus KKN dan pelanggarafi HAM, perlu dilakukanfit and proper

test terhadap Jaksa agung dan pembantunya sampai eselon II

untuk menjamin integritas pribadi yang bersangkutan. Selain itu

untuk men^wasi kineija kejaksaan pertu dibentuk sebuah komisi
independen pengawas kejaksaan.

c. Pemberantasan KKN

KKN merupakan penyebab utama dari tidak berfungsinya hukum

di Indonesia. Untuk memberantas KKN diperiukan setidaknya

dua cara: (1) dengan cara mencegah {prevent^, dan (2) upaya
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penanggulangan {represif). Upayapencegahan dllakukandengan

cara memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan

terbuka {open government) dengan memberikan jaminan

kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku pejabat

hak memperoleh akses informasi, hak berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan dan hak mengajukan keberatan bila

ketiga hak tersebut tidak dipenuhi^secara memadai.
Sedangfcan upaya penanggulangan (setelah korupsi muncul)

dapat diatasi dengan mempercepat pembentukan badan

independen anti korupsi yang berfungsi meiakukan penyidikan

dan penuntutan kasus-kasus kompsi, memperkenaikan hakim-

hakimkhususyangdiangkatkhususuntuk kasuskorupsi (hakim od

hoc)dan memperlakukan asas pembuktian terbaiiksecara penuh.

d. Sumbangan hukum dalam mence^h dan mehanggulangi
disintegrasi bangsa, pengakuan identitas terhadap nilai-nilai

iokal, pemberian kewenangan dan representasi yang lebih luas

kepada daerah, pemberdayaian kemampuan masyarakat dan

akses pengeloiaan terhadap sumber d§ya alam lokal menjadi isu

pentfng yang sangat strategis dl dalam menciptakan integritas

soslal, karena selama lebih dari tfga ltekad| masyarakat selalu
ditempatkan seba^i objek, tidak diakut berbagai ekslstensihya
dan dlperiakukan tfdak adil. Akumulasi dari permasaiahan

tersebut akhirnya menciptakan potensi yang sangat signifikan

bagi proses disintegrasi.

e. Pengakuan terhadap hukurti adat dan hak ekonomi ma^rakat

untuk menjamin hak-hak ma^arakat hukum adiat, maka

diperlukan proses percepatan di dalam menentukan wilayah

hak ulayat adat secara partisipasif. Dengan begitu rakyat akan

mehdapatkan jaminan di dalam menguasai tanah ulayat adat

mereka dan juga akses untuk mengelola sumber daya alam di

lin^ungan milik ffiereka sendih.
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f. Pemberdayaan eksekutif, legislatif dan peradilan untuk lebih

meningkatkan representasikepentingan daerah ditingkatnasional,

perlu dilakukan rekomposisi keanggotaan utusandaerah,di mana
keterwakilan rakyatdi daerah secara konkret diakomodasi melalui

pemiiihan anggota utusan daerah secara langsung oleh rakyat.
Sistem pemiiihan langsung juga dilakukan untuk para pejabat

publikdi daerah khususnyagubemur, bupati/wali kota.

Penerapan penegak hukum harus dilakukan secara kontekstual

dengan menggunakan kebijakan selective enforcement sehlngga

keadilan memang berasal dari rasa keadilan memang berasal darl

rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

F. DemokrasI dan Good Governance

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata

dan diorganisasikan berdasarkan prinslp-prinsip kedaulatan rakyat,

yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi untuk membuat

keputusanterletak di tangan sefuruh rakyat, bukan berada di tangan
beberapa atau satah satu dari orang tertentu.

Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya

tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang
demokratis menjalanfin ta^a pemerintahan dengan melibatkan
partisipasi masyarakat dalam pengambllan keputusan polttik,

didukung dengan penegakan hukum yang kuat, terbuka terhadap

kritfk dan kontrol dari rakyatnya, responsif terhadap kebutuhan

dan keinginan rakyat, dan mampu mewujudkan efektivitas dan

efisiensidalam pengelolaan pemerintahan, memberi Jaminan adanya

kesetaraan dan keadilan kepada semua lapisan masyarakat tanpa

adanya diskflmlnasi dalam melayanimasyarakat.

Sebuah pemerintahan yang balk dapat tumbuh dan stabii bila
masyarakat pada urnumnya mempunyai sikap yang positif dan

proaktff terhadap norma-nprma dasar demokrasi, karena itu harus
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ada keyakinan yang luas di masyarakat"feahwa demokrasi, adalah

sistem pemerintahan yang terbaik apabila dibandingkan dengan

sistem iainnya. Untuk itu masyarakat harus menjadil^n demokrasi
sebagai wayof live yang menuntun tata kehidupan kemasyarakatan,
kenegaraan, dan pemerintaiian.

Ada tiga asumsi yang umumnya dipegang oleh banyak orang
sehingga demokrasi memiliki citrayangbegitu positif.

Pertama^ demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital

dan terbaik pemerintahans.yang mungkin diciptakan> tetapi juga

merupakan suatu doktrin politUc hukum yang akan memberikan
manfaat bagi kebanyakan negara. Asumsi Inl diperkuat dengan
keberhasilan AS dalam mencapai posisi Unggul dalam bidang

ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan militer, sementara

AS dian^p sebagai contoh negara demokratis terbuka. Apakah
.pengalaman demokrasi Amerika itu dapat ditransfer ke negara lain,
terutama negara berkembangseperti di Indonesia.

Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan

dianggap akan mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke
uman Yunani Kuno, sehingga la tahu bandin^n zaman dan dapat
menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yangstabil.

Ketiga, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yarp paling
alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun

akan memiliki demokrasi bita mereka dlberi kesempatan untuk

meiakukan pillhannya.

Ketiga asumsi tersebut barangkali tidak sepenuhnya benar,

walaupun harus segera diakui sudah tentu mengandung unsur-unsur

kebenaran, Dalamkenyataan, walaupun hampir semua negara memuji

demokrasi,tetapi praktik demokrasiitusendiriberl^da-beda darisuatu

negara ke negara Iainnya, sehingga tidakgampangm^mbuat batasan
atau definisi tentang demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat,
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bernegara, dan berpemerintahan mengandung arti bahwa rakyatlah

yang memberikan kekuatan-kekuatan dalam masalah-masalah

mengenai kehidupannya, termasuk memiliki kebijakan negara, karena
kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan

demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara

yang menyeienggarakan pemerintahan berdasarkan kehendak dan

kemauan rakyat. Dari sudut pandang organisasi, demokrasi berarti

pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyatsendiri atau asas

persetujuan rakyatkarena kedaultanbarada di tangan rakyat.

G. Hakikat Demokrasi Sebagai Sistem Pemerintahan

Hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan memberikan

penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan raicyat, baikdalam
penyelenggaraan negaradan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan

berada di tangan rakyatmengandungpengertian tiga hal.

Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung arti

pemerintahan yang sah dan diakui, dan pemerintahan yang tidak
sah dan tidak diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan

diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan
dukungan yangdiberikan oleh rakyat. Untuk memperolehpengakuan
dan dukungan rakyat pemerintah ds$dt m^mberi kepuasan kepada
masyarakat sebagai pemilik pemerintahan, kepuasan masyarakat
akan membentuk persepsi masyarakat itu sendiri bahwa pengelolaan

pemerintahdilakukan secara baikdan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme dan iniakan lebihmemberi legitimasi kepada pemerintah.

Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan

tegitimasitersebut, pemerintahdapat menjalankan program^programnya

sebagai wujud dari amanat yang dlberikan kepadanya. Sebatiknya

sehingga tidakmendapat pengakuan dandukungan darirakyat. Berbagai
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rangalaman menunjukkan bahwa pemerintahan yang tidak dapat
memberikan kepuasan kepada masyarakat akan menghadapi persoalan

legitimasi dan pada akhimya akan meruntuhkan pemerintahan itu
sendiri. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa

pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya
bahwa pemerintahan tersebut diperoieh melalui pemiiihan dari rakyat
bukan pemberian atau supematural.

Kedua, pemerintahan oieh rakyat, berarti bahwa suatu

pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas
dorongan diri dan'̂ keinginannya sendiri. Selaln itu juga mengandung

pengertian bahwa dal^m menjalankan kekuasannya, pemerintahan
berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat dapat
diiakukan secara langsung oieh rakyatmaupun tidak iangsung melalui
perwakilan di parlemen (DPR, DPRD). Dengan adanya pengawasan
oieh rakyat akan menghilangkan ambisi para penyelenggara

negara (pemerintahan dan DPR). Pemerintahan yang bersih dari
praktik-praktik korupsl, kolusi, dan nepotisme dapat terwujud
apabila rakyat melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya
pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tihgkat lokal. Peran
serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dimaksudkan
untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan ne^ra dan pemerintahan yang bersih dan bebas
dari KKN. Dengan hak dan kewajiban yang rnmilikif masyarakat
diharapkandapat lebih bergairah melaksanakan kontrolsosial secara

optimal terhadap penyelenggaraan nepra, dengan tetap manaati
rambu-rambu hukum yang beriaku sebagai wujud negara dalam

penerapan prinsip demokrasi. Salah satu cbntoh dan pengalaman
yang pernah dialami Indonesia sebagai negara demokrasi pada
masa pemerintahan Orde Baru, kurang lebih tiga puluh dua tahun,

penyelenggaraan negaratidakdapat menjalankan tugasdanfungsinya
secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan
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sebagaimana m^'nya. Hal itu terjadi karena ^anya pemusatan
kekuasaan, kewenangah, dan tanggung jawab presiden (penguasa

bersifat otoritarianisme). Di samping itu, masyarakat pun belum

sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi pengawasanf

sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut

tidak ha'nya berdampak negatifdi bidangpolitik, namun jugadibidang
ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktik penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan

membe|ri peluangterhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme

implikasinya adatah demokrasi dianggap gagal mewujudkan suatu

pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian

bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kep$da pemerintah itu

dijalankan untukkepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus menjadi
prioritas utama diatassegalanya untuk itu pemerintah harus responsif,
mendengarkan, dan mengakomodasi aspirasi rakyatdalam merumuskan

dan menjalankankebijakan dan program-programnya, bukansebaltknya

hanya menjalankan aspirasi kelnginan diri, keluarga dan kelompoknya.

Oleh karena Hu pemerintah sebagai mandataris kekuasaan rakyat

harus membuka saluran^luran dan ruang kebebasan serta menjamin

adanya kebebasan seiuas-luasnya k^da jlakyat dalam menyampaikan
aspirasinya balk melalui media pers maupun secara langsung.

tata pemerintahan yang bersih dan balk. Pada dasamya konsep good

governance ini memberikan rekomendasi pad^ slstem pemerintahan

yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik di

tingkat pusat maupun daerah. Goodgovernance berdasar pandangan

ini berarti suatu kesempatan suatu kesepakatan menyangkut

pengaturan negara yang diciptakan bersama oteh pemerintah,

masyarakat madani dan sektor swasta. Kesempatan tersebut
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mencakup keseluruPan bentuk mekanisme, prosesfdan lembaga-
lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan
kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhr kewajiban
dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Governance

sebagaimana didefinisikan UNP adalah pelaksanaan politik,

ekonomi, dan administrasi dalam mengeldta masalah-masalah

bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikatakan baikjika

diiakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan

rakyat,dalam suasana demokra^lakuntabel serta transparansl.

SesudI dengan pandangan tersebut diatas, maka pemerintahan

yang baik adalah pemerintahan yang bebas KKN dan baik dalam
ukuran proses maupun hasilnya, serta unsur dalam pemerintahan
dapatbergerak secara sinergis tidaksaling berbenturan, memperoleh
dukungah dari rakyat dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang
bertentangandengannormademokrasidandapatmenghambatproses

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahanjuga dapat dikatakan

bersih dan baik jika pengelotaan pemerintahan itu dapat diiakukan

dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan
dan kemakmuran dan tidak terkontaminasi dengan praktik-praktik

KKN yangdapat menghambat pemerinytahan demokratis itu sendiri.
Good governance sebagai sebuah paradigma pemerintahan dapat

terwujud apablia pilar pendukuhj^ dgpat berfungsl secara balk
yaitu negara dengan demokrasi dan birokrasl pemerintahannya

dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis

menjadi demokrasi populis. Sektor-sektor swasta sebagai pengelola
sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus

memberikan kohtribusi dalam usaha pengelotaan sumber daya

tersebut. Keteriibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan

penyeimbang negara. ipenerapan clean and good governance pada
akhlrnya mensyaratkan moral sebagai pilar yang dapat mengikat.

Ketiga pilar tersebut yaitu: pemerlntah, swasta dan masyarakat.
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H. Good Governance: Prinsip, Komponen, dan
Pen^rapannya ^

Konsep p^merintahan yang bersih perlu dipahami dalam

interaksi antarnegara, masyarakat warga dan pasar. Pemerlntahan

dipahami sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomidan

sosiai yang melibatkan pemerintah dan nonpemerintah dalam kerja

keras bersama.

Dalam cara pengelolaan otoritas dan sangsi negara bukan

merupakan dasar utama dinamisme. Dalam pemerlntahan,

diasumsikan bahwa banyak peiaku yang terlibat dan tidak ada yang

dominan.

Terminologi pemerlntahan menolak gagasan formal bahwa

hanya satu institusi negaralah yang berfungsl dengan balk. Dalam

terminologi ini tercakup pengaku^n bahwa di masyarakat, terdapat

banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat

yang berbeda. Meskipun demikian, pemerintahan tidak muncul

secara serabutan, kebetulan atau tanpa diinginkan. Ada beberpa

bentuk aturan main yang perlu ditaati oleh para peiaku. Yang paling

penting di antara pelaku tersebut adalah bentuk otoritas seperti yang

dijalankan oleh negara.

Tetap dalam konsep pemerintahan, dapat diasumsikan

bahwa otoritas tidak dijal<t|i)(an |ecara sepihak, melainkan dengan
melibatkan sejenis pembuatan konsensus dl kalangan peiaku yang

berbeda. Ddlam pemerintahan para peiaku di luar pemerintahan

mempunyai wewenang untuk berpartisipasi dalam membangun,

mengontrol dan mematuhl peraturan yang dibentuk secara kolektif.

Masyarakat sendiri terdapat banyak bentuk pemerintahan. Dalam

kesempatan ini dili^has adalah kerangka kerja mengelola sumber

daya ekonomi dan sostal dalam pembangunan Indonesia yang saat ini

sedang menghad^pl masalah kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi
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yang menyebabkan arah metode pembangunan menjadi sangat

penting. Dalam konteks inilah pemerintahan didefinisikan sebagai

"mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk

tujuan pembangunan." Dengan demikipn pemerintahan yang bersih
dapat diartikan sebagaimekanlsme pengelolaan sumber dayaekonomi
dan sosial dengan substansi dan implementasi yang ditujukan untuk
mencapai pembangunan yang stabil, efisiendan secara adil.

Dalampemerintahanyang bersih dapat direncanakan mekanlsme

pengelolaan dalam bentuk kelembagaan di malia pengaturan kerja

(termasuk sangsi) politisi" dan peran para pelaku bias ditetapkan.
Pemerintahan yang bersih mempunyai beberapa aspek. Pertama,

prinsip koordinasi informal dan formal. Koordinasi formal dalamgood
governance diterapkan melalui pemerintahan berdasarkan hukum.
Hal ini disebabkan oleh:

1. Adalah terlalu praktis dan memakan waktu yang relatif

lama untuk melibatkan berbagai usaha yang membutuhkan

reorganisasi hubungan informal.

2. Masyarakat Indonesia telah loehilangan kemampuan yang sangrt

berarti untuk menangani berbagai masalah dengan berbasis

tradisional dan komunal. Sementara ttu berbagai pengelompokan

kota dan protetonal bermunculan, bertembang^n membutuhkan
pen^uran hukum yangfonmal. Artinya, pada awalnya pelnerintahan
yang bersih mennfbkuskan usahanya pada perbaikan arsitektur

hukumbag! pembangunan ekonomidan politik.

Kedua, mengacu ke para pelaku pemerintahan, yaltu

pemerintahan dan kelompok masyarakat. Keldmpok masyarakat itu

sendirlmempunyaikepentinganyangberbeda. Untukmengidentifikasi

berbagai lembaga atau organisasi penengah yiang mewakili berbagai

komunitas kalangan yang paling bawah dan berbeda-beda.



190 - Dr. Sunarso.M^Si.
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Legitimasi yang melibatkan evaluasfprestasi pemerintah dalam

melaksanakan otoritasnya. Dalam konteks ini, peran pers menjadi

sangat penting untuk meiakukan evaluasi prestasi pemerintah dari
hari ke hari, yangtidakterigantung pada laporan pertanggunrgjawaban

V

pemerintah di parlemen.

Komponen pemerintah yang bersih biasanya meliputi:

pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi dalam pembuatan

kebijakan, pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab, birokrasi

yang memenuhl sydrat, masyarakat warga yang memiliki kemampuan.

Sejak 1990, Bank Dunia telah menghubungkan alokasi sumber

daya ekonomi oleh pemerintah dengan peran pemain pelaku pasar

dan organisasi masyarakat. Dikatakan bahwa mekanisme alokasi

sumber daya membutuhkan:

1. Pertanggungjawaban para pemimpin kepada rakyat.

2. Tranparansi dan transaksi.

3. Efisiensi dalam alokasi sumber daya.

4. Bank Dunia telah mengidentifikasi dua prasyarat utama untuk

pemerintahan yang bersihi yaitu:

a. Kerangka ker]a hukum yang memadai, dengan usaha

sosialisasi yang cukup, mekanisme pemberlakuan, dan

suatu penyele^ian konflik melalui pengadilan atau arbitrasi
sebagai cara untuk nlencapai sasaran pembangunan.

b. Menjaga ketersediaan informasl mengenai kondisi pasar dan

mengenai niat pemerintah untuk campur tangan di pasar.

Beberapa unsur dalam pemerintahan yang bersih adalah sebagai

berikut:

1. Pertanggungjawaban, termasuk pertanggungiawaban politik di

umum dengan tanggungjawab yang diuraikan secara jelas.

2. Pemberlakuan undang-undang, perbedaan tanggung jawab
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antarapegawai negeri dansektorswasta,c)an hak-hak masyaraiTat

warga untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

3. Informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah hams

disampaikan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan

kompetisi yang sehat dalam bidang politik, toleransi, dalam

kadar yang tinggi dan memperbaiki pembuatan kebijakan yang

didasari pada skala preferensi masyarakat.

4. Transparahsl untuk kontrol sosial.

Pemerintahanyangbersihmemerlukankeseimbanganantarnegara,

pasardanmasyarakat Warga. Elemen-elemen diatas berijiku terutama
pada pemerintah. Namun, pemerintah juga mempunyai kewajiban

untuk campur tangan di pasar untuk mencapai berbagai sasaran

tertentu seperti pendidikan, kesehatan atau infrastruktur. Untuk

mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten periu

dibentuk melalui implementasi demokrasi, pemerintahan berdasarkan

hukum, hakasasi manusia dan dijalankannya secara pluralisme.

Sebagai konsep good governance mempunyai sif^-sifat sebagai

berikut:

1. Pemerintahan yang berslh meningkatkan faktor-faktor politik

tertentu, seperti demokrasi, pemerintahan berdasarkan hukum,

HAM dengan dasarbahwa pasar danpemerig^ah dapatberfungsi
secafa efisien hanya apabita dikontroi oieh para pemilih

2. Pemerintahan yang bersih memungkinkan adanya keterkaitan

antara negara, pasar dan masyarakat sipil.

Namun, dasar untuk membangMn good governance adaiah

pasar. Validitas piiihan konsumen dan konstituen dijamin dengan cara

memelihara koinpetisi di pasar dan poiitfk. Tetapi di negara-negara

yang sering bertindak secara tidak rasipnal beium tentu demikian

hainya. Tesis bahwa kepentingan bisnis berjaian seiring dengan

pernbangunan politik beium tentu benar. Para peiaku bisnis mungkin
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saja membuat keputusan-kejititusan politik yang^tidak jujur, seperti

misalnya penolakan terhadap buruh yang mdependen. Dan pasar itu

sendiri pun dapat menyimpang.

Pemerintahanyangbersihdapatditerapkansebaik-baiknyadalam

suatu masyarakat warga yang pluralistik, yang dapat menyelesaikan

konflik antara kelompok-kelompok ekonomi, etnis dan politik.

Ketidaksetaraan yang terlihat di berbagai kelompok masyarakat

perlu dipecahkan, khususnya antara kaum yang kuat dan kaum
yang lemah, berkenaan dengan akses ke ibu kota, jaringan pasar,

ketrampilan dan s^bagainya.

Prinsip-prinsip dasar untuk pemerintahan demokratis antara lain:

1. Mengennbangkan identitas warga yang meliputi:

a. Pembentukan solidaritas warga negara.

b. Meningkatkan identitas sesuai dengan karakteristik khusus

warga negara.

c. Mengembangkan institusi-institusi yang membangun

solidaritas di antara identitas yang berkonflik.

2. Mengembangkan kemampuan politikdengan cara menghormati

hak-hak warganepra. Pengembangah keterampilan agar

kompetftif, meningkatkan kompetensi dan kemampuan

organlsasi untuk menggunakan hak-hak dan kewajiban kolektif.

3. Mengembangkan pemahaman politik nielalU) wacana mengenai
perilaku politik.

4. Mengembangkan kemampuan adaptasi dalam budaya untuk

mengamati kejadian-kejadian berdasarkan pengetahuan dan

bukan berdasarkan prasangka.

Beberapa pengalaman internasional dalam gerakan

pemberantasan korupsi adalah Independent Comhf)ision Against

Ceorruption of Hong Kong, aktivitas Tranparancy International,

Keduanya mempunyai res^p penting yaitu: kelayakan program

antikorupsi dan kredibilitas mereka yang menerapkannya.
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I. Upaya Mewujudkan

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis
serta berwibawa {good governance) merupakan tuntutan utama

reformasi, na'mun hingga saat inibelumdapat dirasakanhasilnya oleh

masyarakat, meskipun berbagai upaya telah mulai dilaksanakan, baik
oleh MPR, DPR, Pemerintah maupun lembaga-lembaga tinggi negara.

Bahkan, sasaran terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih dan

berwibawa telah dicanangkandalam program kedua dari Panca Krida
Kabinettahun 1993.

%

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang

mengimplementasikan "kedaulatan rakyat" dalam seluruh prosesnya.

Secaraumumdan populer, pemerintahyangdemokratisdapat diartikan

sebagai suatu proses pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Makna dari rakyat, diimplementasikan melaiyi pemilihan umum

sebagai wujud dari pelaksanaan "hak politik rakyat" serta sekallgus
wujud dari penggunaan ''hak asasi rakyat" dalam kelkutsertaan

secara langsung dalam menentukan masa depahnya. Pemilu yang

bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan "piatfbrm of democracy,"

dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu harus
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang

memenuhi syarat, termasuk anggbta TNI, Poiri dan^NS.
Apapun sistem yang digunakan dalam penyelengglraan pemilu

(proporsional atau distrik) yang terpenting rakyat harus mengetahui

secara langsung ealon-calon yang akan dipilih untuk mewakili

kepentingannya, baik di lembaga perwakllan pusat (MPR/DPR) maupun

daerah (DPRD l/ll). Hal in! pentinguntukdapat menjamin dan memelihara

kc^ftmen para wakllhya dalarn memperjuangkan asplrasi para

pemilihnya. Penyelenggaraan Pemilu 1999telah maju setapak, namun
karenasempitnyawaktukampanye, menyebabkan pehgumumancalon-

calon dari setiap paitai politik tidak terlaksana, sehingga hasilnya tidak
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berbeda dengan hasilpemilu-pemilu^ebelumnya.

Makna oleh rakyat diimplementasikan bahwa seluruh pejabat

pemerintahan dari yang paling tinggi (presiden dan wakil presideh),

dan pejabat daerah gubernur, bupati/wali kota serta camat dan turah,

harus dipilih oleh rakyat secara langsung. Kita hams membedakan

antara jabatan politis dan jabatan karier. Presiden/wapres dan

menterl-menterl untuk pemerintahan pusat serta gubemur dan

Iain-Iain untuk pemerintahan daerah, merupakan jabatan politis.

Sedangka.n di bawah jabatan tersebut sebagai PNS adalah nonpolitis,

sebingga harus dibebaskan dari pengaruh kepentingan partai-partai

politik.

Makna untuk rakyat diwujudkan dengan kebijaksanaan-

kebijaksanaan pemerintah pusat maupun daerah yang mampu

memberikan pelayanan, kenyamanan, rasa aman dan ketenangan

dalam melaksanakan berbdgai kegiatan kehidupan kemasyarakatan

sehingga timbul dinamika yang akan mampu memacu persatuan dan

kemajuan oleh masyarakat itu sendiri. Tiga hal sangat penting yang

hingga saat Inisangat didambakan oleh masyarakat luas yaitu:

Pertama, pelayanan cMIservice secara berlanjut demi kelancaran

administrasi pemerintah dan harus terbebas dari pengaruh

polltik (adanya pergantian ramerintahan hasil pemiiu), PNS harus

independen danhanya loyal tepad^kepentingan negara.

Kedua, perfindungan nielalui perwujudan dan supremasi hukum

(kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa

aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa

dan bernegara.

Ketiga, memberdayakan masyarakat {enpowerment of the

people), upaya pemerintah untuk secara langsung mendorong

(memfasilitasl) masyarakatdalam berbagai kegiatan demi kepentingan

masyarakat melalui pemberian pelayanan dan perlindungan serta
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A '

jaminan hukum yang konsisten dan tegas.

Guna menjamin terwujudnya suatu pemerlntahan yang bersih

dan demokratis {good, governance), perlu diwujudkan ''checks and

balanced darimasing-masing fungsi yaitulegislatif, eksekutif, yudikatif.

Masing-masing lembaga hams dilaksanakan secara "transparan" untuk
diketahui publikguna kepentingan pengawasan melaluisocial control.

Setiap fungsi dari lembaga-lembaga tersebut hams diatursecara

jeias baik tugas dan fungsinya maupun hubungan satu sama lainnya

dl dalam undang-uhdang, sehinggapelaksanaan checks and balances

akan lebih jeias dan transparan, menghindari penafsiran yang

berbeda-beda (sepertf pengaiaman selama ini). UntukIVIPR memang

harus diatur meiaiui TAP MPR tentang tata tertib sebagai iembaga

tertinggi negara. Sedangkan DPR, presiden, iVIA, BPK dan DPA hams

diatur dengan undang-undang tugas, tanggung jawab dan sanksi-

sanksi terhadap peianggarannya secara rind.

Dari pengaiaman selama ini kelemahan mendasar dalam

peiaksaan administrasi/manajemen pemerintah adalah fungsi

pengawasan (kontrol) dan sanksi lainnya. Untuk menjamin fungsi

manajemen pemerintahan yang lancar dan bersih, maka peHu

dibentuk dan ditetapkan badan-badan pengawasan (funpi kontrol di

luar badan kejaksaan dan pengadllan ataupun pengawa^ internal
#

yang ada (BPKP, Inspektorat Jendral, dll.);

1. Ombudsman (spec/o/prosecutor) yang bertugas untuk menerima

dan mengevaluasi semua masukan dari ma^rakat {social

control) dan selanjutnya memberikan saran, tindak, sanksi, baik

secara administrasi langsung atau ke pengadilan, terhadap semua

pelanggarah, penyimpan^n dan penyalaiigunaan wewenang
oleh aparat pemerintah (KKN) daiam melayani masyarakat.

2. Badan investigasi nasional yang mempakan kepanjangan tangan

Ombudsman yang tersebtar baik di pusat maupun daerah, yang
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akan mendeteksi, menginvestigasi setiap penyimpangan dan

penyalahgunaan wewenang dan melaporkan hasilnya kepada

Ombudsman.

3. Pengadilan khusus penyelesaian KKN.

4. Pers yang bebas, dan objektif sebagai sarana social control yang

ampuh dan membantu tugas-tugas Ombudsman dan badan

investigasi.

Dari pengalaman kita juga membuktikan bahwa kelemahan

dasardari petaksanaan administrasi pemerintahan adalah selain pada

sistem kontrol, juga pada kualitas sumber daya manusianya. Kualitas

sumber daya manusia dalam aparat pemerintahan menjadi fokus

dasar dan kunci pokok dapat tidaknya kita mewujudkan suatu good

governance. Pengalaman membuktikan pula bahwa meskipun sistem

kita lengkap namun tanpa kualitas sumber daya manusia yang balk

ternyata fungsi-fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan optimal.

Namun pengalaman selama orde baru juga m^mperiihatkan

bahwa kelengkapan kelembagaan, kejetasan fungsi serta tingkat

kualitas sumber daya manusianya cukup baik, ternyata belum

menjamln keberhasilan perwujudan good governance karena sangat

lemahnya fungsi pengawasan/kontrol dan^nks|-sanksi yang tegas
dalam manajemen pemerintahan dari pusat sampai tingkat daerah.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia manyangkut

tfga aspek dasar yaitu moral, pendtdikan dan keseiahteraan.

Pengalaman juga menunjukkan bahwa dengan pendidikan yangtinggi

dan kesejahteraah yang cukup, namun tanpa moral dan integritas

yang kuat, belum mampu menghilangkan unsur KKN.

Moral dan integritas bangsst kita sebenarnya telah dituntun oleh

TAP MPR Nomor 11 Tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa

(P4),merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam melaksanakan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun karena butir-butir P4
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belum dituangkan dalam prodiifk perundang-undangan, sehingga
belumada sanksi-sanksi nyataterhadap pelanggaran yangada, sanksl
yangada masihterbatas pada sanksi moral

Secaramenyeluruhdapat disimpulkan bahwauntukmewujudkan

suatu pemerintahanyang bersih dan demokratis [goodgovernance)
hams diambil langkah-langkah konkret sebagai berlkut: pertama,
penataan kelembagaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan kejelasan
fungsi-fungsinya yang dituangkan dalam undang-undang, agar

tercipta "checksand balances" sistem secara hukum.

Kedua, penataan «kelembagaan hukum dan kualltas sumber

daya manusia untuk mampu menciptakan supremasi hukum serta

terlaksananya penegakan hukum yang nyata. Penyempurnaan

produk-produk hlikum (perundang-undangan) disertal dengan
sanksi-sanksi yang nyata.

Ketiga, penataan dan pembentukan badan-badan kontrol yang
leblh independen sebagai sarana mendukung supremasi hukum,
penegakan hukum dan keadilan serta perlindunganmasyarakat.

Keempat, penyempurnaan Undang-Undang Kepegawalan dan

Undang-Undang TNI dan Poiri agar dapat tercipta suatu "cMIservice

Institution^ yang handal guna memaksimalkan peiaksanaan fungsi
pelayanan dan perlindungan masyarakat. ^

.Kelima, penuangan butir-butlr P4 dalam bentuk <4n pedoman
perundang-undangan disertal sanksi-sanksi yang Jelas sebagai
tuntunankehidupan berbangsa danbernegara agarmemiliki jiwa dan
moral Pancasila.

Keenam, penlngkatan kesejahteraan seluruh aparat

pemerintahan {dW/senz/ce and TNI/Polri sampai kebutuhan minimal

pegawai yang paling rendah) sebagai ^ersyaratan yang utama.



BAB XI "
PEMERINTAHAN DAERAH DI

INDONESIA

A. Pembentukan Provinsi

1. Landasan Yuridis Pembentukan Provinsi

UUD 1945 Pasal 18 beserta penjelasnnya mengamanatkan:
(1) sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan

prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentrallsasi

dalam kerangka NKRI; (2) daerah yang dibentuk berdasarkan asas

desentrallsasi dan dekonsentrasi adalaii daerah provinsi, sedangkan

daerah yang dibentuk berdasarkan adas desentrallsasi adalah

daerah kabupaten dan kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas

desentarlisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan

kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam arti ketatanegaraan desentrallsasi adalah pellmpahan

kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah untuk

mengurus rumah tangganya sendiri. Secara etimologis desentrallsasi

berdasar dari bahasa latin, yaitu de^ng 'lepas'dancentrum
yang berarti 'pusat/ JadIdesentrallsasi diartikan 'melepaskan diridari

pusat/ konotaslnya adalah kewenangan dari bagian atau bawahannya

untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan oleh pusat dengan

tetap ada hubungan antara pusat dengan bagian atau di bawahnya.

Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan kekuasaan dari alat

periengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna

melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

198

..J(M



PERBANDINGAN SIStEM PEMERINTAHAN 199

Slstem desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan

dari pemerintali pusat atau daeralitin^at di atasnya kepada .daerali
menjadi urusan rumah tangga yang bercangkutan, sedangkan
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat kepada

pejabat-pejabatnya di daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi dibentuk dati disusun daerah

provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Dasar pembentukan
daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota adalah Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 yang dlperbarui dengan Undang-Undang

Nomor32 Tahun 2004yangdi dalamnya mengamanatkan:

1. Dalam rangka pelaksanaan asasdesentralisasi dibentukdan disusun

daerahprovinsi^ daerahkabupaten dandaerahkotayangberwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa^ndiri berdasarkan asplrasimasyarakat.

2. Daerah^daerah sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing

berdiri sendiri dan tidak mempunyal hubungan hierarki.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas,

maka dasar yurldis pembentukan Provinsi adalah UUD 1945 Pasal 18

Undang-Undang Nomor22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-

Undang Nomor32Tahun 2004tentang PemerintahanDaerah.

Adapun syarat-syarat pembentukan provinsi, menurut Peraturan

Pemerlntah Nomor 129 Tahun 2000:

§
1. Kemampuan ekonomi. ^

2. Potensi daerah.

3. Sosial budaya.

4. Sosial polltik.

5. Jumlah penduduk.

6. luas daerah.

7. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya

otonomi daerah.
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Kemampuan ekonomiadalah kemampuanekdnomiyangdimiiiki

suatu daerah yang tercermin dari hasil kegiatan perekonomian di

daerah yangbersangkutan.Kemampuan ekonomisuatu daerah dapat -

diukur dari penerimaan daerah sendiri adalah penerimaan daerah

yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagian dari penerimaan
pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan serta dari penerimaan hasilsumber daya alam.

Sosial budaya merupakan cerminan dari struktur sosial dan

pola budaya yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat

kegiatan instifusi sosialdan budaya dan sarana olah raga.Sedangkan

sosial politik adalah cerminan kondisi sosial politik masyarakat
yang dapat diukurdari partisipasi politik masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan.

Jumlah penduduk dan luas daerah adalah jumlah tertentu

penduduk suatu daerah yakni besaran jumlah penduduk suatu
daerah yangtelah memenuhi syarat sesuai dengan pengukuran dan

penilaian pembentukan daerah. Sedangkan luas daerah merupakan

luas tertentu suatu daerah yaitu besaran luas suatu daerah yang

telah memenuhi syarat sesuai dengan pengukuran dan penilaian
pembentukan daerah.

Pertimbangan lain yang memui^kink^p terselenggaranya
otonomi daerah adalah meliputi keamanan dan ketertiban,

ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan provinsi yang

akan dibentuk minimal terdiri dari tiga kabupaten dan atau kota.

2. Mekanisme Pembentukan Provinsi

Prosedur pembentukan daerah dijelaskan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 129 Tahun ?000 Pasal 6 yaitu:

a. Ada kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat

yang bersangkutan.

b. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelttian awal yang
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dilaksanakan oleh pemerinj^h daerah.

c. Usul pembentukan provinsi disampaikan pada pemerifitah
dalam hal ini menteri dalam negeri dan otonomi daerah dengan

dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah

provinsi dimaksud, yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

d. Usul pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada
pemerintah dan menteri dalam negeri melalui gubernur
dengan melamplrkan hasil penelitian daerah dan persetujuan

DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan DPRD Provinsi yang

dituangkan dalam keputusan DPRD.

e. Denganmemperhatikan usulan gubernur, menteri dalam negeri

memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan tim untuk
melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan

rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

f. Berdasarkan rekomendasi pada hUruf e, Ketua Dewan

Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para

anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta

tanggapan pada para anggotanya dan dapat menugaskan tim

teknis sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke

daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

g. Para anggota Dewan Pertinibangan Otonomi Daerah
memberikan saran dan pendapat secara ter^lis kepada Ketua

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

h. Berdasarkan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi

Daerah, usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam

rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

i. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan

Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan

daerah,menteridalamnegerimengajukan usulpembentukan daerah
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j. Apabila presiden rftenyetujui usul dimaksud, RUO tentang

penghapusan dan penggabungan daerah disampaikan kepada

DPRRl untuk mendapat persetujuan.

Mekanisme pembentukan provinsi diawali dari adanya kemauan

pdlitik dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Untuk

itu, pemerintah daerah mengadakan penelitian. Hasii penelitian
yang sudah disetujui dan ditandatangani DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota seianjutnya diserahkan kepada menteri dalam

negeri dan otonomi daerah selaku wakil pemerintah pusat. Untuk

menindaklanjuti\usul pembentukan provinsi dari daerah kabupaten

tersebut menteri dalam negeri dan otonomi daerah membentuk

tim yang ditugaskan untuk mengobservasi usulan daerah kabupaten

tersebut. Hasii observasi disampaikan kepada Dewan Pertjmbangan

Otonomi Daerah untuk melakukan penelitian lebih lahjut. Hasii

penelitian ini dibahas dalam rapat Dewan Pertimbangah Otonomi

Daerah. Jika disetujui, dibuatlah RUU pembentukan provinsi yang

seianjutnya disampaikan kepada president Jika RUU disetujui oleh
presiden,seianjutnyaRUU pembentukan provinsi tersebut diserahkan
kepada DPR Rl untuk mendapatkan persetujuan.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan

Keputusan presiden, dengan anggota:
'̂•1 #

a. Menteri dalam negeri. ^

b. Menteri keuangan.

c. Menteri sekretaris negara.

d. Menteri lain sesuai kebutuhan.

e. Perwakilan asosiasi pemerintahan daerah.

f. Wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

Yang dimaksud dengan AsosiasiPemerintah Daerah adalah suatu

organisasi yang di^ntuk oleh pen^erintah daerah dalam rangka

kerjasama ahtar pemerintah provinsi, antarpemerintah kabupaten,
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ataifantarpemerlntah kota, berdasarkan pedoman yang dikeluarkan
oleh pemerintah pusat. Secj^ngkan wakil-wakil daerah dipilih oleh
DPRD dengan beberapa keahlian, terutaina dalam bidang k^uangan

dan pemerlntahan, serta lembaga independen sebanyak enam

orang yang terdiri dari dua orang wakil daerah provinsi, dua orang

waktl dari daerah kabupaten dan dua orang wakil dari kota, dengan

tugas dua tahun. Menteri dalam negeri dan menteri keuangan
karena jabatannya adalah sebagai ketua dan wakil ketua Dewan
PertimbanganOtonomi Daerah,yang dalam melaksanakantugasnya

dibantu oleh kepala sekretariat yang membawahi dua bidang yaitu

bidang otonomi daerah dan bidang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusai dan daerah. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
bertanggungjawab kepada presiden (Abdullah, 2000:70-77).

B. Peraturan Daerah

Peraturan daerah selanjutnya disebut perda menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah adalah
Peraturan Daerah Provinsidan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perda menurut Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerahadalah sebagai berikut:

a. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat

persetujuan bersama DPRD.

b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
provinsi/kabupaten/kota dan tugas fAnba^tuan.

c. Perdasebagaimanadimaksud padaayat(1)merupakan penjabaran

lebihlanjutdari peraturan peruftdang-undangan yang lebihtinggi

dengan memperhatikanciri khasmasing-masing daerah.

d. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan

"bertentangan dengan kepentingan umum" dalam keteptgan



204 Dr. Sunarso, M. Si."

A . N * ^

ini adaiah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan

antarwarga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan

terganggunya ketehteraman/ketertiban umum serta. kebijakan

yang bersifat diskriminatif.

e. Perda sebagainnana dimaksud pada ayat (1) beriaku setelah

. diundangakan dalam lembaran daerah.

1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah

Penibentukan peraturan daerah sebenarnya merupakan hal yang

penting, sehingga telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang

Pemerintahan Daerah dari 1945 sampai sekarang. Dasar hukum

pembentukan perda yang masih beriaku hingga kini adaiah Undang-

Undang Nomor32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah.

Tata cara pembentukan peraturan daerah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahuri 2004 tentang iPembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Sebagai aturan pelaksanaannya di daerah

kabupatenAota adaiah dengan tata tertib DPRD Kabupaten yang

disesuaikan dengan kondlsl maslng-masing daerah.

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangninddngan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk

dl dalamnya peraturan dag|ah« ada beberapa asas yang harus
diperhatikan.antara lain (Alexande^ 2004:20):
a. Asas kejelasan tujjuan adaiah bahwa peraturan perundang-

undanigan yang dibuat membuat tujuan yang jeids, seperti

membentuk baru, nnen^ntikan atau melakukan perubahan

peraturan perundang^undahgan.

b. Asas manfaat adaiah bahwa setiap jenis peraturan perundang-
undangan yang dibuat mempunyai manl^at bagi kehldupan

bermasyarakat, berbangsa dan berhe^ra.

c. Asas kewenangan adaiah setiap jenis peraturan-peraturan

perundang-undangan yang berwenang, sehingga peraturan
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pemndang-undangan tereebut dapat dibatalkan atau batal demi

hukum biladibuat oleh lembaga atau orang yang tidak berwenang.

d. Asas kesesuaian jenis dan materi muatan adalah bahwa dalani
membentuk setiap peraturan pemndang-undangan harus

benar-benar memperhatikan kesesuaian antara jenis peraturan

perundang-undangan dan materi yang akan diatur daiam

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

e. Asas dapat diiaksanakan apabila setiap peraturan perundang-
undangan harus didasarl(an pada perhitungan bahwa peraturan

perundang-undangan tersebut akan dapat berlaku secara

filosofis, yuridis maupun sosiologis.

f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa dalam membentuk

setiap perundang-undangan harus memenuhi persyaratan
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga

sistematikanya maupun terminologi dan bahasa hukumnya jelas,

sehingga tidak menimbulkati interpretasi ganda.

g. Asas keterbukaan (transparansi) adalah bahwa dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan masyardkat diberikan kesempatan

yangseluas-luasnya untukmemberikanmasukan.

h. Asas efisiensi adalah asas bahwa pembentukan peraturan

perundang-undangan dilal^jcan dengan sumber daya yang
seminimal mungkin untuk menda^atkan hasil yang maksimal.
Sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, materi muatan perda

mengandung asas:

a. Pengayoman.

b. Kemanusiaan.

c. Kebangsaan.

d. Kekeluargaan.

e. Kenusantaraan.

f. Bhineka Tunggat Ika.
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g. Keadilan.-

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

i. Ketertiban dan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Daiam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas

produk hukum daerah, perlu mengetahui proses atau prosedur

penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan

produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan

penetapannya. Proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari

tiga tahap (Alexander, 2004:28) yaitu:

a. Proses Penyiapan rancangan peraturan daerah, yang merupakan

proses penyusunan dan rancangan dl lingkunganpemerintah daerah

(dalam hal ini Raperda usul inisiatif).Proses initermasuk menyusun

naskah inisiatif{initiativesdraft), naskah akademik {academic draft)

dan naskah rancangan peraturan daerah {legaldraft),

b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan

dipPRD.

c. Proses pengesahan oleh kepala daerah dan pengundangan oleh

biro/bagiar4^ _

4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Contoh kasus persiapan pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Kebumen, menurut Pasal 100 Peraturan tata tertib DPRD

Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

a. DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.

b. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh kepala

daerah disampaikan dengan surat pengantar kepala daerah

, kepada DPRD.

c. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh kepala
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daerah disampaikan dengan surat pengantar kepala daerah
kepada DPRD.

d. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD

disampaikanoleh PImpinan DPRD kepada kepala daerah.

e. Rancangan peraturan daerah yang berasal darl DPRD atau

kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk
mendapatkan persetujuan bersama.

f. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
poin d dan e, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada seluruh
anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan

peraturan daerah tersebut dibahas dalam rapat paripurna.

Apabila terdapat dua rancangan peraturandaerah yangdiajukan
mengenaihaiyangsama, yangdibicarakan adalahrancanganperaturan

daerah yang diterima terlebih dahulu, sedangkan rancangan peraturan

daerahyangditerimakemudian diterimasebagaipelengkap (Pasal 101
Peraturan TataTertib DPRD Kabupaten Kebumen).

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum

dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Rancangan peraturan

daerah yangsedangdibahashanya dapat ditarikkembali berdasarkan
persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.^nar|(an kembali
rancangan peraturan daerah oleh DPRD dilakukan dengan keputusan

Ketua DPRD disertai alasan-alasan penarikannya. Penarikan

rancangan peraturan daerah dilakukan dalam rapat pembahasan
rancanganperaturan daerah antara DPRD dan kepala daerah dengan

disertai persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah yang

ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali (Pasal 103 Peraturan

Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumea);

Pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan

Pasal 102 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen adalah

dilakukan oleh DPRD bersama bupati yang dilakukan melalui empat

tahap pemblcar^n yaitu sebagai berikut:
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ife " • . . -

a. Pembicaraah tingkat pertama, meliputi:

1). Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna tentang

penyampaian rancangan peraturan daerah yang berasai

dari kepala daerah.

2). Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/

gabungan komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap

rancangan peraturan daerah dan atau perubahan peraturan

daerah atas usul prakarsa DPRD.

b. Pembicaraan tingkat kedua, meliputi:

1) Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasai dari

kepala daerah:

• Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap rancangan

peraturan daerah yang berasai dari kepala daerah.

• Jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum

fraksi-fraksi.

2) Dalam hal eancangan peraturan daerah atas usul DPRD.

• Pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan

daerah atas usul DPRD.

• Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala

daerah

c. Pembicaraan fingtg^ pembahasan dalam rapat
komisi/gabungan komisi atau rapat panitia khusus dilakukan

bersama-sama kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

d. Pembicaraan tingkat keempat, meliputi:

1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang

didahului dengah:

• Laporan hasilpembicaraantahap ketiga.

• Pendapat akhir fraksi. ^
• Pengambilan keputusan.

• Penyampaian sambutan kepala daerah terhadap

pengambilan keputusan.
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. •- Sebelum dilakukan pembicaraan pembahasan rancangan
peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama bupati,

diadakan rapatfraksi. . ^

• Apabila dipandang perlu, panitia nnusyawarah dapat

menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan

dalam rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama

oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD

kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Penyampajan rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam

jangkawaktu palingjamatujuh hariterhitungsejaktanggai persetujuan
bersama (Pasal 104 PeraturanTataTertib DPRD KabupatenKebumen).

Rancangan perda ditetapkan oleh kepala daerah dengan

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat
tiga puluh hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama oleh

DPRD dan kepala daerah. Dalam hal randangan peraturan daerah

tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu ti'ga puluh

hari, Rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib

diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah, rumusan

pengesahannya berbunyl "Peraturan daerah irii dinyatakan sah''
dengan mencantumkan tanggal sahnya dan harus dibubuhkan

sebelum pengundangan naskahperaturan daerah kedalam lembaran

daerah (Pasal 105 Peraturan Tata Tertib DPR^Kabuj)aten kebumen).

C. Sistem Pemerlntahan Federal

Dalammembicarakan mengenai bentuk pemerintahan dari suatu

negara sangat dipengaruhl oleh latar belakang sejarah pembentukan

negara itu, atau lebihspesifik lagi oleh kesepakatan dari para pendiri

negara.

Dalam teori pemerintahan, secara garis besar dikenal adanya
dua model dalam forrnasi negara/ yaltu model negara federal dan
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model negara kesatuan. Model neg'ara federal berangkat dari satu
asumsl dasar bahjg/a ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah
yanglndependen,yangsejakawal memiliki kedaulatan atausemacam

kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara-negara atauwilayah-
wllayah itu yang kemudian bersepakat membentuk sebuah federasi.
Negara dan wilayah pendiri federasi itu kemudian berganti status'
menjadi negara bagian atau wilayah administratif dengan nama

tertentu dalam wilayah federasi.

Dengan kata lain, negara atau wilayah yang menjadi anggota
federasi itulah yang pada dasamya memiliki semua kekuasaan yang

kemudian diserahkansebagian kepada pemerintah federal. Biasanya
pemerintah federal diberi kekuasaan penuh di bidang moneter,
pertahanan, peradilan dan hubungan luarnegeri. Kekuasaan lainnya

cenderung tetap dipertahankan oleh negara bagian atau wilayah
administrasi. Kekuasaan negara bagian biasanya sangat menonjol

dalam urusan-urusan domestik, seperti pendldikan, kesehatan,

kesejahteraan sosial, dan keamanan masyarakat. Ringkasnya,
pembentukan suatu negara federasi melalui dua tahap, yaitu tahap
pengakuan atas keberadaan negara-negara dan wilayah independen
dan tahap kedua adalah kesepakatan mereka membentuk negara

federal. Ini bisa diiihat dalam sistem federalisme di ASdan Malaysia.

Dalam model negara kesatuan, asumsl dasarnya berbeda secara

diametrik dari negara federal. Forrj^si n^rakesatuan dideklarasikan
saat kemerdekaan olehparapendiri negara dengan mengklaim seluruh
wilayahnya sebagai bagian dari satunegara. Tidak adakesepakatan para
penguasa daerah, apalagi negara-negara, karena diasumsikan bahwa
semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagtan
wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu, maka negara

membentuk daerah-daerah atau wllayah-wilayah yang kemudian

diberi kekuasaan atau^ kewenangan oleh pemerintah pusat untuk

mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Di sini diasumsikan
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bahwa negaralah yang menjadi sumber kekua'saan. Kekuasaan daerah

pada dasarnya adalah kekuasaan pusat yang didesentralisasikan, dan

selanjutnya terbentuklah daerah-daerah otonom. Jadi sangat jelas

bahwa otonomi daerah adalah wujud pemberian kekuasaan oleh

pemerintah pusat. Ini bisa kita amati dari sistenn Indonesia dan RRC

Untuk kasus Indonesia, gagasan federalisme ini cukup menarik

untukdikaji, karena membawa implikasi yang sangat jauh, ke belakang

dan ke depan. Ke belakang, bisa kita telusuri dari sejak pemerintahan

Belanda, lahirnya wacana kemerdekaan, dan perjalanan sejarah

pemerintahan kita hingga saat ini. Ke depan, kita bisa menduga-duga

irhpiikasinyaterhadap Proklamasi 1945.

Penierintah Hindja-Belanda di wilayah Nusantara menemukan

bentuknya yang bersifat sentralistis sejak 1905. Bentuk pemerintahan

ini telah secara final mematikan independensi daerah-daerah, baik

dalam konteks kehadiran raja-raja lokal yang sangat tergantung

kepada pemerintahan Belanda, mulai dari gaji yang mereka terima

sampai kepada keputusan-keputusan yang mereka ambil maupun

dalam konteks administrasi pemerintahan mereka. Format ini yang

terpeiihara hingga kita memproklamasikan kemerdekaan.

Dalam periode antara 1905 hingga 1945, pulau-pulau di

Nusantara telah merupakan satu kesatuan politik dl bawah kekuasaan

Belanda, dan sebentar dl bawah pendudukan Jepang. Begitu kuatnya

hasil penyatuan pulau-pulau di Nusant^ itu,^ehingga para pemuda
Indonesia yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda pada 1928 pun

meyaklnlnyasebagai satu tanah aii; atau satu nusa yangtidakterbagi-

bagi. Pidato Bung Karno dalam rapat-rapat Badan Penyelldik Usaha-

Usaha Perslapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) juga menjelaskan

keyakinan ini. Ringkasnya, semua pendirl negara pada waktu itu

sepakat untuk mendirikan sebuah negara kesatuan yang bukan

merupakan penjumlahan dari beberapa negara bagian. Wacana para
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pendiri negara itu pun diyakini oleh sebagian besar rakyat Indonesia

sebagai acuan nilai dalam upaya membangun semangat kebangsaan.

Maka, strategi Belanda untuk medelegitimasi negarahasll proklamasi

17 Agustus 1945 Itu adalah dengan mendorong lahirnya negara-
negara di luar formasi UUD1945.

Berdirinya Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara
SumatraTimur, dansebagainya adalahhasiljerih payah Belanda untuk

menunjukkan kepada dunia bahwa republik yang kita proklamirkan

pada 17 Agustus 1945 itu sudah runtuh. la tidak lag! memiliki
kedaulatan. Ketika Belanda berkesempatan memainkan kartunya

dalam perundingan-perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB)
untuk penyerahan kedaulatan kepada pemerintah bekas jajahannya
ini, mereka bersikukuh mengakui keberadaan negara-negara itu
sebagai satuan-satuan politik yang independen. Karena itu, hasilnya
adalah pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat. Negara
Proklamasi telah direduksi menjadi salah satu negara dalam serikat

itu. Inilah bentuk pemerihtahan federal yang pemah kita nfiiliki.

Akan tetapi, sejarah membuktikan bahwa umur dari proyek
federalisme ini sangat pendek. la ditolak justru oleh para pemuda

pejuang di negara-negara bagian bentukan Belanda tersebut. Kita
kemudian sep&t kimbali ke lientuk negara kesatuan. Contoh yang
menarik adalah pembubaranNegara Indonesia Timur yangdilakukan
oteh pafa pemuda Negara Indonesia Timur secara unilateral,
dan sekaligus mehyatakan bergabung kembali ke dalam Republik

Indonesiayang berpusat di Yogyakarta. Pernyataan pemuda-pemuda

Negara Indonesia Timur tersebut kemudian diikuti oleh keputusan

para pemtmpin Negara Indonesia Timur (NIT) untuk kembali ke
bentuk kesatuan dan menolak kelangsungan NIT.

Dalam perjalanan seianjutnya, proyek negara kesatuan temyata

mengalami berbagai distorsi. la cenderung ditafsirkan identik
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dengan sentralisasi kekuasaan dan belakangan bahkan diberi nama

uniformitas struktur pemerintahan. Kedua hal inilah yang kemudian

menimbulkan berbagai masalah dalam hubungan pusat dan daerah.

Otonomi daerah dikebiri dari waktu ke waktu, baik dalam artian

politik, ekonomi, maupun administrasi. Keputusan tentang hajat hidup

orang banyaktidak bisa tuntas di daerah. Hampirsemua urusan harus

diselesaikan di Jakarta. Kegagalan membangun sistem pemerintahan

yahg kewenangannya terdesntralisasikan secara lebih bermakna dari

waktu ke waktu, menimbulkan keyakinan baru bagi masyarakat di

daerah bahwa pusat bukan hanya mengeksploitasi mereka, tetapijuga

mengambil hak mereka untuk mendapat pelayanan yang baik oleh

sebuah pemerintahan yang baik. Kondisi ini beriangsung sangat lama,

sehingga menimbulkan berbagai ketidakpuasan. Pada puncaknya,

muncul gagasan untuk kembali ke b^ntuk pemerintahan federal.

Mudah-mudahan, gagasan federalisme itu lebih merupakan

ledakan ketidakpuasan belaka daripada sebuah keinginan yang

serius. Sebab, kalau akan terus bergerak ke arah perwujudan negara

dengan bentuk federalisme, maka hanya ada satu jalan yang bisa kita

lalui, yaitM membubarkan NKRI.

Jalan keluar yang moderat untuk mengatasi ketidakpuasan

daerah selama ini adalah dengan ^bijaJtan desentralisasi yang
lebih besar kepada daerah-daerah. Pusat harus menghentikan

secara drastis kebijakannya yang sangat sentraiistis dan mengakhtri

keblasaan memaksakan keseragaman struktur administrasi kepada

daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang

diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagai pen^anti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 adalah jawabannya. Lahirnya undang-undang baru ini

membalikkan falsafah sentralisme pemerintahan Orde Baru ke arah

falsafah desentralisasi seluas-juasnya untuk mewujudkan kedaulatan

rakyat dt daerah untuk mengurus urusan rumdh tangganya sendiri.
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dapat^enjadi jawaban terhadap substansi berbagai tuntutan yang
terbungkus dalam isu federalisme.

D. Indonesia Setelah Soeharto Runtuh

Setelah Orde Baru runtuh, satu persatu terkuak berbagai

keinginan. Di samping masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
sebagai isu sentral, muncul pula pemikiran-pemikiran berbeda
dengan apayang selama ini dipaksakan pemerintahan Orde Baru.

Negara Kesatuan, "uniform" kesatuan dan persatuan mulai
dipersoalkan dari banyak segi, efisiensi, efektivitas, keadllan, dan
sebagalnya. Sebagai ilustrasi, Irian Jaya (Papua) hanya mendapat
4% dari seluruh hasil yang diterima dari pengolahan sumber
daya lokalnya, seleblhnya ke pusat. Kalimantan Timur hanya
mengkonsumsi 0,5% dari seluruh hasil wilayahnya. Demikian pula
Aceh hanya mengkonsumsi 0,5% dari seluruh penghasilan yang
berasal dari daerahnya (Dakhidae, 1999: xxvi). Angka-angka di atas
sudah menunjukkan ketimpangan luarblasa. Sumber daya didaerah
tidakberkembang. Dalam artihumanresources, local leadership, dan
localnatural resources, kalaupunada, semuanya adalah milik pusat.

Semua itu yang menghidupkan kembali, atau sekurang-kurangnya
membukakeinginan pemikirann ke arah sistem federal.

Bentuk negara Cs^eraJ bukan sesuatu yang aneh di dunia ini.
Empat puluh persen warga dunia sekarang hidup di bawah sistem
federal. Kalau definisi federalisme itu dllonggarakan sedikit, maka

sedikitnya bisa dibedakan tiga jenis federalisme. Pertama, negara
dengan sistem federal murni yang dengan tegas merumuskan
negaranya sebagai federal sebanyak 18negara. Kedua, negara dengan
bentuk federal arrangement, yang tidak memaklumkan dlri sebagai
federaU^tapi di dalam sistem pemerintahannya otonomi sebegitu
kuatnya sehinhgga jauhleblh dekat kepada sistem federal sebanyak
17 negara. Contohnya United Kingdom of GreatBritain and Ireland
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yangterdiri dari ecnpatnegara dan lirna self-governing island. Ketiga,.
bentuk negara dan pemerintahan yang disebut sebagai associated

states. Negaranya sudah jadi, tetapi untuk hidup sendiri-sendiri

dianggap sulit, karena itu mereka membentuk asosiasi dengan suatu

negara indukyang disebut sebagai negara dengan wewenangfederatif
sebanyak 23 negara. Contohterbaik adalah Kerajaan Monakodengan

menunnpang diri pada Francis yang memegang federate power.

Dengan demiklan kira-klra ada 58 negara dengan bentuknya kurang
lebih federal. Jumlah negara-negara di atas dan komposisifederalnya

mungkin sudah berubah, karena data di atas beriaku sampai 1987.

Bila dimasukkan ke dalam konstelasi dunia dengan 185 negara, maka

berarti 35%negara-negara di dunia berada di bawah sistem federal.

Bagi Indonesia, pemikiran,wacana tentangfederalisme dan dalam

praktik mengambil bentukfederalsamasekali bukansesuatu yangbaru.

Kalau sekiranya zannan Hindia-^Belanda dihitung juga, maka wacana

tentang masalah federal itu sudah dimulai. Malah, sudah dipraktikkan

dalam rnasa singkat British Interregnum pada 1811-1816. Pada masa

itu Hindia-Belandadibagi menjadi empat bagian besar. Pertama, Jawa

dan taklukannya Uava and its dependencies). Kedua,Fort Marlborough

(Bengkulu) and dependencies. Ketiga, PulauPenang anddependencies.

Keempat, Maluku. Coritoh-contoh di atas hanya untuk menyebutkan

bagaimana sistem ini bukan sesi^u yang baru dlsini.

Pada masa setelah kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem

federal dari 1949-1950. Praktis hanya delapan bulan, sehingga tidak

banyakmemberikanperubahan karenajangkawaktu yangbegitusingkat.

Setelah itu Indonesia menganut sistem Unitarian, negara kesatuan

selama 48 tahun. Setelah sekian lama negara kesatuan dipraktikkan,

dan sentratisasi yan^ ketat, bahkan boleh dibilang over centralization.

Secara Ideologis semua dipaksakan denpn semboyan ''kesatuan dan

persatuan" yang dalam dirinya juga membawa konsekuensi otoriter



/tj^

216 Dr. Sutiarso, M. Si.

A

yang berbeda dari ideologi yang dita^arkan para'pendiri bangsa ini
yaitu: bhineka tunggal ika yang tidak lain berarti unity in diversity. Kata
yang pertama lebih menuju uniformitas dan otoriter, maka yang kedua
sebenarnya lebih realistis, memandang perbedaan, mengiiormati
perbedaan, tetapi tetapmenjadi satu. konsekuensi politik, administratif
dan ekonomi dari dua hal di atas sangat berbeda.

Federalisme sebagaiwacana, termasukdalamhal isi federalisme
seperti dirumuskan Partai Amanat Nasionai (PAN), terbatas pada
perimbangan keuangan dan kelompok-kelompok yang tidak setuju
realisa^inya secara politis. Federalisme terbatas terutama pada
perimbangan keuangan daerah, danbelum sejauh kepada pemisahan
negara-negara tersendiri dalam kesatuan persatuan Negara Rl.

Untuk itu dirasa perlu untuk dialog bersama lebih intensif
mengkaji berbagai kemungkinan yang berangkat dari keinginan-
keinginan daerah yang tidak tertampung, terutama dalam
perimbangan keuangan daerah atau bahkan membuka kemungkinan
federalisme secara politis.

E. Federalisme? Mungkinkah bagi Indonesia

Ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan
UUD Negara Kesatuan Republlk Indonesia pada 18Agustus 1945, dalam
Pasal 1, ayat (1) dfcantumkan bafi^ Nggara Indonesia adalah "negara
kesatuan'' {eenheldstaal). Bentuk negara Inl dipertahankan selama
Republlk Pertama (17 Agustus 1945-27 Desember 1949).

Pemerintah Belanda yang berusaha menegakkan kembati

kekuasaannya di Indonesia, menciptakan negara-negara bagian dan

satuan-satuan kenegaraan yang dimaksudkan untuk meiumpuhkan

status Republik Indon^la yang dibentuk denganProklamasi 17 Agustus

194'5 sebagai negara nasionai, serta untuk memecah belah rakyat
Indonesia. Usaha Pemertntah Belanda itu menghasilkan pembentukan

Negara Republik Indonesia Serikat pada 27Desember 1949 yang terdlri
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dari 16 daerah bagian,yaitu NegaraRepubiik IndonesiaYogya, Indonesia
A

Timuo Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatra Tinrfur, Sumatra Selatan,

serta sembilan satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu Jawa

Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat,dan Kalimantan Timur.

DenganterbentuknyaRepubiik Ketiga sebagaiNegara Kesatuan pada

17Agustus 1950,maka berakhirlah seteru antara golongan "republiken"

yang menghendaki negara kesatuan dan golongan "federalis" yang
menghendaki negara serikat. Dengan dihapuskannya daerah-daerah

bagian, makagotongan federalis ikutterhapus dalam percaturan politik.

Pada 5 Juli 1959 Presiden soekarno mengeluarkan Keputusan
\

Presiden Nomor 150 Tahun 1959 (Dekrit Presiden) yang antara

lain menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai undang-

undang dasar nasional. Terakhir UUD 1945 berlaku sebagai UUD

Negara Bagian Repubiik Indonesia selama masa Repubiik Kedua (27

Desember 1949-17 Agustus 1950) dan tidak lagi merupakan hukum

pbsitif selama masa Repubiik Ketiga (17 Agustus 1959-5 Jujl 1959).

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, lahirlah repubiik keempat (5

Jiill 1959-5ekarang). Repubiik keempat ini bisa dibagi tiga periode,

yaitu Orde Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966),Orde Baru (11 Maret

1966-21 Mei 1998) dan Orde Reformasi (21 Mei 199a-sekarang).

Jika dalam periode Orde Lama dan Juga datam periode Orde Baru

tidak terdengar suara mengenai soal ^egara federal, atau setidak-
tidaknya tidak sampal ke permukaan, maki dalam periode Orde
Reformasi Ini mulai terdengar aspirasi masyarakat mengenai negara

federal. Dengan kata lain, muncul kembali golongan federalis yang

bukan rekayasa dari atas.

Gagasan n%ara serikat diplcuoleh sentralisasi pemerintahan yang

dianggapberiebihan.Hubungari keuanganantara pusat dan daerah yang

dianggap kurang adil. Sudab beberapa kali disusun Undang-Undang

Pokok Pemerintahan Daerah yang menjanjikan otonomi daerah yang

(#
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seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri atauotonomi
yang nyata danbertanggung jawab, namun sudah lebih setengah abad
dalam praktiknya tetap merupakan kata-kata yang indah beiaka dan
tanpa wujud yang nyata. Lama kelamaan hal ini menimbulkan rasa
tidak puas di daerah terutama daerah yang kaya dengan sumber daya
alam, namun tetap mlskin. Kalau tidakdiselesalkan dengan bijaksana,
tidak tertutup kemungklnan akantimbulgejolak.

Darl segi petlstilahan (terminologi) ada hal yang kurang
menguntungkan. Istilah negara serikat diartikan bahwa jika diganti

dengan negara kesatuan diartikan bahwa jika diganti dengan negara
serikat, maka kesatuan akan hiiang. Padahal negara serikat tidak

a priori menghilangkan persatuan dan kesatuan. Wadahnya tetap
Negara Republik Indonesia dan 17 Agustus tetap dirayakan setiap
tahunsebagai Hari Proklamasi. Slogan "bersatu kita teguh, berceral kita
runtuh"berlaku baik bagi negara kesatuan maupun bagi negara serikat.

JadI, janganlah ada persepsi bahwa negara serikat akan menimbulkan
perpecahan, disintegrasi bangsa, separatisme, dansebagainya.

Kondisi yang dikemukakan oleh Mohammad Yamin pada 1945,
khususriya mengenai soal kemampuan daerah sehubungan dengan
SDM, adalah tidak v^jd lagi untuk masa kini (enam puluh tahun
setelah merdeka). Kondisi dileberapa daerah sudah berubah. Dengan
kemajuan pendldlkan yang ditunjang oleh universitas di setiap diaerah
tingkat I, bahkan ada yang mempunyai lebih dari satu universitas
beberapa daerah memiliki cukuptenaga ahll yang mampu mengatur dan
mengurus kesejahteraan rakyat daerahnya. tentu sajabeberapa urusan
pemerintahan, seperti hubungan luar negeri, keuangan, pertahanan,

danperadltan tetap merupakan kewenangan pemerintah naslonai.

Untuk mengetahui seberapa Jauh daerah-daerah bagian itu
hukum

adat,

hukum adat yaitu: Aceh, Tanah Gayo, Tanah Alas, Tanah Batak,

'f,
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Minangkabau, Sumatra Selatan (Bengkulu, Lampung, Palembang,
Jambi, Enggano), Tanah Mela^u (Riau, Indraglri,^Sumatra TImur),
Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa,Gorontalo,TanahToraja,

Sulawesi Selatan, Ternate, Maluku Selatan, Irian, Kepulauan Timor,

Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura,

Yogya-Solo, dan Jawa Barat termasuk Banten.

Perubahan bangun negara atau ikatan kenegaraan dari negara

kesatuan menjadi negara serikat, tentu saja hams dengan syarat

bahwa proses pembangunan bengsa dianggap sudah selesai. Setiap

usaha atau geraton yang bertujuan memecah kesatuan dan persatuan

bangsa harus ditumpas. Faktor integrasi bangsa harus terus dibina

dan dikembangkan.

Melihat kondisi politik dewasa ini, kemungkinan besar negara

kesatuan akan terus dipertahankan, setidak-tidaknya untuk satu

angkatan Cgenerasl)iagi. Kalau negara kesatuan yang didesentralisasi,

tidak memberikan kepusan lag! daerah di masa yang akan datang,

maka tuntutan agar negara kesatuan diubah menjadi negara serikat

akan marak dalam abad ke-21.

Pada waktu negara serikat diubah menjadi negara kesatuan (17

Agustus 1950), Soepomo mengatakan: ''Perubahan struktur negara

dari bentuk federal menjadi bentuk kesatuan Itu tidak melanggar

konstitusi, bahkan adalah suatu kejadlan konstitusional." Jadi,

seballknya kalau terjadi perubahan dari ben '̂k k^atuan menjadi
bentuk serikat, hat Ini juga merupakan peristiwa konstituslonal, dan

yang terus dipertahankan sebagai wadah negara nasionai adalah

tetap ''Republik Indonesia".

F. Pengalaman Negara-NegaraAsean dalam Federalisme

Sejarahmasa lampau suatu negaraselalu meninggalkanserentetan

pilihan bag! masa kfhl. Dertiikian i^ula keputusan-keputusan politik

yang harus diambll pada masa klni, sangat banyak dipengamhi oleh
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penekanan-penekanan pada masa lampau. Hal itu pulalah yang kini

dialami oleh negara-negara Asia Tenggara, baik yang sudah bergabung

dalam ASEAN, maupun yangakan bergabung dalamwaktudekat

Semua Negara Asia Tenggara, kecuali Tliailand adalah bekas

jajahan negara-negaraEropaBarat.Meskipun demikian Thailand tidak
terlepas dari pengaruh Inggris dan Francis yang sudah menguasai

negara-negara tetangganya seperti Burma, Malaysia dan Indonesia.

Kedua r^egara Eropa ini telah menjadikan wilayah Thailand sebagai

bu^r zone bagi wijayah koloni mereka. Sementara para penasihat

Kerajaan Slam juga berasal dari kedua bangsa itu.

Usai Perang Dunia II memberikan kesempatan kepada negara-

negara Asia Tenggara untuk memperoleh kemerdekaan. Pola

perjuangan kemerdekaan yan^ dilakukan oleh elite politik lokal
juga bervariasi. Ada yang melakukannya dengan cara damai melalui

perjuangan diplomas! dengan pihak kolonial, seperti yang dialami

ojeh Brunei Darussalam, Filipina, Labs, Kamboja, Malaysia dan

Singapura. Ada pula yang harus nielengkapinya dengan perjuangan

bersenjata, seperti yang dialami Indonesia dan Vietnam.

Dalam naskah konstitusi yang mereka persiapkan sebelum

kemerdekaan, pada umMrnnya^s^ra-negara Asia Tenggara memilih

kon^p negara kesatuan, kecuali Malaysiayang menganut konsepfederal.
Sementara Indonesia dan Myanmar pemah menggunakan konsep

federal masing-masing selama enam bulan dan 25 tahun^ namun kedua

negara ini kembaii menganut konsep negara kesatuan. Oleh kainena itu

ketiganegara Ini akan menjadi fbkus pembahasan dalam buku ini.

Malaria

Konsepnegara federal yang dianut oleh Malaysia tidak terlepas
dari hubungan kesembilan kerajaan Islamyang terdapat di negara itu

dengan pihak kolontal yang pernah mendudukinya seperti Portugis,

Belanda, dan Inggris. Ketiga penjajah itu masih mengakui eksistensi
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mereka walaupun memanfaatkannya untuk kepentingan kolomal.

Gagasan pemerintahan federasi Negara Melayu dilakukan

pertama kali oleh Inggrls dengan menggabungkan kerajaan-kerajaan

seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang pada 1895. Di

sini kekuasaan sultan masih diakui secara terbatas. Akan tetapi sultan

tidak boleh langsung menangani pemerintahan tanpa seizin dewan

negara yang dipimpin oleh Residen Inggris.

Selain itu pemerintah Inggris juga membentuk pemerintah

kbnfederasi di \A(ilayah yang diambilalihkan dari Kerajaan Siam

seperti di Kedah, Perlis, Kelantan dan Trengganu, sedangkan Johor

juga dimasukkan dalam kelompok konfederasi ini pada 1909. Dalam

pola kedua ini kekuasaan sultan lebih besar, dan pemerintahan tetap

berada di tangan orang Melayu (Menteri Besar), sementara Inggris

hanya berperan sebagai "penasihat".

Di Penang, Malaka dan Singapura {straits settlements) Inggris

berkuasa secara penuh, tanpa campur tangan sultan. Penguasaan

itu dilakukan berdasarkan perjanjian '̂saling membantu'' dengan

para sultan yang dulu menguasai ketiga daerah itu. Sabah, Serawak,

dan Brunei baru dapat dikuasai oleh British l\/lilitary Administration

(S/W4), setelah berakhirnya Perang Dunia II, di mana Inggris diberi

kekuasaan oleh PBB untuk menjadi prot^ora|ketiga wilayah itu.
Pada 1 April 1946, Pemerintah Inggris di London mempersiapkan

konstitusi bam bagi kesembilan Klerajaan Melayu di Semenanjung

Malaka dengan membentuk pemerintahan Federasi Malayan Union

yang dipimpin oleh Gubemur Inggris. Dalam konstitusi itu juga

dinyatakan bahwasemua warga negara Malaya mempunyai hak politik

dan territorial yang sama dala,rn mencapai suatu pemerintahan sendiri.

Pernyataan Pemerintah Inggrissecara seplhak iniditentang oleh Raja-raja

Melayu dan Ketua UMNO Datuk Onn bin Ja'far. Mereka menuntut agar

dilibatkan dalam penyusunan konstitusi baru. Ini. Akhimya tercapaiiah
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kesepakatan intuk membentuk NegaraFederasi Malaya, di mana setiap

kerajaanmasihdiakui kedaulatan untuk megaturdirinyasendiri. Dengan

demikian pendudukasli Melayu (55%) memperolehhakIstimeWa dalam

politik, sedangkan keturunan Cina (35%) dan India (10%) diakui sebagai

watiga negara yang liarus tundukkepada pemerintahan Kerajaan Melayu
setempat Federasi Malaya itu akan diplmpin oleh Komisaris Tinggi

Inggris mulai 1 Februari 1949 sampai diadakannya pemilihan umum

yarigakan dibentuk pemerintahan sendiri.

Pada 1956 lembaga legislatiffederal telah menetapkan beriakunya

Konstitusi Baru dengan Isi pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Negara Malaya berbentuk federasi yang terdiri dari Kerajaan

Melayu dan dua provinsi di Malaka dari Penang. Pemerintah

federal diplmpin oleh seorang perdana menteri yangberasal dari
partai mayoritas di parlemen yang terdiri dari dua kamar yaitu

Dewan Negara yang mewakili kesembilan kerajaan dan kedua

provinsi, serta Dewan Rakyat yang dipilih oleh kesembilan Raja

Melayu dari kalangan mereka sendiri untuk masa jabatan lima

tahun dengan sebutan yang di-pertuan agung.

b. Di setiap, pemerintahan seharl-hari diplmpin oleh seorang

menteri besar untuk k^jaan dan ketua menteri untuk provinsi.
Mereka dipilih oleh parienfen seternpat (Dewan Undangan
Negeri). Kepala negara baglan di kerajaan dipegang oleh raja

yang ditunjuk secara turun temurun dari kalangan keluarga

kerajaan masing-masing. Sedangkan kepala provinsi diplmpin

oleh seorang gubernur yangditunjukoleh yangdi-pertuan agung

atas persetujuan perdana menteri dan Pariemen Federal.

Pada 31 .Agustus 1957 Federasi Malaya dinyatakan sebagai

negara yang rnerdeka dan terbentuknya pemerintahan federal di
bawah pimpinah Perdana Menteri Tunku Abdurrahman setelah

memenangkan pemitu yang diadakan sebelumnya, la merupakan

Ketua UMNO yang men^antikan Datuk Onn bin Ja'far yang
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memenangkan Pemiltf^l957 dengan mela|(ukan aliansi^engan partai

kelompokCina (MCA) dan partai kelompok India (MIC) dengan meraih

suara secara bersama Zl,l%. Mulai 16 September 1963 Federasi

Malaya itu diperluas dengan nama Federasi Malaysia yaitu dengan

memasukkan Sabah, Sarawak dan Singapura (yang kemudian keluar

pada 1965 dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka).

Kukuhtiya sistem federal di Malaysiatampaknya didukung secara

kuat oleh pengakuan konstitusi terhadap kedaulatan kesembilan

kerajaan dan otonomi yang cukup luas bagi keempat provinsi.

Namun yar\g tidak kalah penting adalah peranan partai politik yang

bergabung dalam aliansi seperi UMNO bagi kelompok Melayu, MCA

bagi kelompok Cina dan MICbagi kelompok India. Perluasan aliansi ini

pada 1970 menjadi Barisan Nasional dengan masuknya partai-partai

kecil lainnya baik di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak

semakin memperkukuh Federasi Malaysia itu. Hal itu terlihat dengan

kemenangan aliansi dalam Pemilu 1955 (81,796), 1959 (51,8%) dan

1964 (58,4%). Aliansi hanya mengalami kekalahan pada Pemilu 1969

dengan hanya memperoleh suara sebesar 48,4%.

Kekalahan aliansi ini terutama disebabkan oleh terjadinya

kerusuhan raslal terbesar sejak negara federasi itu berdiri. Kerusuhan

itu pada dasarnya disebabkan oleh ketimpangan sosial ekonomi

antara penduduk Melayu yang mlsl^ der^n penduduk etnis Cina
yang menguasai perekonomian nasional. Ketimpangan sosial itu

telah diptcu oleh pihak oposisi melalui kampanye yang akhirnya

menimbulkan kerusuhan.

DI lainpihak,kerusuhan itu membawa hikmahtersendiri bagi rakyat

Malaysia. Sebab, berdasarkan pengalaman pahit itulah pemerintahan

TunAbdul Rozak mencanangkan kebijakan ekonomi baru {neweconomic

poffcy) dengan mentargetkan peningkatan porsi pendapatan nasional

penduduk Melayu dari Hanya 1,5% pada 1969 menjadi 30% pada 1990.

Kebijakan ini diikuti dan dilanjutkan secara terus menerus oleh para
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penggantinya Datuk Husein Onndan Dr. MahatirMuhammad, sehingga

menampakkan keberhasilannya pada 19S0-an.

Tentu saja keberhasilan pembangunan ekonomi Malaysia

didukung oleh semua keiompok etnis terutama yang tergabung

dalam Bartsan Nasional. Dukungan itu terlihat dengan kemenangan

kembali Barisan Nasional pada Pemilu 1974 (60,7%), 1978 (55,3%),

1982 (60,5%) dan 1986 sebesar 55,7%.

Lamanya Mahatirmemerintah (sejak1981)menyebabkan muncul-

nya keiompok pendukung yang kuat baik secara ekonomi, sehingga

monopoli dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sulit dihindari. Kritik

Anwar Ibrahim terhadap kebijakan politik dan ekonomi Mahatir, telah

menyebabkan ia dipecat sebagai wakil perdana menteri dan dari UMNO,

sehingga Anwar terpaksa berurusan dengan pengadilan. Hanya saja

penggusuran Mahatir, kalaupun berhasil belum tentu akan mengun-

tungkan Anwar. Bisa saja keiompok Mahatir mencalonkan tokoh lain

yang sudah dipersiapkannya untuk kongres partai UMNO mendatang.

Krisis kepemimpinan UMNO yang kini melanda Malaysia tidak akan

banyak berpengaruh terhadap sistem federal yang dianut selama ini.

Siapapun yangakan memimpin UMNO, koallsinya den^n partai-partal
lain dalam Barisan Nasional tidak ^n banyak berubah, karena setiap
partai mempunyai pendukungnya sendiri4endtri. Kalaupun akan terjadi
perubahah, paling banyak penurunan kursiUMNO atau Barisan Nasional

beberapa persen dibandingtahun sebelumnya, namun Barisan Nasional

masih akan tetap memerintah pada awal abad ke-21ini.

2. Myanmar

Sistem federal secdra terbatas juga pernah dilakukan oleh

Myanmar (dulu Burma) sejak negara itu berdiri pada 1948

berdasarkan konstitusi yang sudah disusun setahun sebelumnya.

Dalam Konstitusi 1947 itu dinyatakan bahwa Republik Persatuan

Sosialis Burma befbentuk negara federal yang terdiri dari tujuh
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negara bagian bagi kelompok suku minoritas dan tujuh provinsi bagi

suku mayoritas Burma. Berdasarkan data statistik pada 1976, 71,4%

penduduk Myanmar adalah dari suku Burma, sedangkan kelompok

minoritas terdiri dari suku Shan (9,4%), Arakah (6,1%), Mon (4,9%),

Kachin (2,4%), Kaeren (2,4%), Chin (1,1%), dan Kayah (0,4%), dan

masing-masing menempati negara bagiannya yang sesuai dengan

nama .sukunya masing-masing. Sementara suku Burma menghuni

tujuh provinsi yaitu irawady, Rangoon, Mandaiay, Pegu, Sagaing,

Magwe, dan Tenaserim.

Ketika Republik of Union Burma (Republik Kesatuan Burma)

dinyatakan merdeka pada 1948, kelompok suku minoritas seperti suku

Karen, Shan dan Chin menoiak untuk bergabung dengan Negara Burma

yang didominasi suku Burma tersebut, sehingga mereka melakukan

pemberontakan untuk menuntut pembentukan negara sendiri 6

yang terlepas dari pengaruh Burma. Sejama pemerintahan U Nu,

pemberontakan itu tidak dapat dipadamkan, karena sampai sekarang

masih banyak pemberontakyang melakukangerilyanyadi hutan-hutan.

Jenderal Ne Win, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, pada
1958 dipercaya untuk memlmpin pemerintahan sementara, sebagai

kalangan pemfmpin partai AFPFL pimpinan U Nu. Pada nUasa transisi
ttu Ne Win berhasil menthgkatkan p($iilaripsnya sebagai pemimpin
baru Myanmar. Meskipun U Nu kembali tampil sebagai perdana

menteri hasil Pemilu 1960, namun popularitasnya merosot tajam,

sehingga> Ne Win 9khlrnya mengambit alih kekuasaan pada 2 Maret

1962. la membentuk Dewan RevolusI yang sebagian besar adalah

perwira miiiter, yang menjalankan kekuasaan ieg{slatif> eksekutif dan

yudikatif secara bersamaan. Semua partai politfkdibubarkan dan Ne

Win mendirikan partai baru, Partai Program SosialisMyanmar (B$PP}

atau Partai Lanzim dalam bahasa Burma.

Struktur organisasi BSPP disejajarkan struktur organisasi miiiter,

<|[;mana partai dibagi menjadienam devisiyangsama dengan daerah
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komando militeryang ada, di mana pangdam adalah sekaligus sebagai

ketua divisi partal di daerahnya. Sementara Ne Win yang menjabat

sebagai Ketua Dewan Negara (pengganti Dewan Revolusi) memangku
jabatan presidendan Ketua BSPP. Myanmar dijadikan sebagai negara

'kesatuan berdasarkan Konstitusi 1974, di mana pemerintah pusat

memiiiki kekuasaan yang sangat besar.

Pada 1986 Myanmar dilanda krisis ekonomi yang ditandai oleh

Vmeningkatnya utang luar negeri dan jatuhnya haiiga komoditi ekspor

utama Myanmardi pasaran intemasional. Kondisi itu diperparah pula

oleh KKN dl kalangan pemerintahdan partal,sehlngga membangkltkan
kemarahan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Menghadapi

tuntutan mahasiswa yang semakin keras Itu, Ne Win akhirnya

mengundurkan dinselalcu Ketua BSPP pada23Jull 1988. Pengunduran
diri Ini menyebabkan terjadinya krisis kepemlmpinan dl Myanmar.

Ketegangan terjadi antara komlte pusat partal yang didomlnasi oleh

perwira-perwira pensiunan yang dekat hubungannya dengan Ne Win

menghadapi perwira-perwira muda yang masih aktifdan memegang
kendall keamanan secara langsung dl iapangan. Persalngan Itu pada

tahap pertama dimenangkan. oleh kelompok terdahulu dengan
mengunggulkan Pangab JiiUider^Seln Lwin sebagai pengganti Presiden
Jenderal San Yu yang sudah menjabat se}ak 1981. Namun tindakan
kekerasan yang dilakukan Sein Lwin dalam menghadapi demonstrasi

mahasiswa menyebabkan situasi semakin kacau. Akhirnya Komlte

Pusat BSPP mengganti SeIn Lwin dengan tokoh sipil BSPP Dr. Maung

yang diharapkan dapat meredam demonstrasi. Dalam situasi yang

semakin membuiruk itulah akhirnya kelompok perwira muda yang

dipimptn oleh Pangab JenderalSawMaung mengambil alihkekuasaan
daritangan Presiden Dr. Maung Maung pada 18September 1988.

Saw Maung membentuk The State Law and Order Restoration

Council (SLORC) yang berkuasa sampai sekarang di bawah pimpinan

Jenderal Than Swe, penggantiSaw Maung. Pada mulanya Saw Maung
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menjanjikan mengadakan pemilu p9da Mei 1990 dengan sistem <
multipartai. Untuk itu dia membubarkan BSPP dan membentuk partai

baru, PartaiPersatuan Nasional {National Unity Porty—NUP). Terriyata

dalam pemilu Itu NUP dikalahkan secaratelakoleh Liga Nasional untuk
Demokrasi (National League for Democrocy—NLD) dengan meralh

suara leblh darl 60%,sementara NUP hanya memperoleh suara 25%.

NLD dlplmpln oleh mantan PangabJenderal (Purn.) Tin Oo yang

dldamplngi putri tunggal Bapak Pendlrl Burma, Aung San, bernama

Suu Kyi yangdipercayasebagaisekjen partai.Akan tetapl kemenangan

Ituternyata tidak dapat dit^rima oleh kelompok millter yangsedang
berkuasa, sehlngga parlemen hasll pemilu itu sampai sekarang

tidak diperbolehkan bersidang oleh penguasa SLORC. Bahkan para
"^implnan NLD banyak yang ditangkap dan dipenjarakan dengan
tuduhan menghasutrakyat untukmemberontak. Dunia internaslonal
memberlkan simpatinya kepada Suu Kyi sebagai penerima hadiah

NobelPerdamalan pada 1992. Namun, sampai sekarangSLORC masih

tetap berkuasa tanpa konstitusi.

Darl uralan di atas terllhat bahwa masalah yang dihadapi oleh

Myanmar bukanlah bentuk negara federal atau negate kesatuan
tetapi ba^imana pemerlntah dapat menjalankan tugasnya untuk
memberlkan kemakmuran dan ketentaraman bagi rakyatnya,

termasuk dalam pengembangan demokratisasi. I

3. Indonesia

Masalah pokok bangsa kita sekarang adalah bagalmana

mengatasi krisis kepemimpinan nasional setelah lengsernyaJenderal

Besar Soeharto sebagai Preslden Rl dan Bapak Pembangunan Orde

Baru. Persoalan ini akan dijawab berdasarkan studi perbandingan

dengan tedua negara tetangga di atas.

tidak banyak berbeda dengan pengalaman Indonesia sejak 21 Mei
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1998. Perbedaannya mungkin terletak pada dimensi waktu di mana

Ne Win sudah lengser sebagai presiden sejak 1981, tetapi masih

menjadi ketua BSPP sampai 23 Juli 1988.

Daiam periode itu Ne Win sudali melakukan kaderisasi

kepemimpinan melaluiBSPP dan pemerintahan. Namun kedua jaiur itu

tetap didominasi oieh kelompok militer dari mana berasal. Sementara

kelompok sipil tidak banyak yang ikut daiam proses pengambiian

kejsutusan. Oieh karena Itu rakyat mendukung NLD yang menjanjikan

pemeiintahan sipil yang bebas dari campur tangan militer daiam
Pemilu 1990. Janji itu tidak mampu diwujudkan NLD, karena dihadang

oieh kelompok militer yang sedang berkuasa melalui SLORC.

Sementara pola kaderisasiyangdilakukanoieh Soehartojugadengan

dua jalur,yaitu.melaluiGolkaryang memberi peluang kepada kelompok

sipil untuk berkuasa seperti BJ. Habibie dan Harmokodan melaluijalur

militer aktif. Sementara kelompok perwira senior yang sudah pensiun

ditempatkan di luar lingkaran kekuasaan reformasi yang dicanangkan

oieh Presiden Habibie,juga menjanjikan pemilu multipartai yang lebih

cepat, adildan bersihpada Juni1999. Kelompok sipil yang berada di luar

lingakrankekuasaan, yangjuga melibatkan beberapa perwira senior yang

sudah pensiun, kinideberi kesempatan membentuk partai politik. Dari

segelintir kelompok initah barasal ideuitlikm^nerapkan federalisme di
Indonesia. Sementara kelompokyang t^rada daiam lingkarankekuasaan

tetap bertekad untuk mempertahankan prinsip negara kesatuan, yang

dilengkapi dengan perluasan otonomi dan pengaturan perimbangan

pusat dan daerah secara lebih adil.

Sekatang, man kita bandingkan dengan Malaysia yang menganut

sistem federal murni sejak negara itu berdiri. Sebagaimana yang

sudah diuraikan dl atas, federalisme sudah mengakar di kalangan

rakyat dan elite politik, Jauh sebelum kedatangan penjajah. Bahkan

pemerintahan kolonial masih tetap memberi kesempatan kepada

pemimpin tradisional mereka untuk berkuasa, yang tentu saja
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sebagian untuk kepentingan kolonial sendiri. Oleh karena itu sistem

federal yang dianut Mala'̂ ia tinggal melanjutkan yang sudah lama
ada dengan menambahkan bebierapa provinsi.

Sementara kekuasaan tradisional sebelum sultan di Indonesia

kecualiKesultananYogyakarta, ditumpas oleh pihak kolonial Belanda.

Negara bagianyang dirancangvan Mook, jelas fiktif karena tidak ada
kekuasaantradisional seperti itu pada masa kolonial di negara bagian

bersangkutan. Oleh karena itu federal diterima sebagai sasaran untuk

kemudian kembali kepada sistem negara kesatuan.

Penyaliahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat dalam

menjalankansistemnegarakesatuansejakl959, lebihbanyakdisebabkan

budaya feodal yang diperlihatkan oleh tingkah laku politik penguasa.

Perubahan budaya politik seperti itu, menurut Samuel P. Huntington

akan sangat lambat. Perubahan budaya politik hanya akan terjadi

melalui penerapan sistem politik yang demokratis secara konsisten dan

berkesinambungan, yang pada akhirnya miampu melahirkah masyarakat

madani yang menganut budaya politik baruyang lebih demokratis.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa federalisme

palingsesuai baginegara-negara yangwilayahnya terdirldari berbagai
kekuasaan lokal yang sudah diakui oleh masyarakat setempat jauh

sebelum negara federal itu berdiri. Sedangkan bagi negara-negara

yang tfdak memiliki persyaratan sepertiJtu, bentuk negara kesatuan
biasanya dipilih, dan mengembangkannya ke ^luruh wilayah melaui
pemberlan otonomi secara terbatas.

Bagi negara-n^ra kesatuan yang pernah menghadapi gerakan-

gerakan separatis, seperti Indonesia, peralihan ke sistem federal akan

cenderung mempertepat pecahnya negara-negara itu menjadi negara-

negara yangmerdeka. Bagi Indonesia peluang federalisme ituamat kedt

krisis kepemimpinan nasional yang mampu mengatasi krisis politik dan
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ekonomi yang kini dihadapi bangsa. Oleh karena itu persatuan dan

kesatuan yang diikuti oleh proses demokratisasi akan lebih memberi

peluang yang lebih besar daripada federalisme. Distribusi elite politik

dan ekonomi yang merata ke selumh daerah akan ikut mempengaruhl

proses perkembangan gagasan federalisme Itusendiri.

G. Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa Depannya

Sejakawal1930-antelah berkembang berbagaiwacana diantara para

pemerhati penierintahan tentang desentralisasi pemerintah di Indonesia.

Persatuan Sarjana llmu Administrasi (PERSADI) bisa dicatat sebagai

salah satu pelopor dalam wacana ini. Masyarakat llmu Pemerintahan

Indonesia (MIPI) mengikuti jejak PERSADI dalam mengembangkan

berbagai kajian kritis terhadap konsep otonomi yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. S6cara umum ada dua pendapat

yang menampilkan dalam diskusi-diskusi itu. Pertama, bahwa Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 masih relevan, hanya belum dilaksanakan

secara konsisten. Pendapat inl kemudian mendorong lahimya kebijakan

pemerintah berupa proyekpercontohan otonomi disatu daerah tingkat II

untuk masing-masing pruvinsi. Kedua, bahwa Undang-UndangNomor 5

Tahun 1974 sudah harus dipnti sama seteli.
A

Dua argumentasi ini memiiki alasan objMf. Pendapat pertama
bisa bertindung di balik alasan bahwa pemerintahan daerah yang

berlaku saat ttu memang belum sepenuhnya mencerminkan konsep

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Titikberat otonomi pada daerah

tingkat ti (kabupaten dan kotamadya), yang merupakan amanah Pasal

11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 belum terwujud.

Keengganan pemerintah pusat untuk mendelegasikan

wewenang ke daerah memang berlebihan. Ironisnya, pemerintah

daerah sendiri, yang memang merupakan produk dari sistem yang

sentralistik itu, berada pada posisi yang sulit untuk mengoreksinya.

BaMun bisa dipahami jika beberapa aparat pemerintah daerah,



/Sl>

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 231

khususnya kepala daerah, justru menikmati sistem yang sentralistik
Itu. Bukankahsistem ini telah nrtenempatkan kepala daeral) sekaligus

sebagai wakil pemerintah pusat dankarena itumembebaskan mereka
dari tanggung jawab politikterhadap DPRD danmasyarakat didaerah
atas setiap kebijakan yang dilakukannya. Bukankah di bawah sistem
itu DPRD hanya menjadi alat politik untuk memberi legitimasi atas
setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat.

Di lain pihaksistempemerintahan daerahmenurutUndang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 itu telah menyulitkan lahirnya pemerintahan

dengan akuhtabilitas publlk yang cukup, dan karena itu tidak sejalan

dengan asplrasi demokratisasi pemerintahan. Keadaan ini memperkuat
atgumen dari pendapat yang kedua untuk sama sekali meninggalkan
konsep otonomi yangsedang berlaku danmenggantinya dengan sesuatu
yang baru. Pendapat Ini memperoleh penguatan setelah kita memasuki
era reformasi,menyusul rontoknyakekuasaanSoeharto.

Konsep otonomi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974 dipandang sebagai penyebab dari berbagai kekurangan yang

menyertai perjalanan pemerintahan di daerah selama lebih dari
dua dekade terakhir. Kenyataan belum diperolehnya pemimpin dan
kepemimplnan pemerintahan yang terbalk sesuai dengan aspirasi
masyarakat pada masa itu adalah akibat dari pola rekruitmen yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Jahun 1974 itu. Pola itu
telah memberi pembenaran terhadap berlakuny#^kay^sa pemilihan
pemimpin pemerintahan yang tidak transparan dan tidak memiilki

"sense of public accountability'. Kurangnya kewenangan yang

diletakkan di daerah juga telah menjadi penyebab dari lemahnya

kemampuah prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dalam
menyelesaikan berbagai masalah dan mehjawab berbagai tahtangan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pengaturan pembentukan

kabupaten/kota diserahkan sepenuhnya kepada aspirasi dan kondisi
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daerah melalui jlteraturan daerah juga pengkajian atau penelitian

yang mendalatn melalui penelitian khusus.

Sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang dianut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu dibentuk daerah-

daerah otonomi dalam wilayah NKRI. Hal inisejalan dengan ketentuan

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD1945, yang menyatakan:

1. Ayat (1) NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi

itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

^kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang

diatur dengan undang-undang.

2. Ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan

kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sania halnya dengan undang-undang pemerintahan daerah

sebelumnya, Undang-UndangNomor32Tahun2004, meletakkan titik

berat otonomi pada daerah kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan daerah dalam menyeienggarakan urusan

pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat

dan dengan pemerintahah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi

hubungan wewenang, keuangan, (g^layai|an umum, pemanfaatan
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dllakukan secara

adil dan selaras. Hubungan ini akan menimbulkan hubuhpn

asdministrasi dan kewilayahan antarsesama pemerintahan.

Hubungan admintstrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai

konsekuensi kebijakan penyelenggaraan daerah yang merupakan

kebijakan pehyelenggaraan sistem administrasi negara.

Menurut Undang-Uiidang Nomor 32 Tahun 2004, negara

mengakul dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah

yang bersif^ khusus dan Istimewa dan kesatuan mesyarakat adat



PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 233

beserta hak tradisional, sepanjang masih hidup dan sesuai dehgan
perkembaflfean masyarakat dan prinslp negara.,

Pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 adalah:

1. Pemerintahan daerah provinsi, yang terdiri dari pemerintahan

daerah provinsi dan DPRD Provinsi.

2. Pemerintahandaerah kabupaten/kota, terdiri atas pemerintahan
kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu, pemerintahan daerah terdiri dari kepaia daerah

dan perangkat daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 pembentukan daerah dapat berupa penggabungan daerah

atau beberapa daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu

daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah dapat
dilakukan seteiah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan
pemerintahan, yaitu sepuluh tahununtuk provinsi, tujuh tahun untuk
kabupaten/kota, dan lima tahun untuk kecamatan. Pembentukan
daerah ditetapkan dengan undang-undang, yang isinya antara lain
mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibu kota, kewenangan

menyelenggaraan urusanpemerintahan, penunjukan pejabat kepaia

daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian,
pendanaan dan dokumen,, serta perangkat daerah. Dalam hal
ini yang dimaksud "cakupan y^iiayal '̂, khusus untuk daerah yang
berupa kepulauan atau gugusan pulau-pulau, dalam penentuan
luas wilayahnya didasarkan atas prinsip negara kepulauan yang
pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

1. Pembentukan dan Pemekaran Daerah (Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999)

Pasal 4 mengamanatkan, Pembentukan dan pemekaran provinsi,

kabupaten/kota, harus berdasaraspirasi masyarakat. Daerah-daerah
sebagatmana dimaksud, masing-masing berdiri sendiri dan tidak
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mempunyai hubiJhgan hierarki satu'sama lain, "^elanjutnya pada
Pasal'5 dijelaskan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan

kemampuan ekonomi, potensi daerah/ sosial budaya, sosial politik,

jumiah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang

memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Pembentukan,

nama, batas, dan ibu kota sebagaimana dimaksud akan ditetapkan

dengan Undang-undang. Perubahan batas yang tidak mengakibatkan

penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta

perubahan nama dan pemerintahan ibu kota daerah ditetapkan

dengan peraturan pemerintah.

Syarat-syarat pembentukan daerah, akan ditetapkan dengan

peraturan pemerintah. Maka dalam undang-undang ini tidak

dijelaskan secara rinci apa atau bagaimana kriteria dan cara-

cara pembentukan daerah. Maka dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan

Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

baru akan dijelaskan atau disebutkan secara rinci mengenai tata

cara pembentukan daerah. Ditambahkan pula mengenai kriteria

tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah, akan

ditatapkan dengan peraturan pemerintah. Namun penghapusan,

peng^bungan dan pemekaran daerah, akan ditetapkan dengan
undang-undang. I

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah akan

dibantu oleh Dewan PertimbaKgan Otonomi Daerah (DPOD) yang

bertugas membertkan. pertimbangan kepada presiden mengenai:

(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 115).

a, Pembentukan, penghapMsan, penggabungan, dan pemekaran

daerah.

i3. Perimbangan keuan^n pusat dan daerah.

c. Kemampuan daerah kabupaten dan daerah kota untuk

melaksanakan kewenangan tertentu.
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DPOD terdiri atas menteri dalam negeri, menteri keuangan,.

menteri sekretaris hegara, menteri lain sesuai d€ngan kebutuhan,

perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah, dan wakil-wakil daerah

yangdipiiih oieh DPRD. Menteridalam negari dan menteri keuangan

karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua DPOD bertanggung'

jawabkepada preslden. Dalam melaksanakantugasnya DPOD dibantu
oleh kepala sekretariat yang membawahkan bidang Otonomi Daerah
dan bidang Pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

2. Pembentukan dan Pemekaran Daerah (Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004) ^

Pem|;>entukan suatu daerah kabupaten menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah harus

memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisikkewilayahan.

Syarat administrasi untukpembentukan daerah kabupaten/kota
mellputi adanya:

a. Persetujuan dari DPRD dan bupati/wali kota yang bersangkutan.
Persetujuan DPRD dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk
keputusan DPRD, yangdiproses berdasarkan pernyataan asplrasi

sebagian besar masyarakat setempat sedangkan persetujuan

gubemur didasarkan pada hasil kajian tim khusus dibentuk oleh

pemerintah provinsi yang bersangkutan. Tim dimaksud untuk
mengikutsertakan tenaga ahll s^ai kebutuhan.

b. Persetujuan DPRD Provinsidan gubernur.

c. Rekomendasi menteri dalam negerl.

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadl dasar pembentukan

daerah, yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi

daerah, pertahanan keamanan dan faktor lain yang memungkinkan

terselenggaranya otonomi d^erah. Faktor lain dalam hal ini antara

lain pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan

masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerlntahandearah.
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i^Sedangkan syarat^sik meliputiu

a. Paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten.

b. Lokasi calon Ibu kbta, sarana dan prasarana pemerintahan.

Seperti teiah dikemukakan sebelumnya, tujuan pembentukan

suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan

daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagi daerah yang tidak mampu mewujudkan kedua hal tersebut

berarti daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan

hak otonominya. Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan hak

otonominya dapat dihapus dan digabungkan dengan daerah lain.

Penghapusan dan penggabungan in! dilakukan setelah melalui evaluasi

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi dalam hal

ini adalah penilaian dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja,

serta indikator-indikatomya, yang meliputi masukan, proses, keluaran,

dan dampak. Pengukuran dan indikator kinerja digunakan untuk

membandingkan antara daerah dengan daerah lainnya denpn angka

rata-rata secara naslonal untuk masing-masing tingkat pemerintahan,

atau den^n hasll tahun-tahun sebelumnyauntuk masing-masing daerah.

Di samping itu (|ievaluasi Juga aspek lain, yaitu keberhasilan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembar^nan, upaya-upaya dan

kebljakanyangdiambil, ketaatanterhadapperaturan perundang-undangan

dan kebijakan i&ion^dan dampakdari kebijakan daerah. Pedoman untuk
melakukanevaluasiinidi^ur dalam peraturan pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000, Pasal 1,

ayat (4) Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah

kabupaten,daerah kotamenjadilebihdarisatu daerah.Selanjutnya Pasal

2, nriengamanat|(an bahwa pembentukan, pemekaran,penghapusandan

penggabun^n daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan melatui:
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a. Peaihgkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Percepatan pertumbuhan kehldupan demokrasi.

c. Percepatan pengelolaan potensi daerah.

d. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

e. Peningkatan hubungan yang serasiantara pusat dan daerah.

Sedangkan syarat-syarat pembentukandan kriteriapembentukan
daerah yang ada pada Pasal3 antara lainsebagai berikut:

a. Kemampuanekonomi. Kemampuan ekonomi merupakan cermin
hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di satu

daerah provinsi, kabupaten/kota yang dapat diukur dari produk

domestik regionalbruto (PDRB) adan penerimaan daerah.

b. Potensi Daerah. Potensi daerah merupakan cerminantersedianya

sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan
sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan

masyarakat ydng dapat diukur dari: lembaga keuangan,

sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana

transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata, ketenagakerjaan.

c. Sosial budaya. Sosial budaya merupakan cerminanyangberkaitan
denganstruktur sosial dan polabudaya masyarakat, kondisi sosial

budaya masyarakat yang dapat diukur dari: tempat peribadatati^
kegiatan institusi sosialbudaya,dan sarana olah raga.

d. Sosial politik. S^ial P^lltik nerupakan cerminan kondisi sosial
potitik masyarakatyangdapat diukurdari: partisipasimasyarakat

dalam berpolitik, serta organisasi kemasyarakatan.

e. Jumlah penduduk, merupakan jumlah tertentu penduduk suatu

daerah.

f. Luasdaerah, merupakan luas tertentu suatu daerah.

g. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi

daeraliyangdapatdiukurdarl: keamanandanketertiban, ketersediaan

sarana dan prasarana pemerintahan, rentang kendali, provinsi

yang akan dibentuk minimal telah terdlri dari tiga kabupaten/kota.
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kabupaten yang'dibentuk minimal telah terdiii dari tiga kecamatan,

kota yang akan dibentuk minimal telah terdiii dari tiga kecamatan.

Prosedur pemekaran daerah kabupaten sama dengan prosedur

pembentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun

2000 adalah sebagai berikut:

a. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat

yang bersangkutan.

b. Pembentukan daerah hams didukung oleh penelitian awal yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

c. Usul pembentukan kabupaten disampaikan kepada pemerintah

dalam hal ini menteri dalam negeri dan otonomi daerah

melalui gubemur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah

dan persetujuan DPRD kabupaten/kota serta persetujuan DRD

provinsi, yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

d. Dengan memperhatikan usulan gubernur, menteri dalam negeri

memproses leblh janjut dan dapat menugaskan tim untuk

melakukan observasi ke daerah yang hasjlnya menjadi bahan

rekomendasr kepada DPOD.

e. Berdasarkan rekomendasi pada poln d. Ketua DPOD meminta

tanggapan para anggota DPOD Daerah dan dapat menugaskan

Tim Teknis Sekr^rlat^DPOD ke daerah untuk melakukan
penelitian leblh lanjut.

f. Para anggota DPOD memberikan saran dan pendapat secara

tertulis kepada Ketua DPOD.

g. Berdasarkan saran dan pendapat peraturan pemerir^tah, usul

pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota
DPOD.

h. Apabila berdasarkan hasil keputusan rap^t anggota DPOD

menyetujui usul pembentukan daerah, menteri dalam negeri

selaku ketua DPOD mengajukan usul pembentukan daerah

tersebut beserta RUU Pembentukan Daerah kepada presiden.
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i. Apabila preside/^menyetujuj usul dimaksud, RUU Pemberitukan
Daerah dlsampikan kepadaDPR-RI untukmendapat persetujuan.

Pasal18,Peraturan Pemerintah Nomor129Tahun2000 mengatur

untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan
kabupaten/kota yang baru dibentuk, pembiayaan yang diperlukan
pada tahun pertama sebelum dapat disusun APBD Kabupaten/
Kota yang baru dibentuk, dibebankan APBD Kabupaten/Kota induk,
berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari kabupaten/kota
yang baru dibentuk.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata
cara Pembentukan,Penghapusan dan PenggabunganDaerah

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa

atau bagian daerah yang bersanding atau pemetoran darl suatu
daerah menjadi dua daerah atau leblh. Pembentukan daerah
dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Pembentukan daerah kabupaten/kota dapat berupa:

a. Pemekaran dari satu kabupaten/kota menjadi dua kabupaten/
kota atau lebih.

b. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada
wilayah kabupaten/kota yang beitteda. |

c. Penggabungan beberapa kabupaten/kota nienjadi satu
kabupaten/kota.

Pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

dijetaskan bahwa daerah yang dapat dibentuk dan dapat dlmekarkan
setelah mencapal batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan

tujuh tahun bagi kabupaten/i^. Pembentukan daerah kabupaten/
kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa
kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kotayang berbeda
harusmemenuhi syarat administratif, teknis, danfisik kewiiayahan.
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Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota pada

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78Tahun 2007, meliputi:

a. Kepiitusan DPRD Kabupaten/Kota induk tentang persetujuan

pembentukan calon kabupaten/kota.

b. Keputusan bupati/wali kota induk tentang persetujuan

pembentukan calon kabupaten/kota.

c. Keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan

calon kebupaten/kota.

d. ^Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon

kabupaten/kota.

e. RekomendasI menteri.

Keputusan DPRD Kabupaten/Kotayang dimaksud akan diproses

berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Keputusan

DPRD Provinsi yang berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat

setempat akan dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten/Kota

yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi.

Syarat teknis dalam pembentukan daerah (pasal 6 Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007), meliputi faktor kemampuan

ekonomi,potensi daerah, soslalbudaya,soslalpolitik, kependudukan,

luas daerah, pertahanah, Jcear^pnan, kemampuan keuangan, tingkat
kesejahteraan masyarakat, dan rei^ang ken^ali penyelenggaraan
pemeriritahan daerah. Faktor-faktortersebut akan dinilai berdasarkan

hasil kajlan daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan pemerintah yang berlaku. Suatu calon daerah otonom

direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon
daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh

indikator dan perolehan nilai Indikator faktor kependudukan, faktor

kemampuan ekonoml> faktor potensi daerah dan faktor kemampuan

keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.
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Syarat fisik kewilayahgn pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2007, meliputi cakupan wilayah, lokasi caion ibu

kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Kriteria cakupan wilayah

untuk pembentukan provinsi digambarkan daiann peta wilayah

caloii provinsi. Peta wilayah dilengkapi dengan daftar kabupaten/

kota dan kecamatan yang menjadi cakupan calon provinsi serta garis

batas wilayah calon provinsi dan nama wilayah kabupaten/kota di
provinsi lain, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang

berbatasan langsung dengan calon provinsi. Peta wilayah harus

dibuat berdasarkanvkaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga

teknis dan dikoordinasikan oleh menteri.

Sedangkan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

2007, cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan

dalam peta wilayah calon kabupaten/kota. Peta wilayah dilengkapi

dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain

yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah

calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/kota dl provinsi lain,

nama wilayah kecamatan di kabupaten/kota di provinsi yang sama,

nama wilayah iaut atau wilayah negara tetanggg, yang berbatasan

langsung dengan calon kabupaten/kota. Peta wilayah harus dibuat

berdasarkan kaidah pemetaan yang dHasititasi^pleh lembaga teknis
dan dikoordinasikan oleh gubernur. Dalam hal calcups^ wilayah caion
kabupaten/kota berupa kepulauan atau gugusan pulau, peta wilayah

harus dilengkapi dengan daftar nama pulau. Yang dimaksud dengan

cakupan wilayah harus merupakan satu kesatuan wilayah administrasi.

Lokasi calon ibu kota ditetapkan dengan keputusan bupati dan

keputusan DPRO kabupaten untuk Ibu kota kabupaten. Penetapan

dilakukah hanya untuksatu lokasiIbukpta. Penetapan ibu kota dilakukan

setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan

fasilitas, akseslMlitas, kondisi dan letakgeografis, kependudukan, sosial

ekonomi, sosial politfk, dan sosial budaya. Pembentukan kota yang
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cakupan wilayahnya merupakan ibu kota kabupaten, maka ibu kota

kabupaten tersebut hams dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap

palinglama limatahun sejak dibentuknya kota.

Sarana dan prasarana pemerintahan dijelaskan pada Pasal

13 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yang meliputi

bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan
kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Bangunan dan lahan harus berada
dalam wilayah calon daerah. Lahan yang dimiliki pemerintah daerah

dengan bukti kepemilikan yang sah.

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota berupa
pemekaran dan satu kabupaten/kota menjadi dua kabupaten/kota
dilaksanakan sebagai berikut:

a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk
keputusan BPD untuk desa dan Forum Komunikasi Kelurahan

atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon

cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.

b. DPRD Kabupaten/Kotadapat menriutuskan untuk menyetujui atau

menolak aspirasi dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan
aspirasi seba^ bejar masyarakat setempat yangdiwakill oleh
BPDuntukdesa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan

untuk kelurahan atau nama lain.

c. Bupati/wall kota memutuskan untuk menyetujui atau menolak
aspirasi dalam bentuk keputusan bupati/wali kota berdasarkan

hasil kajian daerah.

d. Bupati/wali kota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota

kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan

m^lampirkan:Dokumenaspirasi masyarakat, hasil kajiandaerah,

peta wilayah, keputusan DPRD dan keputusan bupati/wali kota.
e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan
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pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap
kajian daerah.

f. Gubernurmenyampaikanusulan pembentukan calonkabupaten/
kota kepada DPRD Provinsi.

g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak
usulan pembentukan kabupaten/kota.

h. Dalam halgubernurmenyetujui usulan pembentukan kabupaten/
kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/
kota kepada presiden melaiui Mehteri dengan melampirkan:

dokumen aspirasi masyarakat; hasilkajian daerah; peta wilayah;

keputusan DPRD dan keputusan bupati/wali kota; keputusan
DPRD provinsidan keputusan gubernur.

Menteri melakukan penelittan terhadap usulan pembentukan

provinsi atau kabupaten/kota. Penelitian dilakukan oleh tim
yang dibentuk menteri. Berdasarkan hasil penelitian, menteri
menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada

DPOD. Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah,

menterimeminta tanggapan tertulispadaanggota DPOD padasidang
DPOD. Dalam hal DPOD memandahg perlu dilakukan klarifikasi

dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah,
DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk lnelak|kan klarifikasi
dan penelitian. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian, dPOD
bersidang untuk memnerikan saran dan pertimbangan kepada
presiden mengenai usutan pembentukan daerah.

Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah

kepada presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPdD. Dalam
hal presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, menteri

menyiapkan RUU pembentukan daerah. Setelah undang-undang

pembentukan daerah diundangkan, pemerintah meiaksanakan
peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah. Peresmian

daerah diiaksanankan paling lama enam bulan sejak diundangkannya
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undang-undangtentang pembent^kan daerah.,

Dalam masalah pendahaan telah diatur pada Pasai 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, dana yang diperlukan dalam rangka

pembentukan kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/

kota induk dan APBD provinsi. Dana yang diperlukan dalam rangka

penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBN.

Dana'perimbangan bagi daerah otonom baru diperhitungkan seteiah
undang-undang pembentukannya ditetapkan. Perhitungan dana

perimbangan dilakukan seteiah data kebutuhan fiskai dan kapasitas

fiskaMaerah otonom baru tersedia secara lengkap sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.Apabila data belumtersedia, besaran

dana perimbangan diperhitungkan secara proporsional berdasarkan

jumlah penduduk, luas wilayah,dan belanja pegawai dari daerah induk.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

menjelaskan mengenai, bagi kabupaten/kota baru yang undang-

undang pembentukannya ditetapkan seteiah APBN disahkan, dana

yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

dan pemllihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari

hibah kabupaten/kota induk dan bantuan provinsi. Besaran hibah

kabupaten/kota induk, dicantumkan dalam APBD kabupaten/

kota induk, sesuai kemampuan keuangan kabupaten/kota induk,

serta ditetapkan dalam undart^und^ng pembentukan kabupaten/
kota baru. Hibah diberikan oleh kabupaten/kota induk sampai

terbentuknya APBD kabupaten/kota baru. APBD kabupaten/

kota induk tetap dilaksanakan, termasuk untuk cakupan wilayah

kabupaten/kota baru sebelum mempunyai APBD sendiri. Bantuan

provinsi berasal dari APBD provinsi yang besarnya ditetapkan dalam

undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.

Pembentukan perangkat kabupaten/kota baru, dilaksanakan

oleh pejabat bupati/Wali kota dan difasilitasi oleh gubernur bersama
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dengan bupati induk. Pengisian personil pada perangkat daerah baru

diprioritaskan dari PNS daerah induk yang mempunyai kompetensi

sesuaiperaturan perundang-undangan. Aset provinsi dan kabupaten/

kota induk yang bergeralcdan tidak bergerak serta utang piutang yang

akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru,

dibuat dalam berituk daftar aset. Aset provinsi dan kabupaten induk,

diserahkan paling lama satu tahun terhitung sejak peresmian provinsi

baru dan kabupaten/kota baru. Dalam hal aset daerah kabupaten

indukyang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan

diserahkan kepada kota yang baru dibentuk, dapat diserahkan secara

bertahap dan paling lama lima tahun terhitung sejak ditetapkannya

ibu kota kabupaten induk yang baru. Pelaksanaan penyerahan

aset provinsi induk kepada provinsi baru difasilitasi oleh menteri.

Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada kabupaten/kota

baru difasilitasi oleh gubernur dan bupati/wali kota kabupaten/kota

induk. Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk dilakukan

sesuai peraturan perundang-undangan.

Penegasan batas wilayah kabupaten/kota baru dilakukan

bersama-sama oleh kabupaten/kota yang bersandingan lainnya

Penegasan batas wilayah diselesalkan paling lama lima tahun sejak

dibentuknya provinsi dan kabupaten/^a |ang bersangkutan.
Penegasan batas wilayah secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh
menteri. Dalam hal batas waktu penyefesaian paling lama lima tahun

tidak terpenuhl penegasan batas wilayah ditetapkan oleh menteri.
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BAB XII
perkembangXn BIRDKRASI DI
INDONESIA

A. Latar Belakang Birokrasi di Indonesia

Budaya birokrasi di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah
yang panjang, dimulai dari kerajaan-kerajaan tradisionai Indonesia

di Jawa seperti ^Mataram Hindu, Sriwijaya, Majapahit, Mataram

Islam, dan Demak), dan di luar Jawa (Gowa/Makassar, Aceh, Bone,

Buton, Temate dan tain-lain). Kemudian dilanjutkan oleh kekuasaan

koldnial Belanda sejak awal abad ke-17 sampai Perang Dunia II yang

ditandai dengan pendudukan Jepang dan dilanjutkan dengan masa

revolusl kemerdekaan kemudian sampai pada masa sekarang. Balk

tradisi dari zaman kerajaan-kerajaan tradisionai; maupun darl zaman

kekuasaan kotonial dan masa Indonesia modem, pada dasarnya saling

memperkuat dan merupakan lanjutan masa-masa sebelumnya.

Seiringdengan perubahan zaman, akan semakin banyak tuntutan

dari masyarakat. Untuk itu, peran birokrasi dalam masyarakat

semakin besar dan tfdak bisa dihindarkan. Dalam kaltannya dengan

penyelenggaraan pembangunan, birokrasi di Indonesia digambarkan

oleh Taliziduhu Ndara (1986:50-55) sebagai berikut: pertama, dalam
usahanya mengendalikan lingkungan dan mengatur masyarakat,

birokrasi cenderung mengatur segenap segi kehidupan masyarakat

dan negara. Setfap kegiatan masyarakat diatur daiam berbagai aturan

dan kegiatan yang belum diatur secara resmi dapat dianggap liar,

atau seakan-akan demikian. Dalam beberapa hal, upaya pengaturan

tersebuttjdakselalu mengikuti perkembangan yangobjektif. Adakesan

246
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beberapa peraturan dibuat sekedar melukiskan^kehendak birokrat.

Kedua, dalam us^ha melayarii masyarakat pola dari atas ke bawah

yang diterapkan oleh birokrasi cenderung semakin mepingkat luas.

(^onomi desa dibidang pembangunan yangseringdikesankan sebagai

cermin demokrasi tradisional asll, cenderung merosot. Sedangkan

pelebaran tugas-tugas pembangunan sektoral melalui jalur birokrasi
yangterkendali pada tingkat kecamatan semakinmeningkat.

Ketiga, dalam usahanya mempercepat pembangunan, birokrasi

melakukan pembangunan besar-besaran dan dimotivasi melalui

pertargetan. Pembangunan massal tersebut ada kalanya didorong

oleh sukses awal dalam skala kecil.

Dengan ketiga ciri itu birokrasi Indonesia menjadi semakin

otonom. Artinya, dengan kekuatan sah yang dimiliki birokrasi

telah menjadikan dirinya sistem yang mandiri dan otonom, dan

membentuk komponen-komponen baru yang mendukung kehidupan

dan mempertahankan diri sebagai sistem. Dalam kondisi ini, gejala-

gejala yang ada lebih menunjukkan sosok birokrasi sebagai gejala

yang oleh MaxWeber disebut "domination". Partisipasi pun memberi

kesan seolah-olah semacam proses birokratisasi belaka.

1. Birokrasi Kerajaan

Di masa lampau, kerajaah-kerc^n d|indonesia terbagi ke dalam
dua kategori, yaltu kerajaan maritim dan kerajaan agraris. IVIasing-

masing memilikicorakyang berbeda. Dalam kerajaan maritim, birokrasi

ditujukan untuk meiayani sebuah ekonomi perdagangan, sedangkan

dalam kerajaan agraris ekonomi pertanian. Kerajaan maritim identik

dengan budaya pesisiryangegajiter, sedangkan kerajaanagraris identik

dengan budaya pedalamanyanghierarkis dan feodalistik.

Masyarakat pada masa itu terbagi menjadi dua golongan, yaltu

golongan para pejabat dengan sebutan abdi dalem atau punggawa

•dan golongan rakyat kebanyakan dengan sebutan wong cillk.
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Tugas abdi dalem tergantung pada .hubungan personalnya dengan

raja. Karier dan ^osisi jabatan lebih tergantung pada kecerdikan
memelihara dan memanfaatkan hubungan pribadU

Raja yang memillki tanah dan tenaga kerja nnasyarakat

melimpahkan penguasaannya pada anggota keluiarga dan orang-orang

yangdianggap berjasapada rajasebagailungguh. Keluarga rajadisebut

sentana, dan mereka yang mennbantu raja dalam penyelenggaraan

kekuasaan tersebut disebut sebagai abdi dalem. Abdidalem itulah yang

duduk dalam lembaga birokrasi kerajaan. Mereka menjadi perantara

antara raja dengan para kawulanya. Sementara itu rakyat yang harus

mengerjakan tanah-tanah raja dan lungguhdengan imbalan dapat hak

gaduh'atas tanah mereka. Rakyat juga harus menyerahkan bermacam-
macam pajakyang ditentukan (Kuntowijoyo, 1991:33).

Struktur tradisional seperti itu menempatkan raja pada pusat

kosmos. Raja melalui aparatur birokrasinya yang bernama abdi

dalem memerintah rakyatnya. Para abdi dalem tersebut adalah alat

raja (king'sservant) yang oleh raja diberi hak-hak atas tanah, menarik

pajak tanpa peraturan yang jelas, yang kemudian diserahkan kepada

raja setelah diambil sekedamya oleh para abdi dalem tersebut.

Tugas, jabatan, karier, ataupun posisi aparat birokrasi abdi dalem

mini sepenuhnya tergantung pada hubungan pribadlnya dengan raja

sebagai pusat kosmos (Moertono, 1985:6).

2. Birokrasi Kolonial
i

Kedatangan kolonial Belanda tidak segera menyebabkan

perubahan-perubahan dalam sistem atau struktur kekuasaan

patrimonial. Karena pada dasarnya kolonialisme belanda melanjutkan

struktur yang telah ada sebelumnya dan hanya mengganti kekuasaan

para rajadengan kekuasaan Belanda. Bag! pihakBelanda, kepentingan

mereka yang utama adalah kepentingan di bidang ekonomi dan

penguasaanpoiitfk. Karena itu,sejauh kepentingan ekonomi^politiknya
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terpenuhi, nampaknya aspek-aspek di luar Itu cenderung diabaikan.

Sebagai sebuah usaha ekonomi dan politik, pemerintah
kolonial fftengangkat pejabat-pejabatnya-^endiri, sebagian daerah
sepenuhnya di tangan pemerintah kolonial, dan sebagian lainnya
dalaln sebuah pemerintahan gandayang selain pengangkatan pejabat
birokrasi kolonial masihjuga ada birokrasi tradisional. Pada umumnya

orang-orang pribumi yang diangkat dalam jajaran birokrasi kolonial,
termasuksemuaraja yang mendapatimbalan berupagaji yang besar
"maupun kecil, disebutsebagai priyayi (Santoso, 1997:41)

Belanda mengadopsi sistem dan struktur birokrasi tradisional
menggunakan prinsip bahwa rakyat yang setia pada pangreh praja juga
^akan setia kepada kolonial. Birokrasi bentukan kolonial Belanda memlliki
peran ganda yang ambivalen dan distortif. Di satusisi, birokrasi seharusnya
merupakan pelayanan publlk bertindaksebagai mediatorantara penguasa
kolonial dengan rakyat terjajah yang tertindas. Namun, disisi lain birokrasi
juga mengawasi, mengontrol, dan memata-matai setiap aktivitas
masyarakat yang bersifat ^litik {Forum Keadilan, 24Februari 2002).

Beberapa upaya reformasi birokrasi memang telah dilakukan
oleh penguasa colonial Belanda. Seperti upaya membatasi kekuasaan
bupati, salahsatupusat kekuasaan tradlsional-pada abadke-19. Selain
itupadamasa menjelang kedatangan Jepang, penguasa kolonial juga
berusaha membangun birokrasi kearah model legal-rasional, yaitu

birokrasi dengan orlehtasi disiplin, jujur, dan menghargai hukum,
yang dikenal dengan selligai i>eambtenstaat Beambtenstaat inl
digambarkan oleh Lance Castles (dalam Santoso, 1997: 44) sebagai
mesin birokrasi yang eflsien, rapi, dengan penekanan kuat pada
administrasi, keahlian teknis, dan pembangunan ekonomi.

Namun, keberhasllan reformasi birokrasi pada masa ini

hakikatnya tidak mengubah corak serta karakter pangreh praja.

Karena dengansistem irtdfrect rule, yangberubah hanyalah hUbungan
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antara pangreh praja dengan penguasa kolonial^Sementara dalam-

strukturnya sendiri—khususnya dalam hubungannya dengan

masyarakat pribumi—tetap dalam suasana patrimonial. Dalam

kondisi yang demikian, maka posisi serta peran dari para bupati—

sebagai elite pangreh praja—bersifat ambiguous, karena bertindak

sebagai mediator atau penjembatan antara dua posisi yang secara

kultural sangat berbeda (Kartodirdjo, 1984:150-154).

Ketika bangsa Jepang datang pada masa Perang Dunia II tahun

i940, langkah yang dilalcukan oleh pemerintah Jepang adalah
melakukan perombakan struktur sesuai dengan kebutuhan perang

mereka. Pada masa ini posisi dan peran pangreh praja sebagai

pemimpin tradisional maupun sebagai mediator mendapat saingan

dari para pemimpin nasionalis dan Islam yang korps priayi.

Perubahan-perubahan politik yang terjadi sejak pendudukan
Jepang sampai masa demokrasi parlementer, merupakan ujian berat bagi

pangreh praja. Pada masapendudukan Jepangposisi dan perannya balk
sebagai pemimpin tradisional maupun sebagai mediator mendapatkan

saingan dari peran pemimpin nasionalis dan Islam—yang notabene

merupakan kelompok yang tidak senang korps priayi. Beberapa hak

istimewa dan gaji para pejabat pribumijuga telah dikurangi, meskipun

pemerintah Jepang tetap memrartahankan korps iniguna melaksanakan

kontroladmlnistratffmaupun rantro0politik(Sutheriand,1983:260).

Ketidaksenangan kelompok nasionalis terhadap pamong praja

masih tetap berianjut sampai setelah penyerahan kedaulatan. Hal ini

disebabkan karena pamong praja, selain dianggap sebagai kelompok

yang absen dalam revolusi, juga dituduh telah berkolaborasidengan

Belanda pada Uni Indonesia-Belanda pada 1949. Ancaman serius

terhadap kedudukan pamong praja terjadi setelah Perhilu 1955, yaitu

dengan dikeluar'kannya Undang-Undang Desentralisasi pada 1957,

yang secara drastis mengurangi kekuasaan pamong praja, lantaran
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tetap dipandang berkedudukan tinggi dalam sistem status Jawa
(Sutherland,-1983:265).

B. Birokrasi Masa Demokrasi Liberal

Periode ini bisa juga disebOt sebagai zaman pemerintahan
partai-partai. Melalul maklumat pemerintah yang dikeluarkan oleh
Wakll Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945 rakyat
dlanjurkan untuk mendlrlkan partai-partai baru. Kemudian pada
14 November 1945 dimulailah pemerintahan parlementar (Kabinet
Syahrir I) menggantikan pemerintahan presldensll. Pemerintahan
parlementer berarti memberlkan peluang yang lebih besar bagi
partal polltik untuk merebut kekuasaan, sebab partai politik tidak
hanya menguasai parlemen tetapi juga merebut posisi eksekutif.

Selaln partai politik berkelnginan menguasai kementrian
pemerintah. Adapun beberapa departemen pemerintah yang
menjadi ajang pertarungan kekuasaan partai politik adalah sebagai
berlkut: Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, dan
Departemen Pertanian didominasi oleh PNI, Departemen Agama
merupakan sumber mobllisasi dukungan yang sangat kuat bagi
Masyumi dan Nahdatui Ulama. Departemen Luar Negeri didominasi
secara bergantian oleh PSI dan PNI.

KompetisI partai untuk menanamklan pengaruhnya dalam birokrasl
telah menyebabkan lembaga Ini menjadi arena pergulatan politik.
Promosi jabatan seringkaii leblh dftentukan oleh mekanisme patronase
polltik darl pada ketentug^-ketentuan meritokrasi, dan tidak jarang
pelaksanaan keputusan-keputu^n pemerintah lebih mencerminkan
desakan kepentingan partai daipada respons terhadap desakan-desakan
darl kfilompok kepentingan masyarakat (Felth> 1962:104).

Menurut Nazaruddin Sjamsudin (dalam Santoso, 1997: 83)
semua Itu pada akhirnya telah mengaklbatkan munculnya birokrasl
yang tidak sehat, terpecah-belah, dan megalami politisasi yang hebat.
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Kenyataahnya bahwa kekuatan politk pada masa ini terpecah belah

menyebabkan bifokrasi dalam segala tingkatannya terpecah belah'
dibawah pengaruh kekuatan politikyang ada.

Sementara itu, para birokrat sudah pula pandai "bermain mata"

dengan kekuatan-kekuatan poiitik yang ada. Sering terjadi adanya

pegawai yang dimutasikan hanya karena tidak separtai dengan

pimpinannya. Sebaliknya,tidak jarang pula dijumpal pembangkangan

aparat birokrat terhadap pimpinannya yang tidak separtai dengan

mereka. Patronase sangat mewarnai kehidupan birokrasi.

Sementara Affan Gaffar (1999:232) menyatakan bahwa birokrasi

masa "pasca kemerdekaan mengalami proses politisasi, sekaligus

fragmentasi. Sekalipun jumlahnya tidak terlampau besar, aparat

pemerintah bukanlah sebuah organlsasi yang menyatu karena sudah

terkavling-kavlingke dalam partai politikyang bersaing dengan sangat

intensif guna memperoleh dukungan. Tentu saja hal itu sangat tidak

sehat karena peranan ideologi masing-masing partai meningkatkan

proses fragmentasi yang sangat tinggi.

Walaupun birokrasi pemerintah sudah mulai tidak netral ada

satu hal yang masih dirasakan menguntungkan. Di antara partai-

partai politikyang bersaing untuk menguasai kementrian pemerintah,

semuanya menginginkan pemerintahan yang demokratis. Mulai dari

Kabinet Syahrir 1, II, dan III (14^ovember 1945-3 Jull 1947) dengan
program ''menyusun pemerintah pUlat daerah yang demokratis."
Salah satu pasal program pada masa Kabinet Hatim(21 Januari 1950-6

September1950) adalah "mengusahakanselekas mungkin berlakunya

hak-hak demokrasi, terutama hak berserikat dan bersidang, dan

hak menyatakan pendapat/' Program Kabinet Natsir (6 September

1950-^27April 1951) menyempurnakan susunan pemerintahan serta

membentuk peralatan negara yang bulat. Pada periode Ini untuk

pertama kallnyasetelah merdeka diselenggarakah pemillhan umum.

Partai poiitik berpallng pada aparat birokrasi, karena darl segi Jumlah
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merupakan potensi untuk memenangkan partai dalam pemilu. Pada

waktu itu timbul kelompok-kelompok pegawal negeiiyang berafiliasi
dengan partai.poiitik (Thoha, 1995:155).

Dengan demikian dapat dilihatpada masa demokrasiparlementer,

birokrasi menjadi ajangpertarungan partaipolitik, hubungan demokrasi

dan birokrasi juga sangat tergantung pada poiitisi yang memegang

kekuasaan. Akan tetapi sistemyangmengatur hubungan birokrasi yang
dibentuk oleh poiitisi lebih cenderung kepada spoilsystem.

C. Birokrasi Masa Demokrasi Terpimpin

Denjokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit

Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno yang berisi pembubaran

badan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Afan Gafar

(1999:26) menyatakan bahwa dekrit presiden tersebut merupakan

palu godam bagi demokrasi parlementer yang kemudian membawa
dampak yangsangat besar bagikehidupan politik nasional.

Sebenarnya sudah sejak lama Sukarno menunjukkan

ketidaksenangan terhadap paitai-partal politik karena partai

politik sangat berorientasi pada kepentingan politiknya sendiri dan

kurang memperhatikan kepentingan politik nasional. Di beberapa

kesempatan Sukarnomengatakan Ingin mengubah partai politik dan
mengemukakan Idenya bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai

dengan keprlbadlan bangsa yangityiwa^oleh semangatgotong royong
dan kekeluangaan. la mengkritiknya sebagai suatu cara berpolitik

yang tidak Indonesia, tidak bertanggungjawab kepada mayorltas

rakyat, mendorong lebih jauh polarisasi masyarakat yang memang
sudah plurallstik. Demokrasi terpimpin ini memang didominasl oleh

kepribadian Sukarno walaupun prakarsa untuk pelaksanaannya

diambil bersama-samq dengan pimpinan angkatan bersenjata.

Selama paruh terakhir masa Demokrasi Terpimpin, politik

Indonesia pada umunya adalah refleksi dari dinamika hubtjngan
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kekuasaan yang saling bersaing di antara tiga kekuatan politik, yaitu;

Presi^en Sukarqgi/angkatan aarat, dan PKI, dimanaSukarno bertindak
sebagai balance of powec antar^ dua kekuatan politik iainnya.

Di dalamf' hubungan kekuasaan seperti ini, Sukarno dibutuhkan

PKI sebagai pelindung melawan Angkatan Darat. Sedangkan bagi

angkatan darat, Sukarno berfungsi sebagai pemberl legitimasi bagi

keterllbatannya dalam politik. Di pihak lain, Sukarno membutuhkan

Angkatan darat untuk menghambat PKI, tetapi juga membutuhkan

PKI untuk memberikan orgahisasi yang efektif dalam rangka

menggerakkan dukungan rakyat dan mendapatkan massa yang besar

untuk mendengarkan pidatonya (Alfian, 1981:40-^1).

Harapan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari pengaruh

partai politik rupanya masih sulit untuk dicapai. Meskipun langkah-

langkah ke arah Itu sudah dimulai, namun semua itu lenyap oleh

gagasan Sukarno sendiri. Soekarno mulai gencar dengan gagasan

Nasakom (nasionalis-agan(ia-komunis). Tujuan yang terkandung
dalam gagasan Nasakom dimaksudkan oleh Sukarno bermakna

persatuan, yaitu mempersatukan seluruh kekuatan yang ada dalam

masyarakat Indonesia. Sukarno yakin bahwa apabila ketiga kekuatan

itu bersatu dan bahu-membahu dalam setiap lembaga negara, maka

diperkirakan bangsa Indonesia dapat berkembang.

Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Birokrasi pemerintah

dipaksakan untuk menerln^^ konsep Nasakom sehingga yang terjadi
adalah pengkotak-kotakan biroflrasi pemerintah sesuai dengan
Nasakom. Hal ini memberikan keleluasaan bagi partai politik untuk

menamatkan kepentingan ideologisnya kedalam tubuh birokrasi

melalui pembinaan-rpembinaan. Perlombaan yang gigih untuk meraih

kekuasaan telah memperhebat faksionalisme dalam tubuh birokrasi.

Sikap yang saling curiga dan saling mencarl kesaldhan di kalangan

birokrasi sering kali teijadi, sehing^ kerja sama antarbirokrat dan
institMsi sulit dtrealisasikah (Harahap, 2Q0Q: 54).



Mr

-»>•
il

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 255

Kondisi seperti itu terns berlanjut selama demokrasi terpimpin
hingga pada perigtiwa G30-S PKI 1965 meletus yang menjadi akhir
pengamh Demokrasi Terpimpin, juga belum terealisasikan. papat
ditarik benang merah bahwa pada masa demokrasi terpimpin ini
birokrasi juga mengalami faksiopnalisasi yang luar biasa melalui
pemaksaan Nasakom. Hubungan antara demokrasi danbirokrasi sangat
dipengaruhi oleh kepemimpinan Sukarno danide-ide Nasakom itu.

D. Birokrasi Masa Orde Baru

Saat Jenderal Sukarno menerima kekuasaan pada 1966 ia ibarat

seorang yang menerima ceKkosong yang besarnya dapatdilsi sendiri
sesua) kehendaknya. Ketika Soeharto terpilih secara resmi menjadi
pejabat presiden pada 1968, blangko cek tersebut dimanfaatkannya
secara maksimat.

Seperti diketahui, elite-elite Orde Baru telah menempatkan
pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, dan telah disadari
pula bahwa pembangunan elconomi mensyaratkan adanya stabilitas
politik, bahkan keduanya merupakan faktor yang dianggap saling
bergantung satu sama lain.

Pentingnya pembangunan ekonomi dan stabilitas politik pada
masa Orde Baru telah ditegaskan dalam Seminar Angkatan Darat II,

sepertitersiratdalam rumusan tentang hakikat danciri-ciri Orde Baru
sebagai berikut:

Orde Baru menghendaki suatu t^ta pikir yang leblh reallstis dan
pragmatis, waiaupun tidak menlnggalkan idealisme perjuangan.
Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabii,
berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susunan yang

dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengembangkan kuitur
individu. Akan tetapi Orde Baru tidakmenolak kepemimpinan dan
pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-cIri demikian
dalam masa^peralihan dan pembangunan. OrdeBaru menghendaki
pengutamaan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri. Orde
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Baru adalah suatu tata kehidupan baru di segala bidang yang

berlandaskan Pancasila dan UUD'1945 (Notosusanto,1987:51).

Banyak sudah kajian yang dilakukan oieh kalangan ilmuwan
A

politik yang mengamati Indqnesia. Ada yang menamakan rezim

pen)jerintahan Orde Baru sebagai sebuah "bureaucratic polity"

(Jackson, 1978), Emmerson menyebutnya sebagai "bureaucratic

sate" (1983), Dwight King menyebut sebagai "bureaucratic

authoritarian" (1983). Sementara Ruth IVIcVey menyebutnya sebagai

"beamtenstaaf (1983). Di antara keempat ahii Indonesia tersebut

ada satu kesamaan dasar yaitu kehadlran sebuah birokrasi yang

sangat kuat dalam pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto.

Selain itu, birokrasi dalam pemerintahan Orde Baru merupakan

sebuah Instrument polltik yang sangat efektif dalam memobilisasi

massa demi memelihara format politik Orde Baru (Gaffar,1999:235).

Format Orde Baru yang terpelihara dengan baik adalah

dominannya peran sosial-politik militer dalam setiap lini

pemerintahan. Keterlibatan militer tidak hanya teriibat di bidang

eksekutif, tapi juga di bidang legislatif, yudikatifdan berbagal keglatan

ekonomidansosial. Peran militer yang semakin luas tersebut semakin

mempersempit ruang gerak masyarakat untuk bertindak secara

lebih mandiri. Menurut Afen Gaffaf (1999: 237) terilbatnya secara

sistematis sebagai instrumen kekuasaan dalam rangka memperkuat

format politik Orde Baru diwujudkan kedalamtiga pola utama, yaitu:

1. Memberikan dukungan langsung kepada Golongan Karya

(Golkar) pada sfeap ipli pemllihan umum.
2. Birokrasi teriibat secara langsung dalam proses pemenangan Golkar

pada setiap kali pemllihan umum, birokrasi merupakanelemen yang

sangat penting dalam setiap kepanitiaan pemllihanumum.

3. Birokrasi merupakanpenyediadanabagiusahauntukmemenangkan

Golkar dalam setiap pemllihan umum, para pejabat pemerintah di
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daerah memotdng biayaproyektertentu untuk keperluan mobilisasi

" dana bagi kemenangan Golkar.

Karena begitu besarnya peranan birokrasi dalam memenangkan

Golkar, birokrasi kemudian diberi tempat khusus oleh Golkar dan

diakui keberadaannya dengan dibentuknya jalur B dalam Golkar

- selain jalur A bagi keluarga besar ABRI, dan jalur C untuk organisasi

massa yang mendukung Golkar.

Kemenangan Golkar dalam setiap pemilihan umum bisa berarti

^menjadi semakin kuatnya pengaruh birokrasi di bidang politik. Hal ini
dapat dilihat dari kuatnya unsur-unsur birokrasi dan eks-ABRI dalam

komposisi anggota DPR dari Golkar. Dengan demikian kemenangan

Golkar juga bisa berarti semakin kuatnya pengaruh birokrasi pada

percaturan politik. Disisi lain, dominasi para birokrat ini menyebabkan

pengaruh partai politik Semakin lemah, danpada gilirannya membuat
badan legislatif lebih terkendali (Santoso, 1997:99-100).

Ringkasnya, ciri khas birokrasi Orde Baru adalah tidak jelasnya

pemisahan antara jabatan politik dan jabatan administratif. Di satu

pihak, ada ketentuan yang mengatur eselonisasi jabatan-jabatan

di bawah menteri, tetapi tradisi politik Orde Baru memperlakukan

semua jabatan seakan jabatan politik.
• I

E. Birokrasi Masa Era Relormasi
Pada masa ini sudah mulai nampak adanya gerakan yang

mengjnginkan agar PNS bersikap netral dan tidak diskriminatif

terhadap kekuatan politik manapun dan menjadi "pelayan publik''

yang profesional. Selain itu, sudah adanya upaya pemisahan antara

jabatan politik defigan jabatan administratif secara tegas. Tidak

diperbplehkannya jabatan rangkap sebagai anggota pengurus partai

politik, anggota DPR, sekaligus PNS atau jabatan eksekutif negara.

Usaha untuk merefbrmasi birokrasi tampak pada masa

pemerintahan Gus Dur, yaitu ada usaha untuk menerapkan beberapa
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prinsip debirokratisasi pola Osbom dan'Gaebler dalam reinventing

governmentter^adap DepartemenPenerangan dan DepartemenSosial,

yaitu prinsip: pertama, catalytic government: steering rather than
A

rowing, yang maksudnya pemerintah disarankan mej^paskan peketjaan .

yang pelaksanaannya sekiranya dapat diketjakan masyarakat sendiri.

Kedua,community-ownedgovernment: empowering rather thanserving,

yang maksudnya pemerintah adalah kepunyaan masyarakat ketimbang

pemerintahyangmelayani (Forum Keadiian, 24 Februari 2002).

Ketika itu Gus Dur relatif mendadak membubarkan dua

departemen tanpa sosialisasi dan persiapan penempatan baru atau

PHK (pemutusan hubungan kerja) pegawai departemen tersebut,

yang jumlahnya sekian ribu^orang. Tidak jelas apakah ada reaksi dan
\

pembelaan masyarakat terhadap dihapuskannya kedua departemen

itu, pihak yang tampak jelas berdemo adalah pegawai kedua

departemen tersebut dengan mengangkat sisi kepahlawahan yang

pernah dirintis tanpa menyinggung keluhan masyarakat terhadap

departenrien yang bersangkutan.

Pada waktu pemerintahan berganti dari Gus Dur ke Megawati,

ternyata birokrasi tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan

sebagai ungkapan kekecewaan atas keberadaan birokrasi di

Indonesia, Presiden Megawati melontarkan istilah ''pemerintahan

keranjang sampah" yang kemudian menjadi isu besar dan menjadi

senjata bagi tokoh-tokoh polltik yang berseberangan dengan

Megawati untuk menyerang posisi megawati. Istilah "pemerintahan

keranjang sampah'' tersebl^ dilc^tarkan oleh Presiden Megawati
saat memberikan kata sambutan tanpa teks di hadapan peserta

rapat koordlnasi pendayagunaan aparatur negara (Rakorpan) tingkat

nasional di Jakarta pada hari Senin, 11 Februari 2002. Lengkapnya

penggalan pidato Presiden Megawati tersebut adalah sebagai berikut:
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Saya ini memimpin pemerintahan yang saya sebut keranjang

sampah. Iniakibat begitu banyaknya, pada waktu lalu, di kalangan

birokrat tidak mau turun (ke lapangan). Yang ada pada waktu itu

adalah bagaimana bisa menyodorkan kepada pinfipinan hal-hal
yang baik saja, jangan hat-hal yang buruk. Padahal, sebenarnya

hal-hal yang buruk itulah yang perlu ditonjolkan {Forum Keadilan,
24 Februari 2002).

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Megawati tersebut

menun^ukkan masih adanya permasatahan dalam penyetenggaraan
pemerintahan, khususnya masalah birokrasi. Upaya pemecahan

masalah itu menurut Mustopasidjaja, Kepaia Lembaga Administrasi

Negara (LAN) (datam wawancara Forum Keadilan; nomor 45,

24 Februari 2002) adalah melalui revitalisasi fungsi-fungsi

manajemen pemerintahan, jika hal itu dilihat dari sisi manajemen
terutama diprioritaskan pada suatu sektor. Seperti misalnya sektor

ekonomi, sekarang ini terjadi krisis yang berkepanjangan, masalah

ketidakseimbangan neraca pembayaran, ikiim investasi yang kurang

baik, juga daya saing ekonomi—balk dl pasar domestik maupun dl

pasar internaslonal—yang juga lemah. JadI merevltallsasl fungsi-

fungsi manajemen perekonomlan, khususnya kebljakan-kebijakan

publlk dl bidang ekonomi yang akaAenc^ptakan ikllm yang konduslf,
sehingga menstimulasi garak kehldupan ekonomi masyarakat.
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PemerintahaN
Kehausan untuk memahami ilmu pemerintahan semakin dirasakan

saat ini, seiring dengan semakin tingginya kesadaran politik

masyarakat, dan semakin strategisnya peran pemerintah dalam

memberikan pelayanan kepada warganya. Di sisi lain kenyataan

membuktikan bahwa, ketersediaan referensi yang terkait dengan

ilmu pemerintahan di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena

itu kehadiran buku-buku yang menyajikan kajian ilmu-llmu

pemerintahan sangat dibutuhkan dan dinantikan guna mengisi

kelangkaan tersebut. Hubungan antara pemerintah dan yang

diperintah, antara negara dan warga negara, serta antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah, terasa semakin rumit dan kompleks

dewasa ini. Buku ini berusaha memberikan pemahamanyang

komprehensif tentang berbagai permasalaiian pemerintahan, baik

secara teoritik niaupun praktik. Buku ini diharapkan akan bermanfaat

bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi yang sedang berkutat

untuk menekuni ilmu pemerintahan.

PENERBIT OMBAK
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